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KATA
PENGANTAR

Uralam perjalanan sejarah. peoanaman medal di herbagad ne-
para diyakind hahwa penanaman modal asing {foresen direct imvesi-
menty menjadi sangal dibutuhkan negara-negara berkembang karena
penanaman modal asing menjadi generalor pertsmbuban ckonomi
nepara penerima modal (Fosr cowntey). Penanaman modal asing
yang memiliki kinerja yang tinggi (above poreatial} selalu didorong
untuk menciplakan ekosistem penanaman inodal yang berkelanju-
an, Pengembangan iklim penanaman inodal yang kendnsif meru-
pakan salah satu prioritas dalam pembangunan. Penanaman modal
semakin dibutubkan perantya untuk mengperakkan pertumbuhan
ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkal ke-
miskinan, Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak penananan
modal asing dapat menimbulkan kesenjangan vang dapat incrugikan
negard penerima modal,

Kehadiran penanaman modal asing tidak pernah surat dari
pro dan kontra. Bagi yang pro kehadiran penanaman radal asing
dipandung sebugai engrine of growth, dan vang anti kehadien pena-
namat muoika] asing menganggap penanaman modal axing akan me-
mimbulkan ketergantangan ekomwmi nasienal darl modsl asing dan
melemabikan kekuatan ekonomi sasional, Indosesia aulaial sebuah
negara yang kava dengan simber dava alam. Potensd vamy Jemiliks
Indanesia ini adatah moenjadi salah saw regaea di dunia yang men-
catat pertwmbuhin eckonomi cukup vinggi, Selain i potenst pasar
yang besae. lenaga kerja yang produktil perbaikin infrastukiur yung
semakin memadai sebagai faklor pendaromy yang dimanfaatkan
ateh penanam modal asing wiuk menanamkan modat di Indone-
sia. Arus penanaman mudal asing di [ndonesia masik rendah jika



dibandingkan dengan negara-negara [ain khususnya di kawasan Asia
Tenggars. Menuret laporan Bank Dunia berdasarkan kategori Lase
af Drowage Bussiness {013 Tadounesia berada pada peringkat 72 dari
| S4d negara, Arus pentananian modal asing di Indonesia dapat dirujuk
dari baporan World fovesiment Report 20018, yang menggarnbarkan
penanaman modal asing langsung {forefgn Direct Mvesoment/F )
ke Ledonesia menunjukkan powast penanaman modal asing yang
tinggi (hefern proneniody. Sclama triwulan 11 tahin 2019 realisasi pe-
nanaman modal dodam negeri sebesar Rp. 9.6 Trilvun (naik 758.6%)
dan realizdsi penanaitan modal asing sebesin Jp. 198 Trilyon atau
nitlk Y% dibumding kuartal 1 rahun 2008, Dengan berdakunya Per-
avapzn Presiden No, 24 Talion 2019 tewtang Pemberian Insentil dan

Eemudahan Envestasi i Duerah difaragkan sk lerdadi kinerja dan
potensd penanaman meodal asimge vang tinggel

Memperbaiki iklim peranaman modal asing vang kondusif
di indonesia adalah dengan cara melakukan harmonisasi dan siskeo-
msst ukiom dengan nielakukan reformsi regwlast progresif untuk
menata banyak perateran yang berbeda dan saling tumpang tindih,
Harmonisasi hukum divakini berpotensi mendorong pertumbuban
vhenomi di seluruh wilayah Republik Indonesia, Untwk mewujud-
ham civa-cita it perle sinkronisasi dan koacklivitas vang kuat ber
bapai peraturan perundang-undangan, Mengutip pidato Visi Indone-
sia Presiden Jokowi di Senwl tanggal 14 Juli 2019 mengatakan kita
hurus mengindang penanaman modal yang seluas-uasnya dalam
rangka membeka lapangan kerja. Jangan ada yaog aleryi terhadap
penunarrran mendal. Dengan cara inilah lspangan pekerjaan akan
terbuka sebesar-besurnya. Oleh sebab ite vamg menghambat pena-
nisman modal haros digangkas, baik perizinan vang bambat, berbelit-
stwelin, upalagi ada punglinya.

hbengundang penanamin moedal vang seluas-lusnva mem-
futulikan kepastian bukum yamg juan omanya adalab ool e
ningkstkan ckosistern penwiamim modal, Kepastian hukum meliputi



kepastian pengaturan datam banyak perateran perundang-undangan
dan kepastian atas penegakan hukum. Reformasi regulasi sangat
relevan di masa Pandemi Covid-19 untuk menarik penanam mo-
dal asing menanamkan modalnya di indenesia. Diundangkannya
UL! No. 11 Talmn 2020 tentang Cipta Kerja yang pembenukannya
melalui mewde ommibas fuw merupakan upaya harmonisasi dan
unifikasi bukem yang fuar biasa dan salah salu steategi menata dan
menyesuaikan banyak poraturan perundang-undanpan yung saling
tumpang tindih dengan membuat sat regulasi bary, Harapan T
No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapal meneiptakan ckosistem
penanaman. modal berkelanjutan dan kegiatan berusaha yung mu-
dah, perlindungan dan kesgjshteraan pekerja, perlindungan Usaha
Mikro, Kegil, dan Menengah disertai dengan sistem perizinan yang
sederbans, Kepala Badan Keordinasi Pesanaman Modul (BERM3Y
menegaskan bahwa LU No. 11 Tahun 2020 wntang Cipa Keraakan
metmnberikan kesempatan yang sangal besar bayi Usaha Mikro Keeil
dan Menengih (UAKM) Dengan 64,2 jea unit usaha atau $9.7%
dari toral uni usaha, VMEM wlah menvediakan lapargan kerja hagi
1200 juta dard 133 juta anghaian kerja.

Penalaan regulasi secara luar biasa terhadap banyak peratur-
an tersebut divakini akan mampu menarik nuinat para penanam mo-
dat asing untuk menanamkan modalnya, Tika hukum berperan scha-
gai alat umuk menderong arus penanaman modal, maka hukum ha-
rus diperbaiki, Penyelanggaramm penanaman modal schagai kegiatan
ckonomi sangal erat kaitanmya dengan hukum, Tugas hukum yang
utama. khususnya hukum penanaman modal asing adalah senantiasa
mejaga dan mengadakan rambu-rambu hukum sehagai pengaman.
agar pelaksanaan penanaman modal mendatangkan keuntungan dan
manfaal bagi negara penerima modal maupun negara penanam me-
dal. Hanya dengan cara ilu, hukum akan telap mempunyai peranan
dalam meningkatkan pertumbuban ckonomi. Ketika perumbuhan
ekonomi meningkat, maka kebutuhan masyarakat \erhadap barang



it gasa aban tersedia banvak. schingga tereapuailah kesejahteran
ks ket CHeh kaveny iw metalul Ll KMo 25 Labuon 2007 ten-
vy Penanaman Modal den U0 Noo 11 Faben 2020 entng Cipa
kerja vang akan menjadi acuan wames penanaman smodal di selurgh
wiluvah Republik Indonesia. Namun demikian, bidang penanaman
mirdal asing merupakan satah satu bidang yvang masih sangat prob-
lematib terukama terkait denpan keberlanjuian penanaman modal se-
preet famican kepastian hukam dan jaminas kemudehan berusaha,

Tndonesia adalah kawsasan vang kaya dengan sumber daya
wlam darjuga merupakian salah satu negira bujudn penanaman modal
wsing yang sangat potensial dan memiliki banyak keunggulan vakni
kemudahan berusaha. Salah satunya adalah bidang usaha yang wrtu-
tuy wnkude penanaman medal terdapat 20 bidang usaha vang lertutup
{Lampiran T Dafiar Negatif Investasiy dikuranel menjadi 6 (enam)
bidang usalia. yaita (i) budi devae dan industri narkotika golongan [,
{ily segala bentek kegiatan perjudian dan‘atau kasing, (i) penang-

ki al yany tereantem dulam apperrdic J Convention on

craedivned Trode in Endamgered Species of Wild Feana and Flora
CUTTES) dnv ) pemanfual dan pesgambilan keoral dan pemant
ckan pergimb lan kawung darei alan yang digusakan unguk balan ba-

ian

agttankapurkalsizm, akuarivm. dan suvenin/ perchiasan. serta koral
idup atau korst matk dari alam, ) industr pombuatan senjata ki-
I dan (3 Ly indusan hahan Kimba industed dan induste bahan peru-
suk lapisan ozon {Pasal 12 aya (31 UL No.25 Vahan 2007 wolang
Trenunmanan hedal,

Di sektor kemudahan berusaha, penunan modal akan menda-
pat insentl” apabila modal tersehur sctidaknya memenuhi salah satu
kriteria seperti menyerap lenaga kerja banyak, termasuk skala prio-
fitas Linggl. pembangunan infrastruktur, alth teknologl. melakukan
ifdusiri perintis, berada di dacrah terpencil, melaksanakan kepiatan
penelitian, pengembangan dan inovasi serta bermitra dengan ussha
mikeo, kecil, menengah don koperast. Kemudahan berussha perlu

i



disertai keberlanjutan penanaman modal. Faktor vang lak kadah pen-
lingnya adalah kepastian hukumn dan kepastian berusaha, Kedua fak-
tor ini sangal pending agar penanaman modal astng mendatangkan
manfial dan kesejahteraan hagi masyarida

Tantwnan liheratisasi dalam perdagangan global <aat m
membawa permasalahan pads kegiatan penanaman medal terutama
penanaman medal asing baik datam skala nastonsl mapi inter-
nasioral, Sislkern ekonoui dunia yang herlaku sad i Gduk sesuad
untuk sehagian besar umal manusia di negara-negara berkembang.
Apalagi memang, globalisasi ckonomi dan plobalisasi korporasi
yang menguasai perdagangan global sudah bukan lagi di tangan ne-
wary, telapi berada pada barisan korporasi dan individu pemain glo-
bal baru, Begitn kuatuyx arks energi liberalisasi dan karporasi global

mengalirkan arus enetginya kepada sistem chonnmi pasar bebas ke
negata-ricpata berkembang, schingga sislem ekovomi pasar bebas
mempunyal kemampuan intuk menetapkan dan merealisasikan tu-
juan kekuasaan ekonominya.

Buku ini menggambarkan prinsip-prinsip hukum dafam pe-
nanaman madal ading yang dijadikan landasan untuk memformylasi
kebijakan-kebijakan ataw ketentuan-ketentuan hukum untuk menata
kegialan penanaman modal asing. Selanjutnya, uraian ini juga men-
coba mengangkat salah satu masalah vang kompleks dalam kegiatan
penenaman medal terkait modal asing yaitu prinsip non-diskrimina-
sl dalam perdagangan intermasional. [Jalam kenieks perdagangan in-
ternasionat (plobaly berlaku prissip bubwi hukum sualu negars akan
herpengaruh ferhadap negarg Jain. UL Mo, 25 hun 2007 tenlang
Penanaman Modal mempunvai latar belakung sejarah yang cukup
panjang dan merupakan hasil dar cita-cita harmenisasi hkum dari
penananan medal dalam perdagangan global. Cita-cita nariton|sasi
hukum juga twetihar setelah divndangkannya UL No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Harmonisasi dan unifikasi it semakin menun-
jukkan kemitmen pemerintal Repebbib Indonesia unwk menyelaras-



kun suran dan kebijakan penanaman modal asing dengan ketentuan
hakum yang berfaku dalam perdagangan mernasional. Hal vang
mendorong pentingnya harmonisasi hekwm terama adalah untuk
penataan terhadap banyak peratiran perundang-uasdangan sshingga
wemudahkan para penanarm modal asing menanamkan modalaya.
Penataun regulasi ilu sdaladh stralegt pemerintah Indonesia untuk
menarik penaniem modal asing menanamkan modaleya, Hurmenisie
si fukun pendnaman maodal berttpoan urdek memanfatkan poensi
pasal yung besar untuk mencapa tingkal peninamen nodad asing
tnggd {ffoar raeeery di Indonesia,

Bugian lain dact buko ini mengeaikan skar persobdan Jeged
infrustreictie yang progresif untuk menciptakan kepastian hukem,
kepastian berusahia, keselmbangan. dan kesinambungan serta penc-
rapan prinsip perfakuan samayang tidak membedakan asal negara.
Untuk mengka)i wpik mi. penulis juga mengaraikin pringip-priasip
petayanan penanmnan modal dengan memanfaatkan pendekatan ana-
tsis ekonomi dalam bukym {economic analysis of leow), vatlu sualu
pendekatan dalam it hokem yaryg mengkap hukum berdasarkan
prinsip-prinstp datam ilmu ckonomi sepeet nilai, efisiensi dan ke-
mantaatan [l Tujuan analisis ekonomi dari hukum adatah un-
tuk menggambarkan hagaimana scharusiya penanaman modal asing
itu mendulangkan manat bagi ralyat, Selanjunya. adalah umaian
wnlang perizingn berusaha.dalam kegiatan penanaman modal tenty
safa berperan penting dalam kegiatan penanaman modal. Pevizinan
berusaha merupakan instewmen hukum wuntuk kemuodahan berusaba
dengan melakukan peavederhansan perizinan dan memangkas pro-

ses [wentherian pevizinan nemsmaman modsl yeng nemid panjang dan
b i-treiL.

Buku ini diharapkin dapat memberi mandast bagi peagkajian
lanseptudl wentang hukom penenaman nodad 9i eea plobal. Kajian ini
secura spesifl membahay bugaimana sehartsnya penanaman modal



asing itu bist mendamangkan manfaat bagi rakyat: tidak menimbul-
kan ketergantungan ckanomi wrhadap modal asing. Sebaliknya, ba-
gaimana seharesnya pemeriniah Republik Indonesia sebagai negara
penerima modal dapat memberiken insentif dan jaminan penanamin
modal kepada penanam modal asing/nvestor asing sehingiga mere-
ka tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia
memitiki sumber daya alam yang mebimpab banyaknya vang dapat
dimantaatkan olch pengnam modal asing, banyak wenaga kerja vang
produklif, potensi pasar yanp besar dan infrastruktur yang memadai
untik menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Telapi mengapa ting-
kat dan kuatitas penanaman modal asing di Indonesia masih rendah?
Olch karena itu buku ini bermanfaal bagi mahasiswa, pemerintah.
legislatif, akademisi, praktisi hukum dan prakiist bisnis sebigai pe-
ngembangan pengetahuan di bidany hukum penanaman modal.

Makassar. Januari 2022

P'enulis

Prof; r. Mariben Arie, 5. H.,M.H
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BAB

SKETSA HUKUM
PENANAMAN MODAL ASING

ndang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, kemudian diundangkannya pubds lndang-undung

N 11 Tabun 20200 wotang Cipta Kerja vang telah melaka-
kan perubalan beberapa pasal dalam Undang-undany e, 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal {selanjutrya diseb L Poninam-
an Modal), Perubahan ini mencabup petaksanaan U1 Penanainan
Maodal tadvws setelab penpesaban E17 %o B Tahun 2020 woving
Cipta Kerja Gselanjumn g disebat T Cipta Kk maka 1300 Penas
naman Mudal juga menjadi aouan utams penanaman modal 3i seto-
ruh wiluyab Republik Indomesia. Esensi perubahan ing iatih cita-cits
harmonisasi dan unifikasi hukan bahwa scuap sndang-undang dan
peratran sehubumgan dengan peranaman modal yang berlaku se-
tetah diundangkannya VL Cipta Kerjd hares mematahi ketentusn
mengensi penanaman maodal berdasackan D Cipa Kepja.

LU Cipta Kerja ini masih menjadi serotin publik karena une
danye- undang ink menurot putusan Mahkamah Konstitust pada tang-
gal 25 Movember 2021 vang menyatakan VL Cipta Kerja cacat for-
mla dan inkenstitusional bersyarat, UL Cipla Kerpa karus dicevis
setamna 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya kepulpsan Mahkamah
Konstitusi. Perubahan iy harus merujul pada tata cara pembentukan

FOUHLUM PEMAMARLN MECDAL A5IMT 1



peradurn perundung-undangan dun pethatkan substansi UL Cipla
Ferp secara {rarsparan dan partisipas publk vang murni (mecring-
i participation). ULl Cipta Kerja merupakan upaya reformasi re-
gulasi penanaman modal kedua setelab refonmasi regulast pertama
sepert] diatur talam UU Pepanaman Modal, UL Penanaman modal
masib memiliki kaidah-kgidab hukum yang begitu kempteks, Ba-
nyuk peraluren perurdang-undangan meogatur penanamin modal
secara scktoral schingga membuka peluang tumpang tindih peratur-
an anlara UL Penanaman Modal dengac wndang-undang scktoral sa-
ngat besar. Misalbya, Undang-undang Pokok Agraria atau Undang-
sundang Porlambangan Mineral dan Batu bara, Uniuk it terobos-
an LB Cipra Kegjs menjadi sungat termantaal ok menghindari
branyik poralrarn peruﬂdung-undangan vanyg saling wrnpang tindih
dakam penyelenggarasn pengnaman modal,

Dremikian hafrnva V) Penanaman Modal diberiskukan juga
terdapi peredapad oo dam kentes sehingga diguwa be Mahkamalh
Buonstiest when 2007, Pendupat vang menentang sebagian besar
fetentuan dadan LU Penanaman Modal iu mengatakan bahwa re-
zhm undang-undany tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Prasar 1943, Banyak pasal-pasal dalam ketentuan ini yang dianggap
bertentangan dengan Undang-lindang Dasar 1945 séperii. Pasal 1
avat {11 dan Pasal 4 wyst (2) buruf A bertentangan denpan Pasal 28H
ayal (2) dan Pasal 2810 ayat (1) Undang-Lindang Dusar 1945, Pasal
8 ayac (1) dan (3) Undang-Undang Penanaman Madal bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasel 280 ayac (1), dan Pasat 33 ayar (4)
Undang-lindang Dasar 1945, Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang- Un-
dang Pengnaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 avat (2), {39,
dan {5) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat
{1} dan (2} Undanp-Undang Penanaman Modal bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (3}, Pasal 28H ayal (2) dan Pasal 280 ayal (1) Un-
dang-Undang Dusar 1945, Munurut mereka UL Penanaman Muodal
berpotensi raenimbulkan kembali penjujahan dan imperialisme eko-

T HUKLA4 PEMAHARAN WMODAL ASNG



nomi. Bahwg kescluruhan pasal-pasal dalar UL Penanaman Modal
memberikan banyak kemudahan bagi investor asing. Hal ini dapat
menimbutkan keterganlungan ekonomi Indonesia terhadap modat
asing,

Selznjutnya pendapa vang pro terhadap pemodal wsing, me-
ngatakan bahwa Undang-Undang Nomar § Tahun 1967 entang Pe-
namaman Modal Asing dan Undang-Lindang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penaraman Modal Dalam Negeri perlu diganti karens 1idak
sexval Tagl dengan kebwtuhan percepatan perkembingan perekono-
mian dan pembangunwn hukue sasional soat ini. Selaniumya, pena-
naman madal asing yang dischenggarakan menurut sndang-undang
ini adatah asus bepastian hukum, keterbukaan. akuntabilivas, perla-
kuar yang sama dan tidak membedakan wsal negara, kebersamaan.
ehigiensi herkeadilan, herkelanjwtan, berwawasan Tingkunpan, ke-
mandirian dan keseimbangan kemajuan dun kesatuan chonomi na-
sional,

U Penanaman Modal pada satu sisi sebenamya dianpgap
lebih maju daripada L'ndang-undang PMA No, T Tahun 1967, Kare-
na di dalam UL Penanaman Maodal ini mengamanatkan pertindung-
an lingkungan, pengharmatan pada tradisi, rude of ferw dan lain-lain.
Hanya saja undang- undang ini tidak menjclaskan secara finci pro-
sedur dan oloritas pelaksanaannya.' Terfepas dari pendapat pro Jan
kontra tersehut, tidak dapat dipunggkic bahwa kehadiran penanaman
madal baik penanaman modal asing langsung ataw dikenal dengan

! Libitl Theo!Yorsus LHaay Peritgk Frevesiani df dne i Rk K,
Aetormasi fukam, Jurnal Stdi MPembgngunan loterdismhng Vel XX, N 3 Desember
20n7-Mared 20, hal. 145 Lebih banju Thealr Latzay it v kakian - hahwon,

W dalamy Pasal 4 awiet (201310 Mo 235 Tabun 2007,
i) penaeman inadal di Iedonesin, vatuz (ul eermberkas pestakisn
p.,na-uumm mcdal b o dan esinaman @ il AT AN M
Wi iona | by s PESEIT MURL, kop by lin alan
herusiiebage 2 [ ST
l.,gml U peenamumis midal sesuin U, ' F i, 40)
r Paagi peroneh dar b isabi makro, Ko
menengah dan koperas

dirymaiskan kebipakin dasar s
1A hugei
hatikan
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Foweden Dhvecr Prvestment 1 maupun penanamen modal dalam
neperi diakui sebagat engine of growth KRreni peranannya yang pon-
ting untuk moemace pcl‘lumhuhz:ﬁ chonumi suate pegars, Haya saga
periu diater dengar legas tuguimana Tndanesia dapat memanaatkan
sebesur-besernyy modal asing tu tetapt tidak mematikan rnodal na-
siomidl,

Kebanyakan para ghli ckonumi sepondapal bahwa pena-
maman modal Metupakan driving force setiap proses pembangunan
ekonomi, karena kemampuannya menggerakkan sspek-aspek pem-
bangunan iainnya. Kepgiatan penanaman modal di suaiu negars, da-
erah maapun desa dapat diketahui dari kontribusinya terhadap nilai
twmbab (wifue qcfed) ekonomi dan kesejahteraan masvarakatnya
seperti, sumber modal. menciptakin dan memperiuas kesempatan
uwsaha dan bapangan kerja, pengetabuan teknologi, meningkatkan de-
¥isa seria penumbehan perusahaon lokal berkelas global, 2

Dafam era perekopomian plobal dewssa ini dan di masa
mendatany, petsaingan untak menarik investor ddak hanya werjad)
di antara negara-nepara berkembang maupun Begara-negara maju,
Letapd Jugs antar provinsi dan antar kabupaten, Oleh karena itu, suka
ataw tidak, bukum seperti “opium™ antuk membentuk dan mengaku-
mulasi nodal Becars cepat. sehingga Kajian prinsip=primsip hukem
daulam peranaman modal menjadi sangat penling. Disebut penting
kurena privsip-prinsip hukum dijadikan penyangea (cormer stone)
dalam merbentak dan mengalumulasi modal Hanys saia bl terse-
hut menadapal perhatian sanga sedikit di negaro-negara berkembang,
wrmasuk fadonesia. Modal sulit dipercleh negara berkembang un-

" S e, R s Setetiton deagen Modsd venge Alurini, Bandung, 1984, hal

i apesrn e psian Beick Dienia, fin fivesast Juny tefuft baik hayi
Niettedr £, bt Binigist. Jukaste ’[NIS hal. 5-7. Ihlzlm lapraarsun i d:glll ixbawaki
Ilrwa peerienatih harss isuahan dengain
i peaaiya Jun i ber ktgyulm Lch.mk AN g dd[\k[ melerniahkan
surala ikdiz poosanm e eds) hl:\g Il baih. segaen lehits mendalany,
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Lk perabanguman ckonomi fost cowntre Larena lerabiya tandasan
hukurm untuk merepresentasikan kepemilikannya unted dapat dija-
dikan madal,

Landasan hukum vang lemah. selain bermakna vdak terse-
dianya perawran hukum vang memadai. fuga berarti vidak adamva
kepastian dalam penerapannya oleh lembaga-lembaga poregak bo-
kurn dan birokrasi yang elekit dan efisicn, Oleh sehah itu, salah satu
strategi yang pending untuk memperhaiki sistem hukom 41 bidang
penanaman modal vang lemah landasannya adatah melalui penye-
rapan prinsip-prinsip hokum dalam penanaman modal, Deagan de-
mikian, rezir hukum penanaman modal yang dibutuhkan Indonesia
harus disusun berlandaskan prinsip-prinsip hukum penanaman mo-
dal yang menjadi landasannya.

Sehelum berlakenya UU Penanaman Modal, resdm hukum
penanaman modal asing seperti diatur dalam Undang-undang No-
mer | Tahon 1967 tentang Penanaman Modal Asing  dianggap
febib Tiberal, dan merugikan kepentingan ckonomi pasivnal. Un-
dang-undang ini bertujuan untuk mendorong penanam modal asing
vang umumnya melaloi perusahaan multinasional (Mufei Nerfonal
€ meporation/MNCY menanamkan modalnya di Indonesta Kegiatan
penanaman modal asing didukung pula oleh berbagai kehijakan dan
peratwran deregulasi dan debirokratisasi yang gencar difakukan pe-
merintah. Tujuannys swma, yaity menarik para penanam modal asing
menananikan medalnva di Indonesia, Penanansr: modal sangal di-
butlkan Indonesia entuk mewajudkan citi-cita dan harapar selu-
rub rakyar Indonesia, yaitu demokras chonormi dan keadiban sosial
bagi selurub rakyal fndonesia sepenti terkandung dalam Pancasila
dan LILITY 19435,

Tidak dapac dipungkini bahwa perkembangan penanaman
modal di Indonesia baik modal ssing maupun modat datam negeri
taenurun sanpal tajam. Kegiatan penanaman modal selama ini tidak
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serta mers mengatast problema pembangunan ckopomi. Mengapa
demikian? Pertamg, fidak adanya tezim hukum peaanaman modal
vang kuzt dan bertabiat sebagai misi yang berperan untuk menghasil-
kan menlal. Selama ini pemerintah hanya merengek dan pandai nrin-
1z bantuan dan pinjaman vang dari luar negeri (off shure foan). Ke-
daser, kegagala legalitas. vaity Indonesia menire sajo sistem hukwn
vane herlaku di negare maju unluk menghasilkan kekavaan untuk
kenwjuan masyvarakal pada umumnya. elam gagal mencrapkannys
dalan kehidupan bersama. Ciagal kavena tdak didukoeng olch atuean
hukum suhstansi vang kual bertabiat, tdak didekung oleh lembaga
puembied hukion dun lembags peaerap Aukam atau penegak hukum
v elisien, efebded dan jujur Selain o, perisinum sengd’s diboaat
beepbelit-belil sefiinges banyale penamon modal (lerulami pRenaiun
sl asing) melakokan cara ilegal dabam melabukan akdivitgy bis-
nisnyd, dan kebanyak dari mereka selaly menyuap penguasa atau pe-
werinbies, Kedige. belum adanyy pembakaan prinsip-pringip hukwm
yamg mengatur lendang pevanamean modal yang memperiakukan
sima penanaman modal asing dan penanaman modal dakam negeri.
Hal ini dischabkan karena kwrangnya perhatian dan kesadarar yang
dicurahkan kepada prinsip-prinsip hukum dalam penanaman modal.
Prinsip-prinsip tersebut. dapet dipedomani di datam melakukan re-
formasi regulasi sehingga dapat dijabarkan menjadi aturan hukum
yang konkrel, dapat inenjadi landasan hukenm yang dapat mengubah
modal mati {death capitel) menjadi sumber modal atau kekayaan su-
aw aegara (wealth of narfon). Penanaman modal juga sebagai sarana
dalam pelaksanaan penibangonan chonomi fost cowry, sehingua
tronis untuk wenvatukan balwa, bekerjanya [andasan hukum vang
beriabiit efisien adalal persysratan bagi masuknya penanaman mao-
dal dan pertumbuhan ekopomi yang tinggi.

Bila ditetusuri lebib jauh semangal filosotls pemetintah

mengundang, penanam modal, terusama penanam modal asing, am-
pak jeTus chan tegay Jinmat dalam lundasan pemikiven U Penanaman
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Madal, yait (1) Indonesia tidak memiliki modzl dan sumber pem-
biayaan laln yang cukup untuk meninpkatkan dan mengembangkan
kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional. (2] Pemerintah meng-
akui batwa jalan menuju proses peningkatan kegiatan chonomi dan
pembangunan hanvatah dengan akumulasi modal. (3) Pembertukan
dan akumutasi modal dari penznam modal akan tercapai jika ada
landasan hukum vang kuat dan berwibawa vang berperan menjamin
proses kelangsengan penanaman modal.

Dalam kot ekonomi pembanpunan, negara-nepara sedang:
berkembang sargat memputuhkan aliran penanmnan maodal sehagai
jalan mentju pertumbuhan ekonomi fecoromic growsd), dun dalam
mencapal pertumbuhan ekonomi tersebul. tipara-negars Ao coun-
v tidak hanva mengandalkan pda akior pembiayaan dalam nege-
ri. sepertl abungan masyarakat, w@iap juga diperoleh melatui pemo-
dal asing. Para ahli ckonomi pembangunan sepenti Haerod-Domar
mengemukakan batwa untuk meningkatkan perckonomian suaty
negara dibulubkan modal karena modal dipandang schagai sunber
permbiayaan ekunami produktil untuk menghasilkan barang dan jasa
sebayai pengeluaran yang akan menambab permintaan clekiif se-
lurul masyarakat, Keadaan ini menuntul adanya pensnarnan modal
untuk menambah kemampuan mempreduksi barang dan jasa yang
dibutuhkan dalam perekonomian. blengan demikian 1ampak jelas
bahwa penanaman modal memiliki pengarub yang signifikan untuk
memajukan perekanormian suata negard,

Di sini penanaman modal asing dapat menciptakan lapang-
an kerfa besar ke negara penerima modal. turunnya pengangguran.
saving naik dan pendapatan lebih baik. Apa yang harus dikerjakan
dalam penyelenggaraan penanaman modal asing adalah penanaman
modal untuk penciplaan lapangan kerja harus diprioritaskan dan pro-
sedur perizinan berusahia harus disederhanakan®,

mbipet Gebil ek T oulg orang yang bl Ly
Hetiap tahun, angikalin kerja bary herionbuh sebamoak 2 jucs

.
ang. Pemerintah laas
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Harmonisasi Hukum Dalam Penanaman
Modal Asing
Untuk menyesuaikan permasalahan lwmpang tncih repulas

dan obesitas regulasi bukan cara yang mudah. Narnon kebanyakan
negara host country berupaya melakukan reformast regulasi yaine
harntontizasi hukwm. Harmonisasi merupakan suatu proses yang di-
hasilkan melalui usalia penataan regulast secara sekatigus erhadap
baryak peraturan perundang- undangan. Harmonisasi dalam konsep
int adalah UL Cipta Kerja diundangkan untk mengamendemen be-
berapa undang-undang sekaligus.

[lal vang mendorony cita-cita harmonisasi hukum dalam
penanaman modal asing adalah wituk memenuht kebutuhan hukown
akibat perbedasn sistern hukum maupun akibat globulisasi ekonomi
dan perdagangan global yang tdak menerity saat ini, Oleh karena
itu, tevobossn UL Cipla Kerpa dan berbagal peraturan lurunannys
vang akan menopang TTT Penanaman Madal diyaking skan menyele-
saikar masalah dalam prakiik penunaman modal asing di Indonesia
wang sampa: sant i masib sengar kempleks®.

Sebagai comoh wikai ada wanlan merevisi reguiasi do bi-
ey peotambangan maks vang harus direvisi adaleh Nod Tabun
20049 femang Pertambangan Mineral dan Balo bura, tewp masih
wengalami hambalan misalnya L0 No32 Tahin 2009 witang Per-
lindungan dan Pengelelaan Lingkengan Fiidup atag UL No. 3 Tahun

mengen perlimbiian henemi 0% atad lebils pertahun wik menabigs '.np.u:gan et
b iz whezgreg 2 el peserj bdoo gan 7 ol g yang wla. 1%

|nu|Jn| untuh prnciptean pangan Keria menartskan pen.mzﬂu.m madala sehesar B 4800
an Setinp 1% pemwmbubon chonomi memertukan dann |n\-u|1}| Rpy 00 Trilxute,

fam | di Bidang Forck i Repuelik. il c 2021, hal. 6.

P 31 Jatwn 021 ventng Cipra Xurid nw uuf,kmkm: £ undang - undang dap dcbih
12001 peal «ditgyisi <l Lradang-undang, Cipta Kenie yang, mengatur ibagii
sckior Refu i regubosi in Tukan wgluk peraiki iklin modal.
npechaiki aaban pisdi hen dacrah vang sering herbetlume, meningkatkan kinetjq
AN eslesk PEKIMEMAR medal [33inz). mehitpkatkin indeks repuins Indinesia vare masih
sunadah din mengatsi obesilas ropubisi.
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196 tentang Pokok-Pokok Apraria. Undang-undang vang di sebut-
kan di atas terdapat saling tempang dndib sehingga menyulitkan pe-
merintah mengambil kebijakan yang mengandung kepastian hukam.
Tampakiva harmanisasi hukum mampu menjawab persealan aim-
pang tindib peraturan perunding-indangan seperti dicontohkan ds
an

Selain itu. ada juga berpendapat bahwa harmenisasi melale
mcwrhe osmitns Jow seperti dafam UL Cipla Kena dilakukan de-
ngan cary sedemikian rupa untuk menghindari pertenlangan kansen
substansi hukum yang sebaiknya harus dihindari dari awal. Dari pen-
jelasan di alas, terlibat bahwa harmonisasi metupakan upaya umum
vang dilakukan borbagai negarn baik negara maje mavpun negara
berkerbang dalam menarik penanam modal untuk menanamkan
modalnya di negaranya, Harmonisasi hukum penanaman medal
asing merupakan strategi untuk mendurony para penandm maodal
asing mau menanamkan modalnva di negara bersangkutan. Selain
itu, harmonisasi hukum sangat terhubung dengan sistem hukum su-
atu negara. Akibat dari perbedaan sistern bukum dari berbagai ne-
para ity akan memudahkan melakukan penanaman modal dan akan
memudahkan penyelesaian masalahisengketa jika ada sengketa. fadi
harmenisasi hukum dianggap meémpermudati penyelenggaraan pe-
nanaman modal asing dan memperrudah penyelesaian sengkels.
Artinva kepastian hukum dapat menjamin hubungan bisnis khusus-
nva dajam penanaman modal asing. Penanam maodal asing das nega-
e penerima madal dagun menyesuaikan dengan ik dan kewajiban
sehagaimana dialer dalam Undang-undang dan peraturan-peraluran

peninam andal,

Harmewtisasi hukwm artiaya upaya meneari keselagasan me-
falui penyempurnaan hukum dengan jalan re Lo eyl an
than penataan atuean-aturan hukum. Tuivan hacnenisasi hukum pe-
nanaman modal asing dar sudul pembibiaruan hukum adaiab metoe-
de memperiemukan dan mendekalkan keinginan negara penerima
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maodal dan negara penunam modal asing vang tenty saja mempuayai
perbudain sistem hukum, Jika tidak ada pengaturan hukum yang
baib. terutama inckanisme penanaman mudal maka penanaman mo-
dlal asing tidak selalu bermanfaal bagi negara pencrima modal. Di
sinilah pentingnya karmanisasi bukom didakukon sehagal stratop re-
Torinesi segndase azar penataan dilakukan seeara sekabipos lerhadap
hanyvakuya peraturan perundang-undangan.

Harvewmisas: hzkum penanaman modal wsing digabarkan dae
dismpbemeniasikan dalam hubum substant D dan beelaku secars ke-
soluradun, feebute Rarena; Pesams, modal sdalah simber pembi-
avoan utama pengehangan dan penguatan perekonomian suaty ne-
gara. Modal mewjadi sumber eneri untuik meningkatkan kekayaan
sunly negard dan meryejahterakan rakyal. Landasan permikirannya
wdulab bakwi lanpa modsd tidak ada penanaman modal dan tabung-
an. Tanpa penanaman medal mustabil ads perlumbuban ekenomi.
Keedue, prinsip-prinsip hukim menjadi dasar guidies principles lan-
dasan hukum penanaiman modal untuk mendorong pembentukan
munlad (ebifity te product capitali dan meningkatkan pertumbuban
ckomomi. Keiga, umumnys negara-negara berkembang seperti, Tn-
donesia tidak mempunyai kemampuan membeniuk madal, padakai
Indonesia mempiinyal sumber kekayaan alam vang kaya dan me-
limpah, tetani kekavaan akem it telup merupakan modal mati kare-
na mengalami kesulitan mengonversi sumber kekayaan alam (aser}
yang melimpah ity menjadi modal atau sumber kekeyvaan melalui
landasan hukum yang mantap.

Pemanaman modal asing memang penting, tetapl bagaima-
na carinya memobslisasi modal untuk menghasilkan self sustaining
greevth aedd recovery of eeomumic di indonesia. Sejak kemerdeka-
un pemerintah Indonesia lclab meltakukan langkah-langkab untuk
menartk penanam meditl fnvestor menananskan modalnya dengan
carg melenggakan sluran-atuwan penangman maodad khusosoyy
mgdal asing, Selama peryaiupan lebik dari empat puluh fima takon
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yang lalu, pemerintah Indonesia telab mengeluarkan kebijakan pe-
nanaman modal yang disebut kehiiokon pinse ferbuka, mulal sejak
herlakunya 1ndang-undang Mo, 1 Tahun 1967 wentang Penanaman
Modal Asing {UU PMA) sampai dengan berlakunya UL Penanaman
Modal,

Selanjutnya, landasan hukum penanaman modal yang berba-
sis pada prinsip-prinsip bukum dalam penanaman modal diharapkan
mentbawa misi penting bapi kemajuan pembangunan ekopemi na-
sional, Pertcime, ekonomi potensial di scluruh tanab air belum dio-
lah untuk dijadikan kekuatan ckonomi riil karena tidak ada modal,
pengalzman serta weknologi. Kedun, pengolahan kekustan ckonomi
potensial Indonesia menjadi kekugtan ckonami riil hanyalah mela-
lui penanaman modal, dan Ketige, pemupokan medal perlu dilaku-
kan scoara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonnmi.
Belwm lagi hidang-bidany usaha yang menguasad haja hidup orang
hanyuk Juga tecbuka hagi penanam modal wsing walaupun tidak 100
i, air
minum. penerbimgan, massa media dan fain-lain, Aman disayang-

persen modal asing. seperti pelabuban. stk welekomuniks

kan. kehijakar pintu terbuka int berfanpsung sinskat.

Terdapat beberaps ilustrusi. sejak tahun 1974 dengen ada-
nva restriksi alau diperketat mengenal pengnam modal asing hanya
karena semangatl sosionafisme waktu it Kelentuan-ketentuan me-
ngenai penanaman modal asing diperketat scbagat akibat peristiwa
Malari pada bulan Januari 1974, di mana modal asing dari Jopang
misaloya dianggap berkelebihan. Pepanam modal asing hunya ho-
{eh menansmkan medalnya di Indonesia kalau dalam bentubk join
venfure. Kebijakan-kehijakan fornal pemerintah Indonesia terha-
dap penanuman modal asing selarna ini makin liberal, wrapi sedikit
restrikiif, Setelah "boom’ minvak bumi dan resest dunia yang hebat
sejak tahun 1982, kebijakan pemerinial Indonesia terhadap pemeodul

" lbajopukpk, e, ebal Sekeen dmvesas, Universatas Indosesi Lekaris, |WS, hal 21
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asing mengabami pergeseran o ke kebijakan vang makin liberal
terhadap penasasan modal asing.

Naunun kehadiran modal asing, vang umumoya dikendalikan
aieh perusahaan multinasional (MNC) di Indonesia masib berlang-
sung juga mendapat pro dan kontra sampai saat ini. Kelompok vang
peo terhadap peranaman modal asing menganggap bahwa penanam-
an modal asing adalah enging of groneeh, Scmentara bagi yang kontra
kehadinu penanaman modal asing dipandang scbagai jalan masuk
pitiak asiig mengaasai ckonemi fos conaiey (Regara penerima mo-
dal). Sebagai contoh. masalah utang luar neyeri (off shore foan), In-
donesiu wrearat sebagan sulab sotu negara pengutang wrbesar di dus
nid (nomur 4 setetah Bresil, Argenting, dan Meksiko). Krisis utang

luar negeri Indonesia meneapal puncakinya kelika krisis mata uang

melanda Asia pada tahun E997 dan sesudahny,

Pada hugian lain dikemukakan bahwa cita-cila negara Re-
pobdik Dndunesia di Tabun 2042
an kelas menemgab das Indonesia wlaly menpadi negara majue. Pro-
AN dan
frndunesia sudah masuk 3 besar chonoimi dunia dengan kemiskinam

al keluar dart jebakun pendapat-

duh Duomestik Hrule Badunesia mencapai 7 eibvun dolla

menduekals nol persei, Apa yang harus dilitkukan Indonesia untuk
mencapai keadaan di vr tinggal landas ing? Pemerintab [ndonesia
haris mensied pertumbudicn ekononti 6% way Jebih perlahur.untuk
membrika lapangat kerfs baru guna menampng 2 juta Pekeria barg
setiap tuhun dan lebil duri 7 jutd pesgangeuran. Pertembulin eko-
nomi memertukan penanaman modal bary sebesar Rp.4.800 Trilyun
dengan perhitengan seriap 1% pertumbuban ekonomi, memerlukan
Rp. 800 Trilyun. Manfaat penanaman madal lerutama modal asing
ini perlu difage keseinbangan antara kebutuhan perivasan lapangan
kerja yang memerlukan pesanaman modal den tentu saja keseim-
bangan terbadap perlindungan Pekerja. Untuk penciptaan lapacgan
kerja baru. dan peninghatan perlindungan bagi pekerja diperlukan
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harmonisast hukum secara menyeluruh, termasuk sektor ketenaga-
kerpan”

Bedskonya UL Cipta Kerja onluk mendukung U Pes-
narman Modat menunakkan pafideal will pemerintah Tndoagsia
diharapkan para penanzm modal asing mau menanambkan modal-
ryin i Tndantesia,” Namun demikian, lidak dupsa dipangkin bahwa,
arus modal asing di Indomesia tdak serla merts mengatasi Proble-
ma pembangunan, Namun, sediki banyak kehadizan medal astng b
Indonesia di era reformasi ind lente auda manfauinya. letapy adalah
sebugh kekelituan (frlfecies) hita mengharaphan kebaikua Tadi Jan
pura penanam modal karena setiap penanaman modal/investor sclu-
f menginginkan imbalan dari tiegata penerima modal. Oleh karena
itu, salah saw faktor untuk mengatasi kesenjungan modal asing dan
modal dalam negeri datam pembangunan ekonomi Indonesiv adilah
melalui reformasi regulasi kebijakdn-kebijakan penanaman modal
yang dapat memperkual landasan hukum penanaman modal, Lan-
dasan hukum penanaman modal vang kuat hanya bisa diwujudkan
kalau kerentuan-ketentuannya disusun berdasarkan prinsip-prinsip
Tukum dalam penanaman maodal. Pevaturan Presiden No 10 Tahun
2021 tenlang Bidang Usaha Penanaman Modal Peraturan Presi-
den No. 49 Tahun 2021 teruang Perubiaban atas Peraturan Présiden

* Iyata Ketenngaherjaan; Pengangpucan 7405 illlu um-;g, Angkatan kerjit haru Tt
cramgerahun, Pebeta formal 35,5 juia wrang. rjm wlonnal = 10 nmn;.
Realisasi penanaman medal tafun Y% = 601 1r||) 1. Komdisi i menanpakkn Ki
un pitensi sueld aegars lerhidap pewhann mddul wsing. masa perhn ey ekstos unllllc
weninik nlal asing puna sendorang honomi Indonesia. Pakok-poiok
Pidknte Prosaden Fokn Wabmdo, 20 Oklaber 20008 Lihit juy lith Ealuin EER l miled
Nt Conlienes wn Cinde and s clupriens (UNCTALY memasabin Irdonesi wnda
pesTormers, il neginm dengan polensi din kinergs alitan penmaman nodal ssong yaee
renckith,  BINCTADL, Wil drve<bnent Hr‘puﬂ FIs fivan fhesedvpeay vl Sromettan
5 bmpalicatioers fre cheviedenaen, & Work and Cienevit Lnited Sidinms, 200k

I R L Sadie 202600 “ipti kg dnespon
st penaminmai. moal sl 202 sasg meicagin
Eahadian U1 B T Fthun 2020 st
S haliks dunise snsara lain Lo € AR Lote 4wt

<dus I n\ sodn nigs Beomudi S S
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No. 10 Tabur 2021 enlang Bidang Usaha Penanaman Modal yany
akan berkontribusi menciptakan dampak besar bagi perekonomian
nasional dan membuka aliran pengnaman modal asing Ji Indonesiy
agar bisa menjadi negars froat runser akau ahove potestiof seperti
ikategerikan wleh UNCTAD,

Haurmenisasi rukum memase per dilakukan seperli horla-
kunsa UL Clipla Kerja untul mencipidan iklim penanamae modal
vang baik. tetapl perlu diperhankan sequmlah prinsip hukum ctana
dhitlam Rarmenisas gian pembaruan hukom weeschod. Misalnya, se-
perti prinsip kemudihan berusahy selapaimana diatur dalam Pera-
turin Presiden No.49 Tahu 2021 tentang Perubahan alas Peraturan
Presiden No, 1 Fuban 2021 {entang Bidanp Usaba, Prinsip kemu-
dahan berusaha hokikatnyd sama dengan prinsip kebebasan mena-

nam meodal ketapi belom diangeap oleh kebanyvakan penanam modal
asity sebagai langkah yang lepat untuk melindungi dan menjamin
kelungsungan modal dan hak miltk mereka, Sclain (e, adaoyva ke-
bijakan ddn peraturan ini belum ada kesamasn Gtik pandang antara
pemerintah dengan peranam modal. Misalnya, pengerlian tentag
penanattan modal asing yang masuk kalegori hanya meliputi pe-
numaman medal wsing secera fangsung digunakan untuk menjalan-
kan perusabman di Indonesia. Ternvata dirasakan juga perbedaan
penanaman modal asing dengan penunaman modal dalam negeri.
Artinya, ada diskriminasi hokum dan perlakuan terhadap penanam
modal asing.

Segalun dengan harmonisasi hukam sebagai sualy strategi
dan Juminan witub, menank pasonam amodal maw menanamkan mo-
dalnya adalah strategl relorsast regulasi sebagaimana diator dalam
sl sato Peratuean Presiden yaito Pergturan Presiden No.49 Tahun
2T tentang Perubahan atas Peraturan Presicen No.id Tubun 20621
wnlang Bidang salt agar penataan dilakukan secura sabstantif er-
ladap banyaknya peraturan perundang-undangan vang terkait LIL
Penanamun Modal.
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Uintuk mewuudkan reformasi regulasi agar penataan pera-
turan perundang-undangan dapat dilekikan maka negara penerima
madal harus melakukan pemharuan sistem hukumnya, termasuk
kewenangan dan proscdurnya. Denpan demikian. kalau Indonesia
ingin meningkatkan pertumbuhan ekenomi. misalnya metalui stra-
tegi pernupukan modal. maka vang harus dilakukan oleh pemerintah
adalah memperbaharui sistem hukum dan menenlukan arab pem-
bangunan secara jelzs dan terarah. Dakam hubungannya dengan pe-
manaman mrdal, Cheryl W, Gray mengatakan, sistem hukun yang
eocok diterapkan di nepara yang sedang berkembang adalah sistem
hubum yang bersifat pro-pasar®

Dengan memperhatikan perbeédaan terschud. Indonesia perlu
segera muenyerap berhagal prinsip hukuny dalam penanaman modal
wntuk melakukan pembaruan landasan hukum penanaman madal,
agar iklim penanaman modal yang buik dapat diwujudkan. Dari pet-
spektif penanam modal asing. ikim penianaman modal di [ndonesia
sekarany ini tidak kondusit dischabkan fidak adanya landasan hu-
kum penanaman modal yang mantap. dan berarti juga tidak adanya
peiaksanaan aturan hukum yang konsisten.

Upayu Indonesia unfuk menarik penanam muodal Lerueami
penanam mudal axing sniuk menanamkan medalnya, erangkum dis-
lam Permyataan 13 Busir Kebijakan Pemerintab di Bidang Penanam-
an Modal (IRKPM- Departemen Keuangan RIL 2002: 4-15), yaine
I. Pemerintah menviapkan 1lndang-undang Penanaman Modal

vang menyatukan Undang-undang Penanaman Modal A, dan
Undang-undang Penanaman Modal dalam Negeri, Penyatuan
kedua kewnluan ini berarti indonesia menerapkan prinsip
bhahwa bentuk hukum petanaman modal asing wajib berbenwk
Perseroan lerbatas.

' Cherd W Ciray, " Reforning Legol Satem e Aevetoning ond Teansiuin emptries

Floenee & Develapment, Segdember W7, had. 14 - e
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Kebebasan berinvestasi. Pemyataan inl mengandung prinsip.se-
mua bidang ugahs pada prinsipaya dibuka kecuali yang diatur
dalamn DN {Daftar Negant Tnvestasi),

Pembentukan perusahaan, khususnya persetujuan dun perizinan
penanaman modal yang diberikan kepada perusshaan didasarkan
pada prinsip-prinstp keterbukaan, sederhana, cepat serta melalui
mekanisme dun prosedur vany transparan.

Perlakuan sama diberikan kepada penanam modal asing tanpa
membedalian asal negara, kevuall kepads peranaman modil dari
negara terteitu & mana Indonesiu terikal dalwm perjanjian inter-
rasional,

- Pemennlab membertlin insentab perpagakan eropa pembehasan
danfatau keringanan pajak kepada investor yang menanamkan
nurdadnya Ji sekior-seklor atau lokast dueraly tertentu,

Akses ktersedinan penukaran mata wang asing, dan memper-
mudaft repalrinst medal serta pelaksanaan pembay aran trensakst
bisnis,

Perusuhsan-perusabizan dapan menggunakan tenaga kerja asing
paddy fabaian ienenlu sepanjang Jabatan tersebu behum diisi oleh
el kerju Indonesia.

Penyediaan fasilitas-fasilitas penanaman modal sepertl, (rms-
portasi. jaringan listrik, saluran air minum das telockomunikast
sang baile

Mergamin kelersediaan tanah bagi industri dan kemiatan bisnis
lainnya.

10, Pemberdayaan usgha kel dan menengal, misaliva penyeder-

hanaan peraturan dan kebijakan serta meningkatkan akses untuk
merperelel kredit,

. Meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penanam  Modal
{BKPM) sehagai badvn promosi penanaman modal, termasuk
memtasilisasi kegiatan penanaman modal,

—_— -
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12, Menjamin pelayanan penaneman maodal, lerutama pelayanan
perizinan penanaman modal dengan meneraphan prinsip pela-
yanan st atap baik pusatl maupun di daerah.

Perindungan penanaman modal meladel peangian bilateral

e

dertgan negara-negara tertentu untek memberikan jaminan ter-
hadap keamanan dan -asel yang dimiltki serta memberikan hak
vtk tebukokan repatriase stas modal vang ditanastkan mereka,

14, Penghapusan pajak gands wntuk moeningkatkan kepatuhan hu-
kum dan wsaha penghindaran pajak berganda dan perlindungan
alis wsali pengampuaan pajsk,

13, Arbitrase di mana para investor dapat memibib forim vang se-
suai keinginan mereka termasuk fembaga arbitrase nastonal atau
ieimasiokl.

lika pernatasn terschul diperhatikan, anpak upaya indone-
sia vang suageuh-sungauh mengundang moedab asing sehagai aller-
natif pembiayaan pembangunan ekonemi, Hal ini tentu saja merun-
jukkan pengakuan Indonesia bahwa penariaman modal asing terkail
dengan pembangunan industi den kemajuan perdagangan, Bahkan
ictah mengubah filsafal UL No. | Tahun 1967 di mana ditentukan
bhwa, modal asing merupakan pefengkap dari modal dalam negeri
meniadi bukan layi bersifat komplementer melainkan menjadi fifeh-
funed pengembangan perekonomian Indenesia. Dengan demikian,
misi yang diemban oleh butir-butir kebijakan pemerintah Indonesia
tersebut adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap investor
Indonesia. vakni kemungkinan baai penanam modal ssing memiliki
saham 104 perscn dan perusahaan asing-atau mengubab deflar ne-
gatif investasi (negarive [isi). Sclain itu, pemerintab Indonesia te-
lah meratifikast pembeniukan Organisasi Perdagangan Dnia (GP1Y
WO metalun Undang-undang Ne. 7 Tahun 1994 khususnya keten-
Juan — ketentuan Persetujuan G lentang Tarif dan Perdagsngan
{GIATT) Tahun 1994 di bidang penanaman modal yang berhubungan
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dengan pordigangan TRIM™s Agreement { frade Related fnvest-

wvent Measires)”

Unesk mendorong perisnam modal asing mau menanamkan
el zdi Indemesia, maka pemerittah Dndonesis harus mengako-
mndir pula prinsip atau ases hukum datam ckonomidperdagngary in-
termasional, Prinsip i adalah prinsip foir and eqeiiable” dan prin-
sip langguny jawab nepara sebagal keranghi acuan danatau sebagai

ddasir pengaruran peranaman modal vang komprehensil, Tujuannya
sedalah untuk mewujudkan perlakuan yanp sama (most favourable
nation) hagt investor asing dengan Mvestor wargy negaranya sei-
diri. Jaminan terwuindnya perlakusn sama tersebut menghendaki
dimasukkannya prinsip-prinsip hukem ekonami intemmasional ter-
sebut sebagai dasar pengaluran hukuny penanaman modal yang ti-
dak lagi merbedakan penanaman modal asing dengan penanaman
modal dalam negeri. Para penanam modal asing yang akan mend-
namkan modalnya di ndonesia terutama di daerah, pada umumnya
menghavapkan adanys atuean-aturgn hukum penanaman modal vang
memberikim kemudahan, perlindungan hekum dan kepastian hukum
miengenal hak mifik groperoy right) dan tidak akan dideerahmisasi.
Adanya sistem hukum yang memberd keadilan dan kepastian hukum
mrenthuat pary penanam wodal asing tidak mengalibkan moedabnya
ke negara lain, Oleh karena i, makin cepar dibapuskan (uiduk me-
TTWTU- Crenerud Agreenent Tar
viff wnd Trade Workd Trade rganization) guran-aturan penanam-

nungEy sampat abun 202

an modal yang moenghambst age cosios- productive, Terarli makin

baik daya tarihana unuk memubilisasi sumber dayvs modal uniuk

el Ty 42 Unedng-Uimbung. Suraor 25 b 2007 Lealuy Penanemian Mudal
antast Lain untieh,. mernescnbam peeiothoban chenani wisienad neeyiptdan Japingin
B mosminghzkan prmiing chantorm: herkelatpulun srenmghatkan kaasainpuin
itkin ssumg Usahi el seninghakun Xapasic:s Jan hemimpuan ieknotpgi mesional,
menduneny penpeshanwm shonomi kerahyaio, mengelnla ckononi potengial merjudi
0 ckannay nil Eengan mengeangkan Joo vang berwsal baik dose dalam aeger
FRRILITIUN e it e alan saingKasian esciullleraun masiriho.
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tajuan penanaman modal feesy of enrey dan cusy of revinrees suobt-
fizctionn).

Beberapa atran hukum di bidang penanaman modat yang
tidak sesuai denpan pasar alav perdagangan behas elfal dihapuskan
oleh pemerintah [ndonesia, Yang paling adalah menghapuskan ke-
tentuan-ketentusm weatang persyaratan pemilikan saharn lokal ma-
yoritas seperti diatur di dalam Peraturan Pernerintah No, 20 Tahun
1994 Jauh sebelun dibertakukan Peraturan Pemerintah Mo 20 Ta-
hun 1994, pemerinah telah melakukan harmontsasi melalui Kepp-
res No. 16 Tahur 1987, yaitu, pembaiasan kapasitas produksi icleh
dilonggarkar di mana penambahan produksi sampai 30 persen tidak
perlu izin. Bahkan lebih dari 30 persen jugga buleh asal untuk ekspor,
dan izin diurus belakangan, Selain itw, upaya pemerintah memasuk-
kan modat asing dari luar negeri ke dalam negeri antara lain berupa
kemudahun pembierian pelayanan dan pmﬁcdur perizinan penanarn-

an modal. Adanya pembaruan di bidang perizinan (deregulasi sub-

stantif) lersebut, tujuannya bukan hanya untuk menciptakan iklim
penanaman modal yang baik dan menjamin kebertangsungan kegi-
atan penanaman modal 3 lapangan, tetapi juga untuk menciptakan
chisiensi, dan keadilan,

Penyorapan prinsip-prinsp hakum dalam pendnanian modal
datwm rangkd menciprakan ikiim pesaniman modal yang ik ade-

Jubr untuk miewujuckan harmonisasi hukam penanaman maedal, Hal

int didasackan pada pernikiran yang menyatakan. bahwa peraturan
vang seragam mengenai penanaman medal akan herdampak baik
bagi masyarakat dan pemerintah wnluk menyeean pengnaman maoddel,
sekaligus mengarahkan pemerintah member jatun keluar. Sclatn itu.
peraturan yang seragam tersebul dapat menjamin. dan memberi ke-
mudahan kepada penanam modal atau perusahaan untuk madal ma-
suk toemobilisast sumber dayva, dan mudal keluar pasar.
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Qetanjulnya, salah satu strategi uniuk menciptakan iklim pe-
nanaman medal yang baik, adalab diberfakukannya Undang-undang
Otonomi Dacrah Mo, 23 Tahon 2014 tentang Pemerintahan Dacral,
Salah satu stratep] dari ketentuan vang perlu digtur adalah. pemberi-
an kewenangin yang luas dan myatd kepada pemerintah daerab. yaitm
kewerangan dalar selurub bidang pemerintahan, dan kewenangari
mengelota sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, ke-
cuali bidang pertahanan dan keamanan. politk luar negeri, mone-
ter. liskal, peradilan, agaia, serta kewenanpan bidang lain. Kewe-
ningan Daerah dalam selurul: bidang pemerintahan dan pengeliaan
sumber Kekaviai alam adelah Gakior vang sangat meneatukan dalam
rangha penanaman modal apskah penanam modal mau datang me-
narankap mndalnyva di daerah Dersanghutan atau Gdak,

Ditikan dari penerapan prinsip. moksinulizasi d1 bidang bi-
rokrasi, descotralisasi pamerintaban dan desentealisas] ekonomi di
duceal terbuaka peduang untdk memberikan kewenangun besar kepa-
di pejabat di daerad wrtuk menggati sumber modal, Naman, tidak
kondusifiaya iklim penanaman modal disebabkan karena penerapan
otenomi daerah terkesan kebablasar. Pada wrnumnya pejabat daerah
berpikin derlale “doeral sentris” dalam membuat kebijakan di bidang
penanaman modal guna mempertebal pendapatan daseah yany se-
besar-besarnya dari kewenangan yang diatur dalam undang-undang
tersebul. Hal ini membawa dampak kurang baik seperti adanya ke-
bijekan di davrah berbeda-beda. dan mengabatkan kemampuan ke-
pentingan pora penanan modal. Bahkan melupakan kepentingan
bersama dengan kabupaten lain stau provinsi lain, Pajak berbeda,
taril’ pungutan retribusinya jupa berbeda. dan berbagai pungutan
yarig tadinya tidak terkena tanl dicarikan berbagai alasan agaf hisa
dipungut oleh pejubat di daerah dari para penanam modal. Sikap ini
sangal lidak proparsional dan tidak produbktil, balkan bisa cowser
produktif karena e pecanam medal diper menartk dird Sebapai
Hustrasi dapat ditihar contohnya berikut ini. 1i bidang peaanaman
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modal ditemukan banyak peraturan daerah yang memberatkan dunia
usaha. Peruiuran Daerah yang memberatkan dunia usaba e, misal-
nya. tentang pungutan terhadap hasil bumi, pajak reklame terhadap
label dalam botal minuman. Kemudian ada pula pajak sumbangan
sepenti retribisi ixin bonpkar muat barang. rewwibust izin dispensast
petiggunaan jalan bagl kendaraat hermator, dan sehagainya. Belum
lagi pengambilaliban BT Semen Padany berdasarkan “Maklumat
Masyarakat Sumatera Baral' yang menuntul pemisahan {spin-off)
IF Semen Padung dari induknya PT Semen Gresik. Demikian pula
di Sulawesi Selatan masyarakal juga menolak hak penjualan saham
{ptit opiiosd., dan menanty memisabkan PT Semen Tonasa daci PT
Semen Gresik, Bahkan karvawan Semen Tonasa mengancam akan
mengamhi! alil pabeik dan kegiatan manajemen P Semen | onisa
piada hal iwvestor asing, yakni Cemex elah meniliki saham juga di
PT Semen Tonesa dan B Sepen Madang.

Kejwdin seperti dikemukakan di auas, merupakan sualu
perbuatan melangpar hukum. Sebab. Sclain melanggar bukann kon-
trak juya melangpar prinsip equgd wndd fofe reaiment dalam ketentuan
Trade Reluted mvestment Measares TRIMs-GATT 1994, Demikian
pala nasionalisasi hanya bisa dilakukan, dan yang berwenang ada-
tah pemeriniahi pusat hukan pemerintab daerah. Sangac disayangkan
hahwa tuntatan tersebhut sangal berpikir dacrah sentris, tidak propor-
sional dan dapat menjadi preseden buruk sehingga para penanam
modal asing tidak mau masuk menanamkan modalnya di daerah,

Tanpa mengabaikan Faktor-takior kainnya yung menghambat
pensnaman modal seperti. faktor stabilitas politik, keamanan, hiro-
krasi dan Gaktor keadaan perekonomian dunia lainnya adaiah produk
perundang-undanpan Indonesta vang tidak mendukung tersujudnya
ikliin usaha vang kondusif. Produk perundangan i mengaraly pada
aturan-aturan perundang-undangan di hidany penanaman modal, ya-
s
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Perigea, Undang-undaip, Noo 1 Tahun 1967 tendang Pena-
naman Modal Asing dan Undang-undang No. 0 Tahun 1968 wendang
Penanaman Modal Dalam Negerd seisin bersifil diskriminmil juga
tidak saling menumang karena musih arembedakan sistem penaam-
an modal asing dan penanaman modsl dalam negeri. Masa horlake
izin penanaman modal tdak melebihi 30 tahun (Pasal 18 UU No,
1 Fuhun 19673, Dalum Peraturan Pemerintal No. 20 Tahun 1994
wmenuatur hahwa jangka wakio 36 tahun tersebut dapat diperpanjang
dergran ketentuan bahwa perusahaan itn melakukan kegiatan bisnis
vang mendatangkan keuntungan bagi ekonomi dan pembangunan.
Musalahnya adalah baghimana katau penanam modal asing tidak
sunggup metakukan persyaralan i Menut Pakpahan'® vang ber-
laku adalab ketentuan Pasal 7 UU Penanaman Modal dalam Negeri,
karema ketentusn ing mensyaratkan adanya pengalihan saham kepa-
tla penanans modal dalam negeen. Hal ind dopal menimbulkan akiba
hubum bagi pemodaliperusahaan asing untuk melakukan reinvesta-
s karena batas wakis 30 ahun sudah mendeban. Keduer, Terdapat
kereatuan dalarr Perateran Pemerintah Ne. 200 Tahun 1994, vang

menpalir babwa besarnya modal asing untuk sektor telekenunikasi
dan tebnologi intormasi diperkenankan sampai 93 persen. Narn,
kemdian diubal dengan Keputusan Presiden No, 96 Tahun 2000,
wang justru melarang penanaman modad asing di sekdor multimedia
dark pembatasan modal asing wntuk wlekomunikasi. Ketige. BKPM
tidak Jupat erperan fugd sebagai inde
sehagal egadaiory Sody umok mengngani penanaman modal asing

18T [servichy agency) apatag

denga dukungan instagsi penterinioh maupun departensen erkait,
Fungsi BKPM untuk memberikan fasilitas atau keringanan pajak
dan bea masuk sudah diambil alih oleh Depanemesn Keuangan, se-
hingga sistem pelayanan penanaman modal tidak salu stap fone stop
serviees. Keempntt, Tidak adanya aluran yang tegas tentang penye-
lenggaraan kewenangan penanaman modal termasuk pedoman dan

* Pakpalian 5. bornum, Pokaok Pikiran Hagi Poebabarusc Perusdanp-ancangen bvestsi,
chitlnm Beaffieteee P, Mo 13015, Tabhagta, 1995, hal 8.
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tala cara permolonan penanaman modal. Hal ini tidak dapal membe-
ri kepastian hukun dalam berusaha, dan tidak dapat diperkirakan ka-
remu dapat menciptakan penggunaan kewenangan vang Llidak seim-
bang antata Pemtintah Pusat. Pemerindah Provinsi. dan Pemerintah
Kabuparen/Kow. implikasi dari pelaksanaan kewenangin ving tidak
seimbang tersebut. akan menghambar imckanisme pasar sehingga
dapat menimbulkan distorsi, yaity ckonomd biaya Gegai (flgh cou
coonpmyp), Schagai contoh, upaya dacrah untuk menerapkan berba-
gai pungitan barn, baik pajak maupun retribusi dacrab. Hal ini me-
nimbulkan kadar ketidakpastian tinggl karena para penanam nodal
baik asing maupun domestik akan khawatir roengenai; (o} adanys
peraturan yang bertaku surul, (b) besar kemungkinan pemerintah
daerah menaikkan tarif pajak dan retribusi untuk mencapai target
Pendapatan Asli Daerah/PAD, dan (c) besar kemungkinan penanam
maodai/perusahaan penanaman modat mengeluarkan bigya lambahan
lain untuk berurusan dengan pemerintah dacrah/birokrasi dacrah,

Dalam konteks ini, diperfukan terobosan dalam jangka pen-
dek untuk menarik para penanam modal menanamkan modalnya.
Terobosan yang perlu segera dilakukan pemerintah Trdenesia adalah
memperbaiki peraturan perundang-undangan i hidang penanaman
madat, termasuk peraturan dacrah untuk mepdukungnya. Dengan
kala lain, tananpan perbangunan pasional yang Wwrus meninghkat
vang membutuhkan modal yang besar. harus diimbanged pula dengan
efektivitas pengaturan hukum pada sektor penanaman modsl, Keten-
uan-ketentan hukum yvang distapkan teatl saja Darus menutyang
o ol agar mekanisme pembangonan meng-

lebijakat penang
ikuti pola dan dasar yang %t kehendak], Sedungkan dalom penc-
rapannyva. hukum harus dapat menciplakan eftsiensi i satu pihak.
dan pibak lain efisivasi it menimbulkan kepastion ukum. keadilan
dan dapat diperkirakan {prediclibifing.
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Sudah tidak perlu dibuktikan lagi balwa, ketentnan-ketentu-
an hukum di bidang pemnunaman maodal telah wrtinggal jauh diban-
ding dengan perkembangan di sekior ekonomi global, Belum lagi
ketentugn-ketentuan GATT 1994 di bidang penanaman modal yang
lazim disebut TRIMs, Beberapa fenomena aluran-sturan hukum pe-
naaman mvdal, vieng sudab tidale memadat lagi. baik bag Indone-
sin sehigsl Bosd copaire manpun negars peoanun modal Gieedgn co-
wrtry) dapat dikalegorikan dalam empat hal, Perraua, adanya pera-
tupsn-peraluran yare Gdak lagl mamp memenuhi wndstan-tunkelan
prlaku dunia wsaha serta keglatan usaha yang berkembang saat ini.
fiya mengendi peraturan penagaman medal asing sudah tidak
lagl denpan perkembangean dunia bisnis scharang inl. Kedua,

mis

lidak adunya peralursn-poraluran vang mampu meagantisipasi dan
tuetiprediksi pel
suk dampak segala aklivitas perusahaan pada masyarakat. AKlivitas

mibangan dunia usaby yang begity cepat, lerma-

Lersebut seperti pengeksplottasian dan pemanfaatan aset sosial ma-
syarakit demi kepenlingan kelompok nissvarakar tertere di datam
organisast bisnis. Ketfga. adanya heberapa peraturan di bidang pena-
naman modal, baik undang-undang mavpun peraturan daerab yang
tanipany dindih dun ddak sinkron salg sama lain, karena dibuat tidak
memperhatikan ateran main di dalam hekem, misalnys suffenhar
edew vecht, Keemmpnt. aspek penegakan hukum, hal mana banyak ber-
kaitan dengan sulitnya merealisasi penanaman modal di lapanpan.

Perkembangan hukum merepakan konsekuensi dari perkem-
bangan paliti dan ckoromi'™. Artinya, harmonisisi hukem sesung-
puhnyy ditgjukan untuk memenuhi kebutuban hidup masyarakat,
Nitar-nilai kegiatan politik maupun kegiatan ekonomi selalu seirama
dengan bukum yang menjadi landasannys, Charles Himawan,? me-

Al Gnues Bissek
losian, 14 o3|
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*thitlvan. Pembnaan
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Falize Kl Yakonta,
< Lubr Ll s, 1943 Resimke,

30 Landisom [ub s unlus, Musvomsong e

1 HUFURY PEMAHAR AR bODAL LSHE



ngatakarn bahwa apabila nifai kepiatan ekonomi didasarkan atas suu-
e filsafat babwa pemerintah tidak diperkenankan untuk mencampuri
ekonomi rakyatnya, maks landasan bukwum yang dibangun juga akan
menjamin lercapainya filsafat demikian. Sebaliknya. apabila kegi-
alan ekonomi jw didasarkan atas suat filsafat balvwa pemeringab
perlu mencatmpuri kegiatan ekonomi rakyatnya, maka kandasan hu-
kurn yang dibapgun juga diarahkan ke filsafi yarg sama®. Namun,
di dalam kenyataannya tidak dilakukan demikian. bahkan hukum
sering kali dipisahkan dari konteks sosialnya sehagaimang dikemu-
kakan oleh Philippe Nonet dan Phitip Sclenick bahwa “there had
fonyg boen a sense thet lane-making, fudying, poficing. and regulation
were wlf b easily divorced from realities of social experience and
from the idead of jisiive dself™

Pembakuan prinsip-proisip hukwm penanaman modal asing
patla Rakikatnya merupakan soke guro hukem penataman medal
vang herfungsi dengan baik untik menyinesiskun prinsip keadilan
sosial dan mckanisme pasar dan sislem ckonomi pasar dalam pe-
nvelemgyargan penanaman modal. Para ahli ckonomi meyakini bah-
wa apar mekanisme pasar dapat berfungsi denpan baik, maka suatu
kepiatan penanaman modal harus beroperasi don dijamin ofeh suu-
i kerangka hukum fegal frume work) yang baik. Oleh karena iw.
penyerapan prinsip-prinsip hukom penanaman modal asing adalah
talam ranpka menciplakan ikdim penanaman modal asing vany batk
di Indonesia. Dengan adanya pembaharuan hukum iklim penanan-
an modal menjadi lebih baik dalam arti mendorong, melindungi, di-
hormati dan dipatuhi baik investor, pemerintah maupun masyarikat
karena dipercaya dapat menjadi landasan dan acuan bersama untuk
lebih memacy kegiatan usaha dan penanaman modal.

Tinggal Lanckes Eb 3, Pickare P k Liniversinas Ind oL Jakarta, 1993, hal &
" fhid, hatl, &

1 Nanet Phillipes 1Fhilip Selenick, L o Stcagay e Dransition: Hawars Hesoengive Le
Harper Colophon Pouks, 1976, Mew York, et 1.
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Dalam melakukan harmunisasi lukum seyogianya  dibert
wehana, Pertame. pengertian ruang lingkup dan sumber-sumber
Sarminizas)  Talusan hukum. Ruang lingkop harmonisast hukum
meliputi penalaan repulasi terhadap bidang-bidang usaha yang terbuka
dan tertulup bagl penanam medal asing, baik yang menyangkut
substansinya maupun peraturan administcatifnya, Bidang-bidang
usaha itu yang periu diharmonisasi adalah yang bersifat prioritas dan
strategis misalnyy isy penimaman modal, isu ketenagakerjaan, isu
kehulanan, isu lingkangan dan isu pertahanan. Sedangkan sumber-
sumbgr harmonisasi bukum tidak hanya peraturan perundang-
undangan  nastonal, tetapi jupa  peraturan-peraturan  ekonomi
irternasional seperli GATT/WTO. peratiran-peraturan ckonomi
regisnal seperti APEC, AFTA mavpun kesepokabin-kesepukatan
bitateral pensnaman modal (Alfcterad invesiment grecmenis) alau
perjaniian hitaleral penanaman modal (hileteral investownt treafics-
BTUS s termasuk pevjangien o verfpre Keda, harmonisast hakum
dapat dilakukan melalui perundang-undangan maupun peradilan.

Ketire, invenlar
berubgh, aspek-aspek vang masih bebum berubah atzu belum dilepas,
aspek-uaneh yang masih salit dinbab-dan aspek-aspek mana vang
mtsih perlu dipertabankan.

st mengenai aspekeaspek mang yang  sudab

Dengan member] wahana terhadap hatmoniszsi dan unifikast
hukum, maka prinsip-prinsip hulom dalsm penanaman modal asing
vang ferdapd dalam Gal T T maupun perjanjian-perjanjian bi-
lateral i internastonal dapal dipakal dalam mefakukan harmoni-
sasi Aukum penanaman modal  di Tedonesia. Teori (pertumbiihan)
chonomi, teort prran negans, leor hwrmoenisasi, dan teori hukum ter-
hadap penanaman modal akan dipergunakan dalam menganalisis isu
reformasi regulas dengan cara mMencan peTSAMAAn prinsip-prinsip
hukum datem penanaman modal yang ada untuk menghasilkan ban-
thasun huakum yang sejajar dan seragam dari instrumen hukum inter-
niasional,

—
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Faktor-Taktor yang melatas-beiskangi minat penulis untuk
mengkaji hukum penanaman modal asing didasarkan pada alasan
diundangkannya T Penanaman Modal dien V1T Oima Kerja yang
dikarapkan oleh pemertniah Republik [ndonesia sebagai mementam
perhaikan atau penatasn regulasi secars subslunsial. Upaya men-
hriehi peraturan perundang-undangan dibidimg penamaman madal
asing adatah merupakan strategl memaniaatkan peluang nrelakukan
relormasi strukiiral ehonomi yang lebib inklusif dan berkelanjuan,
Walaupun saan int pemerintah diberi waktu 2 (dua) talnm aleh Mah-
kamah Konstitusi pada 23 November 2021 untuk merevisi PP Cipla
Ketja karena diunggap cacat formal dan inkonstitusional bersyaral,

Dari hasil pengamatan tersebut diperonleh gambaran bahwa
Indopesia sangat membutulikin penanaman modal asing. Pemba-
ngpunan ekonami Indoncsk harus dibarengi pula dengan pertumbah-
an akumulasi modal, lerutama modal dari luar neperi. Hanya saja
tandasan hukum di bidang penanaman modal masih sangat terting-
gal jauh dibanding dengan perkembangan di sckior ekonomi. Ke-
inginan ity didasarkan pula pada kenyaman bahwa, aturan-aluran
hukum ¢i bidang penanaman modal (capitaf invesiment law), belum
sepenubnya memberi man faat dan keuatungan ckonomi bagi rakyat,
dan juga ade kecenderungan penanaman imodal asing menimbulkan
kelergantungan ekonomi nasiona. Dengan berlahunya UL Cipla
Keria (wataupun sedang direvisi) dapat dijadikan kesempatan un-
wk membenahi reformasi strukiural ekonomi. Harmonisesi hukum
dibnuhksn selain menata regulasi dan administrasi juga dibutshkan
wituk menyesuatkan langkah tanstormasi wkonomi yang inkbesil
herkelanjutan dan berperspekiil global,

2. Kerangka Pemikiran

Saat ini UL Penanaman Modal masib problematik karema
dipandang belam membawa dampak bagi perckonomian nasional.
kesejahteraon rakyat dan kelestarian linghkungan, Sehin w1 Pe-
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nanaman modad sendiri menuliks peraturan vang begitu kompleks.
Flab inii 1idak berbanding furus dengan visi pemerintah Indonesia

b, ik sehsnyak muegkin ndal asing masul ke Indone-
sia. Soat i Indonesia sangat membuiwhkan modal twretama modal
asing dulum membangnhan perckonomian nasional Pembangunan
clvmemi soat negara nkemarlukan medal yang sangal besar, Olely
sebal o strateer otk mignarik penimiam modat asing maopun da-
lnie negern wntak emansnkan maodalives divaking sehagai “Jedow te-
wgeeh” vang paling tepatdin eocok menuju proses untuk memajukan
kegelatas chonomi dan pembargunan Indonesia, Loniuk mewojudkan
masyarahab yang sejahters. Indonesia sanget membutuhkan banyak
mkal, teknabog manafemen dan pemasaran daet luar peger| dalam
pembangunan ekonomi. Strategl yang sistern alas untuk mempero-
leh sumber-sumber pembiayaan pembanpunan adalah mengundang
modal gsing masuk ke Indonesia dengan mengunjuk prinsip-prinsip
hukaem peranaman modal asing,

Terdapar tiga elemen kunci vang dienalisis dalam buky ini,
¥uite prinsip-prinsip hukum penanaman modal asing yang harus ada
datam suatu aluran hukum penanaman modal, yaitu (1} mendatang-
kain mantzat bapi rakyat secara keseluruhan, (2) Penanarman modal
asing dalam perspektif perdagangan internastonal yang. terdapat
dulatn ketentuan GATTWTO, dan TRIMs=, dan (3) perizinan penua-
naman modal. Pada taaran prinsip-prinsip hukum dalam penanaman
nendal yang harus wemuat dalam seatu aturanvkebijakan penanaman
mendal wkan dinnalisis empat kategori, yait £ prinsip mendanng-
ke nanlaas bagi rakyat, edy prinsip ketidaktergantumgan ekonemni
rasional dari dominasi modal astng. (1) prinsip insenlif’ pénunmman
modal dan fivy pringip jaminan pensneman modal, Selanjutnya, bu-
kum penanaman modul asing dalact perdagangan inlernasional yang
erdapat dalam ketentuisn CGATTWEO, dan TRIMs shan divraikan
dus kategan vaile ) perdabuan smna dan (# pertakuan nasional.
Lonlub Latarsn perizitan peisuaman madal asing diptiih tiga katepori
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yaitu, (i prinsip kewenangan peranarman madal, () prinsip kemu-
dahan pelayunan peranaman modal asing dan (38} persinan usaha
penanatan oodal asing,

Perlu juga dijelasksn datam kerangka berpikir i adalak
miakng darl istilah pringip. Menurue Hlece  Law Dictionary prinsip
adatah o furdgmestal truth or dociring, oo of fow! a compreheasive
rule of docirine which furnishes a bosis or drigen fiv ather, a set-
fe refe of acricns procedure ov legal deierminacion_.. ! Berdasarkan
atti prinsip trsebul. daput dikernukakan bahwa prinsip hukum ada-
lah dasar atau asus pukok yang wama dari sualu peraturon bukum
atay susuati yang sangal mendasar dari suatu kansep hukum, Peter
van Dijk dalara penjelasannya tentang prinsip-pringip hukum mem-
bedakan secaya hakiki tetang prinsip hukum dari peraturan hukum
{ar Basie rde, fow) dan politk kukum Jegal policod), Politik hidkom
adalah suatu kaidab vang secara ekskiustt meleiakkan suatu tujuan
terleny dari peraturan hukom yane akan dibuat. Sedangkan prinsip
hukum dari peraturan bukum adalab nofma yang sangat abstrak. Th-
Tihat duri silsnva. prinsip hukoe adak kanva eelerak padi peaeian-

an wuan. letap juga medetakkan suatu kaidah vang, harus dipahai
selmpai acuan dalam mereatisasikan twjuan terentu ataws derajat tor-
Lentw. Jika vdak diterapkan lebib lanjut ke datam kaidab lain ataw ke
dalam Instramen ataw perianjian inernasional. hanyvi wkin berfangsi
sebagai petunuk:

Landasan hukurm penanaman modal yang disusun berdasar-
kan prinsip-prinsip hukum tentu saja sangal baik bagl para penanam
madal maupun masvarakal, schingga diharapkan akan tereipta iklim
penanaman modal vang lebib baik (kondusily, Aurss-ataran hidam
vang mengatur mengenai penanaman modal sebagal suatu sistem,
selain berarti tersedianya substansi hukum fang disusun berdasar-
kan pringip-prinsip hulkum, juga berarti adanya kepastian hukum (fe-

L Ciagner (edd, St Looe Diprismary, Sevend lidizen, hal, 1210,

L.ifwst Brewan
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srerf et serta dalinn substansinva maupun steuktur hukaennya
mengunjuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Substansi ukum
penanaman mudal yang disusun berdasarkan pAnsip-prinsip hukom
dalam pensmuman modal diasumsikan sebagai faktor lerpemting bagi
upivs menarik arus peranaman modal dan menjamin kelangsungan
kegiatan penanarnan modal.

rissip pelayanan penanaman modal yang tidak tepat dapa
menghambzal minal penanam modal memanamkan modalnya. Jika
pemerintah mendorong penanam milal mal menanamkan modal-
nya, maka prinsip ini harus berjalan secara simulbtan denpan prin-
sip-pristsip hokum penanaman modal daiam proses penyelenggarsan
penanaman modal, Aspek kunci dari prinsip ini digunakan peraturan
kebijahan fpedicy instrimeen berupa kualitas kepastian hukwm pe-
buvimun pendnanian nodat, kemudaban (prosedur} perizinan. wakiu
dan bayu-biovs peogurusan perizindt penanaman medal, Prinsip
puofaswnn peranaman modal lebih mempersoalkan kelembuagaan
penananion rdal serla perilaku pepabad dalam mebaksamakan keli-
aukan di bidiang peranaman modak

Prinsip-prins:p hukum dalam penanaman modal vang lerda-
juth duabuin ketentan GATT- WO kemudian dijabarkan dalam be-
wertdan TRIMs meeupakan pasangan vang Gdak dapat dipisahkan.
Liisebut demikjan. sehab pefanaman modal adalah salab satu pilar
dari perdugangan, sehingga wrlihat babwa maju monduernyys perda-
gangan inernasional ditentukan eleh hukwn penanaman maodal. De-
ngan perkatsan lain, kemajuan perdagangan inlemasional {barang
dar jasa) sangat ditunjang oleh arus penanaman modal internasional.
Meh sebab ite. aturan-aturan hukum di bidang penanaman moedal
sangal berkaitan dengan aturan-aturan di bidang perdagangan, maka
prinsip-prinsip bukum penunaman modal terkail erat dengan prin-
sip-prinsip hukum perdagangan internasional.

Prinsip dasar vang dijadikan titik ekan dabam hukom per-
digargan internasional seperti yang terdapat di dalam GATTWTO

—
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adalah prinsip liberal. vang difokoskan pada prinsip persaingan
bebas. Prinsip ini borakar pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan
prinsip timbsl balik, Prinsip-prinsip ini diasumsikan schagai sarana
perlindingan penananan modal. juga bertujuan uritak memperte-
mukan kepentingan negaro-ngpara yang berbeda sistem hukurmnys.
Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional
merupakan suatu terobosan penting bagi Tndonesia untuk mencapzi
suaty aturai-ataran hukum yang waffors di hidang pendnaman ma-
dal puna menarik pavae penaam modal (asing) mengmankar i~
nya,

Tasil dar analisis prinsip-prinsip hukem penanaman ncsdal
dulum rangka nnitikasi hakwn yang diharapkan adatab harmonisasi
hukum. Upaya harmenisesi difakikan berdasdrkan prinsip-prinsip
persamaan, keadilan, solidaritas antara negara penerima modal (st
country) dan negara penanan modal (freign country). Pemburnan
alegl vang
sangat membaniu untuk menyamakan suati persepsi yang mems-
dalikan negara penerima modal maupun negara penanany madal me-
menuhi kebutshan hukum, Akibat dari perbedaan sistem  bukun,
ekonomi, dan sosial, dan politik diasumsikan sulit bagi negara pe-
nerima modal membangun landasan hukum untuk menginteprasikar
nilai-nilai kegiatan ekonomni hasil transformasi budaya dari suatu ne-
gara yang berbeda sistem hukuwmnya,

landasan kukum penanaman modal mertupakan suatu

Untuk menjawab permasalahan ketiga. sccara lebih kompre-
hensif, memakai prinsip-prinsip hukum ckonomi‘perdagangan intet-
nasional menurut penulis merupakan strateyi Indonesia melakukan
harmonisasi hukum, karena harmonisasi bukunt nasional dan hu-
kum (perdagangan intermasional merupakan salah satyu faklor kunci
wntuk menarik penanam modal menanamkan mockl di suatu negara,
Kebanvakan negara berkembang membual kebijakan penanaman
madal yang berdampak pada perdagangan internasional, Berdasar-
kan makna prinsip kemanlaatan ekonomi dun prinsip Ketidakterpan-
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Lengan chonomi negara penerimie modal (st conarer, dominasi
modal asing. menyebabikan négara-negara berkembang mengeo-
kan pendekagan preventi] lerhadap perilako penanom modal asing,

wing bmznyn peresabagy moliimsional. Alas disar pendekatan

Lersebul, hewd cotniry menerapkan prinsdp diskriminagit erbadap pe-
narman moedal asing. sedangkan Ji kalangan penamam modat gsing
niengharapkin penghapusan pertedian perlakuan antra penanam
maodal axing dar peanam modal dilam negerd agar dapal hersaing

seenr seha.

Kerangka berpikir vang digunakan dalam penelitian ini ber-
tolak dari wsumsi bahwa masuknya penansman modal asing biss
membawa ketntungan dan hisa juga membawa kerugian bagi negare
penwerima moadal. Oteh karena it pemerintah negara penerima mo-
dal harus mengawasi gerak penanam modal asing atau MNC (Muli
Nertional Corpuaraion) agar penanaman modal asing dapal berman-
faat bagi rakvat dan perekonomian nasional. Mengenai hal ini di-
sajikin dalam liga talaran weorl, yailu grand theory, siddle-range
theiey dan wopliod treory. Pada tlaran geond theory, ditampilkan
teari-teari chonaemi lentang penanaman modal, vakni weorl new in-
seifutional coonomics. Tataran eon ink member daswr permabaman
terliany pertanyaan mengaps negara lain (lndenesia) membutuhkan
modal asing, Pada tataran miceie-range theory, dipilih teori yany di-
kenal dalane alivan Glsatal bukom, vaiw, socied caglrecring. Tataran
teart ini memberi arientasi berpikie vuridis vang membuka pema-
harmun vaey ebth bolisth, Pada ttaran appfied theary. dipilib wori
dreppstectfons ot Tibaras wori ind memiliki kedebatan dengan geond
HReOrT TRINPU Rirddic-reriee Hienr

Lentuk menghai ketiga teon wrschut, penutis memaniualkan

pemdekatan analisis ekonomi dalam hukum {cconenie aredisiy of
oy Mo Leod, Pulgrave mengatakan bahwa The Zeonomic Analv-

" Rk Pusn
Cenpaay, il 3,

Seesgeer Avedt o o o, Tustia, Teranio, Landoas Lade. 13rwn ang
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siv of Laww, which fiex in g divect iine of descom fromdifitorism, sih-
stifutes the mare cuxily measwrable eriterion of economic efficiency
fur the felicific caleulus s oriteria pleeswy and puain' . Pendekalan
ini mengkaji prinsip-prinsip ekonomi terhadap aturan-aturim hukum
terulama keunlungan maupun beban yang akan dipikul hila terjuci
transalcsi ekonomi yang melibatkan biava-biaya dalam penyelenpga-
raan penanaman modat, Harmenisasi hukwm dadwm UL Penanaman
Maodal harus dipikirkan dengan menggunakan economic aralysis of
fenw. Penggunaan analisis ckonomi dalam hukur penapantan modal
asing adatah menghitung mana yany lebih menguntungkan bagi ne-
gara penerime modal yang bertujuan untuk mengatasi masalah ke-
tenagaketjaan seperti pengangguran, kemiskinan aray tidak berdam-
pak buruk pada ketenagakerjaan atau lingkungan dengan mglakukan
reformaii regulasi yang bertujuan wntuk menarik peranam madal
asing mau menanamkan modalnya di Indonesia. Agar analisis cko-
nomi dalam hukum memenuhi tujuannya, harus juga diperhitngkan
apakah dengan melakukan reformasi regulasi Tharmonisasi bukum)
menmbuar penanam modal asing ridak mengalmni kerugian melain-
kan mendapat kantungan yang cukup bagi mereka dalam meagem-
banpkan usabanya. Jenizan kata lain. analisis ckonomi dakon hukem
akan berlunya apakah dengan melskukan harmonisgst hukum atau
reformasi regulasi penanaman madal asing (sepertl LU Penanaman
Modal dan ULl Cipta Kerja) membawa mantaat bagi rakyat dengan
tidak mengakibakan penanam modal asing mengalami kerugian

atall hambatan {poreto effivency).

Schagai suatu pendekatan, asa¥isis ekonomi dalam hukeum
menggumakan peinsip maksimalisasi, prinsip keseimbangan, dlan
prinsip etisienst, Dasar pentikizan mengginakan pendekatan ind ada-
lah babwa pendekatan ini lahir karena hukum dan ekonomi walau-
pun merupakan dua sistem yang berbeda, bahkan tidak ada sama
sekali hubungannya, tetapi saling menunjang. Artinya, kemajuan di

1 Lk M. Lend, Palgrives, Aepsed Thawes, New York: Maceiitan, 2008, hal. 164,
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hiding ehonomi harus ditunjang oleh aturan hukum, karena hukum
berperan mengatur. memperlancar. melindungt dap menjamin koe
pentingsn penanaman modal. eh karena itn, ketipa prinsip tersebut
dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji harmonisasi atau
reformasi regulasi secara lebih inklusif dan berperspektif global,

Flasil dari analisis prinsip-prinsip hukum dalam penanaman
miodal dalam cangka meneiplakan sistem kukum penanaman modai
vang inklusi| bagi negars penerima miedal macpun negara penanam
mdal. Upaya harmonisasi dilakukan berdasarkan pri'nsip-prinsip
persumaan, keadilan, salidirias. Suateg) eeformasi repulasi dapat

berfungsi sebagsi alat pengaman. Poenataan reguinsi seeara substan-
stul. maka nepara penerimag medal wajib menyediakan perlindungan

b penset tdal dalam berbagad kebijukannya, Sclan i, refor-

miasi regulas adalii alat untuk menvebesaikan hambatan penanam-
an modal i menetapkan kepastian, Deggan demikisn ampak jelas
bahwi hirmonisasi hukum merupakisn suatu strategi vang samgal
memthinta uedok renyamakan suali perseps v emodabban
punanam nurdal maupun gepsra penerima modal dapat memtenuhi
hebulubaa hukuwm, Akibat dwel perbedaan sistemn hubuin, chonomt,
dan sosial, dan politik dissamsikan sulit bagi negara penerima mo-
dul membangun lacdasan hukium untuk mengintegrasikan nilai-nibs
kegiatan ekonami hasil transformast budaya dari sustu negars yang
berbeda sistem hukumnya. Balbir Bhasin dan Sivakumar Venkata-
ramany mengatakan vang Jdibulkan olel penanam modal adalah
aluran-aturan hukum pepanaman mudal vang konklusil dan efektif
vang tidak berubal-uhah,'*

Dalam perspektif harmonisas) hukum db bidang pesanaman
mowdal, prinsip-prinsip hukum ekonemisperdagangun internasional

YLl Ballxir aasin dan Svakomir Venkibumimanys, #20 Lanw and Fatooy o furoreen)
Ftupaton ontar M ¢ amirued o Wik 5 e [iwesendest al Bie I 0eslines? Ol e
af The Suicty fol Golhe Bisiness and b e ghuy [S0EEDNY Byoue, Janen.
g, Bl b JONT sl |2
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menjadi salah satu faktor kunci datam kel pan

modal di negara-negara borkembang, Kebunyakan negara herkem:
buny sebagai Aost courtry membuat kebijakan penanaman modal
vang berdampak pada perdagangan internasional. Berdasarkan mak-
na prinsip kemantaatan ekonomi dan prinsip Ketidakiergentungan
ekomaomi nasional dari dominasi modal asing, menyebabkan negara-
-negara berkembang menggunakan pendekatan preventil terhadap
perilaku penanam modal asing, yang umumiya dikendalikan olch
perusahaan multinasional. Atas dasar pendukatan lerschut, Indonesis
Lotika mazih berlaky Undang-undang Moo 1 Tehun 1967 tentang
Penaramun Modul Asing menerapkin prinsip diskriminalil terhmdap
penamiman modal. Hampir semus peaanam modal asing menghi-
rapkan penghapusan porbedaan perlakvan yang sama ini dalam pe-
nvelanpgaruan penanaman modal awar dapat saling merunjang dan
bersaing secura schat.

FUKUM PENANAMAY MODAL ASING 15



BAB

KONSEP DASAR
PENANAMAN MODAL ASING

1. Pengertian Modal

henlal adadah sumber daya utama pembangunan ckonomi,
Tanpa medal tidak ada penanaman modal. dan wanpa penanaman
mwrdal mustahil ada pentumbuhan ekonomi. Pengertian modal dapat
Juga diwriikan sehapai sejumlah vany atan barang yany digunakan
haran vang Lerdirt alax modal tetap. seperti pe-
Uung. pabeik. dan mesin-mesin dan modal keegge seperti pioeang, -

uniuk key

Ta1An purt

g setengah jadi. barang sadi dan buin-lain.

Prasitl | szt (77 T Penanarman Modal mengacn bab g me-
dal adulal aset dulam bentuk vang s hentuk Tain yiig bukasn ang,
yang diniliki aleh penanan medal ving messpunyai ngla ckonemisy.
Draant Undagig-endang Moo 235 Tahiun 2007 juga mengatur tentang
mogdal asing dan modal dalam neeert. Modal asing sditlak modal
sang dinliki megiirs esing, persecrangan wared negaca asing. badan
usiha asing. badat hukun asing, daniatau badan hukum tndonesia
wang sehisgnn alaw selureh modalnya dimilike oleh pibak asiog. Se-
dangkan modal dalam neyeri wduiah modsl yang dimifiki oleh negara
Republik lndonest. perseoringan warga negara Indonesia, slau ba-
dan usaha vang berbemuk budan hukum atau tidak berbadan hukum,
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Prablematiknya adalah apakah yang menjadi wkuran sualu
modal adalab modal asing atau bukan, Lodang-undang, N 25 Tahua
Z007 tidak menjelaskan hal tersebut, Menurut penulis. yang menjadi
ukuran apakah termasuk modal asing atau bukai. adalai asal kepe-
milikan modalnya. baik berdasarkan negara, warganegura msupan
hesarova jumibal uang maupun harang vang digunakan dalam kegiat-
an penanaman madal. Oleb karena itu, menurwt penulis pentahaman
vang baik tentang modal asing dan modal dalam negeri adalah dili-
hat dari kegiatan penanaman modal.

Revim Undang-undang No. 25 Tahon 2007 ridak jelas prin-
sip- prinsip apa yang dianut untuk menentukan ukuran-ukuran sustu
modal asing atau bukan. Menurut pendapat penulis, wakaupun Un-
dang-undang No. | Tahun 1967 tlentang Penanaman Modal Asing
sudaly tidak berlaku lagi, tetapi uniek memahami karakterisiuk mo-
dal asing secara lebih baik adalah merujuk atau paling tidak mem-
handingkan pemahaman modal asing seperti diatur dalam Undang-
amdang Mo, 1 Tahun 1967 terhadap Undang-undang Ne. 25 Tabun
2007 yaitu,

a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaan devisa Indonesia, vang dengan perselupuan pemerinkh
dipunakan unluk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b, Alat-alat urtuk perisahaan. lermasuk penemuan-peneniuan bary
milik orang asing dan bahan-bahan, dimasukkan dari Tuar ke da-
lam wilayal Indonesia, selama alat-ali levsebut tidak dibluvat
dari kekavaar devisa [ndonesia,

¢, Dagian dari husil pervsahamm yang berdasarkan undumg-undang
ini diperkenankan ditransfor. letapi dipergunakan uniuk menshi-
syt perusahaan di indenesia,

Mienuret Sunatjadi Hartono yang menjaci vkuran-apakah it
termasuk modal asing atau bukan adalah:
1) Dalant hal valuta asing, yakni apakah valuta asing ilu merupakan
bagian dari kekayaan devisa indonesia, atau tidak.
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23 Dulam bal alat-alat dan keahlian, vaknt apakah alat. barang atau
keahlian rertentu i merupakan milik orang asing atau bukan.

33 Dalam had ponanam medil secarn langsung menanggung risiko
dari pematuman maodad tersebul,”

Drengan demikian, pengertion nudal asing adaluh tidak ha-
i virluts asing. teapi poga pordlan, baban dan keahtion vany di-
vunakur dalam hegiakan perusahaan di Indonesie, Dengan perkatian
Tanitn. preonbin] asineg mwnurnd ketesitoan Pakal 2 Undang-undany No. |
Tahwn 1967 adulah alat pembayaran lusr negeri. Undang-undang
mi menggunakan prinsip kekavaan devisa fndosesia wntuk membe-
datkan syeara moaky mengena modal asing dan modal dalam regert.

Kekavan devisa adalal bukan lovi alal pemhayaran luar negert.
melankan juga weetasuk bagian kekayaan alam vany dikuasai ne-
watry avtiss kekayaan masyarakat Indonesis, lsmail Suny. menjelaskan
bakwa aln pembayamn luar negeri. yang bukan merupakan bagian
dari kekayaan devisa Indonesia adalah devisa, baik kekayaan alam
maupun usaha Indonesia yang dikeasal oleh nepara dan dimiliki
olehy pegars maupun oleh warga negara Indonesia ™

Prinsip-prinsip lain yang leryala dianu oleh Undang-
sundang No, 1 Tahun 1967 dalam menentukan apakah ity modal
asiog wlau bukan adalab jtka alst-alat untuk perusahaan. ermasuk
benda bergerak, dan jaminan, hak-huk vang diperoleb dari saham
aluu sural ybligasi dan bunga, serta hak-hak atas kekayaan inlelgk-
Lual, proses, teknik dan keshlian adalah merupakan modal asing?!.
Herbedh halnya dengan Ismail Suny, Sunagjali Hartone, Somarajah
dan Marie Pangestil bagl Churles Himawan masih perlu dinimuskan
kembali secara jelus apa itu mudal asing agar dapat mengkualifikasi-

ald et Beberapn Masalah 1 i urlam F ekl

Sk h lemul Ilmlmu n |'rr e .n’cm r“'x nr-ﬁuurmm Tomchmag- e
o hlenivel o civn Koot el Spsgen Pl P, B, 1908 hal. 7.
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kan spakah suaty perusabaan adalah perusahaan peoanaman modal
asing danfatau perusahagn peranaman medal dalam negeri.™

2. Pengertian Penanaman Modal

Secara kateporial, UL Penanaman modal tidak membeda-
kan penanaman modal zsing dan penanaman modal dalam negeri.
Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman mudal
langsung Ji semua sektor usaha, Sornarajah™ mendefinisikan pena-
naman modal sebagal berikul ke transfer of iongible or intangible
assefs farm one counley e arother for the parpose of wse in that
cowniFy 16 gonarate wedith under the taiel or partial control of the
awner of the asyesy.

Ketentuan Pasal 1 ayal {1) Undang-undang No. 25 Tahun

alu

2007 mengador Lentaiy pengertian popanaman wedal, y
bentuk keyimtan menanam medal, haik aleh penansm madal dalam
negen maupun penanam meda] asiog untuk melakukan dasha di se-
luruh wiiayah nesara Republik Indonesic, Katu melakekan  usaha
Laaps melibal sektor usabanys maupun bentub usabanya dan asal
wsul modalnya menunjukkan bahwa karakteristik penanaman madal
dalam U Penanaman Modal adalah penanaman modal langsung
{direct investment), dan bukan portofolio seperti penanaman modal
di dalam pasar modal.

Selanjutnya, LU Penanaman Modal mengatur 2 (dua) kate-
gori penanaman modal. vaite penanaman modal dalam regen dan
penanaman modal asing. Penanaman mwdal dalam negeri adalah
kegiatan menanam modal untok melskukan usaha di wilayah nega-
ra Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam
negeri denpan menggunakan modal dalam negeri, Sedungzkan pena-

7 Mimuwan Ch. Fie Fapaign favestuens i Indosgsio, Guneng Agung, Singapare. 5
nl, 25,

o Sonaraiah, M. e dteoeaion! Lav on borvelgn fovesen, Canbridge: Casbridge
Mmiversily Toess, 14994, au, 4.
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numan modal asing adalah keglatan menanam oodal untuk mela.
kudkan usabia de wilayvah negara Republik Indonesia vang ditakukan
ubel peninum wwadal asipg, buik vung menggunekan modal asing
sepenulinyit maupun yang berpatungan dengan penanam saodal da-
lam peger.

Walaupun UL Penansman Maodal mengawr  dua kategori
penznaman madal, yvaile penanaman modal dalam riegeri dan pena-
maman modu] wsing. etapi wndang-undang int mencakupd semua ke-
uintan penanaman madal [argsung di semua sekoon Lndang-tindang
ini juga mernherikan jaminan perlakoan yanp sama dalam rangka
pepanaman modal, Yaog dimaksud dengan “perlakuan vang sama™
acdalub bahows pemerinuah tidak membedakan pertakuan terhadap pe-
nanam modal yang telsh mengpambon modalnya di Indonesia, ke-
cusli ditentukan lain vieh ketentuan peraturan perundung-undangan,

Berdasarkan kategori penanaman modal seperti dikemuka-
kare i alas, masih perlu ditakukan pengkajian mendalam tenlang
pengertian peranaman modal dalam megeri dan penanarman mwdal
asitt. Necars umgn penabis menguraikan katepor] pengetian lebib
laniet mengenad penanantan modal Ot Tndonesia,

Berdasarkan Pasal | ayat (2} ndorg-undang Xo, 25 Talun
2007, ket pengertian pensnaman modab asing. s
1. Penanaman madal secora bungsang.
2. Penanaman modalnya (investor).adalah perseoriugan wirgs ne-
gara asing, perusdhaan asing, stau pemerintab negara asing.
3. Pengpunasn modal adatah selurihoys modal asing atau berpa-
lungan dengan modal dalam negeri.

Clrgemization for European Eeonomic Canperalion menga-
nut prinsip kepemilikan modal yang ditanam dalam perusahaan yang
hersunpkenan, Detenisi katepgori pengertian penananan modal asing
langsung menuryl otganisasi kerja sama ekonomi Brapa ini diartikan
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sehagal ...acquisition of sufficient interest [ an undertaking fo en-
swre its confrol A the mestor

henurat Ismail $uny dan Rochmat kalaw makna penanam-
an modal asing Jangsung dihubungkan dengan pengguosan nidal
untuk menilankun pertisahaat, maka yang dimaksod dengan pe-
nanaman modal asing secura langsung adalab suaty lngkungan i
ITanA INVESLOr atau penanaman modidl Mempunyi pealtuasaa gl
miedatnya yang ditanam dalam perusahaan yang bersanghutan, da-
lam artl bahwa penanam mndal mempunyal kebeb:
atas perusahsan asing itu. Perusahaan asing adalah yang legalitas
usahanva yang diatur dalam undang-undang Penanaman Modal, dan
harus berbentuk Perserom Terbatas. lagi pula bidung wsihanya &
semua sektor useha yang disetujui pemeriniah,

a0 pUnYUASEN

Selanjutnya, Gerardo IV Sicat menpartikan penanaman medal
asing, dengan mengatakan there are fwa sowrces of forvign savings
logns and direct investment... Diveet investment may take several
Forms, () o puvely fingncial imvestment, () a foint veniure, ov {c) a
Fully-owned foreign subsidiary ™

Sical juga scirama dengan pendapal fsmail Suny dan Rudi-
oro Rochmal, Sicat mengartikan dan memaknai penanaman modal
asing berdasarkan prinsip asal atau sumber modal dalam Bentuk
pinjaman dan penanaman modal langsung, Sicat lehih menekankan
bahwsa penanaman maodal asing [zngsung dapat ietjadi dalam bebera-
pa bentuk. vailu penanaman modal keusagan murni. dalam hal mang
terjadi kalau orang asing membeli saham perusahaan yang terletak
di negara asing. Usat patungan antara negara lwan runah dan pe-
nanam modal asing menditikan perusahian dengan kegiatan terten-
1, Prinsip penguasaan atau kepemilikan atas modat dalum sebuah

ny A Kochma Rudiorn, tg O, hal. 3.

o 1 N

- Ftgneetic s, Nalianal Tk siore Yehlishenr Mol Mastls. Philippine.
Sl TR
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usiiia patungan adalah faktor vang akan menentukan pengendalian
perusahaan, seperti kebebasan menentukan pimpinan atau direksi
perusahasn, kebebasun menentukan dan mengendalikan kebijakan

sendiri, Berdasarkan prinsip kepemilixan medal dalam suatu per-
usahsan patungan, blasanya porsi kepennlikan modal maksimum

berada pada pihak asing, Demikian halova pada sebualy anak perusa-

haan dimiliki sepenuhnya oleh pihak ang terletak di luar ne-

periyang umumnya merupakan anak perusahaan sebuah perusahaan

multinasional.

Selain i, ada juga vang berpendapat bahwa, secara vuridis
penanaman modal asing, vang merupakan penanmman modal asing
secary langsung, vang dalam kenvataannya mungkin saja dapat
merupakan suatu portofolio imestment, atau sebaliknya® Kembali

Sunurjai Hartono  menjelaskan pengnaman modal  dipakai dalam

arli eivect fnvextarent,  yang berarti penanaman modal asing lang-
sung. sedangkan dalam Undang-undang Penanaman Modal Dalam
MNegeri penanaman modal juga melipull portfolio investment, yang
berarti penanaman modal tdak langsung.® Sesungguhnya kedua
bentuk penanaman modal ersebul hanyalah merupakan perbedaan
secara yuridis; Dalam kenyataannya suatu divecr invesiment mung-

Kkin saja dapat merupakan suatu pertfalio atau sebaliknya.™

Selamutnya, Marie Pangestu berpendapat bahwa pengerti-
an penanaman modal langsung berbeda dengan portofalio dan arus
modal lain, karena penanaman modal misalnya penanaman modal
asing herbentuk ckuitas vang dapat diartikan penguasaan terhadap
mangjemen perusahaan yang bersangkutan. Sebagai suatu ekuitas,
penanaman moedal asing umumnya juga diangeap schagal suatu pa-
ket dengan penguasaan teknologis pemasaran, dan manajemen, ak-
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ses ke pasar ekspor dan modal darl luar neperi™ Kini sudah tiba
ssatnys, pembaharuan landasan hukum penangman modal yang bars
untuk menjamin adanya kesamaan persepsi. penafsiran dan penger-
tian mengenal pengertian penznaman modal asing maupun pengerti-
an penansuman modal dalam negeri. Sebab, menurut UL Penanaman
Modal, masa berakhirnya izin usaha penanaman modal tidak diba-
tasi, selama memenubi perataran perundang-undangan, Kemungkin-
an petusahaan ity mengalilikan modalrya ke hidang usaha lain dan
miliki perusahaan dalam neger. Dengan demikian, penanaman mo-
dal asing dan penanaman modal dalam negeri tidak mutlsk berbeda.
Menurut Lubis walaupun nantinya dibodakan actara modal asing
dengan madal nasicnal. namun modal bukanlah satu-satunya fak-
tor penentu bahwa susw perusahiaan it perusahaan asing atau per-
usahaan nasional, tetapl harus dipertimbangkan jugs fakior-takior
teknis manajcrial dan kebijakan atau arab bignis suatu perosahaan.™
Kehynyalan ahli ekonomi sependapat balywa penanaman modal le-
bili membert keuntugan atau prof baik kepada nesara tuan rumah
thast countries) maupun kepada nepara asal penamaman modal Hu
(hume commirics), Secuta teuritis. tidak ada perbodaan dengan kepi-
atan-kegiatan pepanantan modal dalam pegeri.”

Tengeriian penanaman murdal asi
internasional (forcism efamend) sehingga Lidak hanya diteniukan uleh
hukum domestik dari ko cowarry, Bank Dunia (Hield Bonk). juga
NAFTA (Nort American Free Trode Associmtion). dan biteerel in-
vestment freaties merumuskan pengertian penanaman medal asing

e menganduny nula aspek

dalam dua kategori yang lueas vaituz a) fypes of loon concern i
erosy-border movenent of copitol and resources, wheter in view of
ity control ar of ity liberalivation. Such insiruments ninally define
FOI i nervow ferms, insisting on coriral over an entevprise os o

™ Litat Erman Rajegubsuk. clall, 1993, O i bl 400

® Saily Lebkis, M. Tengernbangan Hukum Tenals Persturan Permdusg-andan pan
Frdanzsia. AMatatah, Seminar [lukue Nasional — BPEIN, likanta, [995 hat 38,

* Sunakaraja, G, £t hal. 4-55,
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wevessar) eleaent of the concepr. Since different rufes munye apply o
FULconed ey other tepes of finoncial tor other) transsaciions, such in-
sirwmtents sivess the differences benween various iypes of investment
of capiial. by They cum cover non only the copiral thar hay crossed
Fovders with a view to the goequisition of conrrod aver an enierprise,
Pt v maost other Rinds of assets of aw enterprive or of an investon
inctudding severad s and forifolio ransactions ©

Perjanjian bilateral mengenad penanaman modal, yakni /-
vestrrent Cacrosiee Agreement {(IGAY, merumuskan pengertian pe-
martarrran modak sebagai entuk aset vang ditanam oleh investor se-
suat hukum dan peraturan vang meliput:

w. Hemia betyerah dun jamihan serta hak serups lainnya.

b, ak-hak yang diperoleh dard saham. swral obligas atug setiap
menluk Ly duck hasil husg dalam pervsabaan atau wsoha pa-
lngan,

o Togihan atos oang atau sagihen pelaksanaan vany mempunyai
b kewargan.

d. Hak atas kekiyvan intelekiual, proses tekiik dan keahlisn,

e Kumsest wsaiw vung dibenikan oleh Undang-undang atau berda-
sarkan kantrok vang bectalian dengan pensaminnan maodal tenma-
stk komsest untuk mencari atag mengekspluilasi sember daya
alam.

Pralam penyclenggaraan penanaman modal dipeelukan sua-
L bentuk Badan wsabe slaw perasahaan, Di dulam UR) Penanaman
Modal Jdibedakan antara peranam modal ssing (investor asing) dan
penanam mindid dalara negerd {investor dalam negeri). Penanaman
madal datam negeri dapat ditakukan dalam bentuk badan usaha vang
berbentuk, badan hukum, udak berbadan hukum seperti datam ben-
tuk €W ataw usaba persearangan, tetapi penanaman modal asing wa-
jib datam bentuk perseroan terbatas, berdasarkan hukum indonesia

ULl Vil Matin, fmeraieng! Divesimess nsrrsego U omppenndiven, Vol 1
Muliilaterml besten-ents, P96, Geeva, hal, ssvi-gxiic
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dan berkedudukan df Indonesia (Pasal $ avac 3 dan 2 UTF Penanaman
Modal).

Suatu hal penting ving perlu diketnhni bahura proses pendi-
i dari suatu Perseroan Terbatas yang moripakan penanarian mo-
dat asing berbeda denpan pendivian Persecran Terbatas biasa, Ada
prosedur vang haruy dildkukan oleh penanam modal asing. Proses
untuk mendirkan Perscoran Terbatas versi penanaman modal asing
harus herhubungan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal
{BPKM) dan Kemenderian terkait latnnya, mempersiapkan angzaran
dasar perusahaan peranaman medal asing dan divmumkan dalam
bevita negara Republik Indonesia. Demikian pula badan usaha datam
keglalan peranamin mewdal dapa berbentuk perusalisan s vensury
wakaupin bikan suatu kehavusan (Pasal 27 UL Penanaman Maodal),

3. Campurtangan Negara dalam
Perekonomian

Teori mengenai tipolopl peranan negara dalam kegiatan
ekonomi, terutama dalam negara yang menganut sistem  ekonomi
campuran (mived economy) dipetlihatkan oleh W. Friedmann scha-
sai berikut the first wale as provider This is o furction commanl).
associated with the concept of the social welfare. In this capacity. the
state makes itself responsible for the provision of social services so
asbo ensure awinimuin standard of iving for all. Tn mitigetion of the
Tree paly of economic fiv
In this role, povser fo reguifate investment [n indisiriad development,

ey Secowed, the st funciion as regulatir.
the volume wrd kind of taparts end coparts thrangh such means
as exchange controly, and import and indusivial lvensing control
Thivd, the store fumeiions incroasingly oy crivigirenenr, I8 onerdies
perfain sectors of the ceonomy either throlgh vemi etlamimes
goverament duepartment, af threugh state owaed corpovedions Fo-
wrldr the stode as ampive, The wdare ax the veprository of logislotive,
administrative ond judicial power, evolve some standary of fustive,

4%
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con Wl e state erderpeises IOt derefive differenniote bepveen

the vatrepreneurial amd the arbineol funetion,

Selanjueya, Aijltrye berpendapat badvws tibervensi negarn
[statte inceeventiont dalam kegiatan ckonomi rokyataya bertindak se-
bagiat repnlulor genaerernde) wan wastt dengan memakai instrumen
hubum wdministrasi nepara vang heeronor dan otonem. yakni be-
euqit hebijakan pemerinteh untuk menyediskan tnformusi. prognosis
dan kepiutosan vang bersifal petsaturan maupun vang bersifat la-
rangan, " lenr ind mehibat pertingnya peran negara‘pemerinah da-
eahkan kimgkah kehijakan ckonomi wrmasuk penanaman
mundal karena peran negara sebagdl generator pertumbuhan ekonomi

Tan tren

yany bisa mengintervensi pasur untuk menporeksi ketimpangan pa-
sar dan memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku eko-
natmi.

Tugas negara di bidang perekonomian sejak Proklamasi 1945
telah dirumuskan secara jelas dalam Alinea Keempal Pembukaan
UUD 1943, vaituw: melindungi segenap bapgsa lndonesia dan seluruh
tumpah darah Indenesia dan untuk memajukan kescjahtersan umum.
mencerdaskan kehidupan bangsa dan iket melaksanakan ketertiban
dunia vang berdasarkan perdamatan abadi dan keadilan sosial.”

[ sind jelas bahwis tujuan membentuk negara Republik In-
donesia adalah perjuangan bangsa. Indonesia untuk memperbaiki
strukiur vkonomi dan menegakkan sendi-sendi pérskonomian nasi-
onal Dischutkan pula dalam Pembukawn UG 1945 bahwa untuk
mempentuk pemerintahar adalab wniuk memajuekin kesejabteraan
sebusar-bosieny s bagd rakyi bndonesia, dan bukan kesepahileraan we-
kelompok mkyvi [ndonesio saja.

ol Fe Sionte aveed Vi il of Lo in U Beseoemns, Sleven & Suns, London,

Labnl Coartlu 1lach fevanems Plikpn Badom Meatbgmgemcn Fhomose Lntvershis.
Alapee Yees bl T2 il K
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Keahsahan nepara bertindak dalam tapangan perckonomian
rakyatnya memperoleh fandasan teori yang kuat seperti dikemuka-
kan oleh John Rowls bahwa dalam negars erdapn dus golongan
hak, yakni {17 hak yang harus diberikan secara sama olch nogara,
yaitu kesamaan hak-hak dasar mutlak atau hak-hak yang sanpat da-
sar, mizalova hak uniuk lidup, dan hak uatuk menyatakan pendapat,
f2} hak sosial ekonomi yang bisa diperlakukan scoara tidak sama
kepar setiap individu demi Kepentingan dan kemajuan dan kesejah-
teraan umum, termasuk untek liap individu ™

Selanjurnya, dssar konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD
1945, membenarkan negara. campur tangan dalam lapangan ckono-
mi. Kedudukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi memiku!
{anggung jawab besar dari hukem dalam mewujudkan peran hukum
dalam kepiatan ckonomi. Dalam sistem ckonomi pasar sskalipun
{meriet econamy) keglatan ekonommi tidak dapal sépenuhnya dise-
rahkan kepada mekanisme pasar, yakni berdasarkan permintaan dan
pehawaran, melainkan juga diserahkan Kepads pernerintab untuk
rengatur, tnengawasi jalannya ekoromi dengan memakai instrumen
hukums administras] negara vang smum dan kKhusus,

Perdebatan skadernis mengenai peran negara masih her-
lahgsung teros sampat sl i, Ji mana nasing-masing pibak yang
membela peran negara olas nama hukum delum perekosomian, dan
pihak-pihak yang tidak sependupist kalay separa berperan dakun
lapangan skonomi, Linluk menarik sintesa dari kelompok pembela
dan pengntang peran negara dilam perckosomian, adalah kontro-
versi interpretasi alas sistem  perelonomian nasional berdasarkan
Pasal 33 {ayat 1) UUD 1943 (Amandemen ketigs) bahwa, pereke-
nomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ehonomi,
diperhadapkan pada siteasi dilema ehonomi fberal veesus ekonomi
rakyal. Masyarakat Indonesia semakin hart semakin menuntut hak-

* thighhad. 35
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~hak tiberal, hak-hak propedi yang luas, kebebasan berusaha dan
wnlutan  untuk vlotomi ekonemi yang bebas darf campur tangan
oleh negara,

Menurut Gunarte terdapat tiga kensep dasar mengenai peran

negare dalaon lapangan perekonomian, yailu:

=

Kelerlibatan minimalis {minimal stgre) vang dipetoporl oleh
Adam Smith dan kawan-kawan. Aliran ini melahirkan kawm
kapitatiy vang didesarkan pads asumsi dap keyakinan, bahwa
ta) kegiman choromi vang dilakukin dalam persaingan bebos
ahius faulr lebib beemanthat bagl masvacakar secara keseluruban

daripada hitau diatwer oleh newary, {B) dalam kondisi di masa
hegiatan perekonomian tanpa campur tangan negara maka eko-
memi ikan muenjidi efisicn karenu petaku ekonomi maupun ma-
svarakat ckan dibirbing oloh angan tak terliha (invivible Bosdy
undub menpads viang webatk alad wngeul. diwy (01 dulwn masva-
rakt selaly wrdaper Rubungan barment seeara alamiah yvahani
acanyvi Kescimbmigin atara kepentingan individu dan kepen-
Lingaey sy arakat CHebe Kanena i, Ralas oegira campur tangan
datam proses keseimbangan inl. maka keseimbangan harmonis
andara pelaky ekonomi akan terganggy. Misalnys adalah prak-
tik-praklik suap atau sogok oleh pelaku ekonomi kepada pejabat
fegard empal mercka berusaba. Scbaliknya korupsi, kolusi dan
nepetisme akan semakin banyak kavena pejabdl pemerintab akan
memberikan proteksi. kedudukan monopoli dan lain-lain ber-
tuk-bentuk diskeiminasi lainaya.

Keterlibatan maksimalis {mximaf ytate). Kelompok-kelompok
pendukung peran negara secard berlebihan ini muncul seba-
gal reaksi dari kelomypok yang menolak campur tangan neyary,
Asumsi dasar yang dipakai oleh kelompek ini adalah babwa da-
Tai ks ataanuya saigat sukar iercapat keseimbangan antars ke-
pentingan individu dan kepentingan masyarakae. Tidak ada per-
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baikan nasib schaglan besar rakyat dalam kehidupan ckonomi.
Malzhan muncul prakuk-prakik dari kaum kapitalis memeras
tenaga kerja para pekeyja dalam proses produksi. Menwrut pa-
ham muksmimalis Jalan keluar dard congkoraman kaum kapitalis
sehinpga rakyat bisa menjadi maju dan sejahtera, negara harus
bertindak menguasai sepata aspek kehidupan ekenomi negara.

3. Ketedibatan yanp wrokur Aliran i dipeloport oleh moueid
Adam Smith, vaitu fohre Mayhard Keynes, Aliran ini dilandasi
aleh Glsafar babhwa kegiatan ckonomi tdak bisa dibiarkan betja-
lan sendiri, melainkan harus dikoreksi, yakni koreksi oleh negara
atau pemerintah terbadap harmoni keseimbangan di antara peba-
ki chonomi. Serap orang hebas melakukan bisnis apa saja. dan
di mana saja. bebas mengumpulkan modal sebanyali-bunyuknye
sampai menjadi konglomerat tidak didarang, tetapi kalan akeivi-
tasnya ity mengganepu milik atau keseripatan orang Jain atau
masyarakal, maka (indakannva iw harus ditiadakan. Dengan
demikiom, jelas hahwa aliean ini menckankan pada kesempalan
ketja penuh (fidl employment) bagh sebanyak mungkin wnghatan
kerja dalaim suatw negara dan kescpabteraan rakoval banyak dalam
kegiatan ekonomi.”

Hubungan antara ekonomi dan politik juga menartk dikaji.
karena sangat membawa pengarub dalin kegiatan ekonomi. Arti-
nya, kemajuan di bidang ekonomi sekaby berjalan seiring dengan sis-
tem sosial pelitik suatu negara, Dua sistem ini saling berhubungan
dan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pembangunan ckonomi
Indonesia;, Ben Anderson dan Richavd Robinson sebagaimana di-
kutip olch Fortuna Anwar™ mengpunakan pendekatan yang dipakai

i, il 1220,

T Qahat lortuma Anwar Persmbahun Tingg dan Peswhshan Serooal Pases
Demakrgtisas) Pembangoean,  Afaidoh Sereh don frfbeinaea He Fivese . Tuhin ¥,
Fanii 14, al, o]
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aleh Ambrew Macvntyee dalam studing:s mengengi sistem ckonomi

peslink Induvawesiu. wdalaly

'
Il

T state g stare. Pendekaten ind puda disarnyi melibat perbe-

e kepenringan yamy sangal mendasar antara ncgarg don ma-

syarakat, Pendekatan ini meliba bahwa negary adalab suata pra-
kv ang semata-mata melayani kepeningunny e seadinl dengan
mwngabaikan kepentingarn masvurakal, Aspel yang menonjol
model ini adalad kebijakan ekonomi yang diambil mencermin-
kit kepenlingan negara, kevualt yang datang dari penanam me-
dal atau pemuodal asing. Kecil sekal kemungkinan bagi kekuatan
dari masyarakat atan kekuatan Ji luar struktor kekuasaan untuk
ikut berperan dalam pengembilan keputusan.

Buregnorutiv polity. Dalam pendekatan ind, politik adalah afat
ustik mempernlch kekavaan atau kesempatan ckonomi dalam
mengejar keunngan ekonomi. Model duwreancratic polity ini
dijadankan dengan pols patrimoniwm yang menckankan pada
hsbungat harmiont peedron-cliest sden kolusi. Datam mode! pat-
rimwottial ind, politih merupakan kompetisi dalam mengejar ke-
unturgan aly kekayaan dntara berbagai kefompok ebil. Tiulah
sebabnya sejak Orde Bary stapa yang dekat dengan kekomsaon
dialah yang memperolch kesempatan imengelula proyek-proyek
vkunmm vang besae lanpa dibatusi oleh kepentingan masyara-
kat hanyak. Para birokrat hesar hanva terlibat dalam kegiatan
chonemi retite melalui kevupsi. kolusi dan nepotisme, Muenurut
Ardersan. kesempian ueiuk mempengarahi poiaa negar aau
petniinpict pelitik hany alah melalud hubungan pedren-cfiem yang
silin armat ket rbisia, sangad individual dan tidak mempunyai
iplikasi soxial-politik,

Burccneraric pluredicm, Dalam modet im tidak melthal bunyak
peluang bagi muncubfinya kekoatan di luar nepara vony dapat
mempengaruhi kebijakan ekonomi atau bisnis secara subsiansial
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dan dapa: mendoraiy proses demokratisast. Kalau dibandinghan
dengai model brrequcreatic podity. palidk hanyalah alal persa-
ingan antar ofit politik untuk moeraih keumtungan malert atau
kekayuan {substangif), sedanpkan dengan model heeancratio
plralivm lerdapat perbedaan yarg serbus antar badan-badan pe-
merinah mengenal isu-isu subsdanstl

4. Bureawcralic awhorianism. Model ini menekankan pada ada-
nya represi politik serta konsentrasi kebwasaan di tangan mihler
dan elit bivokrasi, Negara membangun kelompak hisnis maugun
asosiasi-asosias bisnis, et hanya sebagai penghuabung nega-
ra dengan masyarakat. Keeil sekall kemunykinan bapi masyara-
kal untuk mempengarehi pembuatan kebijakan skonomi sccara
langsuny.

3. Stiuctirad approach. Dalam pendekatan ini Robinson mengana-
lisis perkembangan ckanumni politik Indonesia. bahwa saat ini
muncul katangan bisnis domestik yang mulai semakin mandiri
dari negara. Kalagan bisnis semakin berperan dalim pereko-
nontan karena tuntutan ekonomi lokal dan internasional apabila
ingin mempertahankan periumbuhan ckonomi. Namun demiki-
an, meaurud Robinson. negara masib tertalu kuat dan memiliki
alonomi dari kekuatan masyarakal, sehingga dalam memperjue
angkan kepentingan kelompok bisais (pars swista) haris meng-
punakan hebungan paron-clienl dun kolusi antuk mempenga-
rhi para prakiisi pembangunan.

6 Resivicied plaralivm, Dolam medel ini. Moginty re metibiat bah-
wa segjak Lahun 980-an sistem politik Indonesia telah merju
pada statu pluralisme wrbatas, Dalam model pluralisme terba-

L tetapi kelas

tas i ditundai dengan lahirnya kelompok kapitatis
kapitalis ini helum mempunyai peranan besar dalam kelijakan
ckonemi. Yosihara Kunie berpendapat bahwa kegiatan bisnis di
sehagian besar negara-negara Asia Tenggara hanyalah mengha-
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sitkan bureaucratic vapitist dun ervelz copitalivin, di mana para
elit hunva merupakan pacasit apen kepentingan modal asing. ™

Datam keadawn perckonomian ghobal saat ioi, khususnya
b Indosesia 1 dabam menarik modal ssing, selain menghadapi
persaingan di sntaea negara-negara anggota ASEAN maupun dengan
Negara-pegars lainnya, peranan negard dalam perekonomian makin
meros, Pary peiaku ekonomi menginginkan aturan-uuran hukum
vang menjamin ikhiom usaka yang lebil sehan dan dipastikan menja-
min kelamciran bisnis mereka, Pomilik modal semakin mempunyai
perditan besur dalam perckonomian karena nvreks dapat membanty
neyard it pemerintah untuk pembangunan ekonomi apabila ingin
srempertahaakan pertembuhan ekonomi. Menvadard kenvataan ah-
i mendud Gk mengenal bias negara, vang bersidngan dalam pasar

adalabt perisaboan-perisahuan itk e pooodal dun bekoan ne-

welti. Muneui pertany oan, apakal kil masih mengingithan peran
g berfungsi secara minimalis atau sebagai “polisi” saia
alans et maksinalisasi, Ataw menghondaki sdanya peranan negara
yang teeukur Peesaalannya adalah syarat-syural apa saja yang diper-
lukan kaluu menginginkan salah sat darl ketga formuala tersebul di
ulas?

R

Byalam kunieks ckonomi politik indonesia saat ini, peranan
pemerinlah dalam lapargan perekonomian rakyatnya telab merosat.
Fenonieny hemerosolan peran negara dimaksud misadnya, royaltl
yang diboyarkan ofeh porusahaan-perusahaun asing bidang pertam-
hangan kepada pemeriniah hanya sekitar 1 - 3%. Kchanyakan peng-
winal habwa pevan negars modern dalam lapangan perekonomian
telab merosot. Alasainnya, Perfama. peran negira o mensiot karena
regira medern sangat membutubkan para pemilik modal raksasy un-
tuk pemnbuangunan ckunomi dalam negeri apabila ingtn meningkatkan
dan fatu mempertzhankan pertumbuhan ekotomi. Kedua, negata

Foul
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tidak mampu mencugah apalagi mefarang para pemilik medal rak-
sa5a [Mudir Nativaal Corporadion) memindahban aktivitas ekonomi
meteka ke lokasi ain yang lebih murah. menguntunglan dan lebih
terjamin. Ketiper, kondisi dalam negara sendiri yanp berakar pada
organisasi negara ilu sendiri di mana hirokrasi yang tidak cfisicn dan
masih bercirikan patron-client, Perherintat lebih mementingkan un-
tuk memperlahankan kekuasaannya ketimbang melindungi dan me-
majukan masyarakat, Keempas. negara mengalaimi kesulitan untuk
mengintegrasikan sistcm ckonomi negara tenmasuk bangsanya ke
dalam sistern ckonomi duaia yang dimetort oleh akumutasi modal
ghobal. Dan Kefima, korapsi, kolusi dan nepetisme vung semakin
masif, semakin mengakar dan sudah menjadi hudava atae perilaku
para clit pemimpin di Indonesia sejak Onde Lama, Orde Bara, Onde
Relormuasi sampai sekarang, Para Menterinya dan pejabal-pejabat
lainnya termasuk kepalo dacrah ket berbisnis, Model peran nepara
semacan ini akan terus mencrus menyuburkan korapsi, kolusi dan
nepotisme. Mereka dengan sangal hati-hati mengambib simpati rak-
yal dengan dukungan politik puncitraan dan simpati rukyat wnwk
metnudahkan peran mereki

Masth lerdapat fagi satu aspek hukum yang sangat berpe-
nyaruh dalam proses penanaman modal, yaitu buksm internasioral.
Nalam perspektil hukum internasional, terkait dengan huhungan in-
ternasional. Hat ini menginpat Penanaman modal asing di hosr co-
unery dilakukan oleh penanam modal asing slau perusahaan asing
multinasional. Jika dikaitkan dengan peranan bukum terhadap pena-
matnan modal, maka hukum intermesional memegang peran penting
sebagai acuan untuk memberi perlindungan bukum buapi penanam
modal asing yang menanamkan modal di Indonesia. Dalam hubung-
an internasional, Indonesia dan negara-negara lainnya terikat pada
perianiian atau agreement multilateral internasional seperti GATT/
WO, 1S - facernational Convention on the Setilement af faves-
tmeni Dispuites. MIGA — Muftildteral Investment Guaranive Agree-
mend.
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Sebagai ibusteasi Japat dikemukakan pringp daiam Konvensi
MUIGA vang telal disetujui oleh pemerina welalui Keppres No. 31
Tahun 1986 (Cenveniion Fstatlishing the MIGA) dengan tjuan:

I, Memberikan jaminan penanaman modal, misalnya, asuransi alas

kerugian anggota yang hersitat non cconontic risk,

Menciptakan iklim penanaman raodal yang kondusit bagi negara

angaita,

3. Melindungi investor atau perusahaan di negara anugota terhadap
tinrdakan restriksi translermodal, nasionalisasi, pelanggaran per-
Jjanjian, dan adanya kerusuhan atau perang saudara.

4, Mempromosikan penyelesaian sengkels penanamian modal me-
lalwi negosiasi, konsiliasi dag arbitrase 1CSID,

ra

Dalamt hukum internastonal terdapst dua macam prinsip
vang berkailun dengan keglatan penanaman modal. yakni, prinsip
langiing jawab nepara sebagal dasar pengaturan hubungan interna-
sional. dan prinsip tangguey jawab negara sebagai dasar pengaturan
remmaman modal asing. Adapun prinsip tanggung jawab negurg se-
hagai dasar pengaturan hubungan etnusional adalah memperluas
kedudukin dan peran individu sehagai subjek hukum internasionat
dakan hubngan ckonomi,

Di soniping o kégiatan penanaman modal terkail dengan
upuyy masyueakar interyasional uriuk membangun keea sama cko-
nemi. maka bukum intersasionat telah meletakkan prinsip-prinsip
dasar berupi tungprung fawab negars untuk member perlindungan
secara hukum terhadap hak mikiknya (propers). Masalah kepasti-
an hukum, birokrasi dan keamanan semuanys menjadi penting un-
luk mendorong arus modal asing ke Indonesia. Sedangkan prinsip
langgung jawab nepars sebagai dasar pengaturan penanatmun modal
asing adalah ditvjukan kepada orang perorangan dari warganegara
suatl negare dengan warganegara lainnya, atau hubungan wargane-
eara asing dengan pernerintah suatu negara. Tanppung jawab negara
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dalam bubungan ekonemi intirnasional terhadap orang asing meke-
puti beberspa bidang sepurty izin usaha harus herbentuk badan hu-
kum Indonesia.

Dalam hubungan ini, Mohammad Zaidun mengulip penda-
pat Sherif 11 Seid dari bukunva Global Regulation of Foreign Direct
frvesiment (20023 menulis. bahwa pengaruh word ekonomi terhadup
penananan modal asing langsung berperan penting dan signifikan
membentuk karakicristik suate rejim hokesn di Mdarg penanaman
modal " Sclanjutriva, Seid menyatakan sehagaimana dikutip Mu-
hammad Zaidun berikut Thearies, econamic aF otherwise, play im-
poriant refe i shaping fegal attivude. With vegard to FDL the theo-
ik fo urve ployed o dontinant rode in shuping the fegal regims both
nationaily and internationally.

Beberapa teori ekonomi yang berpengarih di bidung pena-
naman modal, terutama penanaman modal asing, antara lain adalab:

1. Neo-Clasical Economy Theory

Teori ini berhasil meyakinkan kebanyakan para zhli cko-
nomi hahwa, penanaman modal 2sing secara langsung {Fovelgn
Direet investment) akan lebih memberi keuntungan kepada Aot
couniry. [mi dari pandangan teoth ini mengatakan hahwa kegial-
an penanaman modal di kebanyakan negara berkembang sccara
teoritis penanaman modal asing secara langsung memberikan
kontribusi vang signifikon Lerhadap pembaigunar ekonnimi Ji
I'IL‘I‘_;EII'i'i"ﬂfgﬂl'ﬂ hf}\l’ J'HHJ.‘.’I"I'.

Kebanyikar 1eor ekanomi, terudama Leond chonmnt pem-
hangunin, 1o ekonomi aeo-clesical ingberianpu pada pertuun-
buhan {growth) dipereaya sebagai jalan menuiue prosex akumu-

W |t Faibun, 2006 Preisreeprengs Saknn eteeamseeond Helm He Mewieed
g Dicertied lidak ddipablikesfan Surabaes, Progas Pascasae s Llepivctsijas
Airlimgua HHIS, D, 35
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lasi modal, Teori periombulan ckonomi Adam Snuth. sebagui
sielah satil teori ckonomi yang paling penting dan bacyak die-
rupkan pads akiivites penanama modal - telah banyak difkui
cleh penganul teori ekonomi nee-klasik sepertl. Solow-Swan,
Kavnes, Hirreod Domar Schumperer, dan tain-lain. Asumsi das
sar dart weond 101 adalab pemoepukan modal. Menurol Smith, pe-
wrupikan medal sehagai sueto syarad metlak hagd pembangunan
chonomal, Penaamien mendal sedemikitin rupa dapal memberikan
pitelisiian yang paling besar kepado selurab mass arakan sui
negant, g mercka sangeep meosbeny sebamak-hanviknga
Abuamulas modal dipercaya vleh leorl ini dapat meningkatkan
Eebavaan suatu negaca {weelth of aarfum ), Dengan demikian.
pemupukan mudal merupakan kunes ulama datam periumbulian
clusneant.

Akumulasi modal melalui MMCs secara oyata menun-
jukkan sualu keadoan pembentokan modal vang tidak seimbang.
weritama dalam skala nasional pada hest country. Masalahnya,
penanamian modal asing it kompleks. Terdapat tiga kecende-
rungan di datam tenomena kedakscimbaryzan i Perrama,
penanam modal asing selaty mengutamakan untung, sedangkan
hast country mengharapkan pemupukan modal dilakukan ferus
menerus untuk kepentingan dan kemajuan ekonon nasionalnya.
Kedwg penanam modal asing reladl memiliki posisi yang lebih
Lual. sehinggs mercks mempanyat Sorgaiming vang kosl pula,
wrmayuk dapat melakukan lobi, metakukan suap serta tekanan
peditik kepada pemerinteh fost cowitey. Ketiga, penanam madal
asing melaui MRNCsomva Basanya memiliki jaringa hisais yang
plobal. sehingga kepentingan pernegang saham cdewara asal le-
bih lerlavani duripudy kepentingan fost cowatry, Kenvalaan ind
didukung vleh pendapat Yoseph Seumpeter. babwa perubangun-
an chomami mervpakun peruluhien spontan dat terputus-putus.
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Faktor terpenting adalah enireprencursiip, yaily Invesior yang
melakukan penanaman modal secara terus mengrus. ™

Pendapat neo-klasik tentang penanaman modat dapat di-
ikhtisarkan sebagai berikut:

1. Adanya penanaman modal merupakan fakior penting dalam
pertumbuithan ekonomi di frast country,

2. Pemupukan modal atau akumulasi modal asing merupakan
faktor bagi peningkatan tabumgan {saving) bagl negara dan
mauyarakat banyak.

3. Adanya pikiran vang oplimis terhadap perkembangan eko-
nomi di st country.

4, The Prouct Cyele Theary

‘Teorl Hegkaran produkst mendasarksm atasan-alasannya
pada teori ckonomi Neo-Klasik'* Teori ini mulanya dikembang-
kan uleh Ravimond Vormon pada sabun 1996, Asumsi dasar dani
teori ink adalah ckspansi perisahaan, Memmal Yernan, feori ini
paling cocok ditcrapkan pada penaniaman redal s, secara
langsung di bidang menuforcrnring M Inté pemikiramya adalab
setiap teknulugl berevolusi melalui tga whap, yaitu:

1. ‘lahap permulaan atau inovast,
2. Tubap perkembrngan proses,
3. Tahap pemalangan atau tahap standarizasi.

Pada tabap permulaan atau inovasi, para pernilik mo-
dal cenderung beroperasi di negara maju (developed couniries).
vang ditopang kemajuan ckonomi sepertl, nepara-negar yang
terdapat di Eropa dan Amerika Ulara. Avstralia dan New Zca-
{and, serta Jepang dan Korea Selatan pada akhir abad ke-20. Du-

4 Syreqm, 200 2600411 Prahic K ctare Pend Sulumha L.
Tukarl, W02, bl 3537

3 E Ahal Bincobn Arsysd. ©a O Tal, 188-144,

44 Eihat Crman Rajagskguk. etal. G € hal. 5.

HAJE b PENAS AR AN MOBAL ASING. 57



latw kamwks ani, perusahaan-perusahaan besar di Ameriky Sen-
kit wdah mengalom wansformoss dan perusabaan mebinasiona)
ANCHimenjadi perusahaan wansaasional (TRC3), Perusuhaan
induk (parear compony) biasanya mersncang dan memproduksi
uruk pasar domestik di nepars asal. Sementara i, anak-anak
perusahaannya di Tuar negeri tidak merancang sama sekali. Per-
usinhaan-perusabaan yang bergerak di bidung mangfoctring
elakokan osed lerutama kareng kemaysan teknologinys witok
melakukan inovasi. Asuimnsi lain vang meéndasarinya adalah bah-
wi petgembangan praduk-produk baru dan proses-proses indus-
i ndalah adanya permintzan pasar dan proses-proses industri.
CHeh karena iw. mereka memproduksi barang-barang di mana
memnngkinkan urtok heeproduksn.

Selanjutnys. pada tahap perkembangan proses. domi-
naedi teknelogi menyebabkan persaingan penvebaran 1eknologl
ke negarn-negana esaing lainnva vapg potensial di luar negen,
Dyl honteks Ini, nremakss diadakannya osadia produkst ba-
rang-barsny dan serla komponien-komponennya vang sama di
luar negeri, Dengan kata Lain apa yang diharuskan dutam tahap
proses ini Baras dipandu oleh proses sresdoenieing vang weas
herkembing serts wenpal herprodubsl. dan apa vang akan dipro-
duksi.

Alkhireva, pada tahap pematangan wiau slandarisasi me-
rupakan faktar penting yang mendorong inveswc/pecusehaan
asing mengalihkan lokasi-lokasi produksi mercka ke negars-
-nepara sedang herkembuing, terulama negara-tegan industri
baru {Newfv Tndwstriolizing Countries), yang mempinyai ke-
urggulan komparatif berupa tingkat upah vang rendah, stabifitas
nasional vang baik.

Teori lingkaran produksi tersebut telah memberikan ar-
gumen untuk menjawab pertanyaan, MENEEpa EEara maju may
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menanamkan modalnya di regara berkembang, Ada bethagai ar-

gumen iruk menjawab pertanyaan ini.

s Maseat untuk mengejar keuntungan maksimat {the purasds of
g imed izaticntglobal profiog.

b Keinginan mencard dun memperslck suplai bahan bakw (raw
muerial sepkers).

¢ Melayani pasar secara langsung (mrorkes seekers).

d. Meninimalkan biaya (cost minimizer), sehingga mereka me-
lakukan inveslasi di loar negeri agar 1otan kompetitif baik di
negara asal maupun luar negers

e Meminimalkan risiko {risk mirimizer), agar Japat beroperasi
dalarm lingkiungan asing yang diliputi ketidakpastian (Lihat
Latanro. 19981

2 The Industriad Organizatinn Theory of Vertical Integration

Selain teari fingkaran produksi seperti diurstkan sing-
kat di atas, teori ckonomi yany juga sering diadopsi ke dalam
sektor penanaman modal adalah Indusirial Organization Theory
of Vertical Integration dengan konsepnya yang terkenal “New
Multinationalisnt” . Teori ini diterapkan pada penanaman moda
yang wrintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang-barang -
di bebirapa pabrik yang menjadi keluaran bagi pabrik-pabrik
laint dari suatu perusshsan® Teori ini mulanya dikembatigkan di
sektor bisnis urituk menjelaskan Kemungkinan biava iransaksi,
termasuk binya eksternalitas (externalities), yaitu tambahan bia-
va produksi di mana berbagai biaya yang imbul karena keglatan
ekspor harang-barang dari pabrik- pubrik dalam neger.

Asumsi dasar teori ini adalah biava {enst) unuk nyela-
kukan Gisnis dari luar negeri melehui penanaman modal asing
harus mencakup biava yany harus dipikul oleq perusabaan fehih

aerbinds Lasgghaeengent Himnds, Prognim nasgister Renanemen, v it
W hal 3E3
soerall NS STl hal S
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batyih Jiripada biaya untuk ekspor barang dari pabrik-pabrik
Ualutm negeri untuk menuniang bSisngs mercka, Meauron weard ini,
sugle porusabaan harus memiiikt beberapa keunggaelan Aampen-
sisl Leaipeesatia aovirttegesh U keongaulan vang spesifik
bagi perwsahaan, sepertt keahlim mangjemen. pasar dag wkno-
lugi "

Moenural worl ink envelenggaram penanaman meodal

ditikukan dengan cara integrasi secara vertikal, vaito dengan
monempatkan beberapa tuhapun produkse v berbagai bokis
yang berbeda-heda di selwub dunia, Tujuan utamanya adajah
wntuk mendapatkan keunlungan maksimal, berupa ongkos pro-
duksi yung rendsh. blaya sdminisirast yang rendahb, fanl pajak
dan biays yanp berhubungan dengan proses hukurm,

Penerapan wori-teor perdagangan terhadap penasam
mindal asing seperti diurnikan di stas, memuneualkan sejumtab
permasalalan, Perrdme. menyimak ke bahwa aliran modal
asing, Wknelogh dan kelerampilun negara maju bukan banya fak-
tar-faktar vang terkait dengan aturan-aturan hukum vang kandu-
sil, birokrasi vany eftsien, tata kelola pemerintahan vany baik,
et jugs songat wrgantung iklim penanaman modal yang batk
bagi penanam modal manpun masyarakot Prospek akumaulasi
rrnila| asiog bugl Aost country sangat dipengaruhi oleh thktor-
[aktor tersehut.

Kedhrer, perspekiii’ Neo-Klasik, Lingkaran Produksi serta
Orgunisest Industen et vertibkal weniang adoys penanaman
mrenlat] aving kurang meyakinkan. Misaloya, relokasi perusahaan-

e el
el prsisar

witlhan ku INTLTEIETITRETTEY

B ik AR e s
kIl |\L|||l|!|||<l' skl Tl stw arus mem;
ik ek achan o proses prdih
ez el ladma wie

sLembl s

Benpalan 1‘.Im.huk Juga gk |lu|1} u|\ |t
perneribat Edak Barleh o
M 0 harus mesiang ki
§ PR skl P en vilng beroeli- el ] i ankan Lasn \-Iwn J‘.au Ta, n‘)p o
Tl 2621
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-perusahaan asing maupun pergeseran perusahuan-perusahuan
jokal justry mengurangi lapangan kerja, bukan mempereepat fill
wipdoyment di fost connfey,

Ketiga. manfaat ekonomi lain, yang diharapkan dari pe-
manaman modal asitp adalah proses akih eknologi, keterampilan
dan Eeow-fene, Faktanya, proses alily teknologi sangat diteniu-
kan oleh: () kapasitas negara Aost country dalam menyerap in-
formasi atau cknologi baru sangat ditentukan oleh kemampuan
sumber daya manusia yang dimilikinya, (b} kemauan perusa-
haan-perusahdan asing™MNC umuk mengakomodasi keinginan-
—keingiman kot country tentang alib teknologi, dan {c) kebijakan
Fost contry terbadap alih wkonologh™

Datam konteks ini. Radjagukpuk. dkk. berpendapat bah-
wa faklor yang menentukan tingkat aliran modal. twknologi dan
keahlian negara Inaju. yaitu
1. Tklim penamaran modat.

2. Tingkat perkembangan ekonomi di kst cownry.

3. Stabilitas politik dalam regert yang kondusil,

4. Tersedianva infrastrukiur yang diperlukan ofeh investor,

5. Aliron modal cendevung mengalir kepada nepara dungan
lingkat pendapat nasional pes kapila vang tingei."

Edgward K.Y, Chen, scperti dikutip oleh Radjispukguk,
dkk. juga mencalas 17 (lujuh belas) faklor yang mendureng in-
vestor asing mau menanamkan modalnya, yakni:
fower cowt and rent.

Leawer dabour cost.
diversificotion of risk.

e

{0 mutke futler use of the fechnical and production, know R
developed or adopied by Dreestee.

Likzolin Arsyaid. O 2 Hal 1302132,
" Loy, Radjegukpuk, @ all, fae, 06 bl 67,
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3w etadd o redirce the prossure of comperition from ather
COFpOrUion BT investes cowniries.

it mreke wse of outdated machinery weed Bt Investee cor-
prewratinn

7. higher rates of profics,

A Aower copital cusy,

Y available of higher fevil of technology.

! depending the exivieing movked by divectly invation therr,

L du huild up o verticudl)y Integrated sevcture.

£2 shrecorvamvent tariffs amd guoras impased by devefop coun-
forfes,

—— o
—_ =

-

ioestablishing o subsidicny overseos ix somilor fo lnvesiing m
Sinanvial marked o

P4 evailohility of techiicad and skiffed fohor forees,

F3 avedfohi G ol SRmuLe IR ARG WY,

P ferepaen e v tarkeds By direcrdy imeesting theve.

T

P ervenlamifite gl reve hatericls andior iiermediate prodnens ¥

3. Lependency Theoery

Penrt kerergantungan (ofependescin) dimunculkan seba-
waj reaksd terhudap dampak peranaman modal asing bagl host
conrtiey iU negatl. Berbeda dengan penganut ekonomi neo-kla-
sik. penanaman madal vang dilakukan oleh permodal asing, vang
hernapaskan feivsez faive dan flee irdde menyebabkan keterbe-
lakangan damder developmunt). dan sifatnya sangal merugikan
proses pernbangunan ¢ negara-negara sedang berkembang,

Sherif 11 Seid berpendapat, balwn pada dasarnya teo-
i keterguntungan berkaitan erat dengan masalah development
dan wnder developrent. ™ Dalam hubungen ini Lincolin Arsyad,
menulis: keterbelakangan {wnder devefopment) negara-negars
Amnerika Latin terjadi pada saat masyaraka prakapitalis tersebun

"t fak TR
M Lthit Mulamimad Zaidan. Op. E Tl 83,
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tergabuing (incorparated) ke dalam sislern ekonomi dunia kapi-
talis. Dengan demikian, masyarakat tersebut kehidupan vtano-
minya dan menjadi daerah “pinggiran” dari daerah-davrak met-
ropolitan yang kapitalis.”

Teori ketergantungan vang relatif masih mudah ini. pee-
tama kall dikembangkan di Amerika Latin pada tahun [966-
an. 13engan demikian, teodd ini yvang berkembung. mula-mula

di Aamerika Latin, Dari sed asal usul perusahaas teaesnasiong!

yang berlkemhang i dunia menark uniuk disimak karcna tean
keterpantungan memifiki heborapa karakter. Salab salnya ada-

lah karakier imperialismenya Lenin, vang mengatakan bahwa

perkembaregan sistem kapitalisme thaca chspansi chonemi in-
vestor asingMNCs ke luar negeri) dalams bentuk imperialisme
dan skan menuin kepada imperialisme. Karskteristik int suma
dengan tradisi Jepang vang lidak pedoli tentany sturan-atuzan
hukum vang penting perusahaan mereka mendapatkan gain, Tra-
disi Jepang seperli ini menghasilkan perusabaan-perusahadn rak-
sasa denpan ¢inl glodaf struciure tanpa membedakan asal negara
dan terdspat pengawasan terpusat dan kuat,

Asumsi dasar dari teort ini adalah dampak pada pengura-
san kekayaan host couniry. Kehadiran penanaman medal using
berdampak tidak hanya pada pengutasan kekayaan negara ter-
sebut, tetapi juga sistem perekonomimnya, yaity suaiu sislem
ekonomi yanp mandiri menjadi sistem ekonomi yang lergantung
pada kekuatan modal asing atau kekuatan ekonomi negara maju.

Jengan adanya ekspansi modal danfatau perusshaan-
perusahaan para investor asing lersebut, jelas sangat berpenga-
rub terhadap sistem ekonomi Aost couniry. Meski mombawa
arus modal yang sangat besar. tetapi penanaman modal asing
tiduk serta merta memgatasi Probluma pembangunan. Penganjur

AR Liscwlin Arsyil, fip it hal Dk
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Tevri i berpendapat, balvg akuvites penaninan modal asing di
Megari-tegar berkeuthung Hdak lerlepas Jac modl perguasian
atas sumber hehavaan alam. Dalam perkembangan selanjunva
kepiatan penamaman nedal asing ind semahin owajueus ke srab
ehaploitast alam yang berpotensi menghancurkan dava dubkang
lingkungan dan pemingpican pengusahis lokal serta masyarakid,
Oleh kwrena idu, para perpanld teori ini turkan uniuk.
menphindart dominasi modal asing sebinpga fost coumiey lapat

melepaskan diri dan keterganiungan ekonomi modal asing,

The Midhifle Peath Theary

Midtefle Path theary — sebagal salah saiu teori ekonomi
vang paling penting Jan banvak diterapkan pada upaya negara-
-negara berkembang untuk metpendatikan darmpak penansman
ksl asing dakam proses pembangunan ekonominya. Teori ini
vang dipeikenalkon oleh M, Somarajab. yang dikenal dengan
teori “jalan tengah”. Asumsi dasar dart teori ini adalah dampak
pusitif dan dampak negatif aktivilas penanaman modal asing ter-
baclap host eonetrg

Menurut Sornarajab teori ini merupakan pendekatan vang
berupaya mendamraikan adanya polarisasi dari dea teort yang
saling heradungan. yoi teosi klasik vang berpendapat bahwa
semua penanaman modal asing adalah bak sifnya, dan worl
keeluie yaitu eori ketergantungan. yang heranggapan babw se
A pessaaman meada | asang sttty adabiy mempahay akan.”

Trduk dupar dipuagkire bahwa, dampak positf dari ak-
tivites penatacian nodal asing bagi Aost comaen sehagaimana
divakini vleh pengajar wori ekonemi nea-klasik yang pro modal
ainy lidak dapu pungkirt, dewdkian pula sebaliknys. pengan-
Jur leors depenidensia yung anti modal asing beranggapan bahwa
adanya penanaman modal asing sangal merugikan prases pem-

sazn b, e 0 fal 45
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bangunan Bost coamtey: Dua-duanya mempunyal argemen yang
satna kuatnya. Namun demikiam vang paling dicemuskan adalab
dampak negati’ dart aktivitss penanaman medal asing walaupun
mercka membawa modal masuk ke Bose oy yang sangal
hesar, tetapr Udak dikhawatitkan kelergantungan chonomi Auose
canmiey alas duminas kekuaian modal asing 1.

Jalan 1engah yang dianjurkan oleh Surnargjah. untok
mendamaikan adanya persilangan dari dua teori tersebut di atas,
Huata Adolf mendeskripsikan pendapal Sornarajah ity bahwa
dewasa int wnumnya negara-negara berkembang berpendapat
hahwa akivitas atau Tuang lingkup usaha perusahaan-perusa-
laan besar ini perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas
menanamkan modalnya di segala sektor, Negara-negara ini me-
mandang bahwa penanaman modé] asing harus diawasi guna
mencegah limbulnya aspek-aspek negatif tersebut, ™

Beranjak dari pendapat di atas. lampak jelas Sotnarajab
menganjurkan kepada pengambil kebijakan di Baxe cowntry ini
mampu mengelols dan menjinakkan para penanam maodal asing
Lersebut, sehingga tidak merugikan perekonomian nasionalnya,
Nengan kata lain. apa yang horus dilakukan eleh negara-neso-
ra berkembang adalah mengatur dan mengawast akiivitas pe-
vanaman modal asing sedemikian rupa schingga aliran modat
asing dapal menjudi jatan yung ampuh untuk mengatas: prob-
lerma pembanpunannya. Dard pandanpan teori jalan (engak yang
disingkat i atas, polarisasi teori ekonomi klasik dan feori keter-
ganiungan dapal dipahami sebugal (ungsi pertunhuban chonomi
di miana abiran medal wsing dapat dipercaya-sebugal plan menuio
proses akumulasi modal. dan akan meningkatkan kekayaan hass
COURLY

Y Lihat Huals Adail, Peepenpan Penancsan Woda! datem Habien Peedogosd
Internagioral TN, 1T Ragga Chlindgn Persida, Jadar 200, hat, 8
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3 Teori New stirutiom Evonomics

Beberapa ehonomi kolembagaan penerasi baru {new
institutional ccomonticy) Juga telal melakukan kajian terhadap
habungan antara globalisasi ekonemi dengan pertumbuhan cko-
noimi i fast coreatey, lerulama Ji negara-negara berkembang,
Misabnya, Dooglas C. Nonth menemuokan babwa ckonorni ke-
tembepaan boru terdapat tiga komponen lembaga, vakni. fafiv-
wiaf censteaint, formel rries. dan enforcenient of ot Me-
et orth bahwy kelembagaan dapan disetikan sebogal suain
prinaki darinan aturim-uran hokon yang mencipakan sinergi
chommmi dalwm membenmk chspektas masing-musing melaky
chkuneni, ving mungkin dicapai dengan saling bekerja sama, ™

lewri ehonomi kelembagaan hars wenmasuk wori vang
laliy karend wwelihal babaya besar dert pemusaan kekuaan cko-
oot sejumlab korporasi yang mengugsan wodal. teknelogl ma-
najetnen dan pasur. Di samping i, pasar dan mekanisme pasar
tidik sehalu mampu mengendaliban chses-ckses ekonomi pasar
ke arah keseimbangan yang saling mengumiungkan amars para
pedaku chonumi. Ackmad Frani Yustika meyakini babwa ekono-
i kelembagann bidak Beroriemasi unluk membangun manusia
ekonomi {economic man), ietapi mengenai apa Yang manusia
lakuken dan pikirkan® Sejalan dengan North, menurat Rachbin
kunet udanya ckonowi kelembagaan baru adatah awran formal
dan informal yang bermanfaat di dalam sistemn ekonomi dan ke-
giatan chonomi. terutama untuk pengembangan kesejahteraan
magyarakal, pertumbuban ekenomi dan kemajuan secara kese-
luruban ®® Qleh karena itu, katau kelembapaannya buruk, maka

S U7 Nonh. Nt e el § Saaigge 02 Clinezre o Eeomenme Hestary, W Marun
fCo New Yark 1981 hal 394

U Labist L rne b Jintul dion Muar, A olencagao dues oot Sokyar, BPEE. Yogeubama,
HMIS, hal. -

YLshat Achiun: Erani Yestikn, Floscams Kefeabograen, (ool Teom dor Stetag
gl Pulienitng, Malas, 20, ol a?

i D Rl e, Edeniemwss Pl o feore Pifdien Paeslk Gihalia Induiesia, 2000,

fite LRI PERANAM AN MO DAL ASING



sistem ekonominya tidak akan berkembang baik.

Di Indonesia, teori skonomi kelembagaan hare memi-
1iki kedekatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (swus-
toinable developmenty dan tata kelols pemerintahan yang bak
(good governance). Selayaknya juga dipahami bahwa keburada-
an tooti ekonomi kelembagaan baru menjadi semakin penting
dalam pengambilan kebijakan ekonomi nepara penerima mo-
dal, setidak-tidaknya karena tiga alasan yaitu, Perret, teord ini
burangkat dari luar kerangka neoklasik tetapi menyedia solusi
vang masib menjddi leka-ichi dalam pendekalan wari ekonomi
nenklasik. Kedua. pada dekade tahun [990-an banyak kebijak-
an ekonomi yvang dijalankan di negara-negara berkembang tidek
herhisi] akibat kesagalan pusar, schingga di sind perlu masuk pe-
ran negara uniuk mendesain kelembagaam, Ketiga, teort ini ber-
puiensi hesar dapal menghubungkan dengan banyak fakaor lain
dalam teati-teeri kontenporer™

Dengan demikian jelas bahwa pendekatan on kelem-
bhagaan ekonomi bar: dapal dimodifikasi pemerintah Indonesia.
agar kehijakan dasar maupun kebijakan pembertakoan lerhadap
penanaman modal asing tidak menimbuikan antara lain keter-
ganlupgan ekonomi nagional dari modal asing. Sebab kontri-
busi teari ekonomi kelembagaan baru ini menurut penulis dapat
rmendukung penimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan
pembangunan ekonori, pembangunan sosial dan pembangun-
an lingkungan, Dengan kata lain, teori ckonomi kelembagaan
bart mendukung tga pilar pembanguran berkelanjulan di hifo-
hegia, yakni (a) pengentasan kemiskinan, (b} perlindungarns dan
pengelolasn sumber kekayaan alam sebagai basis pembanguian
ekonomi dan sosial. dan (¢) pejabathirokeasi yang bersih. Bagl
Tndonesia, pengembangan kerangka hukum di bidang ekone-

bal. 213,
)it Ackimad Bl Yusiikin O i it 36
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i lerutama hokom penanaman modal somg mendukang pem-
hangunan Merkelanjutan, penempatan wiodel int jugs membuka
arab pemabaman chenomi kelembagaan bara vang lelih hobis-
tik.

Cormelivs Rintuh dan Miar  mengemukaken tiga aspek
perding dari pranata ekonoms kelembagaan baru sehagat berikut,
Pebormg. datam kenvataan, makin banvak kepulusan-kepulusan
chonomi terjadi di hsar pasar. misalaya petimbangan-pertim-
bangan sosial. seperti pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehal-
an. Kedug, ditunst peran negara dalam lapangan perckonomian
rakyatnya untuk mengatur agar swasta yang oligopolistik tdak
terlalu kuat dan dapat menghancurkan yang lemah. dan Kerige.
meneiplakan iklim usaha vang mendorong kerja sama di antara
part pelako usaha ckonemi lemah, sepert sckior informal dan
pungusaha kecil dan menengah untuk membentuk koeperast. dan
menjaga keseimbangan antara swasta olipopnlistik dengan swis-
L kompetitit agar wereipta efisiensi ekonomi.™

4. Peranan Hukum dalam Kegiatan
Penanaman Modal

Hukum nasional nepara penerima moual (Hhe fene of the
freast wreie pdadnn kegiaban chonomd berperan sanga penting un-

Lk mengswast masehara modal asing eeelolei MNCS mbsalnyg,

ke daloot wikead negavanya, [ujuannya adatal wiuk meng-
antisipasi diompak negatif arus modal asing yang akan muneal.
Dalam konteks ini. Sorturajah telab menjelaskan hub ini sebagai
berikw batwa Fhe vight «of & state to comtrol entry of forelgn in-
vestirent Iy nalimited, av i g right thar fives from sovercigniny,
Enrr of any foreign investments con e excluded by a state. Oace
e wlicn eilers o State. hork ke wnd s proper are subject to

orneli< Riniul dan M Ch COF, bal, G068,
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she Jene af the Rost stare. This resalt v frome fhe ficl thal e
Srvehen investor bod voluniorily subjected Bimself o ilie regime
of the hosi viede by mekin entey Bmo it The ahaofnteness of the
rischt fo weefide the afive prioe to ericy Broimes soarewiol -
dified after ey as the aften then comes o erpoy o Staths. wiich
IS praivcted by infernirtionad foa !

Menyadari [ungsi dan peran wlama hukom di bidang pe-
panaman modal, tentunya pranita hukum di fost cowniry jugs
harus memberi jaminen dan insenlit bagi invester asing. Pem-
berian jaminan penanaman miodal tersebul, leniu saja pemerin-
tah harus bijak mengutamakan manfaal penanaman modal asing
bagi rakyal di nepara penerima modal, dan tidak menimbulkun
kelergantungan ekonomi nasional dari kekuatan modal asing.
Datam perspektil ini diperlukan sosiafisasi, edukasi dan advo-
kasi secara inlensil kepada para pelaku ussha penangmarn me-
del baik di komunitas penanam medal asing maupun penanam
modal dalam negeri seria pejabal publik dan jupa musyarakal.
Buanyak masalah baik di sisi penegakan bukam musupua dalam
penyelenggaraan penanaman modal yanig sangat dinamis meja-
hitkan banyak bentuk penyimpangan dan persckongkokan,

Mengrik jugd dikaji perbedaan pendapat Chery! W, Gray
dan- Leonard J. Theherge mengenai peranan hukum dalam ke-
piatan ekonomi. Gray memusatkan perhatisnnya pada sistem
hukum yang eciromic orivaied. Palam penjelasun CGray bainva
unluk mengoptimalkan peranan hukum dakam pembangunan d:
regars sedang berkembang adalah melakuban reformasi hukum,
Aturan-aturasn hukum yang harus dibangun adalab mendesain
fukum varg bersilan pro pasar dengan caee lanspantasi hukum
(legal ronsplant) seperti vang dilakukan ncgara-riegara mdju.
Sedangkan Theberpe tebib berkonsentras kepasds hukum ber-

wOpA Sarmaraiah, G 0 hal 33
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konsentrasi pada budava hukum negara penerima medal. The-
lrerge mengatakan bahwa antava misyarakar kapitalis Eropa Ba-
rat derpan masyarakat negara berkembang terdapal perbedaan
Kaliwr yang sama sckali jaul berbeda, sehingia pada akhirgya
“laekutis b atas hectas” tidak sarma dengan kenyataan vang legja-
di, Hlal ini disebabkan Kirena adanya transplantasi hukuny vang
Litkik memperhanikan kubiur masyacakat setempal. Thiborge me-
npatakan. unwk membasgun hukam di soate vegara berkem-
baarg,. sebaiknya hukum Tokal (hukum setempat) dipertahankan
wnlok kemeedion dikembangkan sesoai dengan kebughannya ™

Packe prinsipnyy lerdupd empal bidang wtama dari hue
hurm Aesd coprtre wang mengalur penanaman modal ini. vakng;
I Hukum fost country vang mengalor mnlbal modal asing
hagi kescjahteraan rakyat.

[lukum At cownnry yang mengatur secard bipaksana peng-

naman modal dalam mengatasi kesulitan ekonemi nasional.

Aturan ini ombul sebagsi Jangksh preventit untuk mencegah

aktivitas modal ading, vang menimbulkan kelergantungan

ekonomi dari modal asing,

A Hukum ftox? country yang meongatur pemberian insentif men-
jamin iklim penanaman modal yang. lebib baik bagi pena-
naman midal asing dan MNCs-nyva serla masyarakat,

4. Hukum host connery yang mengatur jaminan perdindungan
hukum bagi penunsman modal,

[

Keempat bidang pengaturan hukumt penananian modal
ind perlu didesain poelalel pembaroan landasan hukom pena-
nitman modal sebagar upaya jalan tengah terhadap kekhawatiran

ELA i zazi ke
whian hoslilae hidup makea dan solaliges Jugie Uapat
il atting gepelith s iung iniekin timbul sebagan
g 4l Likat Lurlex Himawan, Mencrpkon “igaiuan

Lk hlengikis b basian $'eran Elukus Lalem Peshozganao bkoneml, Andaeer
i oo S 3 Lo XA Okleby TR Ll 3605

it 7
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st cowarey dart dominasi modal asing. Selain it pengataran
tersebut juga menjadi sarana untuk menatik pemodal asing me-
nanamkan modal di ost country dengan menghapuskan kekha-
waliran mereka terhadap kebijakan-kebjjakan penanaman modal
asing di nepara-negara berkembuang.

Namun demikian, kebanyakan penanam modal asing ti-
dak puas dan meragukan sistem hukum penanaman modal di ne-
wara-negara berkembang untuk melindungi hak milik dan kepen-
tingan mereka, Dalam kontcks ini, Huala Adolf kembaki menulis
empat bidang utama hukum internasional yang mengatur peng-
naman modal. yaita: Perrama. hukum intemnasional yang meng-
alur perlindungan terhadap investor dan harta miliknya. Kedrie.
hukum internasional yang mengaiur hubungan alan transsks
hitateral antara dua negara yang disebut juga schapai BIT aran
Bitaterdd trvesiment Trecty. Terjanjian seperti in banyak dibual
di nepari-maju maupue berkembang, Kedge hukum internasio-
nal yang mergallr upaya-dpaya penataman todal di suatu wi-
layah {regfon) lertentu, Upaya-upaya ini timbul sehagai renksd
ketidakpuasan lerhadap hukum internasionasl yang melindungi
investor dan harta miliknya, Termasuk duluin hal ini adalah prin-
sip pernbayaran ganti rugi manakata terjadi nasionalisas: pena-
naman modal asing. Kegmpar, berkembang aturan-atiran hukum
internasional baru yang mengatur upaya-Upaya Penanamai ma-
¢al yung terkail dengan perdugangan internasional {The Trode-
Related Investment Meastires atan TRTMs datam kerangka per-
dagangan dunia/WTO (World Trude Organization)™

Maszbahrya hukum nasional maupun internasional yang
mengatur mengenai penanaman modal it kompleks. Hal inilah
yang menychabkan sulitnya usaha untuk mengatur scluruh aspek
hukum penasaman madal. Namun, masuknya investor asing dan

1 | ahat, Huada Adall, O, 5, hal. 34,
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MMNC s dalaum perekoenomian negar lain terdapat kondisi saling
brersaing tethadap Kepentingan fess coaniry dan foreign connfry,
maki sesungaubngs,. buik pemodal asing/MNCs maupun fos
eonkiry mempunyai kewajiban yang sama umuk mengatur pe-
namaman modal asing. Dalam rungka metindungi kepentingan
nasional serta lidak menciptakan keterganwngan atas dominasi
modat asing. maka frosi comntry menetapkan regim hukum yang
berdasarkan pada prinsip untubk mendasakan kepads kemampu-
an serta kesangpupan sendied, dan demikian sebaliknya para pe-
nanam modal asing lebih mengutamakan kepastian hukum dan
Kegmunun yame dapal menjamin atau melindungi hak milik dan
kepiatan usabanva di mana modal itu ditenamban®

Hekum yang baik seria dilaksanakan sebagaimana mesti-
nvil akan menjadi gencrator ustuk mendorony akumolasi modal
untuh mienarik investor asing melakukan penanaman modal se-
cara erus menerus, Pembangunan ekonomi dengan cara permu-
pukan wodal, tweritama modal asing yang lerus menerus Gidak
miutekin divapai kalau werdapat kebiasasn ok metaksunakan
hukum, Frane Magnis-Susene muengingaikan Kita bahwa ciri
dohus lekum vang baik adulal kepastannyie, Vanga kepastian pe-
luksamminny Hdak ada hukum. Tlukum adalab tae etk norma-
E s any dijamin dengan pasti, Kepastian hukum hanya terjamin
dilau wroran yving diperganakan sdalah aturan hukum positill
Aduran hubun posinf vang dikenal dengan positivisme hukum
perakar pudy peraluran perundang-undangan yang sedang berla-

Ru szl i

Apabila hukum sebstantifiya tidak jelas atau tidak me-
saduny bepastion bokum, pemamam ouedal eopgan unduk ne-
naram imedal. Hanva penanam modal atau perusahaan spekulan

sl Suns daz: Rediors Rochieal €40 4757 hal, 14,
*lrane Mugnieusony. PR froar Pelimike Peosgepeisinn Morol Disaee Senogurann
A 1ML Girneeeding Jakara, TYAT hal 106,
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sajit yang beranl mengambil risiko uniuk menanam modal di ne-
gara yang buruk sistem  hukumnya. Bagi penanan modal atau
prerusahaan seperti inl, mengikuti saja bekerjanva hukom dan
proses falamnya hukuo, Apakah bukum fto mengandong kepas-
tian hukun avay menuju ketidakpastian hokum (fegal crfroehi-
vy hukantal masalah. Yang penting bagi mereka adalab, modal
vang diinvesiasikan itu akan memberi keuntungan baginya ma-
upn bagl negira pencrima modal, Karaklerislik penanam mo-
dal sepertt dikemukaban i ats, divsniokkan oleh karakionsik
penanam modal spekulan/aventurir yang berani menanamkan
vanprya Karena Lo skan memperhitungkan visiko dalum peng-
arnbilan keputusannya dengan muomasang premi nistko dalam
hentuk imbalan vang lebil tingei. Maksodnyd, mereka mau me-
nanamkan modalnya kalaw imbalannya lebih Gnggt daripada di
negaryg stau daerab lain yasg bukum lebih pasti. Berbeda dengan
penatiam modal yang engpan menarub modalnya di negara yang
twkumnya menghambat dan tdak memadai. Investor sema-
cam inl. hiasanya hendak memaksakan hukunwya sendini yang
menguniunigkan mereka. karena sucdah terbiasa hidup di bawah
kebudayaan hukum yang berdasarkan precedents yang dianggap
tebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

I3alam hubungan ini Sormarjah mengatakan the power
of muliingtional corporation lo ensure that their home statey
mainiuin stance favonrable o the protection of their global in-
vesimtents iv very clear, they are aiso Kelped b their homie stetés
theough inrernciional atrencies whick they cortrol b enstee that
shertes vhich are hostile iy meltinarional corporaiions wre denicd
privitigey confiered by fhe agencies. Multinaional corporation
wild sigmificond power a shape the fowe on foreign favestmenf
fo thetr edvorroge ™ Numen demikian. mereka masih meneri-
ma kehudavaan hukom vamg berlainan apabila sceara hukum di

. Rornarajah, he €5 Tl 51-52
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negara penerint modal masih terdapat antizipasi hukum yang
memadai, tetapi sanpat bergantung pada posisi tawar medawar
anlara investor asing dengan nepara penerima maodal. Ini dapat
dipeclihunkan misalnya. kega suma modal melalui fofsive e 2

Salah s cara untuk menciptakan iklis penanaman
mdal yang, kandusif, adalah memperbaiki kualias hukum dan
habitess puishsunsan bukwm, sistem badan peradilan juga harus
diperbaikl. Hares dikitskan habwa kualitas hakum, tenmasuk
pelaksanisan hukum kita memadi suimber ulama yang menye-
babkan urang Gdsk mau menanam medalnya di fndonesia, ku-
alitas hukum di sini mempunyai arti khusus, yaito menyangkut
kepastian hukum terhadap perfindungan hukum atas hak milik
atas vang ey modal dan aset yang dibeli dengan uang terse:
but. Hukum vang tidak jelas dan atau tdak erlaksananya hukum
menjadi sumber wtama ckonomi biaya tinggl. Bagaimanapun
juga para penanam mudal atau perusahaan selaiu mendambakan
adanya kepastian hukum dalarn Kepastion berusalia sebagaimana
dikemuykakan juga oleh Perry schagai berikul in the comiex of
utcertainty risk connot be guantified, } is therefore presence or
lack of credible informaion which distinguishes risk, which is
net o problem, from wncerioing. whiéh is a problem, In theory
u firne will ivvest in o high degree of cervain fanch thal the rigk
yureourding an nvestment con be guontified and costed) but the
frigrher the unceriainty, the less Jikely } is that any investment

wiltd e modde,™™

Penaniaman modal sebagai suaw kegiatan ekonomi dan
bisnis selalu terkait dengan hukum. Hekum, yang dikenal juga

“oatifiebotneed fmd Teckaig Hukim sefagr Soreme Mengpendation
wa, [k,

i Rafugvsaik, Haban Ebonomi indonesia: Menjoger Persarvan
Burtgsot Moauidihbine Ekosaani., dan Memperlins Kaseiochieraon Sostol, Jurmad

ok Bivein, No, 5 Tahun 2003, Jakarta, hai, 23.
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sebagai inatrumen kebijakan bertejuan untuk Periemme, menyu-
sun kerangka kerja dalzm mana bisnis hevoperasi, Kedna, me-
{inddungi para pelaku ekenoemi. masyarakal konsumen dan peru-
sahaan. Ketive, melindungi pibak yang dirugikan dalam kentrak
ekonomi, hak milik. pertanggung-jawaban produk, profiest dan
lingkungan, Keempe, mewajibkan pelaku ekonomi dan peruss-
haan benalan dulam jaler hukum, dan melindung) dirl dari tin-
dakan pelanggar hukum oleh pihak lain.

Berdasarkan pemikiran teori ekonomi bahwa koalitas
hukum perlu ditingkatkan agar hukum ity melekat kepada sifat
kepastiannya, keadifamya dan kemanfaatannya, maka hukum
sebagai pranata sosial, ekonomi dan politik yang mengatur ke-
giatan penanaman modal hatuslah terukur sehingga lebih men-
jamin keberlanjutan penanaman modal. Pada prinsippya. bisnis
penanaman madal selaiu dimulai dengan bukum. yaita dimulai
dengan komirak. Schelum penanmn mods| melakukan kegiatan
penanaman modal terlebih dahulu mempelajari kebijakan dan
kelentuan-ketentuan hukum yang memgatur masalsh penonam-
arr medal. misalova, perpajakan, bidang-hidemg esaha. kete-
nagakerjaun. lingkungan hidup dan Jain-lain, Thnya saja porlu
pemikiran ekonomi wrhadap hukum seperti dimaksud di atas,
Notmin S, Pakpahan apabila kebfjakan atau aturdn-aturen hu-
kum batu diketaliui atas soatu tindakan yanyg sudah berlangsung.
maka keheradaan hukum itn dianggap lidak pernah ada, Fenge-
naan sanksi misaloya. jika tidik dikomunikasiken dengun jolas
bukanlah susdu ancaman, Nilai suatu peadskatan ckonomi darl
hukwt akan mengkomunikasikan atau mensosialisasilan setiap
inlormasi kepada para penanam modal dan masyarakat® Tanpa
kehadiran informasi biays transaksi ekonom] akan tinggi. Efekti-
vitas dan efisicnsi analisis ekonomy dalat hulum sangal tergan-

# Vit Worman 8. Pakpazan, A Penting efornvasi [lakam Daluz Trassaked Bisnis,
Hukumr e Pembangonan, Wo, 4 Talwn XX Apuus, 1994, hal, FNF-3602
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tung padit dengan cova bagaitmana hukum i seharusnya berpe-
ran. Kepada siapa hukum itu mendetegasikan peranannya dalam
kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi para warganya.

Mengena hal yung terakhir ini ada baiknia dibahas pula
Rukum g nepara vang ik kalab pentinenya wunuk membaniu
Kita lebih memaham| tusalah peranan bukum dalam kegiatan
ckonomi, Dilihat dard sepi orlemosi pembarvan hukum pens-
naman maodal ssing peranan hukum e pegara songat diperlo-
ate dalum kegiman ckotemi. Diperlukan karena, dalam pemba-
reean hukumn masalah vang dihadapi adalah siapa vang bendak
dilindungi: dun stupa yang berkepentingan dari pembaruan hu-
kum it

anjutiys, peranan ukom admine
inelengkapi hukum e negara sanpat dibutubkan untuk menga-

1 opegara unlul

ey penaniumin wdal. Aspek hubam adminiseeisd nepars menoeot

petiwlis adala wspel hukues vang paling dekan dengan hukum di
Biding ckonmi sepentt hukum penanaman modat asing. Diliha
dari sudat Tinkunn adminisleas: aegars, kegialan ponanaman mo-
b dapar didibar dari apa vane menjadi kebijakan hekom e
poficy) pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman muodal
Tukum penaoaman modal ddak dapal mendoronp penanaman
madal di davrali-dacral kalau tidak jelas siapa vanp hendak di-
Yndungi. siapa-siapa yang terlibat atau berkepentingan.

Lalam perspektithukum administrasi. sungat berpengaruh
terhadap jalannys kegintan pehanaman modal di lapangan.
flukem sdministrasi adalah bagizn dari perateran penmdang-
undangan sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi
dalam sualy negara mavpun di daerah. Menteri, Gubernur,
Bupati. Walikota, dan pejabal-pejabat pemerintah lainnya adalah
orang yang berwenang mentbuat kaidah-kaidab di bidang bukum
adminisimesi samgu lugs, Hampir semua pejabat administrasi
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baik di pusat maupun di daetah berwenang membuat keputusan
atau kebijakan di bidang penananmtan modal. Soal-seal seperti
perizinan prosedur penanaman modal. dan perlindungan hak
milik oleh negara, seperli hak paten, hak cipta, dan merek sangat
penting untuk kelangsungan penanaman modal.

Fungsi mormatif§ hukum adminisirasi negara dikelahul
ada dus macam. vaitl (a) keputusan tata ussha nogara vang bo-
rentany wnuns., dan (b) keputusan tata usaha negara yang be-
ukibat hukum
yang bersiful langsung, Yang disehun terakhir inflah yang perlu

renilang khwesus, personal, fingh dan memberiky

dipertimbangkan agar negara tidak sewenang-wenang atau bar-
sinduk tidak gerie dalam mengslusrkan
dalian kewenangan melalui berbagei fzin misalnya, menjadi sa-

att keputusan, Pengen-
i

nggal penling dan menentukan karena pengaruhiya langsung ke-
patks implementasi penanaman maodal. Poficy pemerintah sangal
diteneukan oleh kebuluhan kepastian hukwm. sehinggs terlibat
maju mundumnya kegiatan ekonemi sangat berganng pads baik
buruknys peranan hukum administeasi,™

Faktor kedudukan pemerinlah dalam pembangunan cho-
nom memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan peran
hmkum dalam kegiatan penanaman medal. Dagar kenegaraan In-
donesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1943, membenarkan nogara
campur tsngan dalam lapangan ckonomi, tevitama melaiui ke-
putusan tata usaha negara. Dalam sistem ckunami pasur (mor-
Rt econony) keglatan ekonomi tidak sepenubnya discrahkan
kepada mekantsme pasar (free frade). mebainkan juga diserah-
kan kepada pemerintah ek mengatur dan mengawasi jalamya
kegiatan skonomi yang dilakukan oleh para warganya. Campur
tangan negara dalam Japangan perekannamian terutama pengem-
bangan Usaha Mikne, Keeil, menengah jusrg mematnkar peran-

W Cunanti ada, G © o hal. &

HUXLIK TEHARAREAN MDIDAL 224G Frl



iy vane il peating dalwm mendorong pembangunan ckono-
i eegae dan wanga neparame - Dusar Gkl campur wnsgan
negara dalam lapangan ckonomi warsanegaranyd balwa hekum
Oted ka-
rer feu Bukum sebaga tal e pormaiif harus dijamin dakun

tidak bisa menjabankan fungsi dan perananava sendi

sttt striek s hukum i seadia, yakai melalui aparabe negaca.
laking, juksa pirlisi Jay ldee-lain.

Peranan hukwm yang tercermin dalam suvatu undang-
undang yang efektif di negara-nepars sedany berkembanyg
rermiliki fungsi yang penting, dan baru dapat dikatakan berfungsi
apabila mampu menunjukkan atau mendorong suat perilaku
vung dituju atau digturnya, Hukum jeea hanya dapat membawa
perubahan apabila dapat menyubuh perilaku lembaga-lembaga
yang ada yang selama ini menghambat jalannya pembanganan,
dan pejabatnya hares tunduk kepada peraturan perundany-
undangar,™

Menurul Charles Himawan, Jungsi hukum baro ada apa-
hida terbukti Tiedum memang berperas dalam proses penanasan
mudal. Apabily kity bisa membukiikan hukum memang beepe-
ran dalam proses pemtbangunan ckononu. kita perly meneropong,
pranata hukum datam beptuk dingmikaya, yakni dalam bentuk
wperasinya alau dalam bentuk farw-in-gotion, dun tidzk hanya di-
terepoeng dalam bentuk statisnye atau dalam benuok peraturan-
nya aludl ferw-l-boek, Yang dimaksud dengan hukum meneut

1 ] el 1ie
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Charles Himawan adalah hukum sebagii pranata vang mengaisr
(regutatiry hody), dan hukum sebagai pranata vang membangie
(efevedepmaent foaw )y,

Dalam kuitan déngan upaya menciptakan iklim pena-
parnan medal vang kondusif, balk penanaman modal asing mau-
pun penanaman modal dalam negert hanya dapat dicapai apabila
kalau dilandasi oleh landasan hukum yang baik, biralkrasi yang
bersib, dar efisien, maks penanaman modal dapar mensberilkan
sumbangan akumalasi dan aksclerasi pertambuhan ekoneont,
Menurut Chatles Himawan sekalipun antara hukuern dan kegi-
alan ckonomi tidak ada hubungannya. hukum lelap diperlukan.
Hal mana disebabkan karena para pelaku ekonomi (investor) da-
lam sistem ekonomi pasar harus mempetlahankar sendiri hak
miliknya tanpa bantuan pemerintah atau pibak lain. tetapi kalauw
pemerintah juga mengadakan intervensi terhadap perkembangsn
ckonomi pasar hukum juga diperlukan, terutama untui menjags
agar inteevensi pemerintali tidak merugikan pelaky ckonomi la-
innya,™

Dilihat dari se
hukum, dan dalam pencrapannya meacenminkan keadidan dan
kepastian hukum. adatah efisiensi dan produltivitas. Tidak ada
kepiatan bisnis yeng dapat dijalankan jika Gdak ada pengaiuran
hukum yang bermulu. Bisnis dengan banyak vara terkail dengan
hukserm, bihkan herpasangan. mengingat pranata hukum dapat
dipergunakan untuk menjamin pemenihan kebutuhan masyarg-
kel {wrercimum of satisfociion of went). Dalam kaitaanys dengau
harmoaisasi hukum, Erman Rajagukguk menuliskan bahwa glo-

i omepnt vang honduk dicagai oleh aturan

halisasi wkum akan menyebabkan atiran-aturan hukum negara-
negara berkembang mengenal investasi, perdagangan, jass-jasa

™ Charles Himawan, Resrukimsast Landasan Hukum ooiok Menyonsong Era Vingpal
|andes Brarani, Fiadie Pengukukian, Universitas Indenesie, lakerla, 1993 hal. 6,
™ Ihid. bl $:
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iy Biclung-hidang ekonomi lainnya mendekati negara-negama
majl. Namen, tdak ada janman perdturan-peraturan terschut
memberikan hisil yang sama di semues lempat. Hal mana dise-
babkan perbedaan sistem politik, ckonomi dan budaya™ Oleh
karenanyy menurul pandangan penalis sejauh manakah libera-
Lisosi, regionalisust dan globalisasi mampu mendorong parg in-
vestor maw menanamkan modal di fndonesia maupun di daerah.
Serta bagaimana pula kaitannya denpan peratan hukum yang fe-
lah mutgalami proses pembaruan, Apakah harmonpisasi dan wni-
likasi hukum muerupakan fakto-iaktor penarik (pedf fuctors) dari
dulam negeri, Bugaiman menemuekan orang-orang batk, dan
forum sang akin mencgahkan peratuean yang dibarsi i guna
mueiptakan diklim penansman modat viog komdusil, Prenala
huken juga dapan dipergunakasn veduk memberian rambu-rane-

b et perselisilun

any munghkin timbul sebagai ukibat pening-

kel dan perkembangan penandiman modal, tetapt ada batusnyva

Jupa, Ariimva, hukum fuga belum fendu dapat memberikan kepay-

tian usala, kaveoa ada (aktor lain yung tarut berpengaruh seperti

ketidakscesuaian antara aturan-agiuran hukum dengan cara melak-

sunakannya, Kondisi hukum yany kondusif bagi penyelenggara-

un penanaman modal Leonard 1, Theberge mengemukakan sedi-

kitnys mentiliki § {lima) unsur sebagei berikut -

¢4} Stehifify, yaite hukum haroys dianpgap sebagal sarana untuk
mienjaga kescimbangun kepentingan yang dikehendaki okeh
negard penerima modal dengan investor atae perasahaan agar
aktivigas penndman modal tidak menjurus kepada praktik-
-prakiik vang dapar menimbulkan ckonomi biays e Mi-
salnyi, biaya-biaya cesmi maupun tidak resmt, kerusuban,
pemuogokan dan lain-lain seperti punpulan liar dan suap.

(25 Predicabifine hukam Bacus dilihat sebagai fakior vany pen-
ting untuk menjamin kepastian bukum ketangsungan pena-

b Veenne hukum dalam b
b Sl Sheden, Moo TEYILE, LYo akoea, bad 10

pada i (i

—— -
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naman modal di lapangan. Kata kunci dapat diprediksi adu-
lah kekuatan, dan kelemahan atoran hukum yang akan alau
mungkin dihadapi oleh subjek yang menggunakan hukum.

{3) Fuirnesy, merupakan hal yang diperfukan untuk memberi
keadilan, menjaga kesamaan di mata hukum, dan mencegah
setiap orang vang akan atau telah melanggpar kontrak.

4} Eduvation. sebagai sebuah mekanisme dan strategr pelemba-
gran nilai-nilai dan perilaku masyarakal, Para peacgak hu-
kum. birokrasi, pemerintah dan polirisi harus didoeong untuk
meningkatkan kemampuan, kreativitas. dan i ajinasi hukum

dalam menvelzsaikan herbagai konllik vang dihadapinya.
¢31 Ahifin of the frayer. vang dilihat schagal Tikior sang: pen-

ting umuk penataan aparatur hukum melalui peningkatan

kemampuan hukum, integritas dan aeoral para abli JAIERITIN

5. Teori Hukum yang Berkaitan dengan Pe-
nanaman Modal

Secara definitit, hukum dapat pula dimaknai sehagsl suatu
~sistent. Sistem yang haik dan sistemalis merupakan kebutuhan yany
mendasar bagi sualu negard, Secara teoritis, hukum sebagai suatu
sistern atau pranata hukum tidak berjatan dengan baik maka sistem
hukum itu tidak dapat dijadikan tfondasi atau pedoman dalam ber-
perilaku. Bepitu pun halnya dengan penyelenggaraan penanaman
modal sehagai bagian dari kegiatan ckonomi. tanpa didasarkan oleh
suall sistermn, tidak akan mungkin dapat berjalan sesuai harapan. Wa-
lanpun secara teoritis hukum dan skonomi merupakan dua sistem
vang tidak twrkait, namun di dalam keayatasnnya hukum dan cko-
nomi terkait sangal erat dan saling miempengaruhi juga sating men-
dukung, Hukum berperan untuk mengatur, menjamin, melindungi

* Lihge Lesnard 1 Theherge. L aod Feonamic My clopren. Joanadt of Irifrnctecan i
Lo tmed Pater: vl 9, bl 221-232 L it jugs lemin Ragsgubpnb, 10890 G o D
LT
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S nenaperlincur ransaksi choneana, hak etk dan disiibust pen-

duptar,

Tuontuban dari anabisis prinsip-prinsip hukwm delam pena-
nipmin modal hares memperhatikan konsep-konsep hukum, vang
meliputl ararg Jain, substans, keabsahan, pembenaran dan bak. Se-
Jumlab teord hukum elah berpengarub besar pada pendekatan -
kum terbadap proses kelangsungan hubungan manusia, eomasok
huthungan ckanemi dafam suatu kegiatan chonomi. Teori hukum
berfungsi memadukan bubunpan (combined actfon) mtara suran-
~atupan hukum. pembual hukum, pelaksana hukum dan masyarakat,
Hubungan ini sangat evat, dan selayaknya berjalan secara integral,
simulian dan paratel.

e Teord Poxitivisare Flukum

Teuri positivisme hukum adalah aliran pemikiran yuris-
prodensi vang mengkaji konsep hukom secars eksklusif. Mem-
hahzs hukum secara eksklusif berarti semua yang bersifal mo-
ral, palits, sosivlogis dan psikologi harus dikeluarkan datu dari
itnta pengetahuwan, Dengan kata lain. validasi hukwn tidak ada
hubungmnay s dengan hal-hal vang bersifat moral. politis mau-
Pun sosiologis, Asumsi dasar weori ini adalah hukum banva akan
huvlaki suh (vedicicy) jika berbentuk norma-nernta yvang dapat
dipaksakin herlakunya dan ditetapkan oleh sehuah lembag di
dalam sebush pegara. Adapun moksud dari pendekatan ini ada-
Jait wpinyat peniurion dasd edyjek i hukun,

Mengenab aspek kemurnian ini. Hikmwhanto Jivana
mendeskripsikan il pemikiran 1ans Kelsen dalam eatinya,
vang dikenal dengan prre theorv of ke (loori hukwm murni),
menpenvkakan dus aspek dari kemurnian, vaiw the Purificon-
i of Subject Mutter, dan the Purification of the Investigation).
Pada wspek pemurnian subjek materiil. bukum sebagai ilmu yang
independen khususnya yang berkabtun dengan validitas hukum

L.¥ HUKLAM PERANAMAN MODAL ASHG



dati hal-hal vang bersilas moral. politis. sostologls dun psikolo-
gis. Sedangkan yimy discbut terakhie yaitu pemurmisi oo dari
penelitian, subjck penelitian ilmu hukum secara efektil mempa-
kar observasi foemal yang murni. fadi, il hadoom adalah muse-
ni dalam arti bebas nital.”

leori imi dieintis obeh John Austin, vang dikenal dengan
ajarun hukum analitls {analiice! joerfspradencer.™ Menurat
Austin, yang menjadi pokok yurisprudensi adalab liukom posi-
tif, vaitu Lukum schagai hukum yang dibuat oleh penguasa untok
warga negara. Austin berpendapat, istilah hukum merniliki dua
makna. yaite hukum Uahi atae hukum meral. dan hukum buatan
manusia (hukwn positif),

Feinberg (1975) mengutip pandangan Austin (datam Su-
maryono™}) menyatakan bukusn kodrat atan Hukum 1ahi, demi-
kian juga hukum moral, adalah hukum-hukuim yang sebenamya
tidak layak untuk disebur hukam. sebab: a} kewajiban yang di-
bebankan oleh hukum-hukum tersebul tidak disertai sanksi vang
positif, melainkan hanya sanksi yong mmemiliki kavakleristik nie-
ragukan. b} hukwm kodrat ataw hukum diahi, sera bukum moral
pada dasarnya tidak berbentuk imperatil dalam karakleristikoya.
melainkan hanya menckankan kensep tentong hak. meskipun
Leomsep tentang hak 1 memiliki Banvak ani dan membingung-
kan, serta ¢} jika hukum kodrat dipandang sebagai hukum kebiu-
saan, b ind hanyva didasarkan atas kescpukalan wargs nasyara-
kal vang kemudian dijadikan atwan kehendal:, hukan ditetapkim
negara,

litik perhition Austin pada ajaran hakum posiil aaw
gtutan-ataran yang sedang berlaku, aru yang sudah ada acdulaly

T Ygwong 1l makamto. Boege Haenspat Fakoear Ekcacm e (0w fatcessonf, Lesloes
Hati, Jak 2Mi2. hal, Bk

HThen Maijbers, Fefsainr Jofom Lastason Sepeah, Kamsiue, Yopyokerta 1992 hal, 137,
" Lilvat Symiryvsa. Stk {fidmin, Penerbil Kanisivs, Yograbart 2602, hal s
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pembedasn antara hukum posttil| yang senyatanya (s sein)
dan hukum yahg bersifal scharusnyvy (e sofien), Hanyw hukum
yang terdird dart tips unsur, yaitu perintah, kewajiban dan sanksi
adalah ukum yanyg benar™ Jadi, hukum vang. benar adalah hu-
kum sebagai perintah atau komando. Tde permtab mensvaratkan
kekuasaan dan tujuan dart pihak yang memerintahkan, dizsertai
dengan wncaman saaksi jike tidah Jitaaln, Flukom sebagal perin-
Lty ditetapkan wletl peaguosa politk. baik schagal individo ma-
LIPLIN G sy arhal s
rintatt e, 200 Tahen 1994 entang, Femilikan Sobam dalaen Pers
usadean vang Didirikas datiom rangka penanaman modal asing.

o heselurubian, Pormuran Peime-

myerupakan hukum cipaan negara, vang dibual oleh pemerintah
umtuk mengembangkan iklin usata vang semakin mantap, lebik
memgannn selangsangan akumulush modal di Indooesia, Dengan
demikian. Peraturan Femerintah lersehut dianggag sebagai hu-
hum yiasg benar.

Pady prinsipnya terdapat 3 (tiga) bidang wama dari pe-
mikiran feorl positivisme hakum ini. ¥,

1. ilukum dan moral harus berkaitan satu sama lain, dan hu-
bunigan keduznya sangar ergt sebab hukum meral memerin-
tahkan fwkum positif (berisi kreasi manuesia), Jadi hukum
posiil yany odak mengandung moralitas dizngeap hukum
vanye \idak adil,

2. [ukum moral dan hekum positif' it tidak berhuburigan salu
sami lain, sebab masing-masing memiliki area keberlaky-
annya sendirl, meskipun sebapai bukum vang lebih tinggi,
hukuwm mora] menentukan keabsahat keberbakuan hukum
positil. Hukum positit menvelonggarakan ketertiban dan ke-

damuian dalam masysrakal dan huktun morel justra berpe-
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ran menyempurnakan kehidupan manusia dalam perzauian
hidup manusia.

Hukum dan moralitas eemitik] otonomi ruang lingkuep vang,
eksklusif. Validitas suate aturan-aturan hukum fergentung
padla kriterin hukvin. Menurat teord ini, kriteria validitas su-
alu aturan hukum positit adatah pengundangannya yaog tor-
mal. Tialam pandangan hukum moral, validitas moral jugs
diteptukan olel penerapan kriteria yang cocok dengan sistem
maoralitas vang ada sepertl, misalnya. prinsip manfaat modal
asing bagi rakyat

[

[ sini perlu dicermati suatt pendekatan fenomenclogik,
setiap kdidal hukum dalam svalu sistem hukum akan kelilang-
an keghsahannya, jike sistem wkum sceard kescluruhan tidak
clektit api. Inilab vang oleh Hins Kelsen dakam W T
maknakan menjadi struklur peraluran yang berjeniang, engam

edman di-

pendekatai di atas. ki dapat menpenali bakwa prmbaharuan
landasdn hukum didak hanya sckadar memperbaiki ketenian
yang sudah ada, atau mengganti kaidah vanp lebih baik, tetapi
juga ditandaskzn pada taa susunan peraturan bukwm yang wpat
(elie shuferordnung de Rechismormen). Adalah mustahil mem-
berlakukan suate peraturan hukum yang telah dibshurai apabila
mengabaikan struklur peraturan yang berjenjang alau stgenche-
orfe dari Kedsen® dan kalau dipabami dwri sudut logika hukum.
peraturan perundang-undangan yaug lebih tinggi derajatiya me-
rupakan raffo furis peraturan yang lebih renduh.

[alam hubungan ini, teomi formal Kelsen schagaimana
dikutip oleh Sumaryono (20602: 1933 menysakan bahwa dalan
setiap jenjang keberlakuan hukum. terdapat struktur “keharus-
an™ yang menghtibungkan antara hukum yang lebih tinggi de-

W Fricdman, Lol Thes Fiflh Laition, Columbia Usiee ety Teess, Mew Yoek, 19790
hal. 1413
* Sumanakzn. o Cir. al. 193
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nigin Bk urre yartg lebil rendab. sehingges masing-masiog hukum
mempuraleh validitas keherlakuannya, Suato peraturan atau hie
kum akan beclako valid jiks memilikn nooma veng diturunkan
dari hukue di stasnva. Dengan demikian, konsep yang dipakai

sebagal dasur validitss atsu dava keberlakuan hukum ditentukan
oleh keharusan atau berasal dari peraturan yung lebih lin_ggi.
berarut Kefsen, validitas keberlakuan norma yang lebih rendah
vang sesuak dengan l@g urtlannyas merupakan svaral validieas
{valid secara legaly dari sehuah norma-norma bukum yang le-
bil rendah. Balam anatisisnya, positivisme yuridis menentubkan
Faliwa () hukum diterima sebagai hukum berdasarkan atas ben-
wk formatnya. dan (b) hukum hanya berlaku kalau ditetapkan
eleh Jernbaga yang berwenang. ™

Selanjutaya. terdapat dug alivan pesitivisme hukuem, ya-
itw, {a) “positivisme yuridis”. atau “normativisme Rormalisitk®,
Inti pemikinan penedekatan ini adalab yvang disebut hukurn bu-
kan isinyu. betapn bentuk ormaloya, dan bokuin menjadi bertaku
kitlaa ditctapkan vleh lembaga vang berwenang, Jadt, pecaturan
perandiasg-uidangan di biding penanaman woedal, yang meru-
Pathabn hubums ciptaan negara, vang bersrti berasal dari leiba-

il yanp berwerang unluk mengatar kepentingan fost copsto:
dan invyestaer asing, by Cposidvioene sosviefosisT, Adiran ini Gdak
menpabui adanyva lain selain dari hukum yang wah ditentukan
alan ditetupkon oledy masyarakiat, Masalah-masitlah hukam, se-
sunggubinya adilah masalah sosial. Oleh karena ini, bayi peng-
i positivisme sosiologis mengakui hokum berdasarkan basis
sasiabnya {Sumaryono. 2002188 vang pada dasarnya ini ti-
dak mengakui adanye hukum |ain selain dari hukwn yang tciak
ditertuban atu diakui oleh masyarakal,

" ihid, 1BT.

s thy

. LER.

of. i
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Sejalan dengan aliran positivisme sosiolopis ini, pen-
dekatan Fothsgeist dart von Savigny dapat diasumsikan hahwa
Fukum bukan merupakan ciptaan pengtasa tau [embaga vung
herwenang, melainkan timbub dari hubungar-huhungin masya-
rakat 1y sendiri. Pejabal pemerintah tidak menciptakan hukum.
melainkan hanya sckadar mengakui hukum ying sedang berlaku
{as it ix), Jadi, menurat von Savigny. jika Undang-undang No. 3
wahun 2007 tentang Penanaman Maodal tidak twmbuh dan kesa-
diaran masyaraksl lentang perfunya modal asing bagi perumbuhb-
an ekonoini nasional, dan mempercepat kescjahteraan rakyal.
maka peraluran itu harus direvisi kembals,

Pendekatan-pendekatan yang diuraikan singkat di awms,
tidak sepenubnya dapal dipakai di dalam pembihasan mana
vang disebut sebagal hukum, Sehab. secara sostologis Gdak ada
peratran hukum yang secara absalut sempurna.® Sehab covak
peraturan hukum sangat hergantung pada pembuatnya. dan si-
apa-siapa yang terlibat atay berkepemingan dalam pembaliaruan
tersebut.  Dalam versi lain, ukum sebagai suate sistem harus
dipandung sehagai suatu sistem yang wwh. Dari sepi keberlaku-
arinys. hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sekadar di-
pandanp sebagai seperangkat asas-asas ligkum daif aturan-atuir-
an. Hukum harus dilihal secara utah, yakni mencakup pranata
transendental, kultural, sosial dan potitik *

Bapairmana kita dopat mengelahui babwwa sualt peratiean
yang berasal dari penguasa, agar mempuityai hekim itu mem-
punyal hekuatan mengikat atan ditaali olch masyarahat. Lugen
Ehrlich, dari aliran socidogicad furispridensce beranggapas
hahwa tukus petkembangan hukum lerletak pada. masyarakal

s Wi, 0T Tk Prowresil Sl P, Jalan e foee:
{ ket P2 Ladarta, 25 Dl e

il Avhreed A Ve tbraban datan Bt Lheem, Agalama I*ress, Bakari. HEW,
bl 1 243400
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it sendie. Namun, bukum schorulnya tidak selurhnya herasal
duri budiys masyurakateya serudiel, melainkan juga berasal dari
kemausn pemeriniab dadiom membaroi iukum dulsm atsran per-
il -undangan g imasyacakan Fandangan st mengakibetkan
migneutnya alivan feerctenied peesprrdenee. Meski begitu, b
I<hrligh, hukum ciptoon pémerintab scears sosiologls bukan -
ko Lo melowani peegakan masyarasar, vallu it aleh
masyacakat.™

Dalum konwks ini, Hort meajawab didam teord Rnfe of
Revopmition—tiya, balvwd perattwan Tinkum dagkai kebertakoum
atisu Keabsuhanny o Kalau rakyal menerimanya, meskipun secuea
Dnzserkd heseomuen dnn ik berbisku. Dengan kia lain, keborlaku-
att suaty peratiran hukum pada lovel apa pun tGdak berdasackan
ateu ditenlukan eleh aturan yang lebih tinggi. melainkan oleh
pencrimiant rakyat, yailu Kecdah primer dan haedoh sekunder
yaitu kaedah yary meneriukan syarat bagi berlakunya peraturan
* Namun. perlu disadaei bahwa perkem-
bangarn sistem hukum yang ada selama ini terletak pada perun-

hekue primer tersehut,

dang-undangan, Menurut Harahap (1994: 2-10) sejalan dengan
muncutnya kasus-kasus baru di bidang ekonomt yang tidak dike-
ral datam teori dan praktik atau dalam hukum positif cukup di-
atur oleh pemerintah metalei pembuatan peraturan berdasarkan
lelvgeed Jegisforinn, sehingea sepala atuean yang dikeluatkan
pemerinlah dalom berbagai derepulasi maupun debirokratisasi
dipakai sebugal statuiory instrument,

h Feurd Nocial Fagineering
Teoriainnya adalah konsep suciof enginvering dari Ros-
eov Pound yang merimuoshan hukum dapal digunakan sebagai

Uit 8P e Pieenc B Bdane, 4 olanheg Laiocests Brees, Soew York,
[EEININIEEN

S hen Fluiphy s, & daahid o 1.
|
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harv 1982 Tal [57-
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2lal untuk mengubah masyarakat. Pound lebih memaknakan pu-
sat pembaruan hukum terletak pada peran pemerintah melalui
proses perundang-undangan denpan melibat peratuean it dadam
perspekiil masyarakal, Pound juga berpendapat bahwa pemha-
harwan hukum harus mefihal kenyataan riil yang ada di masya-
rakat. dan harus mempunyal dampak positif pada masyarakat,
Menurut Soctandyve konsep social engineering lersebut (idak
hanya melihat hukum berfungsi sehagai pengakomodasi peru-
bahan. melainkan henar- benar sebhagai pembaharu. ™ Robert Se-
idman menyatakan adanya kenyataan bahwa the law of the noi
fransferabitity of few, vang artinya tidak mungkin negura-negara
berkembang dengan tradist sosio-budaya herbeda bisa menggu-
pakan hukunt yang dibingkai olch tradisi dan konstriksi hukum
hatat untuk mengatast permasalalian hukum yang sda di nepara
tain (Friedmun, 1975 195"

Walaupun pandangan kensep socled engineering dari 7=
und di atas. [chil memadai untuk mengkali permasalahan pem-
baharuan hukum di Indoncsia. kebanyakan orang di era globa-
lisasi ini insal jugs hahwa apa vang dikatakan oleh Pound il
tidak sutah, bahkan kansep sociaf engmecrmg il justry menguii
kernamypuisn agaran aialieead leged prstivisa atan amerditveed vh-
risprisdence sebagal input harmonisasi hwkum di tengab-tengah
era dan ans globalisasi sekarang ini, Cirl era dan arus plobalisasi
bukan kanya perubahan di bidang ckonomi seperts single cen-
nomy eau globol coonorns pae market economy. wctapi juga di
bidang politik. sosial dan budaya seperti isu-isu hak asasi manu-
sia. dan lingkungan hidup. Akan tetapi, seiclah masyarakal ber-
ubah, diperlukan kembali peranan hukum uttuk metyeimbang-
kan kepentingan-kepentingan vang ada di masyarakal yang 1:kah

incangan Tenlung Pembhinaan
o B I, Fakara,

M Snctandyu Wiggesnebrnto, Seth Pengantar Eairi [k
Penelitian Huokwm datam PIP AL dalam Meapalan {ivkem T eakii.
hal 39,

W, Frigdnaan, 1975 tdp Ol 175
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Iwrubaly i, Marmin S, Pakpahan® menvataksn, yang menjadi.
perscaban dalam masyarakat yang telah berubab itu adalah nilai
vang lurey dipelihara oleb hukum i, karena nilai-nilal tersebut
imenentukan kriteria sistem alokasi yang dilakukan oleh hukwm
vang akan dibaharui. Misalnya. nilai feodalistis mempersoatkan
persamian hak berdasarkan strala sosial. Sebalikayva nilai demo-
kratis persamaan hak didasarkan pada kemampuan, pendidikan,
pajak dan lain-lain.

Tuntan dari analisis penerapan prinsip-prinsip hukum
harus dapat menggambarkan interaksi nitai-ntlai barw hasil trans-
formasi budaya maupun lingkungannya baik dalam lingkunigan
nastonal maupun lingkungan inernasional
werupakan wabung vang berusaby mengalast benturan-benlurdn
nilai-nilst baru Basil ansformasi budaya wesebut. Bukum vung
nicnjadi wahand tersebut adaiah hakarn vang bersifa responsin,

Pembaruan hukum

Proses meemukan hukwm responsil it adalah pembaruun ho-
ke yang memungkinkan hukum berfungsi sehagai alal ontuk
kemajuan sosial - faw ix ol of soviaf progress ™ Menurut Nonet
dan Selznich apar hukum menjadi responsit hendakinva terbu-
ks, tenpga dan akornodati Freebadap munculnya mital-nilai bary
dan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubshan, Mercka
membedakan antara Tatanan Hukum Represif, Tatanan Flukun
Otonenmius, dan Tatanan Thukum Respopsif, yaiu ... represive
feeix prior fn the sense that it vesolves the fordamental prob-
fem of vatoubilibing political order, u condition withowt  which
the fegal cond politived syxtem cannot move on (o higher pursuif.
Arronunans lew presuppases and uilds upon that achievemen,

M hormdn, B Pabpalin. PemBinaa e Tiehem Ekonami Dalam Pembang chsu: Jangha Fanpange
T skaziann ddapeedeef # ke Feennigs, 1l Khusus. S, tal 27

b M. Chanedhi, B TS Harmonesss Dukom Menou Hukem Besponsit, P
Peaagtehphicen € Dprn Howge e ke, Universitas Indunesia, o

lishartia, 5963 led. 16-17.

Y Hiomaz 3. Lecrspn, TURS Lo
Mo Vol B D9Es, el 23
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fust ax responsive faw builds upon the more fimited et basi:
canstitutional conmerstone-of the rule of lew stage ™

Funpsi wtama tipe hukum responsit dipandany sebagai
fusibitatuer dan stabilisator terhadap kebutuhan masyarakat yang
sedang berubah dan mencoba menyclesaikan pula nikai-nilui
atau kepentingan yeng saling berbenturan melalui pembaharaan
hukum. Kemhali Nanet dan Sclznick numyitakan we cell i pee

panxive law, rarher than open or wdaptive, fo Suggest o capociy
for responyibiv and hence diserininare and sefeciive, ndyruii-
o A responsive iR relaing d Brdps om s il i exsendiol
1o By inteprity while trking aocownt of new forcey [a its enviren-
ment T de sor, 1t buildds npon the wovs infegrity ond openess Sus-
tain cach other even ax they conflict. It percieves suciad pressire
as sonrces of keowledve and appartanities jor sclf correction
The ensure that postiire, an instituilon pequires the guidoney of
purpose Prrpuses sef standards for erivizing established proc-
fice, therehy opening ways fo change. At fhe same tmé, ferken
seriously. they can control adminisirative discresion and thus nti-
tigute the risk of isntisutional surrender.™

Tadi. dalam hukum responsif terschul, prinsip dan tuju-
annya merupakan kerangka acuan wrhadap hukum yang akan
diperbaryi, Di dalam pembaharuan landaswn hukum penanim-
an modal, hukum responsif tidak hanya mensyaratkan didesain
persyaratan penanaraan modal yang akan diperbarui, sektor-sch-
1ot mana yang belwm dibaharut, dan vang tidak perlu dibaharai
stau yang perlu dipertabankan, akan tetapl jupa mensyaratkan
pembaruan landasan hukunt penanaman modal didasatkan pada
kebutuhun sociof desrand. dan bukan hanya pada kepentingan
politik negara. Secara tepat Gunther Teubner menyalakan fe-

1t e Treensrrirn; B ind Wospreee Lo

—
* Mantg) Thalhpe- Flutip sclach, fom oned 5
Flarper € nlaphon Bosks, Now York, [978, bl 15
g bl 7T
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st dlevelopmend Do e mtifiod exeltisivele wilh the fownding of
wermy, principles bavic concepts of faw, Rether it is determined
e the dymamic interploy of woclul forces, institutioned constrain-
th, igenitutivel sivanctures, o Tasg bt sr Jeost cencepinal

U I

Pandangdn Teubner it scjalan dengan pandazngan Lon
Futler, bahwa agur hukum dapat disebul baik dan boerfungsi. ha-
rus diperubi - delapun syarat,  vaitu periama, Aturan i haras
bersifar wmum, tdak boleh berlaku unek kasus atau individu
lertentu saja. Termasuk dalam svaral ini adalah hukum berlaku
uituk semua orang. Apabily in idak berlaku untuk yang lain.
maka luagsi hukwm akan berdampak buruk bagi kelangsungan
proscs penanaran modak; fedue, Setiap peraturan hukum harus
dipublikastkan. Termasuk dalam syarat ini seperti disvarastkan
oleh Friedman (1975 56} bahwa hukum harus dapat dikomu-
nikasikan kepady subjek vang diawrnya. Pembaharvan hukom
harus dibuat sesua sspirasl masvarakat dan dunia usaha. Jika
sulit mengetahud hukum yang berlaku karena tidak dipublika-
sikan. bagi kalangan dunia usaha skata besar tidak menjadi ma-
salad, kareng mungkin mercka mempunyat fawiers yang me-
npetahui informasi atan akses ke hukum. Sedangkan perusihaan
lain lerutama peagusaha kecil mungkin tidak memiliki fawyers.
sehinges mengalami kesulitan dalam akses ke hukum: ketiger
Elndang-undang dan peeaturan flukom tiduk boleh berlaku suru,
Suaral i menganduny prinsip bahwa perusabaan tidak boleh
dibukum karena mebuskukan pencemiran lingkunegam vuny dise-
bubkan ketiki undang-undang perlindungan lingkungan belum
berlaku: keempey, Uindang-undang harus bisa dimengerti. va-
ilu perturan-peraturan baros dirumuskan dengan bahasa vang

g7 Livataer Tenbuer, salslantve and Retleove Flements in dModern Law,
Latte i Suewty Review, Vol 17, No 2, hal 247,
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mudah dimengerti, sehingga subjek tidak mengalami kesulitsn
untuk mengetahui tumtutan hukum: kelime. Sistem hekum tdak
bolah imengandung peraturan yang kontradiktif, Svarat ini tidak
mudah dipenuhi jika peraturan bukum yang ada menjadi kom-
pheks, keenam, Hukum harus terangkau kesanggupan semua
orang untuk memenuhinya. Aturan hukum atau kebijakan peine-
rintah yang mengatur sesuatu yang lidak bisa ditaksanakan, teniu
tidak baik sebagai landasan hukum. Aturan hukum semacam ini
juga dapat mengakibatkan orany, tidak terdorong (reffexible) wn-
tuk mau melaksanakannya. Contoh misaliya investor yang ingin
menanamkan modalnya di industri sesu hanya diizinkan kala
memiliki peternakan; kefujuh. aturan harus mensiliki stabilitas
tertenin sepanjang wakiu tertentu. Kalau aturan hukum sering
berbah, sisiern hukum Gdak bisa berfungsi dengan baik: kede-
Jopen. Aturan harus relevan dan konsisten dengan bidunp yang
datutnya, yakni hares ada kesesuaian antara hukum dan cara
melaksanakannya, Aturan hukum yarig ada harus dilaksanakan
juga, dan jika ada pelanggaran. maka sanksi harus diterapkan
puls dengan baik Termasuk dalam syarat ini adulah kKepastian
Tiukum,

o Mumonivasi Huktmt Penanotien Moded Aviing
{larmonisasi hukum herperan penting schagai jalan kelu-
ar yang bijaksana untuk meneiptakan sislem hukuni penanarmn
akat wda-
1ah harmenisasi hukum di Didang petanaman modal, Salah sato-

modal yang baik bagi penanam mudal maupun masyd

nva adalahl integrasi antars penanamun modal dalam negeri dan
pengnaman modal asing. Pengintegrasian kategedi penanaman
modal 1ersebut akan menderong tercapainya kepastian hukum.
kebijakan penanaman modsl yang tepat, dan penyederbanaan
prosedur dan tata cara pelayanan penanaman midal. Sekanjui-
ava, harmonisaéi dilakukan umtuk menghindari beturan materi
hukum (subsioneive Juw), Dasar dasi setiap harmonisasi adalah
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“babat LS Chanchi, e 4 hab 4
ihil Vaclwt P, t ©w Hal,

Ljuan harmonizast penanaman modal B sendin, nifzi-nilai, dan
pringip-prinsip bukum serta Wjuan hukum, yakni keselarasan
hukwn  dan kesatuan hukum menuju harmoni antara keadilan
dan kepastian hukum, L.P. Gandhi maupun Bryan Gardner men-
canturikan padanan arli uruk harmonisasi, vako agrecment or
gocord, confivmity - dengan peaielasan, e decision in Jones &
in hrmang with eorlier Supreme Cowt precedent. Harmonisa-
sidalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-
—undongan. keputusan pemerintah, sislerm hukuwm dan asas-asas
lukar,™

Ihalam hubangan im Zaphicios menjelskan bahwa
RarimoniZuticn 15 xRt of urifivation aed consist in the appro-
simerirons of vides aned courdinaion of palies. Svoemic e
Bizcationr o widesprewd wetdtin the some Chald Low apd within the
Cunnne fave i achieved By legistodive reform, dhie praciice
of e et ol aeuelemie feachiing comd weiting, 8B s o owi-
chesprcaad hetweesn ciwil and common dow jueisdioiony, The Uivif
Lo gimnd the Compion Law traeitions omd spstems fuke pride in
havitng speeesfullly regwlared humen relaiionships far many co-

o

sptivivx onsd wikh 1o preserve thelv imegriey,

Iy penjelasan lersebut di atas, terlihat babwa harma-
nbsast hukum melalun pembaraan landasan houkem penanaman
modal dapat difakukan melatol pengefompokan aturan dar su-
atu sistem  hukum, Namun yang perlu dipertimbangkan dalam
pruses pembaruan adalah sinergismenya yang akan melahirkan
hudlaya, strukwr dan substansi materi hukum penanaman miodal
yang pada gilirannya menernukan inpul bagi proses harmonisasi
selanpuinya.

hist peega nesn Ciarduer, o £ Cn Bl 7220
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Bagi Arthur Rosett, hasil yang paling penting daripada
pembaruan hukum adalah terciplanya harmonisasi dan unitikas
sedemikian rapa untuk menghindari disharmoni suatu sistemn hu-
kum vang herbeda-beda dari berbagai negara. Sclanjutaya. Ro-
sett mengatakan ... Legal harmonization through unificetion of
the fow groverning ieraarional fransactions as o vadue ond ox o
stratesy The comeniion does nol seek to harmanize the autiomal
comargroial fovw of sioratery aadons. Msread. B ivies o volafe
from bodw of commerciol lw o speciad suset. the nilernualional
sefe, o create o wnfied ser of rules for theal grows oftrans-
actions. This creared farmony ot one feved bt new proplem
arather Oy If | feasible in praciice o cardan of the area of
intertationad sales fom other commercial transoctiony will i
Ee worthwhile to unifie the rdes withond regard g0 the cffect ow
iransactions that wit) confinue o be goveraed By domestic low

11

Secara cksplisit dari pendapat Rosetl di atas, lasnpak
jelas bahwa harmonisasi hukum merupakan jawaban dari pam-
baruan hokur, Harmonisasi hukam penanaman modat ini juga
sangat penting uutuk mencapai suatu nilal dan strateyl unbuk
mencari persamaan dam titik temu dari kandasan hukum pena-
naman modal yang dibutuhkan Indonesia. Pembaruan landasan
hukum penanaman modal sangat bemilai karena memperkuat
prinsip-prinsip hukum penanaman modat ketika masih banyak
mepgandung kelemahan dandatau ketika tidak sesuai lagi dengan
perkembangan masyarakal.

Selain it 1P, Gandhi menjetaskan hahwa harmonisisi
huktan merupakan sirategi untuk mencegsh herbagai ketentu-
an hukum yang berbeda. Dasar harmonisasi adalah nilai-nilai,
prinsip-prinsip hukum. Tujuan hukwm itw sendic. yai keadilan

" fard hal. 34,
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i bepastien ko,

Phermanizasi merapakin st untuk

mgipvusan hukum peemenanin madal pringip-prinsipoyie Posner
mengnakan balvwa “Ad medernizing norion s eoomemic prepe-
Fity regaiter o feast o modest feged Infrasiceerure coneered on
prrotectiont of pregeriv ot Condract eight The easentfal lefol regn-
ireed tey crewre the infrastrnciure may be the adoptions of system
s relanivedy legd vides, e distined fram more igres-ended sioane
dordds or o Begey invesimen! in wpgrading (he nation s fadiciary.
A vt cyele can avise nowhich mifatly modest expeneditirey
b reform increase the rate of econumic growth, I furn ge-
Merating vescrrces thaer witl enable more ambitius leged reform
tes he undertaken in the future”

Numun. faktor Tain yang perlu diperhatikan adalah fow
enfircement olelt suatu nepara. Dalam konteks ini. Richard Pos-
ner kembali mengemukakan . .the oftizen of wealty countries
potke this fegat mechinery e granied becanse i works welf eno-
sk meensd 0of the rime cmed v § does e cost o greed deal. T
ity fedeard fron a imaportont guadificetion, e machinery consist of
cenptperend. elichal, and woll-paid professional fudge who odmi-
wisier vidy that o well designed for the promovion of commercial
woriviee Dhe Judpes ave inselaied o inlerference fre the fegis-
fetive wond dxecutive froanch of overnment, Thoo wve adviced by

cennperent. ctiele e well-pond fewvers

Pralam Tubungannya dengan pendapal ersebal df atgs,
dapar disimpulkan pengertian pembarsan hukurm (dowe eeform
sangal lwas, dan ontuk dapat memahaminya wrgantung cara kita
menekain obpek ata bidang-bidan

ang menyadi ik perhatian
kilw. Dalam arti sempit. pemvbaraan hukom penanaman modal
diartikan sebagai fow refirm. Arti sempit dari fove refors me-
rupakan upayva perubahon alaw perbaikon terltadap pasal-pasai

Viliat |17 Gl G hal. 12+1%
i Vicwar Pure, € €. i, 221
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dalum struktur undang-undangnys tanpa mengubab ketentuan
aslinya, Sedangkan fow reform vang uas adalah upayn vang
menpubah dan memperbaiki selaruh atau schagian besar pera-
turan dengan aley pasal yang baru berkenaan dengan sinukiur
perigaturan dan strukive kelembagaan hukumnya,

‘Famiutan dari analisis penerapan peinsip-prinsip hukum
harus dapat menggambarkan interaksi nilai-nilai baru hasil trans-
formasi budaya maupun lingkengantva baik datam lingkungan
nasima| maupun lingkungan intermasicnal . Pembaruan hukum
merupakan wahana yang berusaha mengatasi benfuran-benturan
nilai-nilai baru hasil transformasi budaya tersebul, Hukan yang
menjadi wahana tersebut adalah hukum yvang bersitat responsit’
Proses menemukan hukum responsit i adabah pembaruan bu-
kurn, vang memungkinkan hukum berfungst schagai alat untuk
kemajuan sosial - Jaw §s fod of sociel progress!™  Menwrut
Nonel dann Selznick. agar hukum menjadi responsit hendaknya
terbuka, tanggsp-dan akomodatif terhadap munculnya nilai-nilai
baru dan kebutuhan raasvarakas yang mengalami perubahan,'™
Mereka membedakan antara Tatanan Hukum Represit, Tatanin
Hukurn Gtonemius, dan Tatanan Hukum Responsif, yaitu . re-
presive law is prior in the sense that i rexidves the fiundomen-
fal problem of estabilihing political order. o condition witheudt
which the legad ard poditical system connot mave my fo higher
prrsnt. Anfoninming fiw proestpmses atned Buedfels sy -t e
hivvement, fust ux vespansive law huilds npor ie mare fimited
haet hesie constintional coskerstane of the ruie of Jaw srage. "
Fungsi utama tipe hukum tesponsif’ dipandang sebagai Fasilits-
tor dan stabilisator lerhadap kebutuhan masyarakat yang sedang

vk 112 Sl i, eda O Bl TA-17
Thuwnas . merson, (e €0, Fal 15
' ahan Mener din Seélenick. Cap g hal 25
L e
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berubidh dan mencoba menyelesaikan pula nitai-nilai atau kepen-
lingan vay sahing berbenturan melalut pembabaroan hukum,

Selanjutnya. Noenet dan Selznick mengaakan we cafl i
responsive fow, rothir than open or adaptive, 10 suggest o va-
praciy for respossitle, and fence disoriminate omd selective,
arclipieiion, A responsive istinrion refains o graps o whet fs
esientiod (o i integrite while toking aeeonint of men forees in

i ceitonment. S do so i baids wpon the was ftegrin wnd

SRR SHRTH coeft etfrer eren o cher confficn. I perciever v
cial pressure ax sonrees of knowledee aid gpporianites for seff’
corveciion. The cnanry et posturc, ont inetitntion regeives the
settedenoe of prepose Plipnses sob siondards for critizing estubh-
fished pritcice, thereby openiig wass o chonge. A6 He sane
inge. fofen seriousty, ey cour conlrol adminisiralnne discretion
ervred thws mnirigate He risk of ivarftudionol seerengdee™ Jodis da-
laan hukum responsil tersebed, prinsip dun ljuannya merupakan
kerotipka acuan terhadap hokum yang akan diperbarul. Di da-
lam pembaharuan kandasan hukun penanaman modal misalnya,
hukum responsif lidak hanya mensyaratkan didesain persyarat-
an penanaran modat vang akan diperbarui, sektor-sektor mana
vang belum dibaharui, dan vang idak perbu dibaharui atau yang
perlu dipertahankan, akan tetapi juga mensyaratkan pembaruan
landasan hukum penanaman modal didasarkan pada kebutuban:
sociil demandd, dan bukan hanya pada kepentingan politik ne-
gara. Dengan tepat Teubner menyatakan Legof development is
et identified cxclusively with the founding of novms, principles,
Beesic conces of kv Rovker it is determined by the dvaamiy in-
serplun of sockal forces, invriational consireintg, orgamizoutiveal

strneinees, ond luse bt nor feast conceptieal pedentialy

[

il Ciunltey Teabweer, €5 0 had, 247

Y

HLEL AEH AN A AN MODE L ANNG



Pandamgan Teohner ini sejalan dengan pandangan Len
Fuller. bahwa apar hukum dapat disebut baik dan berfungsi, ha-
rus dipenuhi delapan syarat, yaitu perras, Aturan itu harus ber-
gifur wmum, tidak boleh beriake untuk kasus atau individu terten-
tu saja. Termasuk dakam syarat ini adalgh hukum berlaku untuk
semua orang. Apahiia ini tidak berlaku untuk yang lain, maka
Tungsi hukwm akan berdampak buruk bagi kelangsungan proses
penanaman modal: kedhe, Setiap.peeaturan hukum harng dipub-
likasikan, Termasuk dulam syarat ind seperti disyaratkan olek Fri-
cidman yaitu hukum harus dapal dikonnumikastkan kepada subjek
vang diaturmya.'® Pembaharvan hukum harus dibugt sesuai as-
pirasi masyarakai dan dunia usaha. Jiki sulil mengetabui hukum
yang berlaku karena tidak dipublikasikan, bagi katangan dunia
usaha skala besar tidak menjadi masalah, Karena mungkin me-
reka mempunyai fapers yanp mengelabui informuasi arauakses
ke hukum. Sedaekan perisahamm lain wrutama pengusaha kecil
niumgkin tidak memiliki faowpers, sehingpa niengalami kesulitan
dalam akzes ke hukum: fevige Undang-undang dan peratieran
hukum tidak boleh berlaku surut, Syaratl ini menpandung prie-
sip hahwa perusahaan lidak beleh dibukum karena melakukas
pencemaran lingkungan vang disebabkan kelika undang-undang
perlindungan lingkungan belum berlakv; keempar, Undang-
-undang harus bisa dimengerti, yaite peraturan-peraturan harus
dirumuskan dengan  bahasa vang mudah dimengerti. sehingga
subjek tidak mengalami kesulitan untuk mengetahui luntutan
hukusm; kefinte, Sisiom fukum tidak boleh mengandung peratur-
an yang kontradiktif. Syarat ini tidak mudah dipenuhi jika per-
sturan huketo yang ada menjadt kompleks. Contohnya, adalah
Paket 4 Juni 1996 yang dituangken dalam Iostruksi Presiden No
2 Tahurt 1996, vang memberikan fusilitas pembebasan bra im-
por barang mewah hanya kepada PT Timor untuk memproduksi

Ll R Friedman, PETEL R e hail 56
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midail asionaly ke, Hubum harus lerjangkao kesanggupan
SeREL orang untuk memenuhinga, Aturan hukum st kebijak-
an premeriotai yang mengatur sesuaty vamg Gduk bisa dilakss-
ko, teniul tiduk baik sebagail landasen hukume. Aturan hukom
semacam ini juga dapit mengakibakan orang tidak terdorong
reflexibted wuk man melaksanakannva. Comah misalnyva pe-
manam modal yang ingin menangmkan modalnya di industrd susu
Ty dibzinkan kalau memiliki peternakan; kerufuh, aturan ha-
rug memiliki stabilitas tertentu sepanjeng waktu tertentu. Kalau
ateran hukum sering berubah, sistem hukum tidak bisa berfungst
dengan baik; fedefapan, Alran barus relevan dan konsisten de-
ngan bidang yang dialurnyva. yakni harus ada kesesualan antara
lukeny dlan carg melaksanakanoya. Aturan bukwm yang ada ha-
rus dilakss
harus diterapkan puka dengan baik. Termasuk dalam syarat ini
adalal kepastian hukum.

ithan jugs. dan jika ada pelanggaran, maka sanksi

Kerja sama negary atau oreanisast istornasional mertpa-
o sihih sadu strategd unk nrempercepat harmonizasi hukane.
Nunmin 8. Pakpuhan menggambarkan bahwa perkenibangan
tertkhiv darl crganisasi chonomi nstermasional maupun hukum
intemisional memerlukan perababan-perubatian dolam sistem
hubunt nasional di seluruh dunia. Oteh karena kuntrik-kontrak
v hersilat imernasional iy harus didusarkan iukum ngsional
empal Jidaksanakannyva koastrak it lerdapar suaty kebuhan
itk menyesuaikatt sistem hukum nasional dengan serangkai-
an standar internasional yang telab memenuhi kebuwhan masya-
rakul investor inteenasional. Seiring dengan meningkainya seca-
ra pesat Keplatun nvesiast pada akhir dasawarsa 1980-am dan
wwal F¥M-an. pembentukan sistern hukom nasional yang kom-
patibe] dengan norma-norma hukum internasional telah menjadi

T HULE AERAMA pAH MOREL ASING



Wonumn & Pikpaban, Koca sz Doess Negartrgnessi nlermagioml; 1

fokus organisasi-organisasi ekenomi baik yang bersifat regional
maupun global =%

Secara lebih rinci, Pakpahan mengemukakan juga bah-
wa di samping adanya Liregusy Round, adanya kerja sama eko-
W NAFTAL dan ASE
perubahzn-perubaban dalam perundang-undangan dan inslitusi-
-inslitusi nastonzl, sepert penjelasannya sebagai bertkul GATT
muemburld negara-tegara penandutﬂngn.nun mempunyal kewajib-

roetl tepional seperti BE N menterlakan

an yang mengikal secata imernasional unk melakukan peru-
bahan-perubahan lertenty erhadap perundang-undongan nasi-
onal mercka, Perubahan-perubahan ilu meliputi sysrat-syarat
hahwa nerundang-undangan nasional harus wrsedia dan dengan
mudah dapat dipahami dan didapatkan oleh semua pelaku eko-
riomi dan bahwa investor dijamin untuk mempunyai akses dalam
proses penyelesaian sengheta yang adil dan tertib. Koasekuensi-
nya, masing-masing perncrintah di seluruh penjure dunia mela-
kukan revisi terhadap perundang-undangan dan institusi-institusi
ekonomi mereka untuk menyesuaikannya dengan tuntutan regi-
onal dan internasional,..” '™ Dalam pehjelasan tersebul, welibat
dengan jelas upays mewujndkan hubungan ckonomi internasi-
onal i anlara negara-riegara berkaitan dengan harmonisasi -
kuen melalui upaya pembaruan hukum negara-negara. dan pada
akhirnya dapat diketahui dasar orientast pembaroan landasan hu-
kum penanaman modal fndonesia yang kompatibel secara Inter-
nasional #lau selidak-tidaknya kompatibel dénsan aturan lukwm
peranarman modal partner dagang Kita masing-masing. Tarus
diberi cat
maupun regional aau bilateral tidak berar harus idenlik dengan
sistern Bakum nggara sumtber penanaman modal, melaickan ha-

n uniuk menjadi kompatibel secara internasional

rangka Pemthabacuatrengembangin Husum Lkonomi, Aekated, dalam Semivar |i-kum

Tasioaih R Y=5EIN. dakarta, 1995, val. 14
" fhidd . 43,
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rus scirema dengan aturar-atiran hukum dael nepara penering
modal,

Selain i, Natabaya sekaligis mengingatkan kepada uhli
Lukum Indonesia dulam melakukan pembaruan bukum, sudab
sehrusis a mempertimbanghan Gkior kepentingan nasional de-
ngan meneerminkan sisen hokuam campurdn. Selanjutnya. Na-
tabaya menjelusken peayersgmun (anitbeming dari keseturubon
hukum negara-neark merang hukan svaeat mutlak vang hacus
dipenedi uleh sctiap negari dalan pergaatan masy arakat inter-
nasiomil. Oeh karena i, vang paling menungkinkan adatal
hirmunisasi. dalam pengertian halywa meskipun sasiem bukum
burbeda, rahun dolam hal-hal tertentu arat hakum yang di-
bt dispieyakan mampu menjembatani perbedaan tersebul bah-
kan mampu mencerminkan sistens hukum campuran. sehingga
daiam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbenturan dengan
4T -
negara.” !

em hukum nasional yany berlaku di masing-nuasing

12

Dalam menghindari adanya kecenderungan neisara-nega-
ra #sing menunamkan modalnya atau mengalihkan investasinys
ke negara lain, seharusnya kita mempelajad prinsip-prinsip atau
s s-asas hukum vang berazal dari hukurm internasional, kernudi-
an melakukun seieksi tethadup prinsip-prinsip mana yang cocok
dengan falsafah, dasar keneparsan dan eila-cita sera harapan
menurot pendangan hidup bangsa Indonesia. T tingkal regio-
nal. khususnya di kawasan AVEL, prinsip-prinsip wama pena-
namdn modal yang tidak mengikat harus dipertimbangkan juga.
Hal ini penting demi untuk memudahkan harmonisasi hukem
menaniman modal di lndeoesia. Ponsip e sde 12 1dua betag)
vang disetujui pada pertemuan tingkat Meateri APEC 1anggal

15 hal. 1
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11-12 Nopomber 1994 di Jakarta | yakni: Pertama, Transparen-
3, berarti setiap anpgoia APEC  harus menyediakan peratur-
an perundang-undangan, prosedur peénanaman modal. Kedua,
Non-discrimination between sowrce economies, hahwa sétiap
anggola memberiken perlakuan sama kepada semua investor.
tanpa membedakdn asal negara yang bersangkutan, Ketiga, Na-
tional trearmend, kecuali distur lain dalum peraturan perundang-
-undangan dan kebijaken dalmn negeri, Keempat, Investment
frcentives, setiap anggola ldak akan mengurangt standar dan
peraturan keschatan, kesclamatan kerja dan tingkungan hidup
sebagal insentid unuk menarik maseknya modal asing. Kelima,
Expropriittinn and compensation. ¥aitn sédap neears anggola U-
dak akan mengambil alih penwnamr modal atau tindakan scfe-
nisnya. kecuali uniuk keperdingan urmum. scsual dengan prinsip-
prinsip hekum internasional. dan segera memberikan ganti rugi
vang sesuai. Keenam, Perforstonve regqirirestents. setiap angpola
akan nwengurangd penerapen perspacatn pelaksanaan penanam-
an imodsl yang dapat menghambal atau membatast peninghat-
an purdagangan. Keldjuby, Setsfemens of disputes. seliap anggotg
menyetujul sua penvelosaian perselisihan yang Himbul pada
PMA dengan cara konsultasd, negosiasi antara Mvestor alau per-
usahazm asing dengan pemerintaty Kalau tidak ada penyelesaian.,
maka dilempuh dernyan cara arbitrase. Kedelapan, Ripatriarion
wned convertibiliiy. vaitu setiap anggots memberikan kebebasan
transter dana berkenaan dengan penanaman modal sepertd, laba,
dividen dan royali. pembayaran pinjaman dan Tikuidast. Ke-
sembilan, Exry and sofoun of personnel. yaitu setiap negara
anggola mengiziokan lenaga kerfa asing pada setiap akiivitas pe-
nanaman modal. Kesepuluh, Aveidance of double taxetion, babh-
wa setinp negara angpota akan melakukan penghindaran pajak
berganda atas kegiatan penanaman modal. Kesebelas. /nvestor
hehaviour, yailu menuniug investor asing harus mematuhi semua
acuran hukum di bidang ekonomi, peraturan administratif, dan
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foebajuken penanaman muodal seperti yang diberlakukan hepada
fveslor domestik, dan Kedua belas, femoval of barries o ca-
pited export, adalah setiap angeota setuo membatasi hambatan-
hambatan, baik berupa awran  maupun kelembapaan atas arus
keluur penanaman sodal,

Untuk indonesia dengan melakukan pernbaruan hukum
penamuman modal berdasarkan kedua belas prinsip APEC di
alas akon lebib maju dibanding TRIMs, Prinsip-prinsip wama
Leesebul. digunakan sebagat dasar dan orientasi terhadap rambu-
-t untuk menentukan harmonisasi hukum penanaman mo-
datl. Koerga sama hukum APEC ing akan menentukan Uransparans
dlan konsistensi kebijakan di bidung penanaman modal, dan hal
int penting wiuk menciptakan kepastian hukum dan iklim pena-
napman modul vang kondusift'"”?

P Criviverd Logof Sruddies

Penerapan prinsip-prinsip fukam penanaman modal per-
w memperimbsigken suatu siean modemn dulam wori hubum,
valtu §Creticed Legod Sracfies (CLSY Pagl pemerinteh ndonesia
pendekudan ini eelovan dan cocok untuk diterapkan negara-nega-
e berkembing, karens hepetingan dun kemajuan ckonomi
nepara-neeara derschur berheda denpan kepentingan ekunomi
nepani-negars baral atal negara magu, Aliran CLS tersebat me-
rupakan suatu konasep ying fleksibel dan cocok untuk-melakuban
harmemisasi hukwn melalui pembaruan landasan hukum perta-
naman atodal yang dikchenduki.

FHimakhano  Juwana menggambarkan bahwa, aliran
CLA dilakukan wietalui frevhing, deconstraction dan genealogy
Dalam konteks ini. irashing dapat diartikan sebapai suglu upaya
untuk menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk, Sedang-
kan decansteuction adatah membongkar pemikiran hukum yang

"1ihan e Rasgusgub, ctull, £ ¢ o hal A,
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telah terbemtuk, falu dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum
vang dikehendaki, Selanjuinva, gencafogy digunakan katena in-
lerpretasi sejarah baliwa, negara-negara maju memibiki kekuat-
an. fabu interpretast ini digunakan untuk memperkuat suat kon-
siruksi hakum, '

Dalam pererapan dari tiga bentuk CLS tersebut di atas,
menurut Jawana dapat dilakukan di brdang hukoe perdagangzan
artau perjaniian iemasional. Trashiz digunakan oleh negara
herkembang derpan menpgatakan baluwa prinzip Maost Favoureed
Nackon (MINY yang diatur dalam Pasal Laya (17 GATT 1994 13-
dak realisis, kareny fakta menunjukkan baliwa diantars aegara-
nepara tidak ada kesetavaan, Prinsip imi hanya akan berlaku dan
dinikmati oleh negara-negara maju. Dengan demikian, apabila
prinsip MEN tetap diberlakukan, akan bertentangan dengan -
wa keuntungan ekonomi dalam-perdagangan inlernasional hanya
menpguntungkan pelaky nsaha dari negara maju, tetapi tidak bagi
negara berkembany. Penerapan preferentiof freatment, enailing
elomse, dan non-resiprosifay adalah upaya merckonsteuksi prin-
sip-prinsip perdagangan internasional dalam hukum inemasio-
nal. Selanjutnya, gereafogy digunakan oleh negara berkembang,
dengan asumsi bahwa, hukum perdagangun internasional hanya
mengakemodic aspirusi dan kepeatingan negara-negara majo.'”

6, Analisis Hukum Ekonomi dalam
Hukum Penanaman Modal Asing

Ekoncami dan hukum adalab dua sistem yang berbuda, Bahkan ti-
dak adu lubungamtya, akan tetapi kemajuan yiang tlicapai di bidang chone-
mi hyrus ditunjang aleh sistem hukum. Hukun yang kuat dan senvibawa
apabile dalam pelabsianaan buklny wedapin keadaan yang cfsien. Dalam
hubwngan i terdapat dua konsep elisiensi yany mendasar dadam analisis

il | limakeeate luswana, 2 1o hal 178
A
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e dalam hukuo, Koensep i adalah “Parete efficiency dan Kaldor

| ks wlliciene vl efistensi memperlanyikan upakal re-
gulasi atau kebijukan peawerintab anisalnya UL Peaanaman Modal atay LU
Cipla Berja mombual keadumn lehih bertambal baib atms tidak, Schaliknys
kusep Raldeor Hicks elisicnsi menpertanyvakan apakab perubahansevisi
it uerabian Tersebmit abat g ginghan bt mercka sang disor da-
Gang diubal wersebul, Pendehat Liin adadal cove Bemefie
crercelovi . Wonesep pendekatan ini selain elisiensi uwgzo memperiatikan kea-
it <Jaliim setiap kegialaar chonomi, PHhan raswnal ik diperkuat  oleh

liens [rruEur

it peaganut teori chanent dafun ok, Dikalakan baliea vidak henar
ehupsuni (idak memibhirkan headilan, tetapi justro ekenomi menyediakan
herangha i dakum mana keadilan hisa dicapai. Para ekonom telah mem-
perlifiatkian habwa jika kondisi-kondisi wuk adanya pasar yany kompe-
fitid memuaskan, maka hast) yang dipercoleh adalan ehsiensi Paret dapar
ibusi wset lebib dulu yang menimbulben kondisi

dikeinbangkan dari dis
Eompetinf!”

Menganalisis hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan
tuppriwiches). Salah satunya adalah menyanalisis hukum atas dasar ana-
ligis vhonomi. Richird A, Posner datam bukunys Ecemonric dnaleis of
Loy, walisi ke dima, berpendapal bahwa peaggunaan prinsip-prinsip yang
dikenal dalam ilmu ckonomi dapat dijadikan acuan untuk mengkagi efek-
vvits hukum ©. eoosmomie s poveerful med for analyzing o veast range
eif fepedd gaestion, Menurg Posner'!? ben_dt:kﬂ!an dinnaksud harus dililat
duri sepi nilai Cvefie). hegunaan (eifite) dan efisienst (eficiencs ) Cooter
dan Lilin herpendapay, vakni ada tiga konsep dasar untuk mengkagi hukum
dengan menggunakan pendekatan anatisis ckonomi, yaiu .. socimeizo-
thar. eyrifihramn and cfficrenciare futdamemiod o explaining eeonomic
hafrvsre ™

Dralaae hubungim i ela, Mischell Palinsky mengatakan bahnwa
perhehation anabizis chononi terhadap bukum dilakukan vleh abli hukeo

s Pt L 0 sal 15

up Wwlnael 20040 Pemlekman Fommy Amalisis of Lo dalmn LI
Trengamgnman gk, Weekodeetr, deanmirh,e didnn Semm =99 Pengampuman Pagk,
Irher Pl DR R, Ll s

RIS A T T

W aley, Padseit & ke
T, 3l dew ok

s R ben, 2000 Lo qued Benearrog, Addison-Wesley, Limguon
2 e 12,
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LR ardor f foctes o8 Beni o think fike an economists aboun legel enles
Selanjutnva, Polinsky mengatakan economics cmafysi oy feen nvgel brath
try ter cxploln he fegal systear as i iy and the reconmmended chostge
aght prove i Eeoitamises refer to Rese ma approgehies raspechively as.
psiitve (or descriptive) ecunomics aiud rovsnafive (oF prascripiive eoono-

Medinsky Jebih melihat kepada korelasi antara ekonomi dan hokum
vang saling mempeagarubi, yailu penggunaan prinsip-prinsip dalam iimu
ekonomi dengan unsur normatif maupun wsur posilf. Dalam bubungan-
nyu dengan penjelasan unsur positif dari hukum, pars subjek hukum vang
mongacdakan hubungan hukum menjadi saling teriket dan saling menghor-
mati hak dan kewapiban di antara mereka, Selanjuenyva, dalam kaitennya
dengan analisis ekonomi dari hukom. maka dapar diprediksi apa vang da-
pat dibuat para subjek hukom, misabnya mengadakan suaty tmusaksi yang
mempunyai zkibat chenomi.

Pendekatan yang digunakan olel Posner tersehul, temunya dapal
digunakan dalam mengkaji hukum penanaman modal, Karena sadar atau
Lidak. manusia dakam mengambil kepulwsan selaly menggunakan pertim-
apgan-perlimbanuan atas dasar prinsip-peinsip vang dikenal dalam ilms
shaomemi superti misalig efigiensi '

Mekekukan kagian terhadap hakim penanaman mwodal asul de-
ngan mengguakan pebdelatan analis
pa jauh prinsip-prinap Fekom datam peranpman modal dapat meikorong
elektivitas hukiem yang ada szat i dabn menjalankan perannya dalam
penyelenggaran penanaman madal, Dalan melakukan pendekatan ana-
isis glonomi terhadap hukum peranaman muedat, ponadis hendak nieaga-
ithamya dengali tojuan dari aturn-gboran huken sehagaimana dikému-
kakan oleh Cooter dan Ullen, Rerdasarkan pownikiran tersebut, haha ada
tiga pertanyaan yang muncul, yaity ¢ apakah hukwm penanaman madal
i Maksudrys Undang-undang Mo, 23 Tahun 2007, dan ketencwan terkaid la-
intya) yang berlaku sekarang tefah optimal untok mendarangkan nanfaat
ekonomi bagi rakyst? (i apakah hukem penansman nodal yang ada se-
karang sudah pfektif omuk melindungi dan menumbuh kembangkan pent-

s ehamemi berani menzkaall sebera-

Zét bl 319
hal. 2:3.

| iaat Mahemmnd Zaidun, Op. ¢
T Lial Hikmahatdn Sewesng, e,

M
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salian-perusatiaan fokal? dan (Hi! apakal nkum peoanaman modal yang
ada sekareng sudah opaimal delam menciptakan iklim p i modal
yang lebih baik bagl penanam modul maupun masyarakat?

Pertanvaan-pertanyaan tersebut, dapat dijawab secara khusus de-
ngan mendssarkan pada tiga konsep dasar daiai menghaji hukum atas
asar unatisks ekonomi, Két_igu koatsep dasar o adalah: Pertoa, konsep
maksimalisasi. Kunci pemahaman peran ko dalam kegiatan penamam-
an modal dapat dilibat pada penerapan konsep maksimalisasi sebagai t
dakan untuk melakukan pilibas fefeice ) atau suatu tindakan pengambilan
keputtsan yang setalu men kan pertimbangan-periimbangzn atas da-
sar prinsip ekoomi, Konsep maksimalisasi dapat diteraphan oleh manusia
dli hidang bisnis wduk melakukan perbustan {fedevionr) lertentu dengan
niengrenabun semaksimal meigkin keadaan vang pating wengortungkan
bugznya. Thasar pemindcan ini sesunggohnya terletak pada hakikar hegiat-
an bisais vany menguiamakan prafit (prafic orienieet. Matkusen schagai-
nsana dikulip Victor Purba mengalakan bahwa upzya untuk niendapatean

keunbaagan meladul perdapan g yang berhailan demgan peninaman mo-
Aol herdnsarkan st anplisis dart the serims-fron-frede theorem, Feari ini
vang mengatahan baliwa perly memaksimalkan keuntungan duri kegiatan
hisnis tanpa adanya belakuran akan adamya pembatasan danfatan kendata
salamy Nl ini fee trocke '™ [Dengan ssumsi hahwa penanaim modal haras
mematehi semy aturas bukum i hidang ekonomi, peratwras adnviiis-
tealil, dan kebijalkan penanaman medal sepert] yang diber|aiukan kepada
investor domestik. Dengan favestor behaviow ini. tidak ada lagi keraguan
dari segi bukum dapat diterima cleh baik fost cawatry maupun fareign
CTHENE),

Dengean demikian. anadisis teori dari the gednsfrom-frddfe, maka
bagi foae ety akan memberikan keuningan sehesar-hesacnva dalam
emantaatkan masuhhya modal asing i, daic bagi foveign cotairy adatah
bagaimana caranys duri penahaman medalinys dan menghindari kendala
dan konffik supays menghasitkan gars, Oleh karena ity, salit untuk diper-
thankan hahwa porusaliaan asing dilurang memesoki bidang-hidang usa-
lsa yany tergalong penting bagi negas dan menguasai hajat hidug orang
banyab.. selama liwkum lidak mélarang,

< Ll Weckor Parha, Kontcek St Sode fgromg baternaoni (Kormeasi Viensa 1985,
Fabulezs gk Univerites Indonesta, 2002 I
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Fecfter, Konsep keseimbangan, Datam keadaan Eonsep maksima-
lisasi tidak dipergunaken dengan haik dakan penyelenggaraan posanaman
modal, maka konsep in akan membawa akses-akses yang negatif seperti
kerugian dalam wwnzaksi ckonomi. Dampak nepatif tersebul biasanya be-
rupa biaya-bisya wransaksi yang lidak produktl yang justn berdampak
hiaya tinggi Chigh cosr), vang dibehankan kepada penanam modal. Peng-
ertian biaya-tiaya tidak produkrit pdzlah pungutan-pungnan resmi mau-
pun tidak resmi, Beban biava ini dapal menvebabkan keregian kol ridak
digerhitunghan sebelum melakuxan penanaiman modal. Tiaya-ti
muncul sangal bevkaitan dengan pengpunadn Konsep maksimalisasi yang
mempengarhi proses kegiatan penamanian wodal misateya (asilitas pert-
wiugh penanaman nwedal yang fidak dikendalikan denpgan baik, maka peve-
rapan komsep i justru membadayahan proses kelangsungan senanaman
maclal. Mungkin menjurus pada prakiik-praktik suap dan purgutan odak
resmi,

ini

Fenominena nit dikemukakan oleh, Charles Himawan dikemukakan
sebapai herikut apabila tidak ada mekanisme yang mengendalikan konsep
maksimalisast, anarki di berbagai bidane akan terjadi, Konsep maksimali-
sasi karenanya perlu diimbangi dengan konsep keseimbangan demi men-
jaga kehidupan manusia yang tertib dan bermorai. ™!

Pandangan Charles [Tinawar ini merupakan stratepi bagi paca ahli
hukum dapat mengendalikan konsep makgimalisasi jika digunakan lidak
sesuai dengan aturan-aturan hukum. Hanya saja perlu dikemukakan bah-
wa penerapan konsep keseimbangah ini belum menjamin adanya kepastian
hukum, suaty hal yang dikehendaki oleh para ahli ekonomi dan para ahli
hukum: Dengan kata lain, hukam pensnaman modal belum wnlu dapat
membuat sktivitas penanaman modal menjadi lebif baik. Hal ivi disebat-
kau karena penggunaan konsep niaksimalisasi kebih menonjolkan sifar bis-
nis daripade perilgkn bisnis. Dar segi analisis ekonomi, perilaky hisnis
dan sifat bisnis mempakan Faktor yany saling bersaing, i mana sesdorang
sangal menaruh perhatian dalam proses transahsi hisnis. Misalnya, para
penanam modal secara rasional selaly mengupayakan kepentigan pribadi,
dant dalam konteks ponangsinan medal dapat diartikan para mvesur selalu
Dertjuan meningkatkan profit yang diinginkannya.

Les d Lmive i, 2003, 92, Co hal 18
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Norrin 5, akpadoo uga mengemuhbabin bahwa ada doa pende-
Rating sy dapal ditemygsl dakans upas o meagemba lika hondist pada otik
ks tu upaialt bagi forcin cowi-
v yakni peadekatan hehijakan nstitusional} dan perdekatan non-insti-
tasromal, vakie pranalz hokwn Faktor penentunva adalsh bukan hanya
skl engenin: Sibsinsd nya, melginkan jusa mengenal penseap-
wny an luers diliha apukih telal menghasilhan bepasion, beadilan ati fke-
mattnatan. Apabila jowabannya va” maka dapal dipastikan berjadi proses
heseimbargan, Sebabknya apahila dadam proses ieesebut menghastkan
Jawinhan ttidak™ mak.a terdapat distorsi sehinggen tidak mungkin berlanpn
b arab selanjuiny

i baregaet, apahall bagi desd cersten .

Dari pengkapian konsep inaksimalisasi tersehut, tertihat bahwa
konaep maksi i perln diimbangt d konsep k L agar
luzrgsi hukurm benar-benar dapat diandalkan sebagai sarana Kemaguan so-
sinl.

Ketiga, konsep efistensi. Sama halnya dengan konsep- maksimali-
sast dan konsep kescimbangan, konsep efisiensi ini demikian sanga me-
nonjed, dan dapat dikatakan menjadi barometer maj mundureya unpsd
dan peran hukmin dalam mengstur, memperlancar dan menjamin kegiatan
choromi. Dililat dari sudt pandang ekonomi pranata bukum joga per-
lu dilihat sebagai faklor produksi, vame barg menjsdi cfisien apabita nilai
chanemmi bavasy dan jasa wlah dimanfaatkan semnkeimab mungkin oleh
atwran-wturan hukum. '

Hubwm schagai Gahtor produksi dari sudul analisis chonomi, see
Labu memperhatikan dan menghonkenkun Diaya wansaksi. Biaya transaksi
i mwnenl sangat berkaitan dengan misalova, pebsksamaan perizinan pe-
rateun modal. Vol mengzteloni Biaya seeschin, niaka peran anelisis
chonomi s laday hubwin sangat menbaniu, Mengkaji biava tassabsi dari
pretdebabing ehonwaren, tha peindis Toondih ocngaithaineea dengan penda-
Jad BT Coane sany dibastip aleb vang dikenal selbagan “Cinse Theorem™,
Feori dine melakuhan anglisis werhadap binva, Teor ind meyakind babv jika
binvi difubukan apabiss vung cennat dan diobservasi, tmyata tidab ada
kusnlitanr dakam st proses Lavar dadam kegislan bisnis dengan miemper-

Pakpobus. §9Y5, Ce. ¢ bl |2,
Himawin, id0 0 bl 23

ikl Uhitrhes

—
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hitunghan sumber bisya day susmbee dava digunahan, selingga peng
an pembiayuan akan lebih wralobasi secard elision.

Sclunjutiyn. Coase dalam bukunya T Fiem, Phe morker aned the
fow mengatakan fo erdér (o carey om o DEEPKEE (PURSetion T T Beersyer)
fer cisgonver whe §F s Mt ente wivhes te doad aeted on skt feva, g0 con-
et meporfution feading up to bargains, o deav 4 e coneract, aind Ty
wndertake the inspection necded i make sure that the termy of e contract
ave being nbserved. These eperanon are gffen extrentety eosily, xufficiently
eostly gt eny rate it prevent many transactions thet weid Fo caveied out
it o world in which the pricing svstens worked without cost, '™ Dengan de-
mikian, (rase Theorenr tersebut diperlukan untuk memperlancar kegiatan
ehonomi dari distorsi yany diciptakan oleh kebijakan dan repulasi yang
berjalan lamban dan kaku. Mekanisme hukun: larus memberikan penga-
man apar dipercaya sehagai instrament untuk meyguragi biaya transaksi
dalam setiap kegiatan ekonomi.

W Eihat R ¢anse, BUH. U89, The i che Markes dad the Law. Univegrsity ol Chicago
Press, Chicagu, 989, hal 114,
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PRINSIP-PRINSIP HUKUM
DALAM PENANAMAN MODAL
ASING

1. Prinsip Mendatangkan Manfaat Bagi
Rakyat

Fandangan Mohammad  Huake weikang penanaman modal
lerutama penasaman modal asing mosih relevan dan mcempunya
pengareh yang signifikan dalam politik perckononsian Indonesia
samit saal ini. Pokok pemikitan Mehamniad Hatta tentany politik
puerckorumian [ndonesia adulah tidak antl modal asing. leksudnya,
penanaman modal asing  diperlukan wntek pernbangunan ekonemi
indanesia, Menurit Mohammad Hatta, penanaman modal asing di-
perlukan untuk ikut menpembangkan ekonomi nasional. Pendapal
Miieimitad ety it seirama dengan kebijakan dasar ataw politik
ekonomi Indonesia. seperti dicantumkan dalam Pembukaan UTID
1943, Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945, Pembukaan ULID 19435
menyatakan sebagal berikut . umuk membentuk suatu pemerintah
Mugara Indonesia yang melivdungi segenap bungsa [ndonesia dan
seluruh tumpah damh Indoacsia dan unluk memajuban kesejahiers-
an wmum, tencerdaskan kehidugan bangsa, dan et metaksanakai
ketertihan dunia yung berdasarkan kemerdekaan. perdamaian abadi
dany keackibany seisial.
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Pasal 27 ayal (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan vang lavak
bapi kemanusiaan, Selanjutnya, Pasal 33 ULID 1945 menyatakan:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargasn,

() Cahang-cabanp produksi yang perting bagi negara dan yang me-
nguasat hajat hidup orang banyvak dikuasat obeh negars,

{3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang eekandung di dalamnya,
dikudsai oleh negara dan diperpunakan uniuk sehesar-besamya
kemakmuran rakyat.

1 ceimo-

{4y Perckonomian nasional disclenggarakon herdasar 2
krasd vhonon dengan prinsip kealilan, kebersamann, efisiensi,
herkelanjutan. herwawasan lingkuingan, Semandipum, sena Je-
ngan menjaga hescimbangan hemijuan dan kesatuan ckonomi
nasianal.

Spirit hukum vang dikandung dalam Pasal 33 dan Vasal 27
aval {27 PULY 1945 harus diemban obeh LV Penamaman Modal,
karena  perwajudan demnokrasi chonomi dan kesgjahteraan rakyvat
seperti diamanatkan konstitusi mutlak diwwjudkan melalui UL Pe-
natatnan Modal. Untuk mencagai wjean ind, maka LT 1945 me-
nekankan prinsip pentingnya peranan negara unak mengaur Jdan
menyglengparakan Kegiatan ekonomi yang penting dan meaguasai
hajat hidup rakyat Indonesia sveara kescluraban, juga untuk menja-
min kesejahterasn rakyal banyak. Dalam konteks penariaman mixdal
asing. lsmail Suny dan Rudioro Rochmat menvalakan bahwa untak
meniegah domingsi modal asing, maka Pemerintah harus melaku-
kan beberapa sirategi. vaitu:

+  Jetap menutup perusahaan-perusahaan asing/MNC vital vang
menguasat hapat hidup crang banyak.

+  Setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu 1i-
dak melebihi 340 tahun,

» Mengatur secara ketar bidanp-bidang usahs untuk PR A,
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«  Mepgatur daeeah-daernl usaka baen WA,

+ hlenctapkan macam poerusaliaan PhA,

Maetakukan pencliiah terhadap prinsip peranan negara dalan
perekansmian rakyatnya, berarti mengkaji teoti-teori mengenai mi-
it stite meevinted stute, dan keterbibatan yang terukur yang dike-
nal dukam stategovermment inervention theory.

Teori mikinmd siote, misatnva. menganalisis lentang peran
negara dulam keunggulan kompetitil trbuks tdak wpal, karena
yuny bersaing dalam pasur adalah perusahaan. dan bukan negara.
Michael Porler menolak angpapan bahwa. daya saing nasiohal sa-
agat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, Malaban justru meru-
suk keragain daya saing dunia usaha negara itu, Fenomena itu ter-
jadi seperti di Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Hal it
Berarti dengan memperhitungkan perangn perusahaan ying disebut
dalam teoeri mrinimel stote ini, maka kepiatan ekonomi yang dilaku-
kan Jalam sistem ekononii pasar dan persaingan bebas akan jauh
lebit bermantaal bagt masyarakat pada umumnya daripada kalau
dislur selurubinys vleh negara. Tengan perkataan lain, sektor usaha
keeil dan koperasi dabam konsep ekanomi kerakyatam hirus dibiar-
bt Perhemibang dewgan kemampaarnya sendisi. Teor! i mevaking
Dl Dida swlder chimomi maken Bk atau polih kembali dalum
sUan negar. maka sekloe chonami kerakvatan dengan sendirinya
wha ihut puly herkembang dan maju. Teorl ind meyakint pola bah-
wa i dalam masyarakal setalu terdapar hubungan harmond secara
alamiah. vukni adanvi kescimbangan antara kepentingan individu
dan kepeniingsn masyarakat, Mamen masth harus dipertimbangkan
adalah aspek hukum, vakni siaps yang berhak atas sumbuer-sumber
ekonomi vang ada termasuk Jaminan perlindungan hukum, Selain

nsi. karena insti-
tusi-instiwsi ekonomi kerakyatun harus hekerja dalam sisiemn pasar,

il tentu saja hares diperhitenpkan pula aspek eft

al farrieti] M0y e Rudive Rochman, e € hal 15-36,

14 HRJELIM PENAHAMAN MOOAL ASHG



Seluin ilu, ada juga yang berpendapa huhwa kinesja peme-
rintahan di bidang perekonomian teenyata belum juga menunjukkan
hagil yanp memuaskar masyarakat. peran negara dalam perckono-
mian modem sckavang ini telah menciar karesa negara sangal mcm-
butihkan investor asing membawa modalnya masuk ke dalam ne-
geri untuk pembangunan ekenorii. Selain i, negara lidik mampu
mencyrsh spalagh melarsig investor asing dan perusahaan molina-
stonal memindahkan keatatan ekanomi mereka ke negara lain vang
lebit baik sistem hukuminya dan penegakan hukuwmnya vang lebih
mantap.

Berbeda denpan pendekatan mininud state, \eori maximol
state menganalisis dengan cermat tentang peranan negara dalam la-
pangan perekonomiarn rakyatnya, Pendekatan ini menganalisis hah-
wa kogiatan ekonomi suata bangsa merupakan hasil ciptaan bangsa
‘it gendin, Kemakmuran skonami suatu hangsa tidak muacul aki-
bal adanya sumber daya alam yang besar, lenaga ketja vang muraly,
pangsa pasar yang besar, dan subku bungarendab, alokasi perpajakan
vang seimbang, lelapi dilentukan oleh berbagai kebijakan pengature-
an {regedarive polic) pemerintah, Feor ini menganatisis pola secara
cermal hahwa, dalam kenvataannya fernyala sangal sulit dicapai ke-
seimbangan antara kepentnpan individu dan kepentingan masyara-
kat. tHal ini berartt bahwa dengan peranan pemerinlah sepenohnya
mengwasal sumber-sumber ekonmmi atau faklor-faklor produksi.
maka rakyal pada imumnya, pelani, pengusaha kecil, koperast dan
sejentsnya akan lepas dari dominasi perusahaan skala besar, kongle-
mirat dun perusahiaan moltinasional yung kapitalis globat i

Sedangkan tcori keterlibatan terukin yang dipelopori okeh
Kuvnes, meiakukan analisis lerhadap poramn negane yange mendis-
surkan pada filsafar bshwa, i dalam kegiatan ckonomi ateu bisnis
lidak dapat dibiarkan berjalan sendiri berdasarkan mekanisme pasar
(free fight Lberatisvm), totap tidak pula dibiarkan kegistan ckonomi
herjatan berdasarkan domivasi nepaca dan aparatue ekonoini nepa-
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ra (etatism) melainkan haras diatur digwasi, dan dikendalikan olch
newara dan masvarikal, Hukun dun kegistan shonomi merupakan
pasingan dimana youd sa memerfukan yang lain. Tanpa prarata
Lk (ataran. instieusi. dan penegakannya) kegiatan ekonomi akan
kebilangan kemampuan wntuk menghasilisan periumbuhan., efisiensi,
keadilan, clektivitas, profit dan menckan biaya ckonomi sesual po-
tensi yang dimilikinvie.

Ulengan perkataan lain, kegiatan ekonomi dibiarkas bergerak
serdivn, i akan kurang bahkan tdak peduli terusdap keadilan, penie-
1]
uniuh ketnajuan ntasyarakat serta potensi suliap warga tegara harus
dikembanghan dan dilindungs oleh hubhum. Flai ini berarti bahwa de-
ngan memperhitungkan kedua hal yang dischutkan di atas, menucut

watuatc kot Jin masyarakan, Hak onlik diokad dien dimandiatkan

Keynes, perlu hirus dipertimbangkan kesempatan kerja penuh da-
lam keghuan ckonomni,

Terlihat sangal perlu, bahwa prinsip menempatkan peranan
negara untuk mengatur dan menvelenggarakan perekonomiun sa-
ngat berperan unk membariu pendekatan para shli hukum untuk
mendesain landasan hukum penamamean modal, supaya dapart dicapai
manfaat moedal asing, tidak meaimbuolkan ketergantunpan ekonomi
nistonnal dan mudal ssing, memberikan berbagal insentif yang se-
imbang bagi penanam modal sebagai fakior penarik dan memberi
Jamizsn-ponign dun perlinduzpan hukum terhadap hak mitik dan
asel para penanam nedal, leratama penaram modal asing.

Seluin prinsip peran nepara dalam lapanpan perckenomian,
LILID 1445 meapandung pula prinsip-dasar keaditan sosial dan prin-
sip demokrasi shonom bagl seturul rakyat Indonesia. Prinsip ini
sangal punting schapst strutegi Indonesia untuk memantaatkan pe-
mamiman medal dadarn jangka pendek maupan jaogka panfang.

Malam demekeas chonvm ldak wds tempael bagl kegizan
chamant untuk menseksploitasi manusia dan bangsa laio {fee fimh

—
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fiheralism). Demikian juea. birokrasi chonom negars {efarivme)
tidak boleh mendominasi dan memankan potensi serta Kreasi sek-
tor-sekior ekonomi yang dikelola para swasta, Praktik-praktik mo-
nopoli harus dilarang, karena hal ini dapat dijadikan sarana untuk
mengeksploitasi sesama manusia, <Jan lentu saja katena merugikan
masvarakal {Pasal 7 Ketetapan MPRS No. XXHIMPRS 1966),

Untuk mencapai hat ilu (baca semangat don jiwa dari Ke-
Letapan}, dapat diintegrasikan ke dalam landasan hukum penanam-
an modal. Semangat dan jiwa tersebut dikembangkan dan disusun
berdasarkan cita-cita Indonesiz dan masyarakat pada vmuommya.
mekindungi sepcnap rakyal Indonesia dan seluruh fumpah darah
Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dun ikud melaksanakan kelertiban Junta yang
berdasarkan kohehasan, kesamaan. sottdaritas. perdamaiun dan ke-
adilan, Ketidakmampuan mengolah sumbor-samber ckoman yang
melimpah menjadi kekuatan ekonemi il disebabkan karena Kita u-
dak mengembangkan Iandasan bukunt yang mengandung kepastian
nricntasi. Orientasi merupakan patokan vang sangat meneatukan du-
Jam prases pengambilan keputusan ole negara unludk memiangun
Jandasan hukun penanaman medal vang benar-benar dapat diandzl-
kan dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusit bagi
penanam modal maupun nesyarakat,

Beranjak dari prinsip keadilan sosial dan demokrasi ckono-
mi, sesungguhinya dilatar belakangt oleh semangat dan jiwa Pembu-
kaan UUD 1945, yaitu kemitmen findamental dari eakyal Indonesia
kepada cita-cita mewujudkan kemakmuran masyarakat secara adil.
Hal ini diwmjukkan pula secars yuridis-konstitusional dengan jelas
dan tegas datam Amendemen Pasal 33 UTD 1945,

Prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi telah dikern-

bangkan beberapa ahli ekonomi Indongsia, sekitar tabun 1980 -1981
vang dikenal dengan Sistem Ekonomi Paneasils. Pelopornya adalah
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fdubvarta, Landasan vordis zonstitusionab Sistemn Ekofmi Panca-
sila adalah Bagal 33, Pasal 27, Pasal 34 HIUD 1945, dam Pokok Pikir-
an dalom Pembukaan ULID 1945, yang menyatakan bahwa negara
hendale mewujudkin keosilon sosfal bugl selurub rakyae Indonesia,

fungkin kila dapal membangun dan memanfaatkan nitai-
nilal kegiatan ckonomi yang terkandung dalam Sistem Ekoromi
Pancasila dalam melakukan pembaruan landasan hukum penaram-
an modal, dan nifai-nilai inf terus divi kembali dalam proses untuk
mengkaji apakah lundssan hokum vang sudeh ada perlu diperbarui.
Tentu saja untuk melakukannyva. kita harus memahkami hagaimana
patokannya duri berbagal nilal dalam Sisem Ekonomi Tancasiia itu,
agar landasan hukwn penanaman medal vang hendak diperbarui se-
irama dengan nilai-nilal kegistan ekonomi indenesia.

Penerapan prinsip keadilan sosial dan deinokrasd chonomi ke
dalam rezim hukum penanaman maodal sangal menopang bagi rade
hasid eeopomy, Wetapi sulit, karena semua pihak dalam hubungan-
nya denpan nilai-nilai kegintan ckonemi tdak sama pandangannya.
Tl ini werliftat secara iyata. ferdama kala menggunakan nilai-nikai
keptian eharami dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Ada beberaps
pendapat mengeaai kal ini. Pertarne, pendapal yarg mengaakan
bahwa sistem ckonumi Indonesia bukan sistemt kapitalisme maupun
susiliame, Lmil Salim mengatakan balwa Sistem FEhoncemi Pance-
sila adalub sistem chonomi pusar dengans unsur perencansan, [e-
ngan perkataan lain. nilai dasar dari kedua sislemn inl berada dalam
keseimbangan, Mubyarto berpendapat bahwa Sistem Ekonomi Pan-
casila sangat mungkio berada di antara dua sistem tersebuot 12

Selanjutnya. Mubyarto menatsirkan sistern ekonomi lndo-
nesia yany beroricntasi pada sila-sifa dalam Pancasila, yang seca-
ra ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut; yaita (Site 1) Roda

1 Lihat Comelis Rinuh don Mian, Eetertbagaed dun Skeromnl Hoekyed, diterbithin BEFE-
Yokyubart, 205, hal, T-#).
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perckonomian digerakkan oleh rangsangun ekonomi, sesial dan
moral. (Sifa Fy da kelendak kuat dari masyarakat pada umumnya
untuk mewuiudkan kemerataan sosial sesual prinsip kemanusiasn,
{58 1Y Nasionalisme menjiwai seiap kehijakan ekonvme, (Sia 189
Koperast merupakan soko guru dalam kegiatan ehonomi dan mera-
pakan buntuk: paling Kenkril dari usaha bersama, (57 1 Keseim-
bangan yang tegas antara poréncanaan di tingkat nasiimal dan desen-
tealisasi dalam kegintan ckonomi. Kedne, metithat sistem akonomi
Indonesia datam jalwr yuridis tormat, vang lerangkal dari keyvakinan
bahwa landasan normatil Sistern Ekonomi Pancasila menurul ULID
19435 lerutama Pasal 33, 27, dun Pasal 34 schanesnya mengarah pada
stslem ekonomi sosialisme.'™ Kalao dikaii lebib jach, [lsafal Sistem
Fkononn Pancasila adalah sama dengan knnsep sisterm Ekonomi Ke-
rakyatan atau dikenal dengan kegiatan ekomnom rekyen barvek. yang
menekankan kesejahterasn bersama. Kemscp ckonomi kerakyatan
adalaty skaka usahanya yang keeil-keeil dan dilakukan orang banyak.
misalnya usaha petani, peternak atau nelayan kecil, perkelunan dan
sejenisnya. Jika dikaitkan dengan perdagangsn barung dan jasa.
maka vang dimaksud dengan keglatan ckonomi yang dilakukan oleh
orang banyak adalah industtd kecil, Industri ramah tapgga, eceran
kecil, dan lembaga kenangan mikro dan ssjenisnya, tetapi bukan in-
dustel besar, perbarkan formal, konglomeral. dan sehagainya,

Konsep ekononti kerakyatan telah tercantum délam TAP
WPR XIV/I998, TAP MPR 1V 1994 dan Undang-undang Mo, 25
Tabun 2000 tentang Propenas, lelapi tidek discbutkan dengan jelas
konsep. dan cirl skonomi Kerakyaran ity Hanya disebutkon bahwa
ekonomi kerakyatan oricntasinya berpibak pada peningkatan kese-
jahteraan eakyat. Setain ite, nilai-nilai kegiatdn ckonomi dalam Sis-
tem Ekonomi Pancasila musupnn Ekenomi Kerakvatan dijalankan

mlhalui koperasi den il usaha kecil. karena dimngpeap schapai lem-

batga ekonaimi dan bisnis yang paling cocok dare paling wpat diguna-

' i,
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kan dalam kegiatun perckonomian untuk membangkitkan ckonami
rukyat. Kegialan ekonomi pancasila dan ckonomi keegkyatan diang-
aap paling sesul kwreria i dalamnya terkandang nilai-nilai kekelu-
argian. polong royong, kerisama, kebersamaan, keadilun dan parti-
sipass. Bl sehenamiya muakng demokeasi ckanemi.

*amun, dadam perkembangan yang sedang herubab dapatkah
ailui-nilal kegiatan chanomi dakame lembaga Soperasi moupun ot
st kil vamg menckankan ke

akteraan bersama dihidupksn d
wngah-tengah kegiman perckonomim global? Pertanyaan sclanjut-

mya, dapathah nilai-nilal kegiatan ckonomi datam sistem hoperasi
bekerja dalam sistem pasar? Pertanyaan ini dapat dilanpulkan tagi

dengan pertntyaan vang komteksnya sama. dapatkah koperasi dan
unil usitha keeil yang menckankan nikai-milai kekeluargaan, diambil
schapan jakan tengah aniara sistem kagialisme dan sistemn sosfalis-
me? Pelaku ekonomi dalam sistem ekenomi Indonesia terdini dari
tiga fembaga chonomi. vaitu swasta, negara dan koperasi. Datam ke-
nyatwannya, koperasi dan unit-usaba Kectl temyata merupakan bem-
bapa ekonomi yang paling lemah dan paling tertinggal stau paling
terpingpirkag.

Selunjutryy, di dalam keadaan perekonomian global scka-
rang ini, peeanan gegara masth leap dominas dalam perekonomian
rakyitnyd. Semakin kuatnya kelompok pengusaha dan munculnya
gejala konglomerasi, penanam modal asing dapat nielakukan pe-
nanaman medal di seklor-seklor vang menguasai hajat hidup orang
banyak walaupun kepermilikan aleh mbak Indonesia dengan 5%,
neraman Swastiy baik nasional maupun asing seakin kuat, Ditinjay
duri sepl e sgakeya tdaklah salah kaloo Jikatakan bahwn sistem
kapitalisime dan liberulisme telah cambub sabue i ladonesio. | lal
ini sejalan dengan wort neo-klasik bahwa. sistent ekonemi kupiea-
Tiswaerupakan suato sasweny choasw Bersandarkan sepenuhnya pada
mckisinsmne pasir, vang diunoert oleh akumulas: medal global, Per-
sattpnin bebas i feive) pomlikon individual, keterlibatan pe-
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merintal yang minimal (eest govermnent) dalem kegiatan ekono-
mi diyakini akan menentkan secara maksimal dan efisien wirhadup
produksi dalam kepiatan perekonomian, Sedangkan sistem ekono-
mi sosialis merupakan sistem ekonomi yang menghendaki peranan
negara yang besar. baik sebagai pelaku ckonomi maupun berperan
mengendalikan pasar. Mekanisme pasar (kekeatan permintaan dan
penawaran} harus dikendalikan melalut perencanaan terpusal, Na-
mur, perfu dipahami juga bahwa, sistem ekonomi sosialis tetap me-
mandany penting peranail modal asing dan kaum pengusaha dalam
sistemn Kapitalis,'™

Bertitik tolak dari sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi
susialis, sislem chonomi par
seperti divraikan di atag, maka landasan hukum penanaman modal
yang hendak dibangun diorientasikan pads nilai-nilai ckonomi pa-
sar sosial (vociad morker ecomos), Konsep dasat sistem ekonom
pasar sustal adaiah. keadilan sosial dan demokrasi ckonomi yang
mendasarkan kepada landasan deal dan kemstbesional dalam me-
ngembangian sisem ckonomi pasar sosial vang senandiasa harus

casifa dan sistern ckonomi kerakyatan

teccermin dakam pramioa hekum penanasn modal vang aksn diper-
barui. vaitu Pancasiin, 1UTY 1943 teratama Pasal 23027, 33 dan 34,
[lakikat dari-sistem choromi pasar sostal in adadah mengulamakan
keseimbangan kepemtingan individuy dan kepentingan masyarakut
dalam kegiatim penwnaman modal tanpa mengabaikan kebebasan
untuk herusalia (frevdor o irvest). Kriteria kebebasan wotak heru-
saha merupakan persyaratan bagi terwiudnya sistem ekonomi pasar
sosial,

Untuk mewujudkan landaszn hukum vang menopang k-
lim penanaman modal yang kondusil sisiem ckonomi pasar sosi-
al mengandung dua dimensi, yang menuntit agar landasan hukum
penanaman modal yang hendak dibangun itu diarahkan untuk: {13

13
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mengembunghan perekonomian rakyat global, dan (2) perekonomi-
an kapitalisme ghohal, Nilai kegiatan ekonomi rakyat dan nilal eko-
nomi kapitalisme globa] adalab dua sistem ekonomi yang berbeda,
bahkan tidak ada hubunpannya. tetapi saling menunjang, Attinya,
kismajuan ckonomi global atan non-ckonomi fakyal harus bisa mem-
herikan manfaat bagi pelaku ckonomi dan masyarakal, sebab selain
ditunjang oleh prinsip persamaan hak-hak dasar warga negara, juga
kewajiban negara maupun kewajiban sosial perusalizan untuk me-
lindnigi warga negare ckonomi lemal, apar secara bertahap dapat
mienciplakan kesejalueraan bagl warga masyarakal pada umamaya,
usaha-usaha skala kevil pun juga dapat menjadi usaha herskala besar
aer dapat mampu bersaing dan bekeria dakam sisten pasar.

Bertitih tolah dai Bedua nilai ek, hukun adalah alat unluk
baik bugi pengusaie besar, konglomerat perusahaan multinasional
walpulr pengisihs keeil serta koperasi memperobeh kekaysan atau
kesemyraan ekoromt dalam moengejar keunengan chommi. Deagan
gtk pendekatan pasar sostal dalam membangun Tandas-
att hukm periman modad, maka penyeiengrarasn  pemLm-
ane medal asing melalul perusahaan mulinasional dan perusabaan
transnasional tidak menimbubkan kelergantunyan ekonomi lerhadap
rerckanomian nasional atau perckonomian rakyal banyak mebain-
han saling ketergantungan antara usaha kecl dan koperasi ini, usaha
kewil, koperasi dam perusahaan multinasional dan perusahaan irans-
narsioal lersebad. Prinsip saling ketergantungan ini vang dilandasi
olih semangar ke gnd give merupakan wujud 1juan akhir segala
Lpuyd investor-atau perusahaan adalah profit dan kemakmran ber-
samia. BN Marbun mengatukan sepala scsuaty i tdak ada yang
abadi dan mutlak, demikian juga hak perusahaan, Semua serba sa-
lLing, terganiung. Kerja sama yang langgeng dari pringip saling keter-
gantungan eefsehut hanva bisg terjadi apabila dilandasi kerja sama
vang hanmonis dan saling menguntengkan dan wdil sesuai bak dan
kewadiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan
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pendekatan nilai kegiatan ekenomi dalam sistem ekonomi pasar so-

sial, dapat dipakai sebagal acuan.'"!

Kepiatan ekonomi pasar sosial berisi privsip-prinsip pereko-
nomian nasional seperti yang diatur dalam Pasal 33 ayat (43 VD
1943, yang berdasar atas prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, ke-
bersamaan, efistensl, berkelanjutan. berwawasan lingkungan, ke-
mandirian serta dengan menjaga dan meleslankan kessimbangan ke-
majuan dan kesatuan ckonoed nasional. Pringip-priosip ind, menuead
pendapat ponalis, ercermin dalam Pasal 27 wang metgawr prinsip
puersamaun hak-hak dasar warga negara. keadilan. dan kewatiban ne-
gara Lntuk melindungs warga negaranya Jaet cksploilasi ckonami,

Dengan demikian: nilai-nilai Kegiatan ckenomi posae sosial
intinyd adalah kekelvargaan juga yane meawadahi prinsip keadilan
sosial dan demakrasi ekonomi. Hanya saja pertu diperhatikan babwa
dasar keadilan sosial dan demekrasi ekonomi yang 1ereermin dalam
prinsip atau asus kekeluargaan seharusnya tidak dipabambkan seea-
ra SEIMpit yaity semata-mata dalam benluk koperast atpu winit usaha
kzeil. Schab, koperasi dan usaha kecil harus hekerja dalam sistem
pasar, dan bukan uneuk menghapuskan atdu anti pasar. Landasan pe-
mikirannya adalah bahwa jika kegiatan ekonomi rakyat banyak tidak
bekerja dalam mekanisme pasar, maka lembaga tersebul lidak akan
dapat berkembang menjadi badan usaha skala besar, yang pada ha-
kikatnya pernsahaan skala besar adaliah juga rakyal.

Di sinilah suatu hukum berperan progresiy dan inovatif un-
tuk mengendalikan dan mampy mengubah perilaku perusahaan-per-
usahaan asing untuk menanamkan modalnya sesusi dengan prinsip
kemuanfastan ckanomi bagi di Indonesiz, Menpapa hukum harus ber-
peran progresit dan inovatit supaya penanaman modal asing dapat
memberi maifaal bagi keglatan ekonomi takyut hanyak dan wargn
masyarakal umwimnyi,

oz ihge Lalanre, S, £ b 9395
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Sueaed gards besar ada tiga aspek utama yang wkan menent-

ki orienlasi pembacuan landasan hukam p madub, umuk
mcseajudkan nilal-nilad keglatan chonont demikian. Talsm mela-
fenakivi pembirun Jandasan hukwm pesatamean modal, ketiga aspek
funduanenzal tersebat hurus dihert wabin, dan wahana ini lerus diagi
fwimbali apabat Ldasan hukon penanaman modal yang sudal ada

Pt I dusain hesar, din demikizn schunjurea,

Pertama, diperlukan Jandasan hukwm vang mengatur menge-
wu penanaman modal yany tidak membedakan penanaman modal
asing dengan penanaman modal dalam negerni. Oleh sebab it di
dalant keglalan penanmman modal setiap penanam modal atau per-
usahagn harns diberikar prangta hukwm yang memungkinkan men-
dapat peckakoan sama Ginpa melibat negars agal, kecuah penananian
murdal berasal dari negars terenty dimana Indenesia terikat dalam
suate purjariian alwu perjanjian internasional' Kedwo, landasan
hukum penanaman modal yang mengatur dan mensiamakan kerja
sama yang harmonis berlandaskan prinsip persamaan, keadilan dan
kekeluargaun anlara penanare modal gty perusahaan asing dengan
penanam medal atau perasabaan datam neperl. Indonesia sehaga
neyara hukum lebih mengutamakan kepentingan urnum daripada
kepenlingan individu. tanpa mengabaikan harkat dan mariabat ta-
nusin,' Sebab, keinakmuran masvarakal pada urmumnya lah vang

wiluZibi
¢ baluh koo rmcenammum medals baek cleh femanim moedyl dadan iegeri maunpun
hutbsen wsitha dliosol sl s eie epablik T

sl 31 idang-ticedang: S 23 Fahion 20907 wentange Feseamans STkl mengatikiu
utbari vt il disleagsaiban Bermarham i,
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ditttamakan, bukan kemakmuran otang-seorang. flak milik per-
arangan diakut dan dilindungi, tetapi pemantaatannya 1idak belck
berlemtangan dengan kepentingan masyarakal, Demikian pula pe-
lensi, tnisiatit, dan daya kreasi seliap orang disumbuh-kembangkan
sepenuhnya, dan negars wajib menjamin hal it sepanjang tidak me-
rugikan kepesitingan umum, Prinsip inilah yang pertu dimasukkan
ke datam aturan-sturan hukom penanaman modal untuk bisa me-
wujudkan kemakmuran semua orang, Oleh karena itu, mewuiudkan
iklim penanaman modal yang lebih baik. maka aturan-aturan hukum
mengenai penanaman modal harus disusun berdasarkan atas prinsip
demokrasi ekonomi keadilan, kebersamaan, chisicnsi, herkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian. serta dengan menjaga kese-
imbangan kemajuan dan kesawan ekonomi nasional, Jimiy Asshid-
digic mengatakan Pancasila dan UUD 1945 menghendaki sdanyva
keseimbangan dalam semua aspek kehidupan bernegara. termasuk
keseimbangan antara kepentingan masing-masing orany dengan ke-
pentingan bersama dalam kehidupan bersama, ™ Demokrasi ekpno-
mi mengutamakan kemakniuean bersama. dan bskan kemakmuran
masing-masing individu. Nilai kemasyarakstan dakam kehidupan
ckonomi tevsebul adalah kegistan chonomi yang difahsenskan dan
rakyat, vtel rakyat dan untuk rakyat.

Ketige, landasan huknm penansman modal yang nengatur
mengenal prinsip langeung jiveab sosial {social resporstbilite), batk
Perusabaan-perusahaan asing atau perusahaan mualtinasional ™ Di-
sar peraikiran dari prinsip tangeung jawab sosial pecusahaan lerse-
but. adalah berfungsi untuk mendukung terciptanya harmoni sena
pencapaian kemakmuran semua vrang dalam ani musyarakal pada

i kl.rnm\diri‘m tan
b ke ks an e husatuan ek LEETET

L malJunl\ Asshiddivgi, Kustetiese Edoveom, Penerbil Eaompers, Jabarty, 2011 hal. 2580
15 Pugal 15 Uindwng-undang e, 75 [whan 2087 :cnnm.. Fenanuman bodal, L
lain distor hakeva T mesial b it ki prinsio lalin kewla

perusalizun ving ik, dun melidkcamskar langgung jawuh sosial p:nnﬂhuan
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unmunminya, dan bukan hanya watok masyarakal tertenie. Untuk it
diperlukan landasan bukum yang berorientasi kepada upaya-upaya
untek menghemat biaya dan memaksimalkan laba, etapi juga peru-
sahaan wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia pada perusaha-
annya di Indenesia, wajib mengalihkan teknologmya kepada pihak
Indenesia, wajily melindungi konswmen, wajib melestartkan alam
dan lingkungan daiam membangun dan mengembanpkan bisnis atau
inctustrenya. Pringip-prinsip tukum yang harus melfandasi regdm un-
dung-undang penanaman modal asing adalsh prinsip meadatangkan
nanfiot bagi rakyat dari adunyd pensnaman modal.

Privsip mendatangkan manfaal bagi mkva ukan dibahas
celbin tiga prinsip yatlw, Pertama. ponsip Mempenimbangkan Ke-
mentingan Padral. Kedrr, Prinsip Skaly Priveitas. Ketige Prinsip

Mempergunakan Tenaga Kera Indonesia, Ketiga pringip ini meru-

pakan hat peny anggs dan prinsip mendatanskan mantiat bapl rak-
vt dalam kegiatm penamaman modal.

wo Brinsip Mempertimbunghan Kepentingan [Dacraiy

Prisysip alaw asas ind haris dijabarkan dalam dasar pemi-
kiran rezim LT Penamaman Modal, Dasar pemikinan dibuaainya
susll peraturan perwndang-undangan, lazimaya ditemukan da-
iwm konsidetans menimbong. UL Penanaran Modal menyebut-
kan: unuk mempercepat pembanguttan ckonomi nasional dan
mewljudkan kedaulaan pohik dan ckonomi Indenesia diper-
lukza peningkatan penanaman modal untuk mengolah polensi
ckunomi menjudi kekuaan ekonumi riil dengan menggunakan
mwndal yang herasal. baik dari dalam negeri maupun dari luar
npori.

Diwsar pemikivan ini sebetulnya sejatan dengan dasar pe-
mikiran lndang-undang No. 1 Tahun 1967 wontang Pengnam-
an Modal Asing vaite mendasarkan kepada kemampuan serta
kesangeupan sendin dan tidak boleh wenimbulkan keseganan
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untuk memantaatkan potensi-potenst modal. teknologi dan skill
yang tersedia dari luar negerl, selama segala sesuaty henur-benar
diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat wopa mengalki-
batkan ketergamntunpan terhadap luar negen. Tsmal Sony dan
Rudiore Rochmal melibat lebih luas kepada dasar pemikiran
undang-undang penanaman modal, tampak dalam prinsip-prin-
sip ckonomi yang rastonal dan reafistis dalam arli memberikan
kepada prinsip kemandirian. Prinsip ini mempertimbangkan
manfaat dari modal asing, tetapi tdak mengakibatken ketergan-
tungan terhadap pensnaman modal asing, dan hars s
dimantiatkan demi kepentingan ekonomi rakyvat' ™ |ehih lanim
[stmai] Suny dan Rudiors Rochmat menpatakan bahws prinsip
memperlimbangkan kepentingan daerah wdalah adanya kehijak-
an dasar uniuk mengtapkan daerah berusaha penanaman maodal

vy untuk

asing vamg sangal penting untuk mengusshakan pesmbangunan
dun pemerataan di seluruh daerah di Indonesia'"

Jadi, prinsip mempertimbanpgkan kepentingan dacrah
‘adalah saiah satu upaya untk mencegah dominasi modal asing
terhadap perckonomian nasional. Hal ini tentu saja mencegah
akiivitas penanaman muodal asing yang tidak teelepas dari motif
penguasaan sumber kekayaan alam yang terdapat di daerah,

Dalam penerapan prinsip mempertimbangkan kepenting-
an dacrady sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan ridak ada keten-
tuan yang mengawr dengan jelas akses serta kompetensi daerah
untuk memperoleb alokasi sumber daya yang lebih baryak, yang
skan menunjang pragram pembangunan dan pemerataan pemba-
apunan di selurub daerah di Indonesia, eerutama di Kawasan Ti-
mur Indonesia, Cakupan kewenangan ini secara yuridis-formal
lebil besar dart kewenangan pemerintah daerak, karena kebu-
tuban penanaman mudal hanya memperhalikan kebuauhan pena-

I farmndl Swny ddan Rudione Bolimay, e Coehal. 14
Ut 9
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mabm ekl o caeridy, buhan mencakug kebuluhan penanaman
el i diserah Akibalns o, pemeriniab dacrah tidak cubun kuat
kowernangannya untuk weneadentifikasi potens sumber dayva da-
criah. menyusun progrim pengenthangan penanartan modal. dan
menctaphan kebijakan pereberin insentif khusus di luar Rewe-
pangan fiskal dan moneter sesuai kewenangan dacrah kabupa-
ten/kata,

Dalam keadaannya sckarang, pembangunan dan kemaju-
an suatu daerah Ldak merata dan tidak sama pesat dan maju, Be-
burapa dagrah mencapal pertumbuban cepat, sementara daerah
lain mengalami pertumbubian vany lambal. Perabangunan ¢ko-
noemi dalam kunteks negara vang tidak merata dapat menimbul-
kuy kesenjanuan dagrah ataw wilavah, Dengan kats Jain. kemak-
muran suatu negara befum tentu suati dacrah akan menjadi mak-
mur. Oleh karena itw. pembaruan dueesh usaha bagi penanam-
an modal asing adalah dibutubkan kualifikasi dan koantifikasi
kewenaman yany Jebib banvak kepada pemeérinah dagrab dan
sy arukatnva uniuk mengelala swnber daya vang ada, Selain
i, kegiatan penanaman modal asing di deerah akan membentuk
stk poki kemitrian wiksra pemerniniah dacrab dengan swasta
vk menciptakan suglo lapangan kerja, mendorany kepiatan
chonomi dan pertusbuban ekosomi da strategi pemerintalt da-
crab uniak merciurmuliest sumber pendunaye. Anggaran Pendy-
pata Belagja Daceah,

Sulamjuina, wentulan peetiruen dserah usala penanam-
an madal asing lersebut atau dikenal dengan prinsip memperha-
tikun kepenlingan Jaerah adulah agar penanaman modal dapal
meadatmighan kemantiamn ckonony secara langsung kepada
rakvan di daerah, Seiain jw. prinsip ini udak menimbulkan ke-
seijungan wilayah, Arus penanaman mudal yang tegadi selama
ini banva terpusat di Kawasan Bars Indonesia. Untuk sekadar
Husteasi. dapat diliban timpangayva arus peranaman modal di Ka-
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wirsan Barat [ndonesia dan Kawasan Tiroor Indonesi, Nilui pe-
nanaman modal sclued provinsi di Indonesia pady tahuan 2007
tidak proporsional di masing-masing duerah. Tidak jelas penye-
bab ketimpangan penanaman medal asing maupun penanaman
modal dakim megeri vang sangat mencolok di masing-musing
daeral kawasan barat dap kawasan timur Endenesia.

lowlikasi ini menggambarkan hahwa prinsip memperha-
tikan kepentingan daerah sangat penting ditakukan. kidrena ke-
hadiran modal asing banya dapal memberi maniial bugi pere-
konomian dan kesejabiteraan rakyat jika pemerintak daerah di-
beri wewenang dan otoritas dalam beruuk hukum agministrasi
vang lchib besar, dan lidak seperli yang ada selama ini, yaitu
hanya terbatas pada izin lokasi, IMB, izin gangguan/HO dan
lain-tain perizinan yang bukan bersital persetujuan petanarman
medal, Sepertl diketshui bahwa Indonesis adalah negara yang
besar dan kaya sumber daya alam, dan karena ity banyak sekali
manfaatiya yang diharapkan dapal diperoleh dari kendisi sume-
ber kekayaan atam ini jika pemerintah dacrah dapat memanfaat-
kan semaksinal munglkin landasan hukum di'bidany penanaman
modal vang berlandaskan prinsip memperhatikan kepentingan
jekonomi) dagrah.

Sehubungan dengan pemberian kewenangan pemerintah
daeral vang tehih besar dalam penanaman modal sehagai mani-
lestasi Jari penerapan prissip kemanfaatan ekanomi dani pena-
naman muodul. maka kebutuhan penanaman modal nesional harus
mengpambirkan kebutuhan penanaman modal daerah, Dengan
demikian. kehuiuhan penanaman modat nasienal mencakup pula
kebutuhan penanaman modal di dacrah. Menjadi pertanyaan ada-
Lith apukah manfaat kehadivan madai asing bagi perckonomian di
dacrah? Masaiah yany kite hadapi sckarang adalah Indonesia be-
lum menjadi negara tuan rumah yang mempunyal kapasitas dan
kreativitas dulam membentuk landasan hukum di bidang cko-
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nemi melabul catu-cara dipergunakannya konsep maksimalisas)
ini uniuk memantaatkan modal asing, Dampak neganf udak di-
pereaakannya konsep maksimalisasi dulam keghutan pengnam-
an moddal tampak pada tndakan BRIM mengendalikan proses
perizinan penanaman modab Uindakan pemerintah pada bukan
April 199 telal menutup peluang dacrab untuk meningkatkan
day ractgembangkin perekunomjan metalui penanaman modal,
Penanar: modal cukup mengurls proses perizinan penanamian
miesda] i 3K,

Drawraly menreriukan hessenangin vang tehib besar meta-
{ui relommasi regulasi untub pengiekuan hewgnangan itu efekdf
berlaku, Brinsip memperhinikon kepentiogan daerah memperka-
at alasin i oawes, Apalagi serclah keluamya UG New 23 'Tahun
2014 wntang Pemerinahan Daerah, maka daerah tefah diberi
pramata hukum entuk meniamin hal iw dapat erwujud, Dasrah
tefuh diberi kewenangan vituk memberdayakan perckonomian
di daerah melatel penanaman modal, Hal ini berarti bahwa, ke-
buluhien penznaman modal nasionat harus mencakup pula kebu-
whan penanatnan modal di daerah. Demikian pula dalam peren-
canaan penanamart modal nasional harus ada pemetaan pereko-
nomian daerah yang nenjadi dasar kebutuhan penanaman moda!
nasional,

Agar penanaman modal dapat mendatangkan manfaat
ekonomi bagi rakyat dapat dijelaskan melalui analisis davi teori
mendapakan kéuntungan melalui perdaganparn, vaitu the gains-
i irede theorent, Teotl inl mengatakan bahwa perlu mermak-
simalkan Keantuspan dari perdagangan anpa ketakutan akan
adanva pembatasan dalam hal perdagangan bebas, '

Prinsip mempertimbangkan kepentingan dacrah merapa-
fean bagian integeal dagi pombasgiman ckonemi nisional. Proses

ST Lahat Yl Pt ha, 180 g Dl 2672700
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plobalisasi penanaman modal, tidak dapat disangkal lagi telah
membiky standar pembangunan dagrah sesua dengan pemba-
ngunan ekonomi global. Ijjuan utama penctapan daerah usaha
penanaman modal adalah untuk menghindari kesenjangan pena-
naman modal di daerah. Oleh karena i, penctapan daerah usaha
tersebut, untuk mendukung kepentingan ckonomi daerah, maka
diperlukan pembaruan peringhal duerak berdasarkan kelayakan
penanaman modal. Jika pembaruan tersebut diimplementasikan
{ghih lanjul ke dalam peraturan perumdang-undangan. maka pe-
aanaman modal dapat mendatangkan manfanl ekonomi yang
sesungguhnya bagi ducrah. Pembaruan peringkas dacrab akan
diketahui daeraly mana yang memiiiki iklimy penanaman madal
vany baik atau daerah mana yang kureng kondusi? ikinm pena-
naman medalnya, Pembarcan pecinghal daerah jugs skan sangat
herguma hagi Dnvesterperasahaan asing yang akan menanamkan
mesdulnya di dacrab.

Berbapai perebahan lerschub bares etap herpegang poda

prinsip kemanlaatan. Prinsip kemantaalan modisl asing dipe
kan uniuk menggerakkan perekanemian, menyediakan lpang-
an kerja untuk jangka pendek. serta pembenahan perckenomian
nasional untuk jungka pafjang. Bagi dacrah-dacrah yang belum
menyerap peminaman modal yang muendukung perekonomian
daerah, lerutama di Kawasan Timue Indonesia perlu dibangun
infrastruktur hukwm yeng Japal mendoreng arus penanaman
mondal khususnya penanaman modal asing dan memberi jamin-
an perlindimgan penanaman modal, Pembangunan ekonomi du-
crah tldak akan berhasil tanpa landasan hukum yanp kuatl dan
responsif. Landasan hokum vang kuat dan kelembagaan pena-
namman modal vang kuat, hanya dapat dicapai metalui reformasi

reguiasgi,' ™

2 hal Richard A Pesnes, | Cevating e desad P ¥ o B Deavlounn
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Dalam komeks vlonomi dacrah, retormasi repulasi ter-
tadap dierah berusaha perusahaan pepanaman modal sangat
penting bagi pemcrintah dan masvarakal i daeeah mencapai
mantaat vkonomi untuk meningkatkan pelayanan dan menia-
min keseiahtersan masyirakat (sociod security regeac), Untuk
mendukung dilakukannya perubaban mengenai daerah berusaha
perasahsan-perusalaan penanaman modal, khususaya di Kawa-
san Timur [ndonesia vang mendasarkan prinsip kemanfaaan.
Banyak penanam madal asing akan menanamkan modalaya di
Indpnesia apabila. Pertama, pemerintah 1erus menerus memper-
Dbaiki iklim usaha yung kondusit di selurah wilavah Indonesia
wermasuk pemberian insentf kepada penanam modal beth yang
skala kevil mawpun ying besar. Prinsip ini wrmasuk pemberian
[sililus fiskul dan non fiskal, kemudahan perbisynan dalam ne-
geri dun kemudahan berusaha lainnya, Aeduw, percepatan pein-
bangunun frasteukiue ato prasarana sk i wilayah Kawasan
Tirur Badysesia termasuk pembangunan jalan fintas skonomi,
seperli Kalimanan. lintas kereta api Sulawesi, lintas Papua. pe-
labuhman-pe labulian di Maluke, Nuss Fengesra Barg dan Nusa
Fergggar Ll serta prasaranyg bsik inays sepenti wkaologi
infvemasi dan telekinnunikisi, Koz, melanjuikan pembang un-
arl dun penpembangan Jden

1 reerrlilthasi puisal-posat por-
Lumibalin choromi dan bisms seperttc Kavwasan Pengembang-
an Ekommni Terpadu (KAPETY. dan penpembangan kawasan
pelabubiny bebag (frev trody zone). Keempat, melanjutkan dan
mendorong pengembangan Kerja samy Ekogumi sub Regional

W penanaman modai sepecl ying ikatekan P
ke mbnng piuk A degrial i i, Lol
g nedulab mengadops selih atau schigids dari hukum wegara lain wntk
kemudlian i aiban cengan corgh hukume vung perlikd i datom imasyarakss nesars yang
Dersungkuzan, [l Koateka penangeen moda, hukam suaem negers akun berpengaruh
el b negam laindihat pgn Seetandyo Wignjoseebroto, Hukiea dulest Magvarukat,
Perbenthorpng doan Yenubah, Malimg: Haysmedia Publishing, 2008, lat. %8 - 99 v
11 I v ket et b Tk e yotieg bersarakleristik maspearekat.
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seperti BIM -EAGA: Brunai Darussalam — Indonesia Malay-
sia — Eestern ASEAN Growth Area, dan AIDA - Anairatia Deve-
lopment Area. Kelimg, Percepatan pengembangan sumber daya
manusia dan Leknokbogl melalui pembenahan sistern pendidikan.
pembangunan sarana pesdidikan dan pelaibas vang memadai_
Keenemt, memolivasi peceepatan dan pemingkatan peran Usaha
Wikro, Kecil dae Merengah melalod Msilitasi sarna informasi
pemasaran dan husiness nel working.

Seratan dengan kebijakan DML suatu hal perlu dicals
adalah dibwiubkan sclain kemauan potitik dari pemerintah pusal
untuk mendarong dan menfastlitast penanaman maodal di seluroh
daernh di wilayah Indonesia, juga perlindungan hukum, sistem
birokrasi dan perlindungan rasa aman dalum negeri {stabilitas
pelitik)selalu havus dijaga supaya menarik bagi penanan mirdal
astng menanamkan modalnya di deevah, Berbagai upaya tersebut
mensyaratkan balwa prinstp memperhatikan kepentingan daerah
dari szgi hukum harus disusun berddsarkan prinsip kermanfaatan.
Mamun, perfa diingat bahwa pembenilukan peraturan-peraturan
daerah di Midang penznaman modal harus sejalan dengan per-
aturan yang lebil tingpi sebagai landasan penpaturanayz, sera
adanya lubungan yang serasi antara pusal dan daerah serta amar
dasrah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila regulasi
dan kebijakan hukum di duerah dapal menerapkan prinsip ke-
mantaatan dalam kegiatan penanaman modal.

Digamping prinsip Jdi aas, kebijakan dasae negara po-
nerima modal pertu pula menerapkan beberapa prinsip kukum
desenizalisast dalsm mendukung perbangunan shonemi seca-
ra makre i bidang penanaman modal, yaite Periaen, Prinsip
Proporsianai, Pringtp inl diwujudkan melalui pelaksammn kewe.
nangan pemerintah dacrah untuk mengelola sumber-dava alam
di wilayabmya, serta perindustrian dan perdagangan, termasuk
menentukan struktur organisasi dan aparatammya sendin, Prinsip
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s diperlukan untuk mengontrol kebijakan penanaman medal
mengingal jangkiuany kowenangan pemerintal daerah dalam pe-
Taksunaan otosomi dacrah adalat seluas-buasnya, namun tidak
vanpi butas. Artnya, ada kewenangan werentu yang tdak dapat

ditserikan hepada pemerintady daceal. melainkan menjadi kewe-

magan pemierinzah pusal sepeeti petnberian win dan pengendali-

anuntuk kegiasan uti Bidang wsahi benekaelogi strlegis serta

mempunyal derajat kecangeihan dan hevisiko tinggi. meliputi
perserjaties. tuklic dan rekavasy genetika. Selasjuinyva. dulam
prluksunaan kewenangan pemeriniih doeral diberi Kesempatin
untuk mengeida sumber daya otun di wiliyahrva, weapi tidak
hanya ditujukan uptuk kepentingas daerah saiz melainkan juga
wntid kepentingan doacrab lainoya. Prinsip proporsimsal i so-
nuat diperiukan dalam pengebolaun sumber kekavaan maodal di
daerah adalah untuk mencepah persepsi exvelidve kedaerahasn,

Prinsip proporsional diperlukan dalam mengatur dacrah
hérusuha bagi peranam modat, baik asing mavwpun dajam negert,
Prinsip ini muncul sebagai akibat pembetiug wewenany pada pe-
merintah daerah kabupatendota untuk mengelola sumber daya
alam Ji wilayahnya masing-masing, vang nendasarkan olonomi
daerah. 13 dalam keglatan penanaman modal, pemerintah daerah
lehih cenderug membuat kebijakan permsnaman modal yang me-
langgar prinsip desentralisasi. Hal int diindikasikan mulatui ber-
bagai kebijakan atay peraturan deerab, ¥ai pemnerintah daerah
akan memperbanvak objek pajak dan reribusi dierah, menelap-

 lambahan dilam berurusan dengan reokrase. petizin-
wnn dan pelayanan penanaman modal. Hal il membuat invesior
2 b hwwatir daes mengurongkan mstoya oluk meranaokan

modateya di doerab. Otoenomi-daceal seharusnya dioperasionsi-
Ratin darfarn menciptadkan tklim penanmman modai vang kondusil,
sefngen daerahn o menjodi wilayah vang ienarik bags para pe-

nutine wdal utole menasambkan medubinea,
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tklim penanaman modal yang kondusit sema birokra-
91 vang sederhiana jauh lebib peniing dibanding dengan insen-
uf fiskal, seperti fox Aaliday wetel memics penamaman modal.
Dengan kata lain, pelaksanaan olonomi dacrah, merapakon alat
vang etektif (fufl fircior) untuk mengundang investor. Tlal ini se-
nada dengan pendapal Mardiasmo yang mengatakan bahwa. pe-
laksanaan otonomi daerah di tndonesia dapat dipandang scbagai
suaty strategi yang memiliki tnjuan panda. FPerioamg, Pemberan
wonomi daerah merupakan strateyl merespons tuntutan masya-
ritkal daergh terutama disteibusi pendapatan. Kedvea, olonomi
daerah dimakstdkan sebapai strategi untuk memperkual pereko-
nomian dacrah dalam rangka memperkokoh perckonomian nasi-
pnal."™ Dalam kaitan dengan pembarian daerdh berusaha peru-
sahaan perlanaman modat, perlu dipertimbanghan werutama yang
menyangkut berbapai taktor berikut ini: ¢ b membagh wewenang
maging-masing scoarg proporsional tanpa melogear semangad
desertralisasi. Pembagian peran ind diwojudkan datany pengatur-
an, pengelelaan sumber dayva alans secura proporsional, sehingga
daerah dapat mengurus, mengatur, memanibatkan sumber daya
alimn lersebut atas prakarsa sendiri, dan tidak meragikan ma-
svarakart dan dunia wsaha. (27 Dalam membust peraburan daerh
{tegislasil, perlu Jiperhatikan bahwa pembuatan kebijakan atau
pengaturan pehanman madal di daerah baik herbentuk perat-
an daerah slow kepuiosan lainnya tetap mengacu pada kebijakan
nasiinal di bidang penanamah modal pada khususnya dan ke-
bijakan pembangunan hasional waumnyi (3} Dalam membugat
peraturan daerah tidak holeh bertentangan dengan kepentingan
yrurtt, Lidak boleh eksklusil, dan tidak boleh benentangan de-
ngan peraturan yang lebih 1inggi. alan melampaui kewenangan-
nya, Kedwa, Prinsip Pemerataan dap Keadilan, Prinsip int tduk
hanya ditujukan untuk kepentingan daerahnya saja. tetapi juga

hat. Mardissme. (tanomr don Magnemer Kowasgan Daerafr. ANE Yoevakavi,
H02. hal. 35

MUKLM PENANAMAN MODAL A5ING 133



dibapi dun dimanfaatkan bersama antarz pemerinkah pusat, pro-
dan daerah letangganya. bahkan seluruh dacrah di Indone-
sin. Pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh pe-
merintah dacrah dan dunia usaha terutama dimaksudkan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejaliteraan takyat i dae-
rah bersangkutan, telapl dalam banyak bal dapar saja digunakan
untuk kepentingan atau unwk kesejahteraan pejabar-pejabat di
daerah dan keluarganya yang divtamakan. Ketige: Prinsip Me-
ningkatkan Peran serta Masyarakar. Prinsip ini meliputi dua hal,
yailu: (14 fungsi dan perenan Dewan Perwakilan Rakyat Dac-
rith yehagai partner pemerintah dacrah untuk mengelols sumber

wing

dava alam. sehingga tereapal saling mengawasi dan saling men-

Adukamg {edecks aned bofiices), (2} harus dapal diskses dao di-
Yomunikasikan kepady musyarakit baik Tangsung maupun tdik
langzung, Perhatian levhadap peotingiya peran sena masyarakat
Utk wreEek in estor asing menanamian modalnya di daerak,

mstneah selagai akilal perpisiuan ovicntasi pentbanguran dari
cuprital Bvestrent greneth madel dan people cenferad basic ne-
cuby aproceh, dan bukan pergeseran dari kedua model dtu sepecn
divakin ke
i dibemukakan i ¢

Ianyakan ahli ckonomi pembangunan. Kedya prinsip
s

ay senanliasy saling beckaitan, dengan

pungertian bahwa prinsip-prinsip ila mengusahakan agar dalam
menarik penanan modal astng hareslah mendatangkan kensan-
Fauttan bagl perekonomian dacesh.

Skala Prioritas
Prinsip ini wreenn daiam ketentvan Pasal 12 D17 Pena-
naman Modal vang mewajibkan pemerintab untuk menentukan
bidany-bidang usalia bagi peranam modal dengan menentukan
berikut:
{17 Semua bidang usaba atau jenis wsaba terbuka bagi kegiat-
an penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis ussha
vang dinvatakan wrtaenp dan werbuka dengan persyarstan,

—
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{2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing ada-
lah:

a. Produksi senjats, mesiu, alal peledak, din peralatan pe-
rang, dan

b. Bidanp usaha yang secara cksplisit dinyatakan tertalup
berdasarkan undang-undang.

3 Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menelapkan
bidang wsaha yung lertutup untuk penanaman modal, baik
asing maupun dalam negeri. dengan berdasarkan kriteria ke-
schatan, mowal, kehodavawn, lingkungan hidup. perealisnan
dan keamanai nasionat, serta kepuntingan nasional lainnya.

14} Kriteriy dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan
yang terhika dengun persyaralan serla daftar bidang usaba
yang tertulup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-
masing akan diatwr dengan Peratian Presiden.

{3} Pemerintaly menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan
persyaraian berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yai-
tu pertindungan sumber daya atam, perlindungan, pengem-
bangan usaha mikro, kecil, menengah, dan keperasi, penga-
wasan produksi dan distribusi, peninghatan kapasitas tekno-
logi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan
badan usdha yang ditunjuk Pemerintah.

Selanjutitva, Pasal 13 Undang-undang Mo, 25 Tahun

2007 mengatur kalepori hidang-bidang usaha mikreo, kecil, me-

nengah dan koperasi untuk pengembanpan penanaiman maodal

menyalakan:

(17 Pomerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadang-
kan untuk usaha mikra, kecil, menengah. dan kaperasi serta
hidanyg usaha vang terbuka untuk usaha besar dengan syaru
harus hekerja sama dergan usalin oukee, kedil moenengah,
dan koperasi.

cukan pembinaan dar pengembangan usaha
sah, dun kogoras:

£33 Pemeringah meli
mikro. ki

. umener malalut program ki

MRS
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e, peningkatan iy saing. pemberian dorongan ine-
vasil dan periuasun pasar serta penyebaran informasi vang
sehuas-luasnya,

Burdiasurkan keteoan Pasal 12 dag 13 UL Penangman
Mundal, padda disaenyva menganual praesip kebehasan untuk me-
natattkan rodal (feeedar i iavesr), di setiap sellor elonomi,
lermasuk jumiali modal yang akan ditanam oleh investor asing.
kecuall apabila kegiatag di sebtor-sektor tersebul dilorang oleh
pemecrinlah, Domrikian juga, para penanaim modal asing dibori-
kan kebebasan menanamkan modalnya di bidang-bidanyg usaha
yang ditkdehkan dapat dilakukan dengan kerja sama denpan in-
vestorfperuzabaan fosr countp.

Keppres No, 96 Tahun 2000 jo. Mo, 118 Tabun 2000 ten-

Lang Bidang Usaha yang Terwulup dan Bidang Usaha yang Ter-

buka dengan Persvaratan Tertentu Bagi Pananaman Modal Asing

mengalur empat henlwk star jsngkavar dad bidang usaha vang
tertutup dan yang terbuka, vait:

1. Daftar bidang usaha vang rertatup muthak bagi penanam mo-
dal. meliputi sebelas bidang usaha. Misalnya, di sektor perta-
nisn adalab budidayva dan pengokahan ganja dan sejenisnya.

2. Daftar bidang usafa yang terwup untek penanam modal
vang dalam modal perusahaan ada pemilik wargs negara
asing dan‘atau badan hukum asing, vang meliput delapan
bidung wsaba. Misalnya, di sekur Peehubungar adalah ang-
ki takesizbais s pedayarin akyal,

3. Daltar bidang usaha yung lerhuha detgan poesyaratan pa-
lwigan antars nedal asing dan modal dalan neperi. Misal-
nya, hupemibka sahan asing 93%. dan nusional 3% adalah
prnbanguien dan pengusabaan pelabuhan. kereta api, pro-
dukst, transmisi dao distribesy Bk,
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4. Daltar bidamg wiaha yang terbuka dengan porsyaratan wrien-
tu. Misalnya. di sektor ketavtan dan perikanan adalah bekerja
sama dengan perikanan rakyat.

Dengan demikian, tampak bahwa, tjuan wams Jan ke-
hipskan [IND 1ersebul mencerminkan upaya pemerintah unwk
memperhatikan kepentingan daerah terhadap penanaman modal.
Hal ini tenuw saja dimaksudkan untuk mendukung pembangunan
ekonemi seeary makro di dacrah, Manfantnva adalah, membert-
kan peluang yanyg lebih besar kepada pengnam modal asing de-
ngan carg menguranyi bidang usaha yang tertutup mutlak. Seria
memberikan kepastien dan {ransparansi bagi calon penanam ma-
dal asing memilih bidang usaba yang diminati,

VU Penanaman Modal mengatur bidang usaha lebil hi-
heral dibanding Undang-undang Penanaman Modal Asing No.
I Tahun 1967, letapi  lidak mengatur secara tegas mengenai
larangan bapi penanam modal ssing dan/perusahaan asing ler-
hadap pengruasaan sepenubnya ddn cubang produks vang pen-
{ing dan menguasai hajal hidup orang banvak. Undang-undang
hanvys mengatur nwengenen katepon bidang-bidang usaha yang
dilarang atag tertutup bagi penansm mwadal asing. weiapd kreeria
dan porsvaratun mengena bidang ssabo yang tevtuer dan yang
terhuka ditgtaphan oloel Presiden'™' secara pespuasaan penub,
vukti pelabuhan-pekabuban, produksi. tnsmisi, dan disirbes
iistrik untuk wnuam. telekomunikasi, pelayaran, penerbangan. air
minunt, kereta api. pembangkil tonaga atom. dan mass riedia,

Selain itu, guna menciptakan iklim pepanaman modal
vang kondusii, maka diperbukan reformast regulasi teruama ter-
kait dengan prinsip penyusanan skala prioritas alau prinsip ne-
geatdf Hist, yaitu:

ikt Pasal 12 myz (30 dams 1<y Uiidaske-undang ki, 25 Fahun 2007,

HiLA PENAHAMAH MODAL A5G 134



1. Bidang usaba yung terutap umuk penanam modal asing,

2 Bidang usaha yang wrigtup bagi peoguasaan penuh, vhitu
seklor usaha yang mengeasai hajat hidup orang banyak.
3. Bidang usaha vang dilarang bagi penanam modal asing, yai-

tu sektor yang menduduki peranan penting datam pertabanan
e,
4. Bidang usaha vany tidak boleh untuk penanan modal asing.

Bertitik lolsk pads formula bidang-bidang usaha pena-
nam modal asing seperti diator dalam Pasal 12 UY Penanaman
Modal, erlilud kewenangan Presiden sagat hesur dalans menc-

sapkan bidang-bidang usaha bagl pepanam modal asing. . Pene-

apan Kriberis dan persyaraten dang usaha vang terlutup misu-
pun vang terbuka merupakan kebijakan yamg mempergimakan
prinsip szdesimatisast, satie mentanfaarkan semaksinal mung-
kin Tatidasan hukum ying mempeeyai daipak dalam bidug pe-
nanaman awrdal. Seluin fta kebijukan dasar dan pemberlukuan
persyaralan dan krtleria ferhadup bidang-bidang usalia tersehuy
menjadi salal satu metode dan srategi untuk melindungi ke-
rrentingin ckonomi nasicnal dari dominasi modal asing. Hal ini
pesTu dipertimbangdkun kebih mendalam. sebab secara cksplisic
Indonesia melaluwi UL Penanaman Modal akan diakai sieh ba-
nyak ahll babws Indonesia adelah negant modern  menganut
kebijakan pintu werbuka (pragmatic open door approack) terha
dap pennam modal aging. Penanan modal asing tidak dilareng
mernibiki saham 100 % (fivedon 1o invest) kecuali sektor-sekior
wsala (fielel wnel aviivity for foreign imestoment), yang menyang-
kut hapst hidup orang banyak dilarsng memitiki sefurol saham
dalam perusahaan. Dengun perkataan lain, semua bidang usaha
puda dasarmya wrbuka untuk penanam modal asing, kecuall yang
ditetapkan dalam Puraturan Presiden.

Hal lain yung perlu diperlimbangkan dalam pembaruan
bidang berisalia penanam modal asing adalah persyaratan modal
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aging minimum tidak perlu lagt dipersyaratkan, dan tidak perly
lagi ada batasan-batasan jumlah penanatman modal. Persyaratan
inj sudah saatnya dilepas, agar iklim penanaman modal menja-
di lebih baik. Bagi penanam modal asing yang sudah ada bodeh
melakukan perluasan bidang usaha kecuali vang dilarang dalam
dafiar negatif investasi.

Reformasi bidung berusaha tersebut terkait dengan per-
lunya prinsip skala prioritas dieveluasi, diperbaiki dan disem-
purnakan, yakni bidang-bidany usaha ckonomi mana yang hisa
dilepas, vang masih belum holeh ditepas, dan vang masih sulit
dilepas atau hidang-bidung usaha yang masih perlu dipertaha-
kan. Tajuaneya adalah antuk memberi peleang dun perlakuan
¥ang sama kepada Rvvestor asing. Prinsip skala prierias juga sa-
ngat bermanfaal untuk memberikan kepastian usaha dan teanspa-
ransi bagi pelayanan penanamag modal.

Ke semua bidang ini terlulup bagi penamam modal asing
dengan pengussasn penal, teapi tidak ada pembalssan menpe-
nai berapa persentase pemitikan pikak Indonesia schingga asing
diperbolehkan. Hanyy Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994
tentany Peribikan Sabam Dalam Perusahaan vang Didirikan Da-
lam rangka Penanaman Modal Asing yang mengatur secara togas
mengenai diperbolchkannya penanam modal asing menanamkan
mndalnya pada bidang-bidang usabi yang tergalong penting bagi
nepara, dan diperserpit lagi pada bidang-bidang usaha yang me-
nguasai hajat lidup orang banyiak dengan syaral apabita ada sa-
ham peserta Indonesia minimal 5% dari scluruh modal diselor
perusahaan pada saat pendirian. Babkan matend mualan Peralur-
an Pemerintah No. 20 Tahun 1994 masih sangat interpretalil,
yakni apakah bertentangan atau idak dengan Undang-undang
Penanam an Modal 2007, karena regulasi ini hanva monyehut
kata “idang-bidany usale vany tertutup dan vang terhuka” dan
bukan menelapkan bidang-bidang usaha “lerbuka dengan pangu-

T
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st sepenuhinyg oleh asing dilurang™. Apakah misalnya hanya

dengan pemilikan saham peserla [ndonesia den/atau swasts nast-

vanal sekurang-kuranguya 5% lulu diangpap Hdak bertentangan.
Apakah dengan kandungan lndonesia 5% ersebul sudah dapat
bermanliel bugl sebesar-besarnya kemakmuoran sclural vakyat
Indonesia sehagaimana dicita-citakan sleh DU 1945,

Bidang usaka vang tertaiug untuk penanaman modat me-
mwral Draflar Negatit Investasl terdapat 20 (dua pulsh) bidang
usaha yang tertutup untuk penanaman moedal baik asing maapun
dalam negerd™? Setelab VU Cipta Kerju. bidang usaba vang tee-
Ltwp dikurangi menjadi 6 {enam) bidang usahy, vaitu sebagai
bertkut: (o) budi deva dan industrl narkotika golongan 1, (h) se-
izala bentuk kegiatan perjudian dan/atou kasino, () penangkapan
sepsis Tkan yang lercamium dalam Appendiz | Convention on
Internotinnal trade in Endurgered Speciey of Wild Founa and
Figra (CITES), {d) peman fitan atae pengambilan korel dan pe-
marlaatan alau perigambilan kavang dard slam yang digunakan
untuk bahun bangunantkapuckalsium, akoarium, dan suventr/
perhigsan. serig koral hidup atan koral marn (recend deaih corol)
dart alam, oY industel pembuatan senjaca kimia dan (f) industel
balan Kimia industey bahan perusak lapisan ozon'™' Ketentuan
lebil Bl migngenat persyaratan pengdnmnen modal distur da-

larn peraturan presiden'™

ah
dan Koperasi L Cipa Kega mencabut kewajiban pesiwyineah

Mongenad pengembangan Usaha Mikeo, Kedil Mung

nusal menelapban bidang usaha yang dicsdanghan kaleu pringip
skala prioeitas tersebut dianalisis dard segi pendelatan ekonont

L ampdran | Peraturae Presidon Mo, d4 Tahen 2006 wengang Dafar Ridang Elaba yang
Forluluers ez kg Usitha yiom Terboka deoyzam porsyanata Jf Bidimg e iasan st odai
Sl B2 et 12 DD Ponanwman Madil scbagainuie elab divebeah denpan V1 Ciple
Boerji
Pl B avat (43 EIED Pemeemian Modal schapasitusng iolab divbah denpan UU Cipla
Rerjin.
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dalam hukum. santulan penpurangan hidang-kidang usaha yang
tercanturt dalam Pasal 12 UL Penapaman Modil ini merupakan
Parelo cefisiensi dengan mempergunakan prinsip maksimalisasi,
yaity memanisakan somaksimul mungkin prinsip skala prioritas
hidang-bidang usaha bagi penanam madal asing untuk menda-
tangkan manfaat skomomi bagi rakyal. Scloie i, penyempur-
nuan dengan cara melakukan pengurangan bidang-bidang usaha
tersebin menjadi salah satu metode dan steategl wntuk melin-
dungi kepentingan ckonomi nasional dari dominasi modil asing.
Hal ini perlu dipertimbangkan. sebab secara eksplisic Indone-
sta melalui rezim undang-undang penanam modalnva diyakin
banvak ahli menganut kebijakan pinte werbuka Cerogmdic open
ooy approack) terhadap penansman modal asing. Berdasarkan
prinsip maksimalisast penanam modal asiy tidak dilarang mee-
miliki saham 100 % {feedom o owest) kecuali sektor-sektor
usaha (fefed cnd activity for foveign trvesimenn), yang manyang-
kut hajat hidup orang banyak dilarung memiliki sclureh saham
dalam perusahain, Dengan petkataan lain., semua bidang wsahs
pada dasamya terbuka untuk penanaman modal asing. kecuall
yang ditetapkan dalam daftar negatil investasi. Kebijakan ind
menckankan kepada cost-henefi racin yang bisa mendatangkan
keadilun.

[1al lain vang perlu dipertimbangkan adalab peinsip per-
syaratan modal asing minimum sudaly seateva dilepas. agar ih-
lim penapaman modal menjadi lehih haik. Bagi penanam modal
asing vany siudah ada bobeh melakukan pertuasan bidung wsaha
kecuali yang dilarang dalam dafiar negatiling estasi. Dalam kon-
ks mendatangkan manfaal ckonomi hagi rakyat. prinsip skals
priotitas perlu senantiasa dicveluasi, diperbaiki dao disempur-
nakan. Hal ini dimaksudkan uatuk mengetaliui bidang-bidang
wyaha ekouomi mana vang bisa dilepas, yang masih belum boleh
dilepas, dan yang masih sulil dilepas atau bidang-bidang usaha

—
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vang masih perlu dipertahakan. Tujuannya adalah uniok mem-
beri peluang dan perlakvan vang sama kepsda peounam modal
asing. Prinsip skala priotitag juga sangat bermanfant unituk mer-
herikun kepastian usaha dan trimsparansl bapi pelayanan pena-
Haman treodal.

PPrinsip Mempergunakan Tenaga kerpo Indouesia

Prinsip atau asus ini meackunkan pada @epeouhinya ke-
beututheug renaga kerja warpa nepars Indenesia dalam peny
cardan penanaman medal, Perusahaan-perasahaan penanamom
mwdal modal asing wajil inemakai wenags ke Jodosesia, Tu-
Juan prinsip ini adafal selain meningkadkan sunrher daya manu-
sia walrga nepara Tndonesiz, juga dipercaya sebagai jalar masuk
urluk crengat=] pengangguron dan membuoky lapangan kerja
oy, Pazak 10 UL Penangman Muodal menyatakan

ieng-

(1) Terusahaan penasaman modal dalam memenubi kebuluhan
ez kega karus mengutamakan tenaga kerja wirga negara
Indonesia.

{21 Perusahaan penanzman madal berhak menguunakan lenagy
ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu
sesual dengin ketentuan peraturan perundartg-undangan.

(3 Perusaligan penangman modal wajib meningkatkan kompe-
tensh wnaga Kerjs warga nepars Lidunesia melatui petatihan
kerpa sesual dengan beleninan peraturan perundang-undang-
an.

t4) Perusahaan penaneman maodal yang mempekerjakan tenaga
kerja asing diwajibkan menyelenpgarakan pelafhan dan
melukukan alib teknologi kepadn tenaga kerja warga nepara
Indonesia sesual dengan keteniuzn peraturan perumdang-
undingan,

Herdasurkan ketentuan Pasal 10 UL Penanaman Maodal,
pada pringipinya memprivritaskan pengguraan woaga kerja war-
wa negarg [idonesia bekernga pada perusahaun-penisubaan asing.
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Narun demikian, penanam madal asing berwenang sepenuhnya
menentukan direksi perusabaan di mana modalnya ditanam, Ke-
fentuan Pasal 1} ini tidak menyebutkan secara eksplisit jahatan-
Jjabatan dalam perusabaan vang akan ditsi oleh tenapa ahli orang
agitg. Kelenluan ini hanya menyebulkan jabatan dan keahlian
tertertu, Apakah lenaga Kerja sepertd jabatan ahli hapi wargh

negara Indonesia tersebut sama maknanya denpan diveksi aiau
fenaga-ienaga Mmpinan perusahaan? lsmail Suny berpendapat,
bahwa, pengertian dircksi dan ienaga pimpinan memang dibe-
dakan alas dasar fungsional. Oleh schab i tenags asing yang
holeh masuk ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing
adalah tenaga dircksi dan wenaga pimpinae administeatic seeta
enaga ahli, baik di bidang wkaik maupun administratil’ kel
kedua macam tmaga ini belom dapay dipeandi oleh waaga kega
wiarga negara indunesial't

Hal lain yung perlu dicermaty wdulab beium adanyy ke-
tertuan mengenai dipecbotehkannya tenapa shli Indonesia uleh
investor asing di perusabaan penanaman modal asing maupun
di Perusahaanw Patungan. idak diotur puls menpenal kewajiban
para penaram modal asimg menyelenggarakan pendidilan dan
taviban untuk wiuan mempercepat akih teknojogi. Babkaen vdak
ada aturan hukum yang mengatur kapan perusahaan penanaman
modal asing alau perusahaan patungan mempergunakan lenaga
abli Indonesia, Aduran hukum semacam itu dapal menghambat
upaya pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan penanaman
modal asing dalam rangks meningkatkan kemampuan sumber
daya manusia, sumber dava modal dan meningkatkan lapangan
kerja bagi rakyal Indonesia,

Agar kehadiran penznaman modal dianggap sebagai
mesin pertumbuban bagi perekenomian  Indonesia  dapat

= Lamanil Suny dan Radont Rachimn, e §0n bal &1
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bomar-benar teewljud.  sdaiah merupakian  tantangan  bagi
para abli hulum ontak dapat membangun landasan hukum
progresils agar dapat menjumin adanya manfaat penanaman
mindal wsing terhadap shonomwn nasional. bahkan bermanfaat
bagi kesejabtersan selwoh rakvae Indonesia. Namun perlu
diperlimbangkan sebagaimana diinginkan oleh Jules Culleman
babhwa untuk mencapai manlaat choneni dar penanaman modal
wsing, ahli hukum perdu menggunakan. pendekatan ekonomi
terhadap landasan hukum untuk dapat melibat sualu masalah
yang sudah diatur, atau akan dirubah aturannya sebagai geijala
sesial wang wenverminkan keseimbangan. ltulah sebabnya
Cotleman, mengkualifisir reformisi regulasi sebagal novmative
ferw aratdd econmicy dalam arti existing legal rides are evaluuated
cired ey ey foshioned intorms of thelr geonomic efficiency.
Kescimbangan adtava kepentingan maodal asing dan kependingan
nasional dibutehkan dalam penerapan prinsip mempergunakan
tettyi ketja [ndonesia paufs perusahsan-perusahoan asing.'

Setain iru, adalah jupa merupakan antangan bagi parz
ahli hukom emiek mempergemdom suate stineed yang harus
dipralend wnruk wencapa) bal i, yakoi menghariskan penanam
el investor untub mempergunitkan sebatyak mungkin lena-
sl sl praapran benagi hetja welrga negarn ndoesio Perserapan
Ualarm biding il memeriulan pendekinan prinsip kesetmbangan
vang dapat berperan sebagal sarsna pengendulian dilam proses
penanaman modad. Ponsip keseimbangan inl sangat perting un-
ruk mengatasi dominasi asisg Ji Indonesia melalui perusahaan
muitinasionalnya yang masih diduminasi tenaga ahli; kemam-
puan dan manajemen oleh tenaga kerja asing sangat merugikan
kepentingan sosial dan ckonomi Indonesia. Merugikan, karena
hasil keuningan besar vang dipergleh darl keglalan penansm-

B i Clages |limawan, Peedekosan Ekonaaii Tevhadur Huban veboged Srrana
Pongeageirten ihawd Hubw. 24 Apeil, Jokarts, Tal, 4349
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an modal tidak dipergunakan untuk membanie negara penerima
modal untuk mengatasi masalak social dan ckonomi negara ter-
sebul, Keadaan sepetti (lu persis seperti ungkapan Bung Kamo
di dalam bahasa Belands hahwa Fea worfe van koelics en con
keelie order de nutie Unakapdan ini hertajuan mémperbaiki ke-
adiwan tersebut, yakni memaksimatkan tenaga kerja, modal dan
penyebaran kemampuarn warga negara Indunesia dari dominasi
modal asing yapg dialami Indonesia selami i "

Sebapaimana diketahui bahwa, disteibusi pendapatan
dabam ekonomi terutama ditentukan obch kepomilikan atas aset,
hatk aset fsik berupa harta dan kekayaan yang Jdapul mengha-
silkan pendapatan maupun asel non fsik. " Sclanjutnya. aspek
non-fisik berapa keterampilan dan keahlisn adalah aser pula
vung bisa menghasitkan pendapatan. Dengan demikian, jelaslab
bahwa mengharuskar penanam modal asing untuk melibatkan
warga negara Indonesia dalam hal lenaga ahli maupun tenaga
kerja, dan penyebaran kemampuan pada perusahsannya di In-
denesia merupakan stratepi distribusi pendapatan. Peningkatan
produktivitas atau nilai tembah {edaitiona! vatue) melalui distri-
hust pendapatan akan berdampak sangat baik terhadap pemba-
ngunan ekonomi fost cowmirg

Prinsip mempetgunakan tenaga ketja Indonesia. terkail
dengan perlunya dipergunakan metode memaksimalkan peng-
gunaan Tenaga Kerja [ndonesia ataw yang dissbud Charles Hi-
mawan guaafitily pariicipaiion yang sesvai dengan pringip ke-
nianfaatan modal asing. Pondekatan gt gorticipgtion i
cukup pepuler. misalnya, berfokus pada penggunaan sebanyvak
mungkin tenaga kerla Indonesia pada perusahaan-perusahaan

L e Féeatd bt sdusivdent Srscividde o cleetitaf Sakve. o hedyg,
Fencchil 1njversilas Indonggia, Pazarty, (992, ral, [#3-158d,
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asing, Flal ini scjalan dongan pendapat Charies Flimawan yang
menvatakan bahwa letap ada keharusan bagi wenaga kerja Indo-
nesia menduduki jabatar eksekutit atau mangjemen dalam per-
usahaan asing jika hal f memenuhi kecakapan st keahlisn
witluk jabalan itw,

Penggunaan paradipma guastiiity piteiiciparion tersebut
menimbulkan beberaps konsckuensi bagl pemesintah, diantara-
v lalah perubsahan dulam peogeusaan Tenogs Kera Asing
memiadi penugenaan lenuga Koega Indonesia vang lues dan pro-
pursionul lerhbadup keharosan menggunakan Tenaga Kerja Tado-
resia secars kuaniitas pada perusahaan-perusabaan asiog vang
heroperasi i wilayah Indonesia, Selain rformasi regulasi mau-
pun ketenagakerjaan pada perusahaan asing, untuk mendukung
lerciptanyya pendikatan guamtitine perticipetion alay Indonesia-
nisasi Tenaga Kegja, maka diperlukan pula perbaikan aiuran bu-
kum yang berorientasi pada upsya memaksimalkan partisipasi
‘Tenaga Ketja lndonesia secara kuantitas, yaitu meliputi:

1. Pengaluran mengenat jabalan yang tertulup dan jabaton yang
terbuka untuk 1enaga kerja Tndonesia pada porusabaan pena-
naman modal asing maupun perusahaan patungan,
Pengaturan pengawasan oleh pemerintah {Departemen Te-
naga Ketja) baik Pusal maupun di dagral terhadap perusa-
aan-perusahasn peranaman nodal asing dan perusahaan
pPatungan,

3. Pengaluran mengenal jabatan yang terbuka dan rtertuuap bagi

>

tenaga kerp asing pada perusshaan penangman modal wsing
nugpun perusahaan patungan,
40 Munelaplan syatat-syaral wolek memaksimalkon pengge-
sendiri, sehingges pandungan
negalil terhadap pengetmaan Tenaga Kena Tadonesta Bagi
imvestor asing dapel dikurangi.

naan Tenags Ko Indone

Mk it bl 2oE.
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Seiring dengan semakin tingginys wotman penceapan
prinsip mempergunakan wnaga kefja Indonesia bagi perusahaan
asing yang menanamkan modalaya di lndonesia, berarti. masuk-
nya penararnan madal asing ini bisa turut membantu menmudih-
kans kondisi perckonomian nasional, terutama untuk mencipta-
kan lapangan kerja maupun pertumbuhan perusahaan kecil/lokal
vang masik terabaikan, Stratepi ini sangat baik di tengah makin
terbukanya Indonesia terhadap penanaman modal asing. Hal ini
dikatakap suau strategt yang sangat baik, karena penanam mao-
dal asing masih mengabaikan hal ini, Mereka selalu mempertim-
bangkan pesgunaan tenaga kerja Indonesia di datam kepuwsan
hismistva, dan kurang memperhilungkan portisipasi Indonesia
dalam hal kuantitas maupun kualitas.

[ dalam kegiatan penanaman madal, amumnvns peaes
nant modal atau perusahaan akan menghieng upal buruh don
weknolopl yang akan digusakan. karena di dalum bisnis pena-
naiman meadal, penanam modal asing membawa masuk wedal
alinget. Dikatakan be-
restho Linggl kargr hanya dua pitiban, yuit dupal mempendleh

dan tckaologi adalab bisnis yung o

kewntunganlaba alan mengalami kerugian dari modal vang di-
famartkan Freogan demikiag, penatasn repolast peoanam midal
menjadi semakin penting karcna ejuan peoatazan ketenagakerjae-
an pada perusghaan penanaman modal asing adatah untuk memi-
nimalkan risiko. Kebanyskan penanam modal asing mengamp-
rap bahwa keharusan mempergunakan Tenaga Kegja Indonesia
mengandung risiko, karena adanya fakia bahwa kecakapan dan
keahlian lenaga kerja Jokal tersebut tidak sesuai dengan ekspek-
tasi mereka,

Selanjwnya, pada persepsi penanam modal asing it tee-
hadap kehiarusan memaksimaliéan penggunaan tenapa kerja In-
dunesia. secara nepalif mempengabi kepulusannya menanam-
kan modalnya di Indonesia, Sugtu hat vang paling prinsip sekali
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sungat menghambit upays mereka untuk memperokeh keuntung-
an, karema adanve unjuk rasa, pemagokan, dan turtulan menaik-
kan upuh pekerja memengarubi keputusan mercka mempergu-
nakan sehanyak mungkin tenaga kerja lokal di perusabaan me-
reka. Bagi penenam modal asing vang menggunakan teknologi
tinggl nungkin tidak menjadi masalah lagi. tetapi dalem bayak
hal mungul pembiayaan pihak ketiga seperti pehdapat Calabres]
vang mengidakan hahwa peraturan hukum menciptakan pembia-
vauan pihak ketiga, dan akan dihitung sebagai cost. Isu yang muan-
cul di kebanvakan gegara berkembang sepert] Indotesia adalah
Lurilan kepada pemeriniah uniok mewajinkan para penanam
modut muenggunakan tenaga kerja dalam negeri sebagal sclusi
yang tepat unwik mengatasi penganggeran dan kemizskinan. Di
sirtilaly peran hukum menjade sangar penting sebagai suatu misi
untuk merksimalkan penggunaan enags ketja Indonesia di da-
lam perusahuan asing. Hukum sehagai misi unduk memajekan

misyarshal dibulubthan dalam pencrapan prinsip kemanfaatan
chunemi dart medul asing, Markaut menggomakan Tenaga Koy
Indhonesia pada perssahaan penanam modil asing dibarapkan da-

e et memiagh ot kescielilerdon rakyal.

Dilihan darl sepd perlindungan wnagn kerfa, memaksi-
mialkin tenags ke indunesia dianggap suatu peryelesaian ma-
saloh pergangeeren vang cepat dan tepal Selanjulnva. dilibat
Janl sepi perlindunigan hukum dan hak asasi manusia. penataan
ketenagakerjaan pada perusalisan asing merupakan suatu mete-
de perlindungan pekerga indonesia agar tidak dicksploitasi oleh
kaum pemadal. Penanam modal asing adalah kawan sesamanya,
yallu partner vadig dapal membantunys semakin manusiawi. De-
mikian pula daci segi perlindungan ekanomi dan sosial, penatasn
tersebul dapat membantu mepingkatkan kesejahierzan pekerja,
dan dari segi tekniz dapat pula mentbantunya meningkatkan ke-
terampifan menggunakan teknologi serta sekaligus melindungi
pekerja dari dampak vegatif penggunaan teknoloyl yang ada,
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2. Prinsip Ketidaktergantungan Ekonomi
Nasional Dari Modal Asing

2. Wajib Menvelengparakan Fastlitas Pendidikan

Dalam konteks penanaman modal asing prinsip mebye-

lenguarakan fasilitas pendidikan dan pelatidan bagi penanam
modal sangsl penting dalam rangka mengatasi keterganturgin
ckonomi, teknelogh dun manajertal nasional dart modal asing.
Karena kemampuan. manaierial. dan tekiologi vang lehih baik
dari suaty negara ini, dalam jangka panjane bisa menimbuikan
ketergantungan ekonomi nasional negara lain. Tujuannya adalab
agar secara bertalap wenags kevia asing dapai diganeikan oleh
tenaga kerja Indencsia. Prinsip ini menghendaki humen inves-
umeni dalam penyelenggaraan penanaman modal, Karena o,
Indonesia sewajarnya memberikan pranata hukum kepada inves-
tor asing dengan mengubah landasan bukum penanaman - modal
yamg memungkinkan partner Indonesia terhadap akses pengua-
saan kemampuan teknologi atau Anow kew dari luar negert me-
lalui masuknya modal asing.

Prinsip keharusan penanaman modal asing menyelengga-
takan pendidiken dan pelatihan kepada tenaga Indonesia hukan
hanya sckadar pemindahan teknologi ke dalany produksi barang
dan jasa, tetapt harus diadaptasi ke dalam lingkungan yang baru,
dan selanminya harus terjadi asimilasi dan inovasi dari eknelagl
tersebul. dan akhirnya menjadi budaya bangsa vang menerima
teknologi itu.

Dari sewl analists ekonami. penataan regulast megenal
kerja sama modal asing ddn moedal nasional, khususnya penga-
Tihan leknologi tetap penting usluk diperhitungkan mengingat
kizhamyakan investor asing Ldak boketngiman mengalihkan lek-

Ll I
dislzm Alih Teknelugzi i

il vulul Aning Foml Yoalme
kart, JIL. hal. 54
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nologinya kepada [ndongsia. Comoh yang paling jelas adalah,
kecenderungan meteka tdak memasukkan iekaologl sebapal
biygian dhari modal bersama, Teknelogi itanggap sehagai beban
ataa biaya yang timbul dur pengeloloan perusahaan patungan

[

Lerschut.

Turbulan mrenychenegaraban fasilias pendidikan, k-
i pendidikan dan polatilan adalah agar fost cosney s
soab clapat meningkatkan dan memperbuas pembangunan eko-
woani nasionilnya dengan memberikan peranan yang seiakin
beswr kopada musyarakat dan dusia usaha dalam pembiayaan
pembangunin, meningkatkan penanaginan modat, meninglatkan
produktivitas dan perluasan pagar ckspor, serta perluasan kesem-

HLls

patan kerja. Frederick Harbison mengatakan swatu negara vang
tidak mampy mengembangkan keterampilan dan pengelabuan
surt kecghapan bagl rakyatoya dalam memanthatkan modal,
teknologl. manajemen dan pemasoran dari buar meger ke dalam
pembangunan ekonsn nasionalnya, maka itu berarti tidak akan
mamypu mengembangkan apa pun juga.'* Sejalan dengan penda-
pal Harbison di alas. Michael P Todars {1994:358) menyatakan
balhwa hanya melatul pengembangan pendidikan dan keteram-
pdan derutams dabim bidang teknik melalui penunaman modal
negar-negara berkembany dapar dengan singkat dan mudah
mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi,'

b, Jangka Wl Penanamun Modal
Prinsip jungks wakli usahs penunamun modal dapat di-
palinni dari kebijakyn pemberian bak atas touh kepida para
penitnim mwdal. Dengan kata lads, pemberion hak atas anah
mgrupaican kimingn hepisiian bukum eradap kelangstmgan

i Lot el 291
ETodsen-Ewrhanuddin Ahdullah, Seadensiygerss Shpamoal £ Do
e il 1, e pecertL, dods b penesil, R, 308,
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usaha penanam madat, Fitsafar jangka waktu penasaman mo-
dal inj adalah pembertan hak atas 1anah kepada penanam madal
adalah uatuk memodahkan melakiekan pengawasan dan evalua-
si pemerintah terhadap kepiatan penanaman modal. PPenetapan
pengawasan dan evaluasi térhadap hak-hak slas rngh yang di-
berikan kepadu para penanan nicdal adalah formula untuk me-
laksanakan peran nepara datam lapangan perekonomian eakyat-
nya.'*" Sebaliknya. bagi penanem modal. pemberian hak atas ta-
nah selaim menunjukkan keberadaan suatu perusahaan penanam
muodal juga merupuken jaminan hekum keberlanpsungan usaha
penanam modal untuk mendagathan waklu vang culkup guna pe-
ngembatian medalnya.

Pasal 2§ UL Penanaman Modal mengaiur balwa peme-
rintah memberikan kemudzhan pelayanan dan‘atau perizinan ke-
pada perusahaan-perusahaan penanarn modal untuk memperolch
hak atas lanah. Sclanjuinya. wujud kemudahan pelavanan atan
kemudahan perizinen memperelch hak atas ranah berupa pem-
berian lak Ciuna lsahs selama 6l tahun dan dapatl diperpanjang
selama 335 tahun,'™

Ll mspek Jangks wakiy pengnaman modai, menurut
pendapat penulis penataan UL Penanoan Modal inn menben-
kan jangka waktu penanarman modal bagi semua penanam meodal
adalah sualy kebifakan pemberlakuan yarg sangat bebas. |laki-
kar prinsip ketidaktergantungan ckonomi nasional 1erhadap mo-
dat aging adatab untuk menghindan dominasi modat asing, maka
Jangka wakiu usaha yang diberikan kepada perusahann asing pa-
Ting lama 3% dan dapdl diperpanjang selama 23 1ahun. Kebijakan

' Landasin konstitusionalny dddlads kak mesgoa aesars sibagaimana diafor dala
P! 33wyt [3) UL 0945 menyeiskas: Bumid, aic can kek }aan dam nmg lcrkmldung
di dplarmeya dikeasal oleh negara dan dip
radyal

' Lihal Pusal 22 aywt (1) Lueul' s Lecdung-unding Mo, 25 Tatom 2007 wedamg Penawaman
Modsl,
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ini sangat beralasan karem jungks wakly tersebul tetab cukup
memberikon keuntungan bagt penanam modal. Tujuan utaima
dari pencrapan pringip ketidaktergantungan ekonomi nasional
rerhadap modal aging itu adalah unttk menghindari munculnya
penjajahan ekonomi din menghapus ketergantungan ckonomi
nasicnal dari dominasi modal asing.

Terdapat beberapa pendapat yang pro dan kontra menge-
nai masalah kemudahan mempeioleh hak atas tanah. Pembérian
Huk Cluna Usaha kepady semuea penanarm modal dianggap bor
renlaean dengan Undang-lindang Dasar 1945, Alasannya ada-
laly Ferterang, poguasaan hak stas lansh kepada penanam modal
dalum benauk HGL selama 90 Lthun, HGB sclama 88 tahun, dan
Tlak Pukai selanm 70 tahun, mengakibaotkan hilangnya kesem-
patan untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kescpahie-
SN LIREWN manusia, Kedre. keientoan ind akan muembatasi akscy
petani anluk mendapatkan woah parapan yang berakibat pada
meningkatnya jumlah petani gurem yang ek mendapatkan ja-
minan unluk mengembangkan dit. Jangka wakte vang sangat
i akan menggkibatkan masvarakat terjavhkan dari peluang
unluk mengakses tanal unluk pertanian alas tanah negara, ge-
mentara pertumbohan dan tingkat populasi masyarakat terus
bertambah. Kevige. ketenlugn ini lebib lame daripada atas tanah
yung diarar dalan Undang-tndang Nomor 5 Tahun 1960 ten-
tang Paraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahkan lebih lama
dart hak 212x tush vang diberikan Pemeriniah Kolonial Belands
dalam Agrarische Wet 1470 vang hanya membolebkan janpka
waktt penguasasn sclama 75 lalum. Sebagai perbandingan HGL
dom FIGB yang diberikan dalam Undang-Undang Nomer § Ta-
hun 1960 sebama 60 1ahun untuk HGU dan 50 tahun untuk HGB
sedanghan umak HGU dalam Undang-Undang Momor 25 Ta-
fwun 2007 [1(GL! diberikan paling lama 95 tahun dan untuk HGB
diberikan paling lama 80 1ahun dan Hak Pakai paling lama 7
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tahun. Keempay, tanah sebagai cabang produkst yang menguasai
hajal hidup orang banyak. harus mengacu pada Undang-Lindang
Dasar 1945 pPasal 33, Ketentuan ini mernberikan pcri{ndungan
bukum hagi rakyat wrhadap cabang produksi yang menpuasai
hajat hidup erang banyak. Kefima, menimbulkan ketidak pasian
hukum karena bertentangan dengan Polink Pertanahan Nasio-
nat dan alwran perundang-undangan linnya. Keenam. mensm-
patkan Huk Cruna Lisaba dan Lak {Juns Bangunan menjadi in-
dividualistik dan medupakan fungst sosiabnya seria meniadakan
kiedaulatan rakyal.'™

Selanjuteevd, vang peo werhadap Remudaban peluyvaman
atay kenvicatian perizinan penanam modal mendaepatkan Flak
Guna Lisaha berpendapas baliwa pemerian hak guna usaha ke-
pada semua penangm modal Gdak bertentangan dengan TAID
1943, Alasannya  Percma, perpanidngan sekalipus pada waktu
pembarian hak atus tanah tersehut bagt penanam moedal adalah
merupakan insentil’ Pelaksanaannya harus memenuhl syarat se-
bagaimana dischutkan dalam Pasat 22 syw {2) 'ndang-Vndang
Nomeor 25 Tahun 2007 tentan] Penanaman Modal. Kedia. hak
alas tanah tersebut Baru dapat diperbaharui setelah dilakukan
evaluasi. Bvaluast ini melipuli. apakah tanah tersebut digunakan
dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan
tujuan pemberian hak. Pemerintah menegaskan. vidak benar bah-
wa pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tawah
tersebut diberikan sckalipus. sehinpga tidak ctomatis Hak Guna
Usaha {HG)) berjangka waktu 95 (sembilan pulub lima ighun)
tahun, Hak Guna Bangunan (HGR) 80 rdelapan puluh) tahun dan
Hak Pakai 7 (lijah puluh) tabun, Kefigo, hak atas tanah teese-
bur setiup saat dapat dihentikan atau dibatalkan olel Pemerintah,
Pembatalan hak atas tanah ini. jika perusahaan penanaman mo-

Ierannannnt Maditl Asing L3 Ingimes 1 Insensie Vo Benbitsac, Erbabie
Jlahanm Llepeereias AL A Indunesia 2008, hal 26524
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dub e lamarkan tandh, merygikan kepemingan nmam. meng-
unakan sty memaniiatkan tanah tdak sesuai dengan meksud
chaans Ljuan pemiberia hak atas by Keesper, perpaniangan
ving dikerikan dimuka adalab berupa jgminan dari negar hagi
penanam nredil untub, fendapatkan jangks wakiu yung cukup
guna puagembalian mudalnya. Ini berlaku untuk penanam mudad
aving dan dalam negert '

Yehubungan dengan pendapat vang berbeda ini. Mahka-
mah Konstitesi memberikan formulasi bary mengenai maselah
kemudahun pemberian hak awss Goah kepada semus penanam
madal sebagai berikul; Pasal 22 ayat (1} dan ayal (2). menya-
takan pemberian hak-hak atas tanah yang dapat diperpanjang
di muky sekaligus maupun kala-kata "sekaligus di muka® telah
mengurangi. memperlemah, atau bahkan dalam keadazan 1ertentu
menghilangkan kedauwlatan rakyal di bidang ekonomi ' Dalam
usaha menemukan pendapat yang sama. Muhkamah Konstitusi
berpendapat;

1. Kewntuan vang memuagkinkan nogar, i cose Pemerintah,
untuk mengheniikan atau membatalkan hak-hak atas tangh
menghadapi kesulitan, karena sudah ada perpanjangsn &
ik sekatigus

s

Kuwenanpan negara vang terdapat dalam Posal 22 Ayau {4)
Ligwlang -t Indang Mo, 25 Tahon 2007 Tentang Penanaman
hoddul tersehul bersitat sungat eksepsional dan ierbatas. Di-
kitakant cksepsiona] dan weebacss karena negara tidik boleh
senghentikan atau membatalkan hak-hak atas nah tersebut
i lusr alasanenlisan vang secara wrbatas ffiwiredisl elals di-
tertuban dedum Pasal 22 Ay (4 Lodang-Lindang Nomor
25 Falwn 2087 1entany Penanaman Modal. Dengan kata Iaia,

thich. hal 20k

bt Putwsae Ml kil B Repnalk Sndancie, M2 32207014 2ET entang
Pengujinn Uisclame-undang S 25 Tabun 2007 s Penamuma Mad weidigdap Undang-
Unddane Chasare Negarn Repuhlik Inden T85 Lihan juga Sapadi, Ope £ B, 2rd,

] ahin Kups
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negara Uduk lagi bebas menjatankan kehendaknya oak
renghetikan atau tkak memperpaniang hak-hak atas tanah
selutgaimana jika perpanisngan hak adas tanal nu tidak dibe-
rikan secara di muka sckaligus.,

3. Neguara akon menghadapi persoalan hukum, karena peru-
sulagn penanaman modal skan mampersoalkan keabsahan
tindakan negard. yang menghentikan atau membalalkan per-
panjungan hak-hek atas tanah yang sudab diberikan perpan-
Jangan di muka sekabgus.

4. Pemerintah tidak dapat menggunakan alasan pemeralaan ke-
sempatan. uniuk menghentikan atau membatafkan hak-hak
atas lanah,

5. Berkurang atau melemahnyz kedauintan rakyar di bidang
ckonomi sehapai akibat dan adanya kaa-kale "dapat diper-
panjang di muka sekalipus" makin jelas jike dihubunpkan
dengan ketentuan teruang penvelesaian sengketa, di antara-
nya medalul artiirase '™

Fetentuan masalah kemuduban pelayanan atau perizin-
an kepada perysahaan peosnamar modal asing mengindikasikan
bahwa negant dalamn hat ini pemerintah ingin menciplakan iklim
pemanaman modal yang benar-benar kondusildan mampu mena-
rik penanam modal asing penanamkan modalina di Indonesia,
Kebijakan dasar scperti ini dapat menciptakan efisicosi dulam
kegintan penanaman modal. Dibandingking dengan penerintah
Vienam yang menetapkan jangha wakiu penanaman modal di
wegaranya sampai 90 tuhun lanya, 1al ini jefas pars penanam
modal lebib ferturik menanamkan modainya di Vicmam dari
pada [ndoresia,

Terdupat juga kebijakan pemberlakuan sebugai patokan
uniuk menctapkan kemudahan pelayanan atau perizinan bagl

L vt Swparn, fond Tl 269
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perusahaan penonmnan modal untik mendapatkan hak aias 1a-
nah adalah berdasarkan Anggaran Dasar perusahasn penanaman
mdal. Kehijakar ini bisa disebat kehijukan pro pasor leriendo-
fi karena. Perterma, Pemerintah sangat berkepentingan terhadap
vhxistensi peranamat modal sebagai sarana pembiavaan umuk
meningkatkan kegialan ekenomi dan menanggulangt masalah
lapangan kerjo, Avdne, Konsisten dengan komitmen penterin-
al mengiziekan perusahsan penanaman modal memmamkan

miadaliya di seting sekdor ckonomi tnps batas wakiu. termasuk
sehilor-seklor usuha yang menguasal hajar Lidup orang banyab
sehulipus, meski kepemilikan saham [ndonesia hanya 5 persen,
Kerige hémudahan menspersdeh huk alas lanah bugi penana
miodal asing diblubkan dalam penerapan prinsip tnsentif pena-
vk mwdul. Padakan ini dapat digunakan pemeringai unuk
mcatberthan pelavanan atag poridnan penamaman modal vang
ik kvl ada undang -widang Bxin vang melacang Bal wersebut.

Tujuan utuma menvtapkan jamgka waklu pensnaman me-
dat adalah untuk mencegah Ketidakiesgantungan ekonomi nadsi-
onad dart dari kegiatan perusahan-perusahasn penanaman modal,
Hal i hares diperimbangkan dengan saksama | sebab kalaw
tidak dipertimbangkan dengan saksama maka dampak kerugi-
wnmya lebih besar daripada keuntungannya, Kerugianoya lebih
husar karena: (1) untuk melakukan penanaman modal pelaky pe-
nararn madal harws meliba dan memperhiwngkan keunungan-
-Keuntungan yany akan diperoleh, vakni berapan lama waktu yang
diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan usahanya, dan bem-
pa lama waktu yang diperlukan vk menghasilkan barang yang
diproduksi sesuai dengan jungka wakw izin usahanya. (2) dari
segl kepentingan (sosial. ckonomi} Indonesia. kurang kesempat-
an hagi Indonests (pekerja-pekeria) [ndonesia wmuk menimba
pengetahian baik dari segi tekeologi. manajemen. dan pema-
saran dalam dan luar negeri dan lainnve vang dibuws penanam
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modal asing itu. Keinginan indoncsia agar para penanam modal
asing mentranster teknologinya kepada pekerja-pekerja warga
negara Indonesia tidak akan mudsh tespenuhi. dan (3) penamam
modal asing Jebih memilih menanamkan modalnya di daerah
perkotaan dari pada di dacrah terpencil, karena harus melihat
potensinya dulue dan risike-risikn ckonomis yang mungkin akan
dihadapi.

Sejalan makna prinsip jangka wektu penanaman modad
vany berlaky sepanjsny kegiatan perusahaannya masih ada atan
herlaku sesuai anggaran dasar. tidak boleh menimbulkan aki-
bat ketergantungan ekonemt nasional dan rakyal dari masukmya
modal asing, Persabaan penanantn modal diberi Ressmpatan

sl - s untwk berusaha dan mwagembaagkan wsahanya

sesuni mekanisowe pasar, sistem yang kempelitil’ berdasarkan
aruran hukum bang beclaku, Namws datam perkembangan inves-
Lo atan w

sahaan asing harus bermantas hagi pembangunan
ckonomi nasional maupun pembangunan ekonemi dagrab sera
mendorong dan menumbuh-kembangkan usaha-usaha.

¢. Pringip Kerja sama Penamuman Mol
Prinsip kerja sama penanaman madal merupakan sakah
saty prinsip hukum dalam kegiatan penanaman modal, Maksud
dan wijnan  prinsip ind adalah wnwk meneepeh ketergantangan
skonomi nasional dari perusahaan-perusahan besar. UL Pena-
naman Modal tidak mengatur dengan jelas prinsip kerja sama
penanaman modal,

Dalam usaha menemuokan prinsip ketja sama penanattian
modal. dapat dipakai patokan yang diatur dalam Pasal 13 Ul
Penanam Modal yaitu:

(1) Pemerintah wajib menctapkan hidang usaha yaog dicadang-
kan untek usaha mikro. kecil, menengah, dan koperasi scria
bidang usaha vang terbuka untuk usaha besar dengan syarat
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harus fekerfi st dengan usaba mikee, keeil, menengad.
dan huperasi,

12) Pemerindah melakukm pembinaan dan pengembangan ssaba
mikro, kecil. nwmengah. dan koperasi melalui program ke-
mitrwan, reringkatan daya saing, pemberian dorengan ine-
sl dan perluasan pasar serta penyebaran informasi vang,

seluss-luasnya,

Katenwan Pasal 13 UL Penansman Modal yang meng-
atur mengenal keharusan bekeria sama perusahaan penanaman
modsal dengan usaba kecil masih perlu dikaji mantaat kerja sama
bagi kemijusn pembangunan ekonami, Latak memahami seca-
ra jelies macani-macam bentuk ussha kerja samy modal dengan
midal asing. lsmail Suny mengemukakan ada tiga racam kerja
sama antard model asing dengan modal nasional yaiu: {a) jo-
ind ventnre, {bY joint emterprises, dan (¢) kontrak kerva. Dualam
had jorimt vewinee, para pihak sésunggubnya meojalankan pars-
nership. yung didasarkan pada hubungan kontraktual saji. tan-
pa myemboluk budin hekum baru, Subjek dalam kondrak Jing
veartte N aeladab orange pribadi maupun badan hukum swasta?
pemerintah asing. sedungkan pthak Indonesia sesoai pengertian
modil misional adalah baddian swasla, ponerineah, perosahaan
newira maupun Koperss, ™ Moengenai foi enserprises. adalab
kerja suma pilak asing dan Tudinesia dulam bondub mengpa-
hungkan mdal mercka ke didam suoie badae hubkum Indosesia,
Sedwmpkan kerja soma dulam bentuk kooirak karva adalab kerja-
gami paci pihuk di bidany, pertambiangan minyak gas dan bumi,

[ndauss hubwngas ind wrdapar beberapa kelemahan men-
dasar dabusy substunsi hoekwn UL Penanam Modal yang berka-
itan dengan prinsin kerja sama modal asing dan modal nasional,
yakni.;

it [sarnietd Saedy cliah Fuchions oy, S (e hal 106- HFF
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ULt Yo B
Leder 13

1. Pursyaratun kerja suma modal gntara pihak asing dan pihak
Ingtonesia adalah ketja sama dalani tavaf dianjurkan, dan hu-
T disyaratkun.

2. Tidak mengatur jangka wakwe | bentub,  Jun carp-cara ke-
Ja sama modal, yakni apakah kerja sama dalam henluk jodns:
v, Wl joinl enterprises apiac modal asing dan niodal
nasianal

3. Perbandingan jumtah saham pada wekis pendician perusaha-

art di dalam perusahaan patungan tdak ditentukan,
4, Apakah bentuk kerjasama, terutama joint emterprises pihak
asing menanamban modalnya dalam benuik vidula asing,

Prinsip kerja sama penanaman modal akan ditkwi oleh
pringip pengalihan saham (rransfer of share) kepada partner Tn-
donesia. Berbeda halnya dengan penpalihan wekoologi misalnya,
pengalihan saliam kepada pariner Tndonesia tetap uda keharus-
an. tetapi harus diatur secara tegas dalam undang-uadang, bukan
berdasarkan pada kowntrak atan kesepakatan para pibak seperti
vang dipraktikkan sejak pertengahan tabun twjub puluban.' Ty
juannya adalah untuk mencegah apar perusahaan besar vang po-
sixinya lebih kuat daripada usaha-usaha kecil. mikre menengah
dan koperas tidak melakukan dndakan vang mcrigikan kepon-
tingan ekonomi nasional'®

Jalan pating ampuh urlok mengatasi setereantwmgaon cko-
noimd Tnckonestie dari ssaba besar adalah mewyjibhan perasam
modal teratama penanam medal asing mengahibkan sohamnys
kepada partaer Indonesia, Persyaralan pengaliban saham melalui
penjualan saham kepada partner Indomesia ata dapae dilakukan
duban rangha restrukdurisast perasshaan adalah merepakan il
dan nitai dael demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan

ks Prwasingi padi Pesusishaan P3AA; heherapa Masaleh, daianr Seie:

AMelunic Jakana, 1992 hal. 1

" Lini Erman Radpagokguk dkk. £ e hal. é,
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['LIEY 19435, vaity kebersamaan. sotidatiias, keadilan dan efisien-
si ekonwme, Charles Himawan menyebut inti dan nilai ersehuwt
wlalah equite purticipation, ' dan Erman Radjagukguk menye-
hutya domestikasi dalam pepanamin modal asing atau lndone-

tad Yosuu Mokes menyebuinya divestasi, ™

slanisasi saham’

i dalam kegiatan penanantan modal, kebunyakan pena-
nurr menlad asing selalo meimpertinbangkan persyaran penga-
Tt subam kepadiy partrernva di negars penerima modal untuk
hetparti<ipiesi dilam perusahaannya, Mercks sangatl ingin mem-
pertimbangkan bal imomelalui penguunaan davi konrak v
fan sidak mengingmkan diatr Ji dalam undang-undang
karena alasan-uwlasan plobalixasi. perdagangan bebas, perlakuan

adu.

nasional dan lain-lain. Hal ini berarli penuner monlal asing ddak
menginginkan negara penerima maodal untuk meagatur. mensya-
ratkan dan mewajibkan mereka mengalihkan sahamnya kepada
partnernya di Indonesia.

Aspek lain dari pensuaan kerja sama modal antwra mo-
dal azing dan modal rasional adatal perbaikan pengaturan ine-
ngenal prosedur. janeka waktu., dan persentase dari pengaliban
sabaem jte sendird bahwa pilak penunam modal asing lah yong
diwajibkan unluk mengalihkan saham atas pemilikan sahamnya
dalam perusabaan mereka. Hanya saja perlu diperlimbangkan
hahwi kewajiban pengaliban saham kepada pariner Indonesia ti-
ak hanya dipertimbangkan dart sudut kepentigan nusianal atau
partner nisional semia, wetapi jupa pengaliban saham tersebu
sy opriany e dilibat pula dari kepentingan pihak penanam modal
asing. Sebab dalum bamyvak hal. dapat dikemukakan babwa ke-
higakin negaa pererima modal watuk menglaraskan peranam
psdiel asiag mengalibkan sahomya kepadi partner lokalays

C hal 2T
kel hal ¥

Ul b Uit hes Tlinnasan, 1

S

SUE il b Bihagnghy
bl Yo
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dapal menimbulkan persontan tersendirl bagi penanarm mndal
asing, sehingga dapat merusak iklim penanaman modal, hahkan
Jjustra dapal menghambat arus penanaman modal asing ke negara
bersangkutan. Dafam hubungan ini, Yuzus Makes memberikan
alasan-alasan yang perlu diperhatikan dalam rangka adanya ke-
harusan mengalihkan saham kepada partner Indoncsia, scbagai
berikut: (1) Masalah kepastian hukum alas pelaksanaan penga-
lihan saham. Misalnya, ada perubuhan kebijakan sebelum habis
masa berlakanya pengalihan saham, {23 Masalah kepemilikan
dan penguasaan peserts asing schagal pemegang saham mino-
ritas. Hal ini menjadi masalab tersendini karera ketentan hu-
kum mengenai badan hukum Indonesia belum: dupat menjamin
hak pemegang saham minoritas, {3) Masafah pepjualan sabam-
-sahan asing kepada partner Indonesia, vang mencakup masalah
presedur, harga dan kondisi penjualan. {43 Masatah peralbelian
saham peserta asing aleh partner Indonesia tidak disenjui oteh
praviner findonesis, (3) Masatah penjotuhan sanksi atas pelanggar-
an terhaday pengalthan salum.

IPendapat Yorua Makes ersehin, masih perlu dilelagh le-
bih jaub erhadap keadaan bahwa: Peviema, Gdak semua investor
asing ingiy memiliki 10044 saham {etap berada padd perusahaan-
mya karena wlasan modal, whnologi, tenaga kerja dan pemasaran
schingga hares herpartner dengan penanarn modal atau perasa-
haan tokal. Kednra, tidak semua partner Indonesia mempunyai
kemampuan keuangan winuk membeli saham vang ditawdrkan
pariner asingnya dehingps menjadi mayoritas (31%). Kerlga,
pengalihan saham kepada partner Jokal itu bisa dilakukan me-
lalui pasar modal, Keempa, peagalihan saham kepada partner
tokal baru dapai dilakukan kalau dipastikan adanya keuntungan
vang diinginkan.

g Tl 3.
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Diaktrin kerja sana dalam penanaman madal dagrat dika-
takan sangat diinginkan aleh pemerintu termasuk menetapkan
emuk-bentuk dan cara-cara kogn suma antara perusaliaan besar
dun perusahaan keeil, mikeo menengabh dan koperasi. Malym hal
ini pemerintah menetapkan terlebib dahuly bidang-bidang usa-
tia. dan bentuk-bentuk dan cara-cars ketja sama dalam kegiatan
petianaman modal secara komprehensif.

Salah sam strategi Indonesia sebugal pegara bebas pe-
nanaman modal asing tetapd tetap menghindan dominast modal
astni, (Meh karena 1w, dalam prakt:tk ketja sama penanaman mo-
dal dilskukan dengan cara alih whidogl. Alih weknologi sangat
bermantam uatuk kepenlingan ekoenomi nasional, Mal ini tentu
saja dapat dilaksanakan dalam praktik kalay dijamin oleh aturan
hukun dan ditaksanakan dengan tikad haik (good faitn. Alih
teknolopd i sangal bagos karena merupakan kesempatan vang
baik uniuk pengombangan sumber day s munusia, ooy saja ke-
mungkinan dalum proses elih teknedogi kemgmpuan penerima
tekawlogi iituk menggunakan teknologi secara clehiF tidak da-
pas divapui apabita pihak pengalib wkaalogn nidak mendasarkan
patdie prinsip wmem, it ikokad baih, Misalnva, pengalih tek-
nwlogi nenabgkall pibak penerima teknologi hanya dengan ke
rampilan wknik s, Dengan demikian, alih teknelogi il haras
drveafibban vleh hakum,

Selanjuinyi. apakal kerjs sama penanaman modal oto-
miatis lerjadi suatu proses pengaliban wknologl dari plhak usa-
ha hesar kepada pariner lokatnya sebagar penerima leknelogi?
Schab secura harliah, foint venture herarti ussha bersama atau
bekerjy sama dalam spatu kegiatan usaha, Kerja samy tersebut
dapat terjadi dalaim berlugal bentuk, Wetapi uoumnya kerjy sama
usaha lerselenggarakan atas dasar peysetujuan bersama para par-
wer. Pendapat Ismail Suny dan Rudiore Roctunat membedakan
kerja suma dalam pensnaman modal ssing alas juind veritre,

_——
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Jaini enterprives. dan kontrak karya. Jaim vemure merupakan
kerin sama melalwi suata perjanjian penanaman moda) tanpa
membentuk perusahaan baru.'™ Kalau hal ini vang lerjadi. maka
petlu perbaikan pranata hukum bahwa perosahaan dalam rangha
pengnanian modal vang 100 % sahamnea dimiiiki olch penanam
madal asing, waiih mengalihkan sashamnyva kepada pilak (per-
usatian swasta) nasional. Sedigkan di dalam joinr cnrerprises
pihiak wsing din pihak nasional scear bersama-sama dengan mo-
datnya membentuk penisahaan baru.

Datam prakiik joim eaterprises alibh teknologl tidak se-
lafu berfengsung lancar. bahkan sulit dilaksanakan karena pilak
investor asing ecnderung tidak mau memasukkan alih 1oknolo-
gi sehagai bagian dari modal bersama, Dasar filosofinye adalah
bahwa teknologi dianggap sebagai cost yang dibebankan kepada
pihak asing. Joiw venture hauya akan bermarifaal kalau kerja
sama penanam modal asing dengan partner lokalova ada kewa-
Jiban memasukkan leknologh sebagai modal bersama. WIPQ
(World Infellectat Property Rights), mendefinisikan 1eknologi
sebagai penerapan ilrau pengetahuan untuk menghasilkan barang
dan jasa ( ledire for the acture, the application of pro-
cexy rendering o service) Istilah teknalogi dapat pula diperluas
dungan miengacu kepada €13 tdak hanya terdini dart seieatific of
krenviedge. tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi bisnis,
{2) teknodogi dapet berupa ieknologi vang herwujud (fingisle)
maupun teknologi yang tidak borwajud {inengifle), Dengan de-
mikian. alih wknologi sesunggubnya tidak terbatas pacls penye-
rehan teknolegi berupa paten produk maupun paten proses. de-

siin industri, varielas tanaman baru. rabasia dagang, telap juga
mrengakupy proses meagajar belajay tentang porgetahuim teknis
yang khus dalam bidung industei fhuen fowy o proscs pe-
ngembangan sunther dava manusia & pihak penerin wknologi

Lkt Bl Sy ohion Rawlivew Bugtimal, €4 77 hal. 108
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it Mukno pengetahuan tekms yang khas mengandung penger-
fan. hahwa secara bertahap pibak penerima weknelogi akin: (@)
belinar kenad dengan peralatan dun bapaimana mengoperasikan-
ik, (b e mantapkan presedur dan keteramnpilan pemeliharaan
ceknalogs i, (ep nemperolel keterampilan memperbaiki, id)
atampu mvadesain wknelog) . dan fe) mampu mengembang-
ko Teknolopi secara manrdin whmdogt seesebul.

Dengan clemikian, pembaruan kerjs <ama modal asing
unt miodal nasional bukan hanya herguna bagi ncgara penerima
medal sa, welapl sesungpubinya sangal menguniungkan Jugsa pe-

nanam modat. karona dupat mengarangi risike ekonomi, menda-
patkan pemiiayaan dari dalam negerl. memperoleh pengetahuan
pemasarin dard pariner Tokal serta mengarasi masalzh ketenaga-
Kerjun, Korja sama dalam kegiatan penanaman medad dianggap
bermaniazat bagi bukan hanya pihak Indonesia schagsi negara
penerima teknologt, tetapi juga pibak peaanam modal asing se-
hagai nugara pengalih tekrmlogi. Hal ind sanpat bagus kalau kerja
sulna ini mencerminkan saling mengtntungkan bagi para mitra
di mana aspek alih teknologi dimasukkan sehagal bagian dari
kerja sama modal. Dikalakan sangal menguntungkan karena alik
teknologt mertpakan salab sate cara uluk mempereleh kemam-

e dan mengembianygkan reknologi,

Munfaat alil (eknologi hanya dapat tercapal apabiia ada
jaminan ukum mengenad adanyva Wwjuan saling menguntenghan
kedua belah pihek dengan memporhatikan dua aspek: ¢ 1) Aspek
kepettingan negara pengaiih. Aspek ini antara lain melipuil. sa-
ling menguntungkan, adi kompensasi wakiu eonga Jdan sumber
day s pemilik bekaelogi harws diberi batas pasa. misalnya royal-
e agal lisensy. penerima leknologl harus mampu memanfiatkan
tekralugl i secac oplinal, ada jantinan hukun mengenai hak
nlil intelekiual, dan Sures felas pembagian kerja, misaloyva of)

40% untuk peacrima weknobogt, (23 Aspek kepealingan negara
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penerimi teknologh. yaile antars lain, ada janunan bahwa tek-
nologt itu kompetitif dan baru, akies memperoteh informasi,
sumber daya manusia perlu diikutsertakan dan kerja sania saling
menguatungkan, sgjak berproduksi harus dapat bersaing di pasar
intemasional, dan proses pengembangan teknologi vang dialit-
kan lebih terjamin.

i sinilah faktor alih eknologi perlu dijamin dalam hu-
kum penanaman modal sehingga tdak menimbutkan ketergan-
tungan ekonomi Indonesia dari modal, weknolowi, manajemen
dan pemasaran yang dikuasai oleh investor alau perusahaan
multinasional. Faktor hukum sangat menentukan wntuk meng-
atasi kesulitan yang dihadapi Indonesia, berkaitan dengan ke-
mampuan mengpunakan whnologi utau penguasaan wknoloy
{rechnodogical mastery). Hal ini sangat wajar mengingat adanya
kebebasan menanam modal bagi investor asing di sciap sektor
ekonomi. jumnlah modal yang ditanam tidak dibatasi, dan diper-
bolehkannya pemilikan saham t00% kecuali bidang usaha torse-
but ditarang dalam dafar negatif investasi.

Pada dusaruys pembangunan ckonnmi suale negara di-
fakukan atas usaha dan kekemtan sendin berdasarkan atas dusar
kereparaan dan cita-cita hangsa it sendirt, Ahli-hli i sosil
di negara maju umumnya mencatay bulwa negara-nepars yang
sckarang dischul negara maju telah menempuh pembanginar
ckanominya melalui tigs whap pembangusan, vaiu (1) unifi-
asi. dan negara kesejahternan. Sehagai contoh,

kasi, industiria
Ingpris menjalani tahap unifikasi pady pertengahan abad ke 12

Rajat Henry 11 tahun 1134 - 1189 melakukan pembaruan pajak
dan menctapkan hukum nasional menggamti hukwm feodal. Bacu
pada tabun 1990-un. Ingaris memasuki era kescjahteraan dan
melakukan pernbaruan hukum dan memperkuat institusi-ingtity-
sl hukurn dengan fahirmya undang-undang perlindongan bureh.
Demikian puls. Amerika Serikat memasuki ¢ra nogara kesejahte-
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eaan pada taln F930-an serclah menjaldnt industrialisast hampir
suty abad lamanya, 1™

Menmurut Sritus Arief dan Adi Sasone bahwsa proses peimn-
bangunan ekonami Indonesia vang telah berlangsuny selama ini,
yanig dilandasi oieh suaty kerangka strategi pertumbuhian dan ke
terlibaran pihak asing yang luas dalam proses pembangunan cko-
nomi akan mendoreny [ndonesia ke dalam posisi keterpantungan
vang semakin tahen semakin mensbelenggu ckonomi Iadonesia,
Keterlibatan dart pihak asing melalui masuknya perusahsan-per-
usahuan multi
anahisasi ckonomi [ndonesia,'*

fonalnya tersebut, merupaksn proses inermasi-

Prinsip Ketidaktenganiungan ekonomi atau industri na-
sional muncul sebapai sabuasi atas dampak kerugian maupun ke-
utdutigan webiadap chonomi nesional schingge internasionalisasi
ckotami ndanesia vang dikvmukakan Jf alas duapat diantisipasi
melalui pentbaruan landasan hukum penansnan meds| dengan
mewaiihkien penanam madal at perosahaan hesar berkerja
sama medal dengan usaha keetl, mikre menengah dan koperasi.
Kelergantungin ekonomi Indonesia dari puianaman moedal asing
merupakan prinstp yang monumendal. Artinya, arus penanaman
modal dapat membawa dampak yang merugikan perekonomian
nasienat karcna tidak mendorong kemajuan dan pengembangan
penananin modal bagi vsaha kecil dan usaha menengah. Teta-
pi dampak negatif tersebut dapat diatusi asalkan ditkuti dengan
perubahan-perubahan yang komprehensif seperti addnya jamin-
an hukum jang mewsajibkan usaha besar menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan, dan alth eknolog, Jadi tidak sekadar

e Lkl Eacan Radingospuk, dhk, G, OV hal, 14,

' Lt Sritus A il dan Al Sasomo, Mookl Asing, Bebes Hutong Liso
Ausetonpeater, encehit Liivessives Ddomesia, Takarta, 1987, Bal Xiv, Ciri iseenasivnulizasi
chanomi Ldonssia wejndi karens domingsi el asing clalae: o Pemiban e
[nlenesin mengaadung Gin pross: ving cksploiatil’ seeara sisemais T padi sunan

cplonial Raetanda.

-geel din Ekonerrt
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menetapkan bidang usaha yang dicadangkan uniuk usaha-ysaha
kecil dan mencngah saja,

Selanjutnya, dalam hubungamnya dengan THETATIaARN
modal asing. maka untuk merealisasikan pemalaman mengenat
prinsip Ketidaktergamungan ekonomi nasional. harus dijiwai
oleh pencrapan prinsip kekeluargaun avtar bungie yang men-
cerminkan kebersamaan mau solidaritas dalum hubungan eko-
nomi antar Tepara majn dan segara berkemhang, Dalam ha
inikuh fakior hukum sehagai suaty variabel sangal menentukan
ualuk memburikan priosip ing ke dulsm perilaku ponamam -
dal asing metalui perusaban mehinasional.

3. Prinsip Insentif Penanaman Modal
4. Kemudohan Pemakaian Tanah
Tersediamya tanab untuk keperhim penanaman modal

menjadi strategis, karena di samping {ungsinya sehagai soefol
asset dan vapital wiver. wtapt juga termasuk lanabmya maupun
Jangka wakiv penggunaanya terhatas, |lak-hak prarangar atas
tanah tidak bersifat mutlak. letapi selalu ada batasnya, yakni ke-
pentingan orang lain, masyarakat dan negara,

kemudaban memperoleh hak atas tanak kepada perusa-
haan penanaman modal adalah perekat penerapan prinsip insen-
1l peranaman madal. ™ Kemudahan memperaleh hak-hak atas
tapah untuk keperluan penanam modal merupakan insentif dan
memberikan harapan haru pula bagi investor asing teetama hak-
-hak atas lenah bagi penanaman modal. kecuali ditentukan Jain
aleh undang-undang.

Maksud dan 1ujuse prinsip kemudahan memilifi tanah
tervailahifity v lundy adatal penanam modal atau perusahaan

™ eeny

o hehigbnn wi bz hempeshens: [ Lisan Basal 20 hon o 1
i 207 ey, Penamennan Vodal,
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penamnan maodal hanya dapal menguasal tansh antuk keper-
laany bsalisnys dengan hak sang ussha hak guna bangenan. dan
ek, pakit Pusal 33 DU Pokok Agraria Tahon 1960 (selanjuinya
disebur UTPA) menyatakin bshwi, Hak Guaa Bangunon adalzh
Sak onluk mend Fodan mempunyai bangunan alas lanabh yang
imum 30 {ahur

sulan mitik sendicl. dengan jungka wakte ma

dun dapat diperpanjang selama 20 1ahun, Selanjutnys Pasul 28
LT) B UPA menyalakan; Hak Guna Usaha sdabah hok untuk
mengusatakan lumah vang dikuasad Jangsung oleh nepara dalam
Jangka wakia 25 tahun guna peresahaan pertaniai. perilanan
tban pelemakan. - Selanjutnya, jangka wakiu ini dapat diperpan-

Jjamg selama 25 tahun lapi (Pasal 29 ayat 2).

Herdasarkan uralan di atas, hampir semus nega yang
memertukan modal asing uniek pengembangan ekoromi negara
ity Lebih menekankan pada Jangks waktu penggunaan tanah yang
fleksibel bapi kegiutan penamnnas modal, Hal vang serupa juga
terfadi di China, mermberikan pranata huXum kepada investor
wsing wau perusalian asing sampet jangka waktw 100 tahun |a-
manya, dan kenyslaannya nepara tersebut berhasil mengundang

wvesior wsng menamunkar modaloya di negatanya, Dermikian
pula Malaysia, orsng asing ditzinkan untuk membeli 1anah di
Mulaysin, sedangkin kepemilikan tanab antars 30 sampai de-

171

gz 9% vahan.

Brovatik wdak dari perbondirean di atas, jelus babvasg
pembitruan sistem perlangshan, lerutama pemberian hak-hak atas
Lasal wntuk hepeeiuan peng o modal merupakan suai stra-
Legl wang cepat dan temad wwiuk menciptakan iklim penanaman
mudsl yang kondusit, Selain pemharaan panskaian tanah dan
pemberian hak-hak alas tansh kepada perusahaan penanaman
madal., wniunk mendukung terciptanya iklim penanaman modal

Y ahat Leman Rajegukguk slkk, 1995 G G Jal, 538
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vang kondusil. maka diperlkan pulis pembaruan mengenai pre-
sedur perodchan tanah, dan pembaruan perizinan dalam ratigku
penanaian modal,

Pembaruan pemakaian eanah dan‘ntan hak-hak wias lanah
bagi perusahaan penanaman medal terkail dengan merfunya di-
berikan kemudahan peinberian hak-hak alas tanah {erveriduble f
fanel). Kansepsi filosofis yang mendasari retormasi regulasi pe-
makaian tanab atau hak-hak atas wnah untek penanaman medal
periu ditunjang oleh kemudahan memperoleh dan mengpunakun
tanah dan bangunan. Tanah terkait lanpsung dengan kepiatan
penanaman nodal, sehingga semua kegiatan penanaman modat
memanfaatkan wanah baik langsung maupun tidak langsung se-
bagai tempat usaha atau mendirikan pabrik.

Sulain penataan hukum mengenai pemakaian tanah dan
hik-hak atas tanah untuk perisahaan penanaman modal, stk
menciptakan iklim penanaman modal yanp kondusil, maka di-
perlukan pembaruan mengenai jaminan kepastian hukum terha-
dup penggungan fanah serta bangunan. leritama terkail denpan
kepastian atan Beksibililes mengessi jangka wakw pemakaian
tanah untuk menjamin kelangsungan penaaman modal, Tuniut-
an pembaruan kemudahan werhadap pemakaian wnalh dan bak-
Bk alis tanah tersebut merupakan pengaplikasian dar prinsip
insentif penanaman modai, Banyak negacs penarimi sodal me-
nerapkan prinsip insentif ine ke dalam sistern hukum penanaman
mudal negara mereka, Landasan peinikiran prinsip ini dituang-
tem hukum penanamae madal adalah karena keba-
nyakan investor asing wtau perusahaan asing cenderung memilih

kan clilam

negara vang memberikan kemuedahan pemakaien tanah dan ba-
ngunan serta hak-hak atas wnah. Pemberian insentil penanam-
an modal dengan mendasarkan pada prinsip pemberian hak-hak
alas tanall secara tebih mudah merupakan svaw metode dan stra-
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g yang cepat dan tepat, schinga penanam nwdal lebih tertarik
menanamkan modalaya di nepgara weesebut.

Pincrapan pringip kemudahan pelayasan atau perizinan
untuk mempercleh hak atas tanah perusahaan perusshasn pera-
narian modal dapat ménimbulkan dampak, yaitu UL Penanam-
an Maodal nantinya meajadi dex speediedis dari undanyg-undang Ta-
innga. Hal ini tentu saja megiarik keluar semua ketentuan-keten-
i hudkum yang mengatur pemakaian tanah dalam rangka pe-
naaman modat. yvang seiama inf diator dalem Undang-undang
Pokok Agrarin muupun ketentuan-ketentuan fin. Pemakaian
ranaly vanyg lebih lama sangat membantu Indomesee datom ramgka
mewtudkan iklim penanaman maodal vang kondussf

Sujalan dengan perbunya penataan hukam mengenai jang-
e wa kAL purikanat lenah sl hak-Rak atas tanab bagi investor
using. maka perhaikan dan penyempurnaan pemakaian tanah dan
fak-hak atas Lanah unek perusahven penanaman modal adatah
pervariasi. Artinya, penanam rmiodal asing diankan mengguna-
kan Hak Cuna Usaha maupun Hak Guna Bangunan sepanjang
purisahaun masth beroperasi di Indonesia,

b, Prinsip Kelonggaran Perpajakan

Pada hakikatayva prinsip kelonggaran-kelonggasean per-
pajakan dalam penvelenpgaraan penanaman modal adalah; (2)
pembehasan, dan (b) keringanan aias pengenaan pajak. Selain
itu. hakikat prinsip ini tercermin dari pemberian fasilitas pena-
namsn moddl. Hanva saja fasilitas penanainsn modal harus dite-
tapkan dengan jelas kepastiannya. Misalnya, benluk-bentuk fa-
silitas fiska), hak atas lanal), imigrasi dan fasilitas perizinan im-

por.' 2 Maksud dan (ujuan diberikannya kelonggaran perpajakan
kepada penanam modal adalab untak meningkatkan daya saing

that Dbanizwim K. Hajono, fledem Peogogman Mool Tingoueen Teriadup
ol cheane Lncinsgatadiong o 23 Titwnr 26T teneany Penzigamen Mods, 1
Bt imatieda Perslee Jakarta, 2087, il 134,

il
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perekonomian dan kondisi keuanpan negara dan harus promotif
dibanding dengan fasilitas yang dikerikan negara lain, '

Pengaturan mengenai pemberian Fasilitas pesunaman
modal. diatur dalam Pasal 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 FI1) Pe-
nanaman Modat. Kemudian dalam hal kelonggaran perpajakan
diatur dalam Pasal 18 ayat (4), (5. (6) dan {7) beriku;

{4) Bentuk fasilias yung diberikan kepada penanaman moda!
sebagaimana dimaksud pada syal (2 dan ayat (3} dapat be-
rupa:

2. pajak penghasilan metalui pengurangan perghasilan netu
sampal tingkat tertentu terhadap jumlah penangman mo-
dal yang dilakukan dalum wakiu tertenoe:

b pembebusan stau keringanan bea masuk atas impar ba-
rang model, mesin. atau peralatan untek keperlvan pro-
duksi yany helum dapat diproduksi di dalam negeri,

¢ pembebasan ataw keringanan beg masuk hahan haky atau
hahan penoiong untuk keperlvan produksi antuk jangka
waktu erleniu dan persyaratan terientu;

d. pembebasan atau penanpguhan Pajak Pertambahag Nilwi
atas impor barang modal atau mesin stav peralatan untuk
keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di da-
lam negeri selama jangka wakiu rerlenty;
penyusutan atau amortisasi yang dipercepat: dan
. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunat. khosusoya untak

bidang usaha rerteniu, pada wilayah atau daerah atay ka-

Wasan tertenti,

o

(3) Pembehasan atau penpurangan pajak penghasilan badan da-
lam jumleh dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepa-
da penanaman modal baru yang merapakan industry pionir.
yaity industri yang memiliki keterkaitan yang luss, memberi

i Jaal, 136
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nelal tambah dan eksternalitay vang tinggi. memperkenalkan
texnologi bar, serta memilixi nilai soatepis bagi perekono-

milan nasieal.

{6} Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung vang me-
lakukan pomgantian mesin atas harang miodal lainnya, dapal
diberikan fasilitas berupe keringanan alau pembebasan bea
masuk.

{7y Ketentuan lebih lanjul mengenal pemberian tasilitas fskal
scbagaintana Jdimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (§)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,

Berdasarkan kelemtuan dalam pasal-pasat 1ersebut di
atas, L) Pepanaman Modal kel culoup metual prinsip in-
sentif atau prinsip fasilitas penanaman modal bagi modal asing.
Kelwnggaran-kelonpgaran perpajakamn dan punputan-pungutan
laimtya hanva tordin darl pajak perseroan atas keuntungan dan
pajak alug deviden yvang diperoleh selara tidak melebihi lima
tahurt, Aduran hukum vang menpatur masalah seperti Hu. lam-
paknya sudah kurang ampuh sebagai fakior penarik bagi pena-
nam niodat, Kebanyakan penanam modal menginginkan restitusi
paiak. Pembatasan mengenal wakbe pembebasan pajak selama
limis tehun tidak berperan besar dalam menarik penaam modal
asing. Kuelenloan Fasal T8 ayval {43,050 (03 dan (7 hunva aueng-
atuy seeara umuori bentok insentil, telap fdal jelas mengatur
perbeduan antara pembebasan dari bea masul bapi pemasukan
barang modal yang diperbukan untuk mengoperasikan kegialan
penamran modakinva dengan pembebasan bea masuk dan bea
masuk lambahan vang dipetlukan untuk menghasilkan barang
vany Jipraduksi sesuai denpan izin usahanya.

Selanjunya, Ul Penanaman Modal juga Gdak memuat
alurgn mengenai batas minimal dan jangka wakiu terhadap fa-
stiitas penanaman modal bagi penanam modal asing, Tidak pula
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diatur mengenal sekior-sckior usaha seperti apa yang diberikan
pengurangan atau pembuebasan atas impor harang modal, bahan
baku datum negeri, PPh badun. dan PP dulam neperi. Dalam
berbagai hul. ceim Unding-undang Penanantan Modal seharus-
nya merruat pémbebasan atau keringanan berupa pajak ping ha-
silan s laba bagi perusahaan asing vang mekkukan kepiaan
penanaman modal d¢i Kawasan Timue Indonesia, pembehasan,
keringanan PPN pembelian barang dalam negert, PPn BM atds
iy dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah
dan bungunan vang dipunakan dalam kegiatlan penanaman mo-
dal sampai perusahaan lersebut melakukan produksi komersial.

Datam rangka menciptakan iklim penanaman modal
yang kondusif untuk menartk modal asing i, harus diberengi
dengan pemberian landasan hukum di mana fasilitas penanaman
molal diberikan pembebasan atav pengurangan atas pungutan
impor barang madal atau bahan baku bukan buatan dalam nege-
ti. PPh tdan. PPn gembelian barang dalam negeri kepada pena-
nam modal asing.

Selanjutnya, hasil kajian sehuah tim dari Fakultas Hu-
kum Universitas Indonesia dan Provek Elips pada bulan Desem-
ber 1995 menpemukakan balwa modal asing cenderung tehit
banyak memasuki negara-neyara yvang mencrapkan insentil da-
tam premanaman muodal daripada ke negara-negara yarg penerap-
an insentifnya sama sekali atau kuvane menarik

Pemsip helunggaran tasilitas pepajakan sehagai pencoe-
mingin prinsip isentit penwnaman modal. adalah pembebasar:
dan penpurangan pajak seperti dikemukakan di atas dianggap
suatu strategi vang smpuh untuk mengrik modal asing secepal-
cepatnvid, Sebapal contoh. keberhasilan Cing dalam manarik
modal sxing sebesar 13 billion US dollar pada thun 1993 di-

Ll

it Ralingabpok. dhk eI ¢ 1Bl 244
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sebabkan karena faklor pemberian fasilitas yang mengpiurkan
bagi penanam modal. seperti kerinpanan dan pembehaszan pajak.
pembebasan fmport didies dan lain-lain sejenisnyq. Demikian
puli di kiswasan indusler dabed A8 Pree Zone diberlakokan atu-
an hukum yang membebaskan para penanam modal asing dari
kewajthan nembayar pajak perusabiasn, pajak pendapatan dan
paiak ckspor- impor seiama 15 wahun'™ Pepanam modal asi

memperolel berbagal kemudahan dan asilitas pajak seperti, he-
s pajub perusihaan, pujak penghasilan dan pajok ekspor-impar

selani wakle ferleng,

Indonesiad thasih divakini olel regava-negars maju se-
hapal safall satu negura tapust inveslasi dan menpadi nepara
primadona untuk menarik penanam maodat asing. Merupakan
priradona bagl negara penanam modat kerena kebijakannya
v progresit melalui pemberian insentf vang menarik beru-
pa pemhebasan au pengurangan pajak dan pungutan-pungut-
mr lainnya. Datam keranpka melakukan rndakan nyata seperii
i, maky pembaruan fasifitas peranaman modal, scharusnya
penanam medal asing maupun penanam modal dalam negeri di-
buerilan {asilitas ligkal dalam bentuk: (1) Pembebasan atau pe-
ngUrangan atas pungulan impor barang modal stau bahian baku
penolong. (2} Fembebasan atau pengurangan PPh badan dan I'Pn
pembelian barang modal dalam negeri. (3) Memberikan tambah-
un madal kepada penanan modal vang ingin menanam modal di
sektor-sekior usaha yany bersilat plonir, seprerti manufaktur, tek-
vologi tinggi, industri pertanian, infrasteuktue terutisma di Kawa-
san Indoncsia Tinwr wau penanam modal vang berperak dalam
industei pembuatan material dan subu cadany dan barang-barang
moedak, bamua teotu suja pembarvan Basilitas penanaman modal
ini dilakukan secafa butvariasi. Artinya, haras diientulkan secara
el dan Legas berpa batay minimal yang dibebaskan aau diku-

VR Tl L
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rangi pajak atau punglitannya, berapa lamia jangka waktu pembu-
rian insentif, dan sektor-sektor usaha vang mana yang diberikan
ingentit penanaiman modal,

4. Prinsip Jaminan Penanaman Modal
Penurapam prinsip juminan penanaman modal merupakan su-

atu proses yang dibusilkan melalui usaha harmonisasi hukum vang

ditaksamakan oleh negara yang menganut sistem penangman modal

terbuka. Sucara kategorial. prinsip jaminan penanaman modal ada-
fah {a) transfee keuntungun datam valuia asing, (h) Jaminan nasio-
nalisasi dun kompensasi. Pembahasan mengenai keduz kategari iy
adalah sebagdl berikud:

a. Transter Kenntusgan dalam Valuta Asing

Prinsip ini diatur dadam Pasal & ayat (33, () dan (53 £

Penunaman Modal vange berbunyi:

(3 Penanam mudal diber bak anfuk mekak ks wansler Jan e

patriasi dalam valut asing. anrara fin terbhadap:

a, modal:
b keuntungan, bunga bank. deviden. dan pendapatan lain;
¢ dana vang dipertukan untuk:
I pembelian bahan baku dan penolong. barang sete-
niah jadi, ataw barang jadi: atau
2. pengpantian barang modal dalam rangka melindungi
kefangsengan hidup penanaman modal:
d. wmbahan dana yang diperiukan bagi pembiayaan pena-
naman modal:
v dana unwuk pembayaran kembalk pinjaman;
£, royalld atau biaya yang haros dibayar;
€ pendapatan dari perseorangan warga negata asing yang
bekerja dalam perusahaan penanaman maodal;
h hasil penjualar atau likuidasi penanaman modal:
L kompensasi alas kerupiae,
HMLIM PENABAMEN MO, ASING 'T;
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jo kompensasi was pengambilaliban;

k. pembuayaran yvang dilakokan dalan rangks baoluan lek-
nig, hiaya  yang harug dibayar uniuk jasa teknik dan ing-
najemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak
proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual;
dan

I hasil penjialan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

{4y Hak untuk mctakukan transfer dan repatriasi scbagaimana
dimaksud pada syat (3] dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

153 Ketentuan sebagaimang dimaksud pada aval (17 lidak me-
nEUraEE

4. kewtnapgan Pemerintah ustok memberlakukan ketentu-
an peraluran perundang-undangan yang mewajibkan pe-
laporan pelaksanaan transfer dana;

b, hak Pemerintah wuok mendapatkan pajak dandau ro-
vally dun/slay pendapatan Penperintah lainnya dari pena-
raman modab sesusi dengan ketentuan peraturan peran-
damg=imdangan:

e pelabsanpan hokoem yang melindusgi hak kredilor Jan
o pelaksdnaa hukum umuk menghindari keragian negara,

Pasal 8 ayat {3), (43 dan {5} pade intinya selain mengatur
mengenai hak {ranster ontuk ujuan mendorong arus penanaman
modat asing ke ndonesiz. Jugy menctapkan semu transler sela-
in yang diperbolehikan dipandang sebagai repatriazi modal asing,
dan tidak dipal diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran per-
pajakan dan pungutan-pusgitan Tain.

Kelentuan mengenat hak transfer dan reparriasi tersebut
di alas, perlu dikaji lebih jauh, karena sesungguhnya aturan-atur-
an hukum yang mengatur tentany hak trapsfer sudah berkele-
bihan hukum (over regufadiony. Adapun realisasi transfer dalam
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valuta asing yang diperbolehkan dengan beberapa pembatasan.
vaitu: (1} Keuntungan yang diperaleh selama proses produksi
sesudah dikurangi pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran
lain di Indonesia. {23 Biava-biaya yang herhubungan dengan we-
N asing vang dipckeriakan di Indunesia, {(3) enyusutan aas
alal-alit purlengkapan wizp. (4) Kompensasi daiam hat nasiona-

lisast.

Dalam penerupan peinsip teanster dan repatriasi, timbul
masalab. yatlw kewntuan ini dipandang berlebihan, karena jauh
febih awal sudah dilakukan Indonesia. yvakai sejak tahun 1970,
yang menganut rezim devisa bebax, sehingpa pembatasan trans-
fer devisa dihapuskan di Indonesia: Semua transeksi uang asing.
mizsalnya keuntungan beisih. modul lisik eknik, manajerial dan
biaya promosi dapat dilakukan secara bebas ke nepara asal.

Sehubungan dengan prinsip jaminan penanaman modal
yang pelaksanaannya dilakukan dengan transfer vang hersifa
repatriasi menurit pendapat penulis harus dibebaskan saja, kare-
na pembuatasan transter devisa telah iama dikapuskan Indonesia.
Investor asing harus dijamin baltwa deviden, bunga dan kewn-
tungan lainaya dari vang mereka yang diipvestasikan iw selana
perusabasnnys masth beroperasi di Indonesia dapat diteansfer ke
negara asaliiya. Hal ini merupakan salah satu prinsip jaminan
penanaman modal. dan apabila diterapkan ke dalam proses pe-
nanaman modal terutatha penanaman modal asing akan dapat
menciptakar iklim penanaman medal vang kendusit' di indnge-
sia. Naniun harus diperiimbangkan aspek lainnya. karena pruk-
tik-praklik seperti ini sangat merugikan Indonesia. Merugikan
karena prakiik-praktih repatiasi modal dircpatriasikan ke negara
asal, bahkan jumlahnyva dapat lehih besar dari nilat penanaman

modal yuag masuk ke Indonesia, Dengan demikian, seharusnya
ada ketertuan hukum yang mengalur secars tegas dun Julas bah-
wa repatriasi miodal aua repatriasi profc diperkenankan asal di-

—
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wumakan wniuk pengemtbangan atay perluasan penanaman modal
kembali freinvestass) ke Trdonesia dandatau aptuk digupaken da-
lam proges abik wknologl,

Famun harws dipertimbangkan pula aspek lainnya, kare-
it prahdik-praktik sepeetn b sangabmerugikan Indooesia. Meru-
wikae karena praktic-prakiii repatriasi modal direpatriasikan ke
regara asal. bahkan jumlahnya dapat tebib besar dari nilai pena-
i tadul ving masuk ke indoncsia, Dengan demikian, se-
hawusnya ada helentuan hukuey yang mengator sceara legay dan
Judes haliven repalrius modal atall repateiasi profit diperkenankan
asal digunakan untuk pengernbangan atau perluasan penanamarn
modat kembali [reinvestasi) ke Indongsia danfatan untuk dipuns-
kan daiam proses alih 1eknologt.

Lentub itu perlu dipertegas pengaturannya dulam pemba-
ruan lundasan bukem penunaman modal, bahwa hak repatriussi
muedal sudab wakluaya dibebaskan, lelapl pengawisan prmerin-
Lah tetap penting, sehingga kepentingan penanaman madal, dan
lndonesia saling menguntungkan. Dalam hubungan ind, terlihat
sangal perbu. buhwa para ahli hukum menggunakan pendekatan
chonumi sanga! bennenfoal, supiys dupst ditersphkan prinsip fa-
iminan penanasian modal, Teratama dalani hal keuntungan yang
dupal peruleh Indonesia pada waklu penanain modal asing mela-
kukan repatrisi. Bila hal ini diperhitungkan dengen telit. indka
wafp medtgakitatdkan kerogian bagi [ndonesia akan menjadi ke-
wil, [Tal ini beraet kerugian dan keuntungan dari praktik-praktik
repiriasi dapat diketuhui atau dipredikst, Kerugtan dalam proses
reparizst rdal s prodivyieng berhubhungan devgan proses hu-
kum, maka hai i diselbuot dengan pendehatun positive fromsaeni-
i cost Sebaliknya. keéuntungan vang besar diperoleh dalam pe-
Jarbsamzan eepanrtasd modal barn diketahod atou dirasakan kaluu
(1 repmtriast modal been diperbolebkan apabiba oodal ecsebus
sudal diinvestasikan di Indodesis seluma b tahun scjak pero-

—
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sahaannya beroperasi secars komersial, (2) repatriasi moida) ha-
Fus direpatrinsikan kembali ke Indonesia sclama waktu tertemo.
Tartpa mengikuti kedua pembatasan ini. keuntungan vang hesar
diperaleh dart aktivitas penanaman modal di Indunesia fidak du-
pat dicapai. inilal yang disebud wegarive tramsacrion eox. ™

Geratde P Sical mengemukakdn kevakinannya menge-
fai repatriasi modal datam kepioatan penanaman moda! balwa
prakiik-prakek seperti it tidak perlu dikuatickan. Yang penting
adalah eiptakan kepastian usaha sehingga penanan modal mem-
pereiyiti sistem, kebijakan dan atsran hukom serls bicokrasi ng-
gara bersangkalan, "™ Sesungpuhnya nenamam model Hdak akan
melakukan repatriasi madal. melrinkan mensnamkan kembali
keuntungan vang diperolehnya ity untuk memperhias [renanam-
an moedalnya kalau ada jaminan kepastian hukom,

Prinssp jaminan penanaman modal dilam pembanian
hak transtir dan repatriasi memiliki lungsi vang sangat peniting
dimasukkan ke daiam lindasan hukem penanamin mndal yang
akurr dirombak stau dipeebuiki schingea dapat inew yjudkan ih-
lim penignaman madat vang kondusir, Prinsip juminan wrsehut
kaluu diaplikasikan ke dalsm prasiia kuksn penanaman mesdal
vang hendak diperhaiki. maka (1) dari segi analisis ekonomi,
fungsi prinsip ini meeupakan alat untuk menderang penanam
madal mermaksimalkan keuntungan atan meminimalkan risiko
usaha bagh perusahaannya. Prinsip ini merupakan pula suatu pe-
gangan alau alat perbindungan dari pemerintal untuk menganti-
sipasi kemungkinan adanya persetisihan atug jalan keluar kalaw
misalnya ada kesulitan dalam pelaksanasn proyek penanaman
modal. (2) dari segi peran dan kedudukan pemerintab, prinsip ini
mempunyai fungsi sebagai protecio alau pengayom maupun -
bagai prablem sofver terhadap penanaman madal. Megara yang

" Liliat Victar Purh, ¢l € hal 225
" ik Geralde 1 Séeat 130 O hal 804
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diwakilt oleh pemerinigh dipandang idemtik dengan sebuali tertib
hukum sehagai penpavem dan regufator yang memberikan pra-
nata hukum dan memperlakukan penanam modal atae perusaha-
an asing sebagut business friendhy:

Jarminam Nasionalisasi dan Kompensasi

Untek memberikan perlindungan bukum dan. jaminan
hukum itas hak melik penanam ntodal asing, maka prinsip nasi-
onabisasl dan kompenszasi menjadi penting, yang mencerminkan
Hikad baik fost country wrhadap penanam modsl, Bentuk jamin-
an hukum ini adalab melarang negara mengambil alih perusaha-
an penaniman modal asing dan hiarta millk atau aset milik pera-
suhaan asing lunpa alasan hukum vamg diterima bersama. Prinsip
Jaminan nasionalisasi pady hakikainva merupakan pencerminan
prinsip non diskriminatil sepenti veng diatur dalam hukun cko-
nemi [nlernasional.

Perabaruan peryelosaian senghew sdalal unuk mendu-
Eung tervininyn iklim nenoraovm wndal vang kandusif, khu-
susnyi pengnmn modal aging. maka dipedukan harmonisast hu-
huin mengenal forum vang sesudl vk penyeleseian sengheta
punatiunan modal, Basal 33 UL Penzaaman Modal hanya meng-
atur penyelesaian sengkela, Dalam hal tejadi sengketa dan ka-
lau kedua. belal pitak pun ddak tercapal persetujusn mengenal
Jwmiah, macam. dan cara permbayaran kompensast. maka akan
diadakan arbierasi yang putusannya mengikal kedua belah pikak,
telapi ketemusn ini idak seears jelas memberi bavesan menyge-
nai penyelesaiannya melalel musyawacal, dan tidak pula secata
Jelas memberi batasan mengenal arbitvasi mans vang harus me-
nvelesailan sengketa. Hal ini dapat dimasukkan sebagal salah
sty kekurangan UL Penanaman Modal.

Froses fhi secara inheren melibat kecenderungan umum
para pelaku usaha terhadap pranata musyawarah vang divkur
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nelalui persepsi mereka bahwa penyclesaian sengkuta di bidang
penaraman modal melalyl musvawarah lehih cocok dan tata cara
lebih informal dibarding penpadilan. Tanpa melibatkan proses
tivkum yang Jcbih fortal dan biaya yang dikeluarkan lidak sulil
diperhitungkan. hahkan divakini lebih murah karena PrOsesnya
lebib cepat. Flanva jika musyawarah tiduk tercapai diselesuikan
metalut arbitase. Hal ini sesuai dengan pendapat Calubresi vany
menyvatakin hahwa hokum dapat juga diperhitngkan sebagai
terriey cost, jika letjadi penyelesaian sengket melalui fem-
bagu-lembaga di luar pengaditan.

Card-cara penyelesaian senskews werh dap masalah nasi-

onalisasi ini perlu digunakan muode! musya
¥ang sesuai uniik penvelesaidn sengkela vang timbul di dany
penanaman modal yang meoyangkul modal.asing. Jiks timbul
sengketa unlara pemeriniah Republix Indonesia dengan pena-
man modal ssing akibat adanya nasionalisasi, kompensasi dan
anti rugi, atau sengketa-sengketa tertentu <ff bidang penanataan
modai vang tintbul antara perusahaan asing dengan pengusalia
dalam negeri. misalnya risiko transfer mara uang, keterlambat-
an pemberian izin permohonan penanaman modal diupayakan
melalui cara-cara musvawarah. Model musyawarah sehagai -
rum penyelesaian sengketa-sengketa di bidang penansman mo-
dat sangat konsiruktif, integratif dan efisicn. karens esensinya
tidaklah sekadar semua pihak. MCAARZ-MENANE. NAMUR juga
sarana kelangsungan hubungan bisnis berdasarkan perdamaian
dan harmeni. I yang wermuat daiam prinsip bahwa musyawarah
bukannya menentukar siana yang menang dan siapa yany kalah.
tetapi kemenangan dan kepuasen semua pihak. Hal ini «
dengan prinsip hukum yang adil inennrut pendapat $lammer dan
Stome vang mengatakan bahwa tujum atau fungsi bukum adalah
harmonisasi berbapai maksod. wiuan dan kepentingan antura in-

arah sebugdl 1orum

Talan
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tividy dengan individu yang buin dengan masyarakat '™ Prinsip
sk vang adil dalam kaztamya dengan model musyawarah di
it bornrienias] padi hamn amtara kepantingan perbrangii
engan kepentingag uaute, Mode] musyawarah vang dintegra-
sikan dalam konsep hanmant et melipuls diafoy, konsultasi, me-
diasi, konsilinsi dan negesiast ateu dikenal dengan istifah kese-
larusan. keserastan dan kesepadanan. Dalam ilmu hukum konsep
barmoni dimanisfestasikan dalam nilat dasar dari hukoem vaitu,
kesamaan, kebehasan dan solidaritas, '™

Penerapan model musyawarah membutuitkan arsh yang
jedas dan salitg menghormati maksud dan wjuan antara para pi-
lak. Kehendak seseorang tidak boleh bergantung pada permalosa-
an kehendak individuorang lain atau pihak lain. Slone mengemu-
kakan bahwa prinsip saling menghormati adalah tuntulan hukuwm
berdasarkan hak seseorany, tetapi hanya dapal dipertahankan de-
ngan cara-cara yang selalu inemperlakukan orang yang dituntut
sebagal sesama manusia, Seseorany hanys dapat dipaksa uatuk
berlindak sesuai dengan hukum'™' Pilihan ini menueul peadapat
penulis habwa model musyawargh dalam penyelesaian sengketa
penanaman modal bisa dipakai untuk menciprakan ikiim pena-
naman modat yang kondusif di Indonesia, bisa juga dipakal un-
\uk hernremization iargeting yang perlu diperkenalkan ke dunia
interaasionsl balwa Indonesia lebih mengutameakan perdamaian
dan harmoni jika bersensketa dengan pars mitra dagangnya darl
nepara lain,

Apahily musvawvarah idek tercapal, noka foruer yang
sesial wniluk penyelesaian senghketa dilakukan melaloi arbilrase

Dasionntl mauput didernasional. Babion rangka pesnbaruan, pe-

i lb ke Responsi & Pt Pagrgbachen
i 93 hal

e Ml Sereame, . L Mrinsingreinsin Aoval Do Roncgaram Mol
sl Bk, 1987, Hal, [ 1d-L1.
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nyelestian sengketa penanaman modal hendaknen diteniukan
arbitrase nusional, sehingia investor asing imendapat ukses lang-
sung pauda yurisitiksi nasional. Apabila arbitrasi nasional tidak
mungkin fagi menyelesaikannys dapatiah disetesaikan melatui
forum Arbitrasi Bank Dunia atau dikenal dengan WSO {fzer-
neionad Cenire for Seslement of favestment ispures) seelah di-
setujui secara terulis (in writing from) ofeh kedua belah, Hal ini
sesual dengan prinsip kedaulatan nepara seperti vang dikemuka-
kan oleh Eauterpacht, vang mengatakan bakwa pada wmumnya
negara yang diwakili pemerintahnya tidak dapat dipaksa untuk
menyelesaikan perselisihannya di muka peraditan internasional,
dan tidak semua persoalan dapat diajukan di hadapan pengadit-
an internasional. Esensi pemikiran ini terletak pada dua sumber
bahwa (1) hak dari negara untuk menentukan di masa depan kai-
dah hukwun internasional mana vang dapat meagikatnya, dan (2}
Hak untuk mencntukan isi dart kaidah hukum internasional da-
lam suatu persoalan terentu,'™!

Patokan mengenai masalab yurisdiksi dalum peselisihan
ekanomi vang dikemukakan di atas sejalan dengan esensi pemi-
kirvan vang werkandung dilam teori ¢ ritieal Legad Stadies (C15)
uruk nengelaskan upaya nsgara-negara berkembang untuk
mieneegalt domicasi modal asing yang memasuki neparanyva de-
npan jalan mengubah kaidah hukum inteenasional sesuai dengan
kepeningan ckonominys, Esensi pemikiran CLS menurad Fh-
kamahanto Juwana hal tersebut terletak pada kenyataan halvea
hukum adalah politik, Hukum internasianal adatah produk pali-
1k dan sebagian merupiekan hasil tarik ulur Negara Berkembaag
dengan Negara Maju, sehingga datam proses penyclesaian seny-
keta ckanoimi kadang-kadang para penanam modal meminta du-

" Lehat 3. Sielik Sapulise BCSI0D ixan MIG A Leahag ) kel |tk A
Arus Fenanimam Modal, dutam 1asesaer Perubivan Tentong Penthabarian Hidnm

Naeigmef}. Tim Pakar Hukom Deparctemen Kehakaman dan 1AM, likarta, 2002, hal, $2.
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kungan dari peganmya,™ Di dalim Undanp:undang Penanaman
Modul Thailand, didapati ketentuan yang menyebutkan, penye-
lesaian s

pketa vang timbul dalam bidang penanmman mddal
diupayakan melale cara musvawarah Creifement of disputes
yheelt be done through deliberation), Apabila musyawarah tidak
tereapai diselesathan melaiut Jembawa peradilan ataw lembaga
perytlosaian seagketa di Juar peradilan baik nasional atay in-
tertsional. D Malavsia terdapat ketentuan vung menyebulkan
Tahwa penvelesatan sengketa pertama menggunakan Jocal aolen-
wisteerive wned fudicied focifities. kemudian TCSTT alau arbitpse
atau arbitrase fweaaiioned Aekived Tribunl (UNCITR ALY Lain
halnya dengan Singapura, didapati keeatuan yang menychokan
bithws Singapura welah mendivikan badan arbiwasi sendirt fos-
dcehlisf tiedr cwer aebitrazion) wiuk sebagai Torom yung sesu-
an untuk o menyelosaikan sengketd penaoaman modal ssing dan
senghora-senghkoen kemersiad laanva,

Dudumy rungka mendorong arus pemataman modal ke
Indowesia dan menjamin kegiaan dan kelangsunpan dan per-
kembangan penanaman maodal di [ndenesia, penggunaan modal
musyawarah maupun arbitrasi. reratama, arbitras: nasional perly
diperkenalkan kepada penanam modal asing. Tentu saja selain
pengetahuan mengenai prinstp murah dan cepal dengan cara mu-
syavvarall. juga dapal megalankan hubungan hubum berdasar
pada prinsip persahzbatan, kesamaan, solidaritas, dan kebebasan
di dalam kegiatan bisnis wituk mencapai harmoni. Sudah sejak
lema penekanan efisienst (cosi- fess) dari penyelesatan sengke-
ta penanaman medal melalw musyawarah dan arbitras: dengan
pendekatan ekonomi dikaitan dengan hukum. Tlal ind dise-
babkan kavena masalah i sangat mempengaruhi risiko usaha
Uan tngkal pengembalisn investast. Pars investor asing melala

i Tuweana Hikinahanto, Bumge Riuped Hukoen Fi i gfie Makivis tete

Lenwera |k, Jokarca, 24062, had, 3233,
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MNC-nys. yang umumnya rens seekers. maky dasar pemikir-
annya adalzh dengan menggunakan pendekatan ckoromi yaitu,
faktor pilihan atas risike yang lebih kecil daripada penggunaan
prosedur hukum formal di hadapan badan peradilan.

Metode penyelesaian sengketa peranaman modal seperti
dikemukakan di atas, dapat mengubah perilaku pemerintah hewss
coapiry dan penanam modal asing unwk febih efisien, dan udak
larut datam konflik terbuks. Eksistensi musyawarah dan srbiteasi
harya ofisien dan efektil apabila hukum menjamin prinsip per-
samaait. prinsip kebebasan, prinsip solidaritas. dan prinsip per-
umaian mesup harmoni dalam kegiatan preses penychesain
sengkela yung menguntungkan penanaman modal using. negne
arzhat,

dan masy
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PRINSIP-PRINSIP HUKUM PEMANAMAN

MODAL ASING DALAM GENERAL AGREEMENT
ON TARIFFS AND TRADE/ WORLD TRADE
ORGANIZATION

and Trade dan World Trade Organization ialah prinsip Non
Diskriminatif, Prinsip non diskriminasi tertuang dalam dua
prinsip vaitu:

Prinsip dasar yang melandusi Generol Agreemont on Tarifis

L. Prinsip Pertakuan Nasional {Netiona! Trearment),
2. Prinsip Pertakean Sama { Most Fovored Nation Treatment).

Ceneral Agreement on Teriffv and Trade (GATT) didirikan
piwda Ll 1947, dimana sebagian besar pendiring adalah negara
il Salah san persetijuan perdagangan inlerpasional vang hee-
kbt dengin penanagman wnodal wdalah Ayreement on Treds Ree
dettedd fvestient Mewsnres (TRIMS)L vang merupakan Dagian vang
Ltk erpisabikin dun pembentukan COrganisasi Perdugangan Dunia
{Agrevmens Fatahiliching the World Trade Crvginizarion). dan telah
diralifikasi Indvaesiu melalui Undang-undang No. 7 Tahun 19494,

Flakikal GATT adalub atwran-aturan hukum yang mengatur
rmasalafe Laril dan perilaky perdagangan inmasional vang menja-
di pedoman peritaku bagi nepara-negara peserta GATT, Tujuannya
adaluh menciptakan perdagangan bebas bagl burang dan jasa antar
negars sgar tdak mengslami hambatan. Inilah Alosefis suam kegiae-
an perdagangan yang dilakukan daltam sualu negara dibaroskan tidak
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telakukan prakiik-praktik diskriminalit. Sehab, berdakonya: suatu
hakum negara peneriini modat. akan berpengurub Juza terudap hu-
kum negara i

Prinsip dasar GATT vang dijadikan itk tolak perdagangan
internasicnal adalal peinsip “liberal™, vang difokuskan pada nrin-
sip persaingan bebas. Prinsip ini berakar pada prinsip kebebasun
{Freedom). prinsip persamasn hak tequeiny serta precsip Umbal
balik {reciprocing. Prinsip-prinsip ini selain bertujuan sebagai so-
rana perlindungan bukum, juga bertujuan untok mempertemukan
kepentingan negara-nepara yang berbeda sistent hukumnya. Prin-
sip-prinsip hukum perdagangan internasional ini merupakan suatu
terohosun penting bagi suatu kompromi antara kedua kepentiogan
yang berbeda tersebut, sehingga membawa marizal bagi perdagang-
an intgrnasionat, Dalam kaitannya dengan penanaman modal. GAFT
metupakan suatn loncatan pemting untek mencapai suatu peraturan
yang wniform dalam menarik penanaman medal dsing menanamkan
modalnya di host cowntry. Menurat Huala Adobf werdupid entpat as-
pek utama dari hukum (perdagangam) mternasional yany mengatur
Penamany modal asing, vaitw: Pertama, hukum internasional vany
1 miliknya, Ko
chig, hukem intermasional yang mengatr hubungan

mengawr perlindungan erhadap investor dan

1t transaksi

bilatcral anlurs dua neygare vanp disebul jugy sebapgai BED alan hilo-
forof investment freafy, Petjaniian sepeni ini banyak dibuat baik ne-
pary maju maupun berkembang. Ketioe, hukum inlernasionat vang
ITRCRRAELT Upaya-upay enanaman modal Ui susiu witayal Cresion
tertents. Upaya ini timbul sehagai reakst ketidak prasan terhadap hu-
kum imernasional yang melindungj investor dan harla miliknya. Ter-

masuk dalam hal ini adalah prinsip pembayaran ganli ruei nanskats

terjudi nasionatisasi penanaman modal asing, Keempor, Berkem-
bangnya atwan-aturan hubum inrternasional baru yang mengalur
Gpayd-upayd penanaman modal yang terkait dengan perdagangan
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imernasional {The Trode- Refoted Tnvesiment Measures ataw TRIMs
dalam keranpla WTOW

Keempat aspek terscbut di atas, muncul schagai reaksi ne-
surd-nepara maju lerfadap semakin banyaknya pemeriitaban Aost
conatry membuat kebijakav-kebijakan penanaman modal vang me-
wemzaruhi iklim penanaman modal yang berdampak pada perda-
gangan internasional. Kebijakan penanaman modal di népara-nega-
ta herkembang yang memengaruhi iklim penanaman modal melalui
dampak dari kebijakan dan perilakunys atas biaya. risiko dan peme-
Bintsan bzl ersatngan vang, diludae oleh penannn modal asng

atan perusahan perusshazan mellinasional '®

Buerdasurken makna prinsip kemantiatan ckonomi, Indone-
sia sebdpai negard berkembang, enlu saja menganat sikap preventil
Lethuadiepr pruribuke peoandan nodal, eriema petanom imodal asing.
Berdasarkan pula pada alasan kedavlatan dan menckankan pada
prinsip ketidaktergantungan ekonomi nasional dari modal asing,
mala prinsip diskeiminasi terhadap nan madal dapat dilaku-
kan dengan alisan sehagaimana dikemubkakan Sher! [L Seid (dalam
Zaidun mengatakan schagai berikot, Discrimination between nati-
ewesls cmed feweigmers i votd o be fnwtid wnder internoional fow f
it ix hused on retional geonomies grounds. The disceimination will,
however, hecome tinfawfil £ty based on racied gromnds or it iy
i breach of hifateral agreements made hebtween the host country
atied e Frvesior ¥ fowe conatey fwhen these stpulate nenional tre-
arrrent)

Huivian Achakl dan §hs

uln, T Mopalebe-mcisidion Hukyne dalon: Ferdogengin
aeaneed. Fanlpawaly Per: LA TR

Al Lapaprant Hangk Duni, e i bl 7

Lilae otz Aaidun, 20060 Peinsip-peinein Dok futeesasiomal Dufam
teateasconaa)d Meshel Aacep Divern s elipullihasikum, Surabava, Progeam Poscoasa jana
Linngritas Aelanges 2 L, |
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Pndapat int mdnyimpulkan bahwa, sikap preventil negara-
nugara herkembangan mengundang modal asing bukan dimaksud-
kan'kcbijakan restriktif atau masuknya modal asing sebagai suatu
ancaman. melainkan menckankan kepada kebutuhan penanaman
madal unttk kemajuan pembangunan nusional hest CRUREEY T SE-
diri. Hal ini menunjukkan hahwa sisters perdagangan fimernasio
aud) dan sistem penananitan modal ssing [angsung adalah dua sistem
yang saling menunjang dan melengkapi, Artinya, maju mundurnyi
perdaparigun seperti memperateh akses pasar sangat dilunjang aleh
kepiatan penanaman modal asing.

Untuk melihar febily lanjul penerapan prinsip non-diskrimi-
natifdari GATY berkenaan dengan masalah penanaman modal asing
wkan dikaji dun prinsip twama dari prinsip non diskrininesi, il

1. Perlakuan Nasional

Prinsip perlakann nasional atau Tebih dikenal dengan prinsip
Natiemol Treatment gang diawe dalam Pasal 3 GATT vang barju-
dul Nativwal Trectmen on brternationad Tioation and Regulation.
Berdasarkan pasal inf setiap nogara anggeta Organisasi Perdagany-
an Dunia/WTE tidak diperkenankun menyeleaggarakan penanaman
madal yany tidak selaras dengan prinsip tersebut. s

Hakikat prinsip perlakuan nasional adalah perlakuan vang
sama kepada semua penanam modal darl negara manapun vang

" Pasad O ayal (10 dan (2] Leescbul shonyatskan. | e COMPETIING povtios recognize
thal fnternarl tarses and other nteraaf civeres, o dows. regrdaiiony gnel Ferpireme Rt
aifeciing the \ternaitonal aale, sffecing fur sule, echise, DraspvERIas, i or
WES af piraducts. wnel GHERRE GueallitaiTe regIdatt? sl e e, L
s nf progc s or specified amuxnis e (opardons il not be applied rzpaarfesd o
denpestic prodiiets To wk fo oftond prtdeciion i e praduciion,

2 Fhe praducts of sereimne of e contracting parte anpovieed i the tereiier of anv
conbracting g imporied inte the seertory of pay oihes canceaciag party Shot kot b
welfe, dieeetly o igdirrecile, te el Saxes me ol eiteean! churger of wae kel in
erees af tese appfivd, diecity o sirectle fo ke st prodicts Yereover o
CHHiPEIT et Al atherwee ppplv rivernal 1Y o ubber infeenal Chared te Nported
B HNEEIIC oIS b (2 FRTeE CANTET: o e prawapdon sof fOrss o gz |
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menansmlan modalnya di Tudenesia. Pade hakikatnya pringip ini
mienp sk en negaes atau pererintah memberikan perlakuan yung
sama anzare nenanam modat dalam pegeri (investor nasional) dan
penanam modal asing (investor asing). Dengan kata lain, Pemerintah
[varus mumperlak ukan penanam modal asing sama seperti memper-
lakukan peranam modal dalam segeri. Diari sepi penanaman modal,
prinsip perbuakesn nasional adalak pringipyang bukan hanya membe-
rikan perlakuan dan kebijzkan yang sema dengan produk dalam ne-
gerd, letapd juge memberikan perlakuan sama terhadap akses pembi-
avaan dalam negert kepada penanam modal astng seperti vang dibe-
rikan kepada penanam madal nasional. Peraturan penanaman modal
di beberapa negaru ASEAN, Malaysia misalnya, perlakuan nasional
diberikan kepada penanaman modal asing, yaitu memberikan akses.
pendanasn dalam negeri yang sama kepada investor nasional. Singa-
purs jupa tidak membatasi akses pendanaan bagl perusahaan asing.
£ Thailand, memberikan akses pendungan yang sama. Noamon, di-
balasi untsk mvestor ataw pervsahaant asing maksimum 50 juia Bath
T urAng.

Dhm penerapan prinsip pedakukan aasional scperl diga-
viskan dulam ketentusn Pasal 111 GATT 1994 tersebut i anas, maka
lundusan Bukum penanaman mwsdal boye cowarey ldak boleh me-
mgarsdung atucan-aturan hukem v diskriminutil rerhadap produk
impur seperl pajuk dalam negert. beban-beban tevtentu, persyaratan-
-
juain., pengangkutan, distribust, dan penggunaan produk sehingga

wan yang akan mwmpengarahl penjualan, perawann, pm-

mienimbulkan perlakuan prolektif terbadap produk gsing. Selain o,
fandasan hukum penanaman modal, termasuk di dalam perjanjian-
-petjangian penanainan modal secara bilateral (hiloieral investment
argreemeniy) idak diperkenankan mengatur pengaturan kua dulam
neperl yang bersifat diskriminatit, penigawasan harpa dalam nege-
i harus memperhatihan kependnpan ekspor peserta [ainnya untuk
menghindar kerugian negara peserta,

—
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[Malam pandangan negara berkembang, prinsip perlakuan na-
sional terlihal schagai pembalasan kedautatan negara, (eh kareng
itu. prinsip diskriminatif dalam kehijakan dun aturan-aturan hukum
di bidang penanaman modat aduleh sah sepanjany tidak mlanggar
perjanfian bilaleral, Dengan kata lan, Kewenanpan éoss cotnlry
urtul mengatur masuknya penanaman modal asing hanya wnduk
kepada perjanjian-perjanjian internasional vang telsh ditandatangani
wleh megara yang bersangkutan,'™ 1lal ini sangat penting dilaksang-
kan bagi host corntry untuk rmemenuhi v pembanginan ekono-
mi negaranya. Mengenai hal ini. Sormarajah mgnyulakar, the righ
o state o controd entry of fveign investment iv wtlimited as it iv u
right thar flenss from severeianifL:
cxelbded by o state '8

Enm-' of fwelyn investmtent can by

Tampak bahwa hukum internasional adalah repulasi yang
sangat komprensif mengakui hak-hak host country wntuk b -
atur dan membatasi masuknya penanaman modal asing ke negara
meteka, tanpa mengabaikan kepentingan penanam modat asing.'®
Dampak negatil’ dari alian penanaman modal asing di hist com-
try menjadi alasan yang rasional unuk membatasi aktivites usaha
perusahaan-perusshaan multinasional. Afasan ini sejatan dengan
pendekatan teort jalan tengah (midele path theary) serta penerapan
prinsip skala prioritas. Negara-negara maju harus diawasi agar tidak
menimbualkan dampek negatit bagi fost counery. Dengan demibian,

e dalam el
Rt i sglnap st
sy huerasal e aumber sang
it bk, g

Penerinmbit noal e
Ladwin 20807 e eenikan

Pazal 1 4 idaim
manlal b

dak ot

1N Lersgdiog
ehlilan i
an ek kow i dun kerug

Lintatrlas kepi
Perinueen peemlang sendimpen;

ipdakan keefamat, keses i, ddisn b Jan
[LERITETE g -1l hangan
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tampak jelas bahwa pringip perlakuan nasional adalah semata-mata
wrusan hukur nasional yang ermasuk yurisdikst hase couniry, Oleh
kareny iu. sukar dituntut berdasarkan hukum infernasional pueblic.

Perkuiaalian werhadap retioned trearment diberikan lerhadap
produk-produk umul Sepentingan perterintah. dan dalam hal ter-
witty terttadap produk sinemalograli,"™, Dengan demikion. dalum
purdagungian nlermitsionad, barang-harang impor Gdak beleh di-
berlaknkan secara diskviminarl dalam pasar domestik suatu negara
anggoela. Pengecualian dari kelurusan erhadap prinsip non diskei-
minzst adalah sdanya petjanjiun perdagangan regienal dalam bentuk
crisforty uaten atiu fred trede eva, kasus pengecualian lechadap ne-
wara-regara berkembang (Pasal XX1V), Menurut prinsip ini sistem
vang diciprakan dalam rdngka fee ol areg dan costims winion
tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap negara-negaea yang ti-
dak berada dalam satu kelorapok dengan mereka.

Selanjuinya, kelentuan ayac (2) dari pasal tersebut menga-
tur mengenzt adanya jaminan bahwa baik jangsung maupun tidak
langsung terhadap baranp-barang impor tidak boleh dikenakan pa-
jak-pajak intern vang lebih besar daripada pajak-pajak intern atau
biaya-biaya laimnya yung dikenakan pada produk yang sama vang
diproduksi di dalam negert.

Selanjutaya. penerapan prinsip perlakuan nasional di bidang
vang lidak sepdan dengan prinsip perlakuan nasional sehagaimana
dimaksuwd dalam Pasal 1 ayac(4) GATT 1994 mencakup kaidah-kai-
dah yane mewnjibkan atau memaksa berdasarkan hukum nasional,
alan peraluran admindslraif. yang mensyaraikan sebagai beriou:

. Pembeliom s peaggomsan produk-produl yvang berasal darl
dalan negeri wau dari sumber laionys dirnc menurud produk-
produk welento, vobume atau nilai barng produk. atau menurat
perbandingan dae voluie atayu niki produkst lekal, ata;

"L Normin 5. Pk paines, et Habaan I3k el | hampin
1t L, dnkem Al findooe Svesebee, Fadisi Khusus, dakoarra, hal 1e-117,
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b. Pembelian mau penggunaan produk impor olch perusalaar diba-
tasi sumpai fumizh tertentu dikaitkan dengan volume atau nilal
produk yang diekspor.

Secara kbusus prinsip perlakuan sama (egueal fregipment)
ataw dikenal dengan prinsip non -diskriminast (wost favored naiion)
adalah suatu prinsip hukum penanaman modat yany sanpat penting
demi kelangsungan penanaman modal itn sendizi. Landasan hukurm
penanaman madal harus memberikan perlakuzn sama kepacda pena-
nam modal fanpa membedakan asal negara, kecuali kepada pena-
naman medal dari negara tertentu dimana Indonesia terikat dalam
perjanjian internasional. Dalam perspektif John H. Jackson. prinsip
ttama yang menjadi dasar dari hukum perdagangan intermasional se-
perti diatur dulam Persetujuan Umum teatang Tarif dan Perdaganpan
1992 {GATT} adalah prinsip aon diskriminasi. Oleh karena iy, kon-
sesi yang diberikan kepada satu negarn partner dagang harus herlaku
pula bagt semua pegara lainnyva, Satu oepara lidak bolel diberikan
peetakian baik atau debih buruk dari pada nepara lain, Prinsip ini
menghestushan semua nepara diperlakekan sama, dan serus negara
larus {urut nenerima dan menikmat peluang wsaha dalam kepiatan
perdagangan internasional, serta memenuhi kewajiban yang sama
pula.'™

2. Perlakuan Sama

Prinsip perlakuan sama atau, lebih dikenal dengan prinsip
Maost Favomred Netien Treaiment (MEN) terdapar dalam Pasal |
GATT, yang menystakan;

“with rexfect (o costums dutics and charge of ony kind impo-
sed on or in conmection with importation or EXAICTIGI O
imposed o the international transfer for pavments for im-

Lt Karladpaesena H oy EATS dan WIE) Sistems, Fuarinr dor Lenthaga Intereasionat
e frdang Peeclagungar, UYL 199 Jakurta, hal 114
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pors or exporty and with respects 1o the method leving such
duties ond cherges, amd with respect ho all rides and firma-
lities in cunnection with ieyurtelion and exportation, and
with respect (o wl meiters reffeved to in pavagraphs 2 and &
af Ardicle 1 any advaniage, favown, privilege, or immnmity
granted by contracting purty o any proditet originading in
or destined for upy other country shall be qeeorded, brme-
dintelv and unconditionatly ra like product originating in or
destined for werritories of all other contraciing puriies”

Gelunjunva. menyatukan kedua undang-undang itu membe-
rikar harapan kepada Indonesia untuk merevitalisost pembertakuan
prinsip non-diskriminall sasional untuk menghindari inkonsistenst,
Penyatuan Undang-andang No. 1 Tahen 1967 tentang Penatraman
modal Asing dan Lndang-undang No. Tubuen 1968 witang Pena-
namun Maodad Dalam Megeri menjadi Undung-undany Penanaman
Wokal Kiraoya dapal meeghilanghkan keragu-raguan dan segl hu-
humy bagi penanam muodal yang ingin menanamkan modalaya di
[ndonesta dansatan ingin melakukan kerja sama penanmzman modal,
Langkah penyaluan ini benar-benar legadi dengan diberbskukan-
nya Uik} Penanaman Modal. Bagi donesia. langkah inf merupakan
Jaminan kehija
iklim penanuman modal vang kondusif, tansparan dan akuntabi-
litas.™  Prinsip perlakuan nasional (narional treciment) diberikan
uleh fest comery kepada sesama penanam modal yang menanam-
kan modalnya di negara i, keewali poraturan perandang -undangan
mengatakan lain, Pemeriniah sudah sewajarnya menerapkan prinsip

1 disar pemenntah Indonesia unlok menciptakan

" Pembaruan hakin lpunling kazena hur[':.'ngsi
U e, Pusner 3 e avvenial fegal cefovm roguined
B CPrIE TREE B RSTRIC e hc' She cdapion of a gyston of eefitvely precive fegal
rwles. ey oistinet frean sare gpee eeded soonfaeds er g heavy invesneat in upproding the
Hwtion 3 pediciary A vt cpeles gut gedee I8 wdiior IRy wraces) eapesditares o faw
retir imcheswe the rote of ceonomee presdh . Libae Richaed & Posser, €reasing o Lessal
Fremewark fi fer Lhewelon L The Werld Hani Reserrch Ohserver. Vol 13, 1998,
ok hal. 11
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ini dalam pembarvan landasan hukuny penanaman nusdal dengan
menyatukan undang-undang tersebut mengingat atfanya persaingan
vang semakin twjam dari negara-negars lnin untuk menurik penanam
muolal menanamkan modal di negaranya.

Konsepsi filosotis varig mendasari penyatuan ini adalah. Per-
fenner menyatukyn dan menyvempurnakan kedua landasan hukum ini
adalah agar landasan hukum memadai dan dupsn herperan untuk
menborikan jaminan yang mendasar, vaitu memberikan perfakian
samta dim perlukuan nasional kepads penanas modal using. Kedn,
persyaratan kinetja hukum uniuk tolok wkur tertentu yany mendu-
kung pencipaian sinergi prinsip-prinsip hukem datam Tenanz e
modal. Keriger periu pula adanys jaminan penlincungan ats

lang-
sungan dan pengambilalihan penenaman modal, skses pendanaan
dalam ncgeri yang sama kepada penanam modal asing dan penanam
madat dalam negeri dalam negeri, dan pengurangan bidang-bidang
usaha yang tercantum dalam dafiar negatif investasi, Keempat, po-
nyatuan kedua undang-undang ini sangat mumgkin memudahkan pe-
layanan bagi para penanam modal asing.

Tidak dapat dipungkisi bahwa globalizasi  penanaman
modal giobal sekarang ini telah memengaruhi Indonesia seperti
umumays  negara-negara  berkembang  lainnya untuk  memacn
pernanain modal asing memasuki negaranya, Sebaliknya negara-
negara maju. seperi Amerika Serikat, Usi Fropa, Jepang dan
Cina segera mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum perdagangan
intemasional yang berkailan denygan penanaman maodal ke dalam
Iukum penanamian modal negaranya. Kalau pemerintah lebih berani
meliberalisasikan pengaturan penanaman modal dengam menerapkan
prinsip perlakuan sama dan prinsip perlakwm nasions| ke dalam
Undang-undangan Peranaman Modal. maka hal ini merupakan salah
st strategt atay metode uatuk menghindarkan dominasi dominasi
asieye lerbudap perekomeminn nagional.
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Dengan perkataan lain, ketakwan pemerintah dao berbaga
kalangan terhadap masukaya moedal asing atou perusshaan asing
ki mendominasi perckonomian ndonesia tidak perlo terjadi. Ka-
rena. Fertame. sumtu negara mempuinyal hak mengatur penanwman
mudal wsing i negranvi, Aeefig, penamam modal gsing perusa-
haan asiag harus twnduk pada peraturan perandang-undangan vang
borluky sendin. Kedige dengon alasir chonomi dan sosiel, suale
negac dapat nwelokuban dndukan diskeiminasiCdadom proses pens-
et mwedul, Reesol. suitu negars berkewajiban melindungi dan
mesherikan berbagal kemuodaban dan fasilitas yang menwik bagi
pari periaien modal.

Mengan demikian, pembaruan landasan hukum penanaman
ol yang lidak membedakun fagl semua penanam modal akan
meenghibangkan perspest burek weebadap klim penamaman modal di
[ndenesia. Dengan demikian, diharaphan produk-produk Indonesis
daari hasil penananan modal akan memasekt pasar interasional dan
meningkatkan devisa negara !

Diasar pemikiran menvesuaikan kereniuan hukum penanam-
at mardi] swaty negars dengan prinsip-prinsip dan ketentuan nter-
nasiunal adalah buhwa: {13 Urnumnys negara beranggapan balvwa
hahwa campur tangan pumerintah negara-oegara berkembang untuk
menarik modal asing dapat menimbulkan distorsi pasar yang dapal
menghambat perdagangan. Negara-negara pengekspor modal seper-
ti Ameriki Serika horanggapan balwa hambatan arus modal tidak
herbeda dlengan hambatan masuk pasar (weces fo market} melalul
prokeks: tarit. Kebijukan peedugangan vang berksitan dengan qe-
nanaman makdal Of negarn-negars berkembang seperti persyaratar
kandungar lokal, persvaratan chspor, keseimbuangan perdagangan.
pemibatasan kapasitas produksi. dan keharusan mernbat produk jer-
teru adalah masuk kategori tiidakan non-tariff burrer. Kebijakan

WLt heeel W Oy, CReterming Logoel Swwen re Deelopime and ansition
Fapennies ", Pinemce & Devedopnen, Septesber, Vol 94, 192 hal, 34
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tersebut ditentang oleh negara maju seperti Amerika Serikat. Bagi
regard maju, ketentuan TRIMS justru diterapkan untek menghilang.
kan apran-aturaiv hukum di bidang penanaman modal vang dapat
menimbutkan distorsi dalam perdagangan internasional, {2} Indone-
sia sebagat negara penandatangan GATT 1994 harus sudah mengha-
puskan semua aturas-aturan penanaman modal vang tidak sesuai de-
agan aturan GATT 1994, Konsekuensi penting penandatungan suatu
petfanjian inlernasional atau keanggotaan suatu organisast internasi-
onal seperti Organisasi Perdagangan Dunia. mewajibkan Indonesia
mulakukan harmonisasi hukum di bidang penanaman modal yang
kompatibel dengan hukum perdagangan internasional. Kebanyakan
ahli hukum meyakini bahwa, undang-undang yang serupa dari ber-
bagal negara lersebut akan saling mendekati {comvernence) dan ber-
tambah kuaf. hergerak ke arah standarisasi. Selwlulnya sejak tahun
2002 Indonesia sudah harus memiliki undanp-undang pienanaman
modal yang memenuhi standar internasional sebagaimana disvarat-
kan vlch TRIMs. seperti halnya ketenwan TRIPS (rrade relaied in-
telfectued proversy) di biding hukum hak atas bekayasn intelekioal,
(3) perdapangun bebas {free ey akan lebih memberi keuntunpan
kuepada sermna negara sehingga di dalam kegiatan perdigangan in-
teenasional wntek barang dan jasa telab membawa saling kerergan-
tungan wntar bangsa. Karena, perdagangan Internasional sehagai suh
sistem kegiutan ekonomi dapar dilibal sehagai suatu proses produksi
dimana barang dan jusa, termasuk modut vang reladf imurah dalam
suatu negara. secara relatil Jugs dapat menjadi barang-barang. jasa-
-jasa, dan modal yang mahal.

Ketentar-ketentuan GATT di bidking penanaman modal
ataw TRIMs, yang seluruhnya diperlakukan sebagai. sutu kesatuan
{as o single pnderiaking) di bawah Organisast Perdapangan Du-
nia sebagai aturan main dalam perdagangan intermasional. Dajarmn
melaksanakan ketentusn TRIMs tersebut telah digariskan prinsip-
-prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap negara penetima

—
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modal, Tujuannys adalah mendorong perkembangan perdagangan
ineernasional, dan memudahkan arus pensnaman modal antar nega-
ra untuk meningkatkan pertumbuban ekopomi semus mitra dagang,
terutamg nepara sedany berkembang diharapkan dapat memelibara
dan menjamin perdagangan bebas,

Dalarn hal inilah sangat perlu dipertimbangkun manfaat vang
diperoleh Indonesia apabila memperlakikan prinsip-prinstp hulom
perdagangan iremasional, yang akan mendorong penanam modal
menanamkan modalave, Dalam hat ind fuklor harmonisasi hukom
sebagai vartabel vang sangar menenukan, Scaw kebijakan peme-
rintah dari negas penéeima modal. misainyva vhtek pembangunan
idustri masionabnya tdak bisa dilepaskan dor kepentingan nepara
Lain. Conielr kasus Mohil Masional Timor (dobogs) un 1996-
1997, digugar oleh Amerika Sertkat, lepang dan Uni Fropa ke loeum
PO dan ménunual pemetintah Indonesia menghentikal program
fubnas Timoer karenys melanggar pegjanjian TRIMs, dan pugatan it
likabulkin.

Pengrapan prinsip Lk dalam perdagangan iernasio-
nai perlu dipérhitngkan dari sepi analisid ehongm, terulama yvang
iy enghit herbagal fakwy sepecti sifat bisnis para penanam m-
dal astng. manthal ckonomi durl penanaman modal bagi masyara-
ki, dan hol-hal vang meryacgkol persnan hukum dalam kepiatan
peranaman wodal. Awran-aturan kuloum pedanaman modal vang
berkaitan dengan perdagangan lidak terpisalikan dengan persctyju-
an dalam GATTYWTO, Konsekuensinya, Indonesia harus menerap-
lan prinsip-pringip hukum dalam penanaman modal yang terdapat
dalam TRIMs {persetujusn tentang Ketentuan Penanaman Medal
wany Rerkaitan déngan Perdagangan) int. Tujusn kesepakaton terse-
but adalah mengurangi dsn menghapus sepals kebijakan penanam-
an modal vang dapal inenghambat kegiatan perdagangen. Hal ini
berarti Indonesia harus membuoka wilavahnva anwk divmasoki aleh
penanam modat asing dengan menerapkan prinsip kebebasan wntuk,
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menanamkan modal {fFeedom fo inmvesis) di setiap sekior ekonomi,
kecuali sekiorsekior usaha yang terlarang dalam Dallar Negatit'
Investasi. Datam pandangan negara berkembangan, TRIMs adalah
bukun semata-mata persoalan perdagangan. telapi menyanpkut pula
masalah kebijakan pembangunan ekonomi nasional Aost comier.
Sedanpgkan bagi negara-ncgara maju (freign constey), TRIMs di-
maksudkan untuk menghilangkan restriksi-restriksi dalam bidang
penanaman melal yang dapat menimbulkan distorsi dalam perda-
pangan tuiernasional,'™

Pada hakikawnya. penerapan TRIMS dilam aturap-aturan hu-
kum tentang penanaman modal bagi Indonesia adalah schagat sava-
T pembangunan ekonmni nasional uniuk meminimalkan dampak
burek dart pénaraman modal, yaitu agar penanaman medal dapat
memben kémanfuatwn bagi rakyat secara keseluruhan: termasuk
upaya-upayé Indonesia mengatasi keterganiungan ekonomi Indone-
sia dari penanaman modal.

Jenis TRIMs, yarg brotentangan dengan (Netioad! Trear-
ment) Pasal 11 GATT 1994, dapat dildentifikasikan dalam tiga ma-
cant, yai
I Local conent reguirements, yaitu petsyaratan bagi investor atau

perusaliaan untuk membeli bahan bake, komponen yang dipro-
duksi sendizi, utaw yang bersunber dari dalam negeri (in Aese).
2 Trade holuncing respuirements atwn persyaratan keseimbangan
perdapangan, yaitu persyaratan bahwa investar aluu perusahaan
dalam memenuhi kebutuhannya hanga diperkenankan melaku-
kan impur barang apabila perusahaan tersebul ielah melakukan
ekspor produk dalam negeri dalam jumiah dan volume tertentu,
Dengan kala Jain, penanam modal atau perusahaan diperkenan-

P Beberaps negulisi Ji pang digngeap diswnsi (efadeg prizgn porlaEuon smna it
Bt sclaferh St Boepuetuzian Wentcrs Porimdusirize Mo, 115K 1995 ot l
Tiwgkat Kandunzan lvxal Kendaman Bermotnr aisn Kompeacn Buasan 1l
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Yass melakukan impor apabibt peresahaan téesebut dapat menun-
Jukkan dekumsa hihwa dis lelat melakekan ekspor,

G Leegnpan dori Restrigsd Kiontnal, Prinsip lavangen lerboadap
restrihsi yang bersital kuantitati) adulah kuota dan jenis pemba-
tasan vang serupy, Perkecuabinn vang dibolehkan dajam GATT,
lerutama bagi pegarn-nepsra berkembang adalah apabila suatu
negara menghadap wasalsh dalom oevsea pembayarannya {Pa-
sal XV, vang menentukan bahwa restrikal kuantitatif boleh
diperlakukan oleh suate oogarn berkembang untuk mencegah
mengecilnya cadangan devisa vang dimilikinya akibat mening-
katnya.impor negara 1ersebud,

Selarguteya, keventuan Pasal X1 ayar (1 GATT 1996 tersebut
borbunyi ¢ Mo profibitfions or vesivictions other than dulies, foxes
o ofher charges, wheter smade ¢ffective thriugh guotas, import o
exgirt Neences or ather ey, sholl be institvied or maintained
by any contracting party on the (mportation of aiy product of the
ferritory of ang other corivacting pariy or on the exporiaiion or sale
Sor expor af av produet deskined fie e ferrisoey of ane ofber con-

frere iR paairi

Sehugai pernelasan, babva TREM: vaog gk sejatin dengan
penghapusan restriks koantitat!’ seperti diatur dalum Pasal X1 gt
(b i atas, mencakup hal-bal yang mewsjiblan atan memaksa bor-
s rkan hukum nasional atay peraturan-peratyran adminigiratit'alay
menenuhi persvirtan unluk memperoleh insentif utiu fasilitas. dan
vang menthatasi sebagai bertke
g Tmapor produkeproduk vang dipahai dalam proses produksi atau
terlait dengan produksi fokadnya seeara wmwm alan sendlai pro-
ok vamg dicksper oleh perusahaan vang bersanskidan (oo
resfriveion refaied fo rade balancieg),

b Impor produk-produk vang dipakai dalam atuo terkaie produksi
lokal dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri
sanmpatl jumiah yang terkait dengan deviza vang dimasukkan nleh

I
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perusahaan bersangkutan (import restricion relafed (o radé bo-
fereiite eten foveier exchonge).

¢, Ekspor atau penjualan untuk ckspor apakah dirined menurat pro-
duk-produk khusus menurut volume atau nilai produk-produic
ataw menurut perbardingan vodume atau nilai dari prodoksi iokal
perusahaan vang bersangkwtan (foca! production).

Ketentuan TRIMs yang bertemangan dengam Pasal XJ aval
{1} GATT, dapat diindentifikasikan dalam 10 (scputul) macam
L Trade balancing requirements constituting restriction on imper,
vaitu suatu persyaratan yanyg membatasi perusshasn atau inves-
tor uatuk melakukan impor sesuai dengan volume dan nilai pro-
duk yang diekspornya,
Exchange restriciions restfiing in restriction on fpots atau
pembatasan transfer devisa, yditu persyaratan vang membatasi
suatue perusehaan atau investor intuk mendaputkan devisa dan
akses untuk devisa dalam melakukan imper hanya diberikan se-
suil kebuluban:

[}

3. Damestic sclex requirements involving rexfrictiuny on export,
yailu persyaratan suatu perusshaan atau investor untuk menjual
sejurnlah terlentu produkaya di pasar dalam negeri,

4 Manfociuring reguivenienss atan keharusan membuat praduk-
produk terentu, ysitu persyaratan bahwa produk-produk eertenie
harus dibual di dalam negeri,

30 Eapurt pecfuntones egnirements atag persyaratan ckspor, yail
suabe kebijskan vang mensvaragan bilwa sejumlab produl wr-
rentu dari produl vasg dikasilkan harus dickspor.

. Products mandivting reguiremends, yaitu kebijakin yang mensya-
ratkan hahwa perusahsan atau investor harus manyaplai pasars
pasar tertentu déngan sualu praduk yaag ditetapkan atau produk
vang diproses dengan fasilitas wrientu.

7. Technidogy iransfer requivemenis, vaite kebijakan vang metsya-
ratkan perusahzan atau investor untuk melakukan alih teknologi
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atas daser now-comtmerciad terms, bahkan research and develop-
meaf wertente harus dikembangkan dan dilaksanakan di dalam
neper,
& Licensine requirements. yaitu keharusan penggunaan lisensi da-
Lim produksi.
9 Remittence rextrictiony, yaite larangan bagl peeusahaan atau in-
vizster untuk mengembalikan keuntungan atau faba vang dipero-
leh dari penanaman modal ke nepars nsalny s,
fovel vquity requirementy iau persyaralon pénitikan saham lo-
kal. vaitu suptu kebijakan yang mensyaratkan hahwa sebagian
saiam haruy diberikan kepada perosabaan pastaer Jokal,

!

=

Prinsip-prnsip ok dalam penanaman wodad yany tak ka-
fah peningus dschalsingan dengan peinsip-prinsip hukum penmams
an el Jakun GATEAW IO maupun TRIMSs adalah prinsip-prinsip
yang tidak mengikat (APLIC Non-tinding Ivestment Principlesy.
Prinsep-prinsip 10 adalak:

Lo Trangpurency, vaitu seliap anppota menyediakan semua pera-
twean perundang-undangan dan prosedur administralil’ maupun
kehijakan secars oansparan yang berkattan dengan penataman
mesdal.

2. Now-diseriminadion Berween Sowrce Evonomies, vaitu memberi-
kan perlakuan samy kepada semua inveslor lanpa membediakan
asal negar.

3 Nutional Treadment, vaitu perlakuan nasional diberikan pula ke~
pada investor asing,

4. Investment freentives, yalu setiap angpota tidak akan meiong-
garkan peraturan kesehatan, kesclamaran dan lingkungan seba-
pat suaty isenil ek menarik arus penanaman modud.

3. Expropriation and Compenserion, yaiw tidak nengambii alib
prerataman modal alau tindska serups terkeenali untuk kepen-
tingan umum, sesuil prinsip hukam imemasional vakni kewsiib-
in negary melindungi bak-hak negura asing dalam bisnis, anpa
mengzbaikan bukam nasional.
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. Performance Requiremens, yailu tndakan mengurangi pererap-
an persyaralan penyelenggaraan penanaman modal yang dapar
menghambat peningkatan perdagangan dan penanaman modal.

7. Repuriation and Convertahility. vai setiap anggota membari-
kan kehebasan atas transfer dang seperti, laba. dividen atay bu-
figa yang berkailan dengan hasil dari penanaman modal asing,

& Seftlemeni of Dispures. yakni diperlukannya suaws forum penye-
tesaian sengketa yang timbul pada penanaman modal desgan
cara konsultasi. negosiasi, atau prosedur arbitrase.

Y. Entry and Sorjmurn of Persormel. yatu mengizinkan masuknya
tenagy ketja asing yang penting seperti wnaga leknisi mMaupn
lenzwa manajerial dalam penanaman modal,

M Avaiidance of Dowbic Taxenion. vait seiap angpeta melakukon

penghindaran pajk bergands atas hast] aktvits TRALADA LI T
dal.

frvestor of Behavionr, vuitd investor atsu perusabaan using ha-
rus mematuhi semuz undang-undang. kebijakar. peraturan ad-
ministrative seperti yang diberlakukan bagi investor domestik,
Remeved of barricrs in € ‘upited Exports, yailo sctiap angpoty se-

—

!

i

t

Wju mengurangi atau menghilangkan hambatas-hambatan ispu-
tama hambatan peratsran dan kelembagsan atas arus penanaman
modal,

‘Tampak bahwa prinsip-prinsip yamg disepakati dalam APEC
berperan penting di dalam kegiatan penanaman modal, Indonesia se-
bapai salah sutu negara anggota kerja sama Ckononi Asia-Pasifik
mau tidak mau harus membuka dirt terhadap realitas pasar hohas.
dan diluntul untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap
arus penanaman modal,

Berlitik tolak dari peinsip=prinsip tersebut. tampak dipenga-
ruhi leh teori ekonomi neo-klasik baltwa dengan pasar bebas akan
menatkkan produkiivitas usaha, vakni penanaman modal. produksi
distribusi dan alokasi serta konsumsi. sehingga dapat menciptakan
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harmalemuran rekvan seeary keselurshan, Denpan demikian, Kalau [n-
dunesia vepal-cepar menghispuskans allran-alusan peisdanan modit
wany menglambiat i metiggingi perdagangan bibas (free treade)
sepert yang, dibargskan oleh GATWTO. TRIMS maupun APEC,
iklim penanaman modal Dudonesia akan semakin baik yarig akan
membawa dampak kepada masyarakat dan pemeriniah., Dalam hal
inilah sangst perlu dipertimbangkan kerja sama internasional me-
liabui aktivitas harmonisasi hukum yang memperlakukan persturan
vang samv dam scjajar, Datem hal ini faktor instrumen intemasional
schagal suat variabel yang sangat menentukan, Hasil survel Bank
Pembangunan Asia (A lew Develompesnt Bank) terhadap 700 perusa-
lsaan menengah dan besar di 1] provins di Indenests menunjulikan
liga hendala wiama pensoaman modal dt Indonesia, vaitu {1) keti-
dastabilan ekononti makee seperti, kebijakan moneter, (2) ketidak-
pastian kebijakan ekonomi. dan regulasi, '
dasar yanp perlu dipettimbangkan dalam perbaikan dan penyempur-
naan landasan hukum penanaman modal, adalab menciprakan iklim
penunzunan niedal vang lebih baik dengan tormula:
1. Kesen
kelijakan administranl untuk menveseaiian dergan liberalisa-

Oleh karena i, isy men-

st antari jamiinad kepastian subsansi hukum dengan
si-gloltdisgs ekonemni
0 Mag

subtansil kews

bt penanacat modal loces mengaedung derepulas

b multilateral, kewajiban bitateral dan per-

Lazuan easiaeal

Perlu jugs dikemulakan di sioi babwe, mssa teansisi nduk
menghapiikan TRIMS vang tidak sejalan dengan prinsip perlakuan
nazivnal dan hambatar kuantitatif sepeeti dibahas di alas, vakni has
a2 b sejak perselyjuan Pemberntulian Crganisasi Perdagangan
Lrunia efektit untuk Negara maju, lima tahun uatok Negara berkem-

" Ljhe, Teddy Frimsip frons P it Prokiik
Fewmgn: Moda! a.l'i Iichpnesizer, 110 nls.\. fa I’uhhshmg . Jalmrla Iml 198,
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bang. serta tujuh tahun untuk Negara herkembang terhelakang ™
Dasar pemikiran perlunyy Indonesia memawhi prinsip-prinsip hu-
ke talam penanaman modal adalah karcna prinsip-prinsip lerse-
but berfuogsi wntuk meningkatkan, memperiuas dan melindungi
aktivitas penanaman maodal di dalam negaranya. Pringip-pringip ini
berfungsi juga ik mengembalikan Indonesia ke penanaman mo-
dat global, Untuk itw, ada suatu prinstp ke internasional publik
vang patue diperhatikan, yaite bahwa suatu negares diberikan kekua-
saan, yurisdiksi alau hak-hak berdaulat unluk mengatur seliap akii-
vitas ekenomi, lermasuk penanaman modal di wilayah teritorialnya,
Sustu negara berhak mengatur atau mengawasi masuknya penanam
madal asing di wilavahnya berdasarkan prinsip kedaulatan negara,
Prinsip ini pertu digunakan untuk mengantisipasi akiivitas penanam-
an modal asing yang dapal memperbwruk atau merugikan kondisi
perzkanamian hust counteyp.

Sermua prinsip-prinsip yang mendasar ini perlu dipraktikkan
olch host coumtry tanpe mengabaikan sistem tukum vang berlaku
di negaramya. Legalitas pendnaman modal asing yaag dapat meng-
gangu dan menghambat perdagangsn dapat dikategorikan menjadi:
2. Persyarstan penggunaan kandungan lekal. vaitu penggunami ba-
rang jadi, bahan baku, bakan setengal jadt, komponen dan spare
pairts buatan datam neperi.

Persyuratan ekspor.

Persyaratan keseimbangan perdapangan.
Persyaratan kapasitas produksi.
Persyaratan jenis produist.

PR =T O~

Persyaratan membusl prroduk 1erenta,

a. Pembatusan transier devisa

b, Persvarstan alib tcknologi,

i, Keharusan penggunagn lisensi dalasm produksi,

ran Wapegnkpak, Corgenne Loegol Sevten ascusarana niversitas
|I'|leI\C'-IJI 1984, Lakanty, hel. 658-650.

—
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i Persyaratun permiliban saham lokal.
Lo Insentif,

Kesebelas aspek yang disebutkan di wlos, diangpap sebapai
lsnbauan penanaman modal sleh TRIMs:, Meoghambut karena di-
anggap tidal berorientasi pada prinsip-prinsip fundamental dalam
penmaman tdal, yait prinsip perlakuan nasional dan prinsip per-
bukuan vang sama dalam-penyvelenpgrarian peranaman modab. Uneok
meteiptakan iklin penanaman modal vany kondusif di Indonesia,
maka pemerintah Indonesia hirus mensla semua peraliran peran-
dang-undangan di dang penansm adal dan brerigntast pada
nifai-niinl keghatan chonomi dunia yang ferkandung dalam prinsip-
-prinsig GATT 1994 mawpun betentvan-ketontuan yang termuat da-
Tam TRIN S,

Indonesia perlu menerapkan prinsip perlakuan sama seperti
ditaruskan oleh GATT ke dalam landasan hukum peranamin modal
vilrg ahan diteniuk, wtapl has t@tap digerhilunglkan Gktor kepen-
tingan ckonomi nasional dan kebusahan selureh mkvat Indonesia
alits modal asing, Oleh sebal . Indonesia perlu mempertabankan
secara vplimal aspek pada hurut (a), yaitu persyaratan kandungan
liskal, huruf {by tentang  persvaralan ekspor, persvavatan alih tek-
nelog sepertl pudi hurd (Y untuk menopang tatanan ndkum bagi
rude Bersed (nvestment dalam jangka panjang, dan persyaratan kepe-
milikan saham fokal scperti pada huruf (). Tujuaninya adalah agar
penanaman maodal tidak mendominasi perekonamian lndenesia dan
bisa mendorong perkembangan dan kemajuan perusahsan keeil dan
nenenigah.

Persvaralan kanduengan lakal belum dapat dibebaskan wa-
Taupue dapit menggangey din menghambat perdagangae behis
lerhadap barang. Sebuab. sesungguhnea dilihat dari segl kepentingan
chaenoemi finsional dan kepentingan seluruh rakyae hidonesis, kegiat-
wi penanamyn moedal bubsdn semata-mata nesadab perdagansm b
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rang dagangan dalam kegiatan perdagangan seperti diharuskan ulch
TRIMs. Di satu sisi. kebijakan tentang penanaman modal berkaitan
eral dengan masalah ekonomi makro. stabilitas politik. sosiad dan
demokrast di dalam negeri. Di sisi lain, produksi barang bagi negara
berkembang. seperti Tndonesia terlerak pada produksi barang prima-
ir; yang meliputi produk pertanian, hasil hutan, minvak mentah dan
produk-produk barang mentah lainnya, bukan pada produk sekunder
yany meliputi manufaktur, produksi mesin dan produk sejenismya. ™

Persvaratan ekspor masih sulit dilepaskan di dalam perda-
gangan barang dagangan seperti digariskan dalam TRIMs, karena
sebagian besar negara berkesbang, seperti Indonesia ckspor justra
meniadi ljuan utama penanaman modal. Ekspor merupakan pilar
penting bagi pengembangan ekonomi nasionat, tevitama memeliha-
ra neraca pembayaran (hefonce of pavmest). Upaya Indonesia dalam
meningkatkan chipor merupakan solusi yang dianggap pating am-
pub dan cepat ustuk mengurangl ketergantumgan Indoncsia terhacdan
negara maju, dan perusahaan multinasional terutams terlindap pro-
duk-produk yang seharvanya sudah dapat diolah di Indenesia,

Selanjutnya, persyaratin alih teknologi helum boleh dilepas-
kan atau dibebaskan. dan justru harus dipercepat. Tujuannyy adalah
entuk mempercepat [ndonesia keluar dari ketergantungan ckonomi
kepada modal asing atau negara maju, Saluh satu falan ketuar meny-
atasi ketergantungan ekonomi dari sltivites penanaman migda) asing
adalah kesedinan perusabaan multinasional melakukan proses alih
teknolopi pada pihak Indonesia. Rakyal Indonesia sudah seharusnya
dididik menjadi tenaga ahli agar mempunyai kemampuan dan skiil
(ransfer of knowledae) untuk membuat produk lertentu yang me-
madai dan dapat dijual di pasar dunia dan mampa borsaing dari segi
harga dan kualitasnya,"®

™ Labun Wiclor Purb, £, 30 hal 306:307,
YU thich, hal. 307,

T
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Dapal dikemukakan babwa dari segi analisis ekonomi, upa-
var mendurong arus masuk penanaman modal asing dapal memba-
wil keuntungan atau kerugisn bagi negara penerima modal meru-
pakn salah satn faktor yang perfu diperhilungkan. Dalam kegiatan
penanaman modal, lerutama penanaman modal asing selalu muo-
cul kepentingan ckonomi yang berbeda. Kepentingan yang berbeda
ini muncul sangat berkailan dengan sifat dan tujuan menanamkan
madal bagi penunam modal asing dan negara vang membutuhkan
madal asing. Supaya dapat mengerti kepentingan tersebut secara
komprehensif, maka persn atialisis ¢honomi kerhadap hukum sangal
membanty, Analisis ckonomi terhadap sifat dan tujuan negara mena-
nam modal i negara lain dimlai dengan asumsd bahwa menanam
motal ke luar pegaranya sangat menguneungkan karena tersedianya
swmber dava alan vang besar, tenaga kerja yanp murah dan pasar
van besar buculs, Sebalikaya, penaman modil vang bessr vang
mempunye risiko linggl dun berdampik Juas wrehadap pergkono-
mien pegara penerima modid selale memindubkan landasan hukum
yung progresif.

Dengan menggunakan anabisis chonomi terhadap imple-
mentast TR wniuk menvempurnakan dan memperbatki lindasan
hokum penanagmian modil, maka dapat dipakal beori eriticed fegas
sty sebagal weuan dengan cura inelakukan iravizing, avau decons-
ructon atan penecfogy, Olch karena e, upaya mengatur masuknya
wwidal asinge perly memperhitungkan ketipa hal vang telah disebuw-
ki datan teen ink. Scharasnya hescimbangan antarg keuntungan
dan kevegian lerhodsp indonesia dapal terakomodin. Pengalaman
dari sebagian besar negara maju, untuk memobilisasi modal dapat
digerakkan oleh faktor hukum yang sama dan setara. Hal ini menjadi
catalyn bahwe implomentasi TRIMs. tenmasuk pejaniian bilateral
mekalui pembaruan hukum seeara simultan akan dapat mendorang
para penanam modal ingin menanamban medalnya kembali di In-
donesia.
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Dalum kaitannyz dengan kebijakan dan regulasi peraram-
an modal yang terbuka dan tidak kaku, dipengaruhi oleh hubunyan
ckonomi dan perdagangan internasional vang semakin menitgkat
mensyaratkan harmonisasi hukum dilakukan melala pendekat-
an dengan cara pengelvmpohan sebagian atau keschuruhan anran
dari keteniean [RIMs bukan dengan cara subyektil vain, dilakukan
melaiui paket-paket pengaturan atay dercgulis seperd Keputusan
Presiden, Perauran Menleri dan sebagainyh, Pembarcan landasan
hukum penanaman modal yang mengunjuk padi ketentuan THRIMs
dilakukun dengan cara sedemikian rupa untuk menpghindari peren-
tangin kenesep substansi hukum yang sebaikava sejak awal ihin-
dari. Oleh sebab itu. Imdonesia sebaiknya membuat suatu legaf fra-
mework vang kompatibel dengan kegiatan penanaman modal dafam
regeri maupun internasional sebagaimana diinginkan oleh Theber-
RE mengenai tiga syarat sistern hukum muodern, yaitu keseimbangan,
keaditan dan kepastian ke depan yang jelas,

Menpingat hubungan ckonomi dan perdagangan datam era
globalisasi yang bercorak moving quickly. maka pembaruan hukum
memang tidak mungkin dibarapkan semuanya kepada lembaga pem-
buat undang-undang (DPR). Yang dapat diandalkan unuk menyiap-
kan dan melengkapinya adalah kekuasaan eksekulil, Pembarvan hu-
kam dilakukan melalui. cara pendekatan discretionary rde making
dan arau dilakukan melalui jalur execuiive power'®

Dalaim hal ind. jika. masing-masing negara masih berpemmg
tegeh pada kepentingan nasionalnya sendiri, sukar sekali untuk men-
capai harmonisasi dan unifikasi hukum. Banyak negara mencari jalan
sendiri-sendin dengan membentuk blok-blok perdagangan ekskusif
sepoeet, APEC [detfa Pasific Keovomis Corporationt. AFTA {Aseen
Free Frache Areap dan lain-lain sebaganya. Bakkan Indanesis. Ma-
Taysia dan Thailand membentuk kesepakatan 1MT - GEProjeet ¢Tn-

Al Moemnns apa s Panhmsian Hukam Ehonani Eklinn s
Panjarg W, il Aaioiedt heknm friscbe, Lisi Ko, likarle, bt 82

PN Jag
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Jdomenia - Waluysie - Thatland Growth Trisngle Project) tahun 1993,

Ji bidanye ckonomi khususnya perdagangan dan industri. kemudian

ditingduk lanjuti oleh Pomerinlak dacraly Sumatera UDiara dan Daerah

Lstimesa Aceds untak menglindacs perientangan substansi hokom

Uty penting wituh iseswejudhan baomonisisi ko yang

Koimpatibuet secare inlernasiunal, adisbah Kebutahan untub memasuk-

Rane g

-l ki asing ae diekan Landisan ek vang
akan diperbarui di negara penerima modal, Akan tetapl. tidak berarti
harws federtik stay menvantek ketentuan-ketenwan serupa denipan
sistennt hukum asing™! {Pakphan. 1994: 81,

Fial vang penting uatuk dapid memantaatkan harmonisa-
sihukum metalui pembaruan hukum adalah agar landasan hukam
penanaman tidak memuat substansi hukum yang bertentangan atau
cepnvergence dengan ketentuan TRIMs. Oleh karena itu, penerapan
ketemnan TRIMs dalam membangun landasan bukum penanaman
mindal tidak sama sckali bertujuan mengubal sistem hukum pena-
naman madal dard suatu hukom negarg tain,

Ovielasi pembaruan hukwm dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip persamaan atara nepara-pegara anggota Organisasi Per-
dagangan Dunia, Implementasi ketentuan TRIMs yang dilakukan
melalai pembariac hukam poerupakan suato konsep yang eksibel
dun diletakkan menurat isi dan konieks ketentuan-ketentuan hukum
vang perlu diperbarud, Dotam isinva, pererapan TRIMs mudah di-
ketahui dan dapar dilakukan sewedsh dikershun derajat persamaan
susty sebhstinsi hukum dan prinsip-prinsipnya vang mendasar, -

kan keroniuws-ketentuan yang rinct den degail. Dalan hebungannya
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dengan penerapan pranata TRIMs terhadap landasan hukum -
naman modal vang dilakukan mefalui pembaroan dan harmonisg-
si hukum harus memperhatikan adanya norma-norma hukam yang
dapal menciptakan adanya saling ketergantungan antara penanam
modal dan pemerintah secta masyarakat. Selain i perfu juga di-
cari norma-hotma yang dapal menjaminan penanaman modal yang
semakin bertambah kuat. Langkah selanjutnya adalah mencari ke-
teatuan-ketentuan hukum dalam TRIMs yang lebih detail diantara
ketentuan hukum yang ada. Mal tersebut di atas, kalao dicarikan ja-
lan keluarnyd. sehingga dengan demikian mudal dimengerti, maka
dengan cara kerfa sama organisesi internasional atau bantuan expert
asing pada awal pembentukan hukuni uituk sckadar sumbang saran
dengan mengadakan konsultast, training atau membangun jaringan
sistemn informasi hukum terpadu. Harmonisasi hukum penanaman
modal yany diorientasikan pada prinsip-prinstp hukum maupus kon-
sep substanst hukum yany digariskan dalam GATT di bidang pena-
naman modal mempercepal penataan hukum. Sajah satu bentuk ker-
Ja sami imernasional tersehut adalah memberi masukas dan saran
dengan mengadakan konsullasi. trsining stay membangun Saringas
stslern infurmasi kukum. woapi untuk proses nembentukannya ichil
baik ditangani obeh #hlihukum Indencsia,

Hlal im dianggap perlu karena dalam melakukan kerja sara
hukum dengan negara maji menduduki posisi yang sama pentingoya
dengan upaya pembaruan hukum. Dalam hal ini faktor kepentingan
nasional sanpat menentukar. Selain itu, prinsip-prmsip hukum yany
berasal darl hukum asing di sini perlu mengindahkan standar-standar
yang dipakai olch sistem  hukem nepaea dan dunia inemasional,
Hanya saja perfy diperhitngkan pula bahwa kependngan ekonomi
negars majl febth dominan dibanding negara berkembong. Bahkan
para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindimgan dari

- ——
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perjoniian intermnasional maupun regional yang dinegosiasikan anta-

wm:

ra negard maju dan negars berkembang,

Dengan meningkatnya kerja sama hukum nepara maju dan
negara berkembang, manfuatnya dapat dilihat jika kerja sama cke-
nomi hternasional dianalisis dari segi ekonomi, yailu meliputi bebe-
rapws fakdor hesikot i

. Faktor vang menyonghn sifor dan tivan hisais penangm muocdod
crsing dudam keritarmye dengan punguton-prmguian resmi mii-
Jreand Hedok resmi:

Dl sepi analisis ckonormi tentang perilaku pelaku usaha
dan sifat bisnis itu sendin. dimana seliap penpuosaha yang akan
munueemikin modalng o selalu mieningkatkan keunwngan k-
simal yang ditnginkaonyva. Bapi calon penanam modalfinvestor
prngutan-pungutan yang memhberatkan fidak dapat memberikan
mantaal ckonomi. Pampak langsung yang ditasakan adaiah apa
wung dikensl sehigat chonomi by linggl. Bagaimang meng-
Ity oAt vang diinginkan? Hal it dapon diperkinden dari
hulbsmgan antara wakiu vang dihebiskan peagosahs melobi bim-
krasi denpan blaya atau uang vane hares dikeluarkan.

Jika cenderung wopadi disarsil’ dan mengparggu kelun-
warun s bsnis, ada kemungkinan prakik pungutan liar atau
peryuapan dapat menjadi faktor yang menentukan uttuk meni-
perlanear urusan bisnis, selingea akan meningkatkan efisiensi.
D4 dalam Bteratur chooomi, proses ini dinamakan effeionr grase
Aypothesis. dapat juga diidentifikasikan pada konsep maksima-
ligasi, Seseorang sanggt penting memastikan proses mengenai
urusan bisnis yang dilabukaorya. Oleh karena e, 1o bersedia
membayar sejumlah lertenty kepads birokrasi untuk memper-

laneur kegiaban usahanys, Semakin besar suap yang dibayarkan,

M Lihat Tw HNikmahanto, 2002, Huogo Bomped Hubeor Skonea i Hukaear
etde roaggriesrieet, Lenerd Hati, 2002, Takert, . 35

T
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maka semakin berkurang hambatan vazg mereka hadapt. Dalam
‘hal ini besarnya vang pungutan dan suap vang dibayarkan terse-
but mencerminkan apparnunity cost bagi pengusaha bersangkut
an, sehingga biaya transaksi dapat diprediksi.

Dalam keadagn dimana asumsi bahwa pungutan liar atau
suap itu terbukti memperlancar kegiatan ckonomi dan mening-
katkan cfisiensi ckonomi, maka hal ini justre membahavakan
proses kelan;
runkan cfisiensi ckoneni - Oleh karena i, silusing s adalads per-

ungan petanaman modal, dan cenderang menu-

lu diimbangt denpen keisep keseimbangan agar kegiatan pena-

naman modal dapal diprediksi dam meningiatkan efisicns.

b Fakior vang menyangkog keunggulan kepestitikan dort dolam
hiami
Dalam konleks penanaman modal asing, keunggulan ke-
pemilikan calon pettanam medal sangal spesifik, dan diaswmsi-
kan bahwa, peranan hukom sangat penting untuk meningkatkan
profit dengan memberi perlindungan hukum. Keunggulan kepe-
milikan ini dapat berups monopoli atas sustu produk. Misalnya,
merek tertenit, proses produkst yang lebih efisien. keahlian dan
mangemen, lermasuk pilihan untuk pasar domestik maupun pa-
sar ekspor. Keunggulan ini merupakan tujuan ttarma penanam
modal asing atau perusahasn asing ubtuk menanamkan modal-
nya. Bapaimana harts distur, karena sering tidak sesuai dengan
ketentuan hukum,

v Fakiar yany menyonghur peelurva peroighat ke var sem-
hari piemfered choson!

Dari segi analisis ckanomi dalam Fukam, harmpir semos
peranam mogdal, wrukima investor atau perusahaan asing sanpat
ragu inenanamkan modalnya, fika mercka mengetahui bahwea
negara mitka dagangnya beiwm mengakui konvensi-Konven-
siinternasional. 1Tal ini karug dipenuhi. karena dewrminan ini

S
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merupakan keunggulan lokastenal suatu negara untuk mensrik
calvn penanam modal wsing menananikan modalnya. Misalnya,
pelayvanan perizinan sati pinia. naks biaya kelancaran pelayan-
nan. dian binya-tiava Jain sudah dapi dihing.

Al P

o Hl-tod vomg menvanghuat provata-pranaia sosiol v sangat
prepenitan sisiem pengaiwran don perandarc-undamzan di b
dung perkanoeion menfodi somgeal refevan:

Sislem ekonomi maupun sistem hukum sesungguhnya
it sulab sulu subsistem sosial yang lebth luas, Kegiutan eko-
norl pwensyaraiken jaminan terib sosial, karena datam ketertib-
an susial itwlah kegiatar ckonemi dapat dilakukan, Sebaliknya,
swnber daya modal atan sumber daya alam menjadi faktor ke-
butuhan masyarakat. Interaksi ekonomi dengan kebutuhan ma-
syarakat menimbulkan sikap dan perilaku ckonomi seseotang.
Kepiatan ekonom dalam masyarakal kalao tidak distor oleh as-
pek huknmn skan menimbulkan konflik atau kekacapan. Disim
hukum sangac dibutubkan ik mengacur kegistan ekonomi.

Menurl teori sibernetika darl Talcott Parsoris bahwa,
rnagvarakal il erdiel dart sub-sisters buduya, sostal, politik dan
ekonomi. Sub-sisterm zkonemi beradaptasi dengan sub-sub-sis-
tem yang lebih dominan pada norma-notma yakat. sub-sistem
budbiya dun sub-sislem sosial, Dalam melakukan kegiatan eko-
i, poona hukum tagaseys bukan hanva berfungsi menata

ekanami, tetapi juua teewiiud dalam kegiaan ekonami o sen-

dirl. Subesistem ckenomi tidak bisa diseralkan kepada nickaniz-
e paessr suji mekainkan Ruras berdasirksn padis aturan hukum,
Dalam hal inl dapat dipuham? pentingnya primsip-prinsip hakam
perdatingan internasional diilegrasiban dengan prinsip-prinsip
hukum penanaman medal nasionzl. Pengintegrasizn ini terletak
pacdy Llinpsi primgr darl sub-ststen sosial suatu sistem hukwm,
Artinya. sub-sistem sosiat vang memberikan legitimasi bagi (-
dukan-timdakan shonony suatu negara.
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Pengganaan hukum sebagai sarana kemajuar masyarakat
{xocfol progressy terkalt langsung dengan peranake peratutan-
-peraran yang dikeluarkan oteh pembuat hukum. ™' Umumaya
para pembuat hukum selalu mempertimbanghan akibat sosial,
ckanarni dun politik yang ditimbulkan olek peranan yang dila-
kukar oleh anggom masyarakat. [lal ini dikenal sebagai “me-
kanisme pengendalian sosial™ vang antara lain bertujuan untuk
mempengaruhi atan memaksa anggola masyarakat mematubi
nortna-norma kukum yang berlaku,

Penerapan prinsip-pringip hukum yang tercermin dalam
TRIMSs dimaksudkan untok memperkokoh substansi hukum pe-
nanaman modal agar benar-benar atusan ini menjadi the sipre-
me fese of the vesiment antuk memperbaiki mensiplakan ikim
prtanaman modal dan bisais merupakan Makior penting dalam
pertyelenggaraan penanamun modal,

A% Lihat Emerson, Theesas L L9RS. Law axa Force fir Social Progress, dilams ¢Cammections
Low Rev. Yol ¥ Hal 215,
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BAB
V

HUKUM PERIZINAN
PENANAMAN MODAL ASING

1. Perizinan Penanaman Modal Asing

Flukum porizinan dalam polayanan potanoman modol asing
semakin penting peranannyd karena perizingn adulah instrumen
vuridis paling mendisar dalam kegiaten chonam. Toivan perizin-
un penanantn modal sdstdh ptok mendorong penanarman rodal,
memberikan kemudaban berusaha dan mengsiasi masalah regulas
oi puesae lan daerah yaoy saling twmpang tindih. Melalui UL Pena-
nomen Mudal dan LET Cipta Kerja serta peraturan-peraturan bukum
terkait lainnya hadir untuk mendorong penanaman modal melalui
kentudahan perizinan berusaha bagi para penanazm modal. Selama
ini. persoalan tumpang tndih dalam perizinan usaha, kewenangan
purizinan anlara pemerintzh pusat dan pemerintal daerah serta ke-
menlerizn/embags telah menyebabkan sulitnya proses perizinan
bagi penanam modal. Tidak hanya itu para penanam modal harus
berhadapan dengan rimba perizinan panjang, fama, rumit dan ber-
tarit-lazut. Hal inilah ying haras Jiberabi ponerintah untuk mem-
berikan kemudahan berinvestas] kepada pars penanam modal asing
nrdupken dalar negeri.

Pertzinan Jusan {fuwic) yang memeriukan penataan adalah
perizinan Tekasi, penizinan Hogkungan dan perizinan bangunan, Ke-

—
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liga perizinan dasar ini memerlukan penataan, penyederhanaan wue-
an dan prosedur secara progresit sehingga dapal mendorang perkem-
bangat ekonomi negara penerima modal. Persyaratan dan pelayanan
penanamin modal menjadi lebih mudah dan bizya lebil murah,

[zin adalah peckenan terhadap sesuwaty yang dilarang oleh
perturan perundang-undangan tetapi diperkenan oleh pemerintah.
Hakikat izin dalam hudowm administrasi adalah wajud dsi kepulusan
-atministrasi. yaitn keputusan vang memberikan legalitas kepada se-
seorang alau pelaku vsaha. Izinadalah instrumen yuridis vang paling
mendasar dalam hulon administrasi, Hukum administzasi adilak
htkum yang dibuat oleh admin
tah baik yang bersilal mengatur magmm vang bersilat menetapkan.

151 MERArt alau pejabal pemerin-

Hakikat izin adalah persetujusn yang mesupakan dasar kekecualian,

lzin digunakan sebapat alat pergendali keparuhan masvarakar yung

dapat dipergunakan sebagai instrumen perandang-undangan bagi
pernerintal ek menjalankan misi penpgendalian dan kepatuhan
warganya. Secara hukim administeasi, pemberi izin wajib memaso-
kun apakah pemegang izin mematuhi kewajiban-kewajibannya yang
melekat pada izin itu,

Hukum perizinan yang akan dianalisis dalam buku ini berda-
sarkan pada tiga pringip dasar yail: (a) Prinsip pelayanan psnanant-
an modal (b} prinsip kemudaban pelavanan penanaman modal, dan
fe) pringip pelavanan perizinan penanaman modai. Ketiga prinsip inj
zangat erat sekali hubunganmys, sehab aspek kewsnangan pelayanan
penanaman modal sangal dipengaruhi oleh kemudahan pelayanan
dan perizinan. Pemerintah telah mengadakan pedomad penyusunan
dan penerapan standar pelavanan minimal. pedoman penyelengga-
raan pelayaran erpade satu pinte, dan pelunjuk teknis penyusun-
an dan penctapan standar pelayanan minimal. * Dalam praktik para

A Lihal Foraturan Pemuesiniah Mo, &3 Taban 2003 kwang Padoman Poryusunas dan
Penuapan Standar Teliyanas Minimal. Peratuzin Meotess Dalae Neperi Se. 24 Tahun
21 temtang, Fudeenan Penvelengparaan Felayanan Torpala Xate 'in dan Feraturap
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persiz medib menghaspkan adanvs perlukuse batk sehinggea
peldyatan pesanamin madal lelnke cepat, mwreh, dan terjamin dari

penerintsh.

Masalah pelayapun penanaman fodal terkait dengan pene-
rapan oonomi dacrah. Tetapi U Noo 23 Tahun 2014 téntang Pe-
merintahan Dacrah tidak memberikan porgl kewenangan yang besar
kurmda ]n:m::rmluh dm:ruh ustik mcngelnla sumbrer dﬂya alam di
Tang memhcnkan pe]uan;_, bagi daerah Lmtuk melakukm irovast dan
mengeunakan semaksimal mungkin kewensngan untuk mengatr
kepiatan-kegiatan penanaman modal, Tetapi dalam konteks ini ber-
jalan kontra produktif dengan penciptann iklim penonaman modal
yimg kondusif, Dalar praktilnya, pemerintab daerah cendeoung
memperlambat perijinan pendirian perusahaan. Aspek kelembaga-
an penanaman rmodal, hubungun wntar instansi terkait seperls Badun
Koordinasi Penanaman Modal, Depactemen Perindustrizn dan Per-
dapangan. Departemen Dalamm Negesi. Departemen Keuangan dan
dinas-dings di daerai seolab-olah begalan sendiri-sendict. dan ku-
ring adomya loordingst vang sinereis.

Kowenazgim pelayanan penanaman modul di negara-nega-
ra berkembang 1elah menjadi isu utama -di sejundah negacs
mai Aspek pelivanan peninaman modal wrkail erat dengan aspek

ierara

oty coxt, difeana penmmam modul akan mernperhitengkan
separa past beraps blava yaog harus dikeluarkan karena permasa-
balun pengurusan per noyunyg dignggap berbelit-belil, udak efi-
sien, perilaku birokeasi yvang diwarnad koeupst dan kolosi. Berbagai
prerilaku derschul para pensnam modal menunlut sdinya wanspiran-

\-i\.ull.ll dakum Negeri Moo é Taban 207 wotang Petagjeh Tekiis PLn)uwlmn chiant
tenctigtn SHardar Pelivanan Monnl. Koeenlwin-kezeastmwn i

sl UL 1Tl lhauy e s oy i 2 pene =mas ol g el ini Jikelo hian

M

* Lt Phen Chalid, Sencegaa Doeealrs davessist don Dysnmadisc- faaugon diis

Pcesstcaecerr, Boomitriug Bort 205 Rzt al, 113,
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si, akentabilitas dan keadilan {fairness) terhadap pelayunan pena-
naman modal.

Semakin banyak nepara berkembang menvadar pabwa Tung-
si pemerintan saat ini lehih banyak difokuskan kepady pembuatan
kebijakan-kehijakan sehagai konsekuensi dart peranan pemerintah
yeng pemting dalam mencapai iklim penanaman muodal yang baik
bagi masvamkal secars keseluruhan dan perusalian-peresahigan
asing. Kunei umuk membentuk iklim penanaman modal vang haik
ity adalah sangat tergantung pada sekior otoritas pemerinighan. Un-
Lk itu, diperlukan upaya-upaxa perbaikan di scktor kebijakan Pena-
naman modal {invesiment policy), Komitmen upaya perbaikan (re-
formasi) di sektor kebijakan penanaman modal harus menghasilkan
struktur dan peran yang jelas uniuk masing-masing lembagas pena-
naman modal di pusat mavpun di daerah.

Hakikat prinsip kewenangan pelayanan penanaman modal
adalah suatu upaya yang dilakukan oleh internal pemerintah. Tuju-
anmya acdalah untuk mendorony arus masuk penanatman medsal asing,
vang sangad menginginkan adanyi proses pelayanan perizinan pena-
naman modal yang madah dan murah (lew cost sertelement policy.
Prinsip pelayanan peranam modal yang mudah dan murah tersebul
akan semakin mendorang pura penanam modal asing untuk mena-
nambkan modainya, sebab pelayanan seperti itn akan menciptakan
keuntungan bagi pengnam modal dalam mencapai tujuan bisnisnya
Selzin ite. beritjuan pula untuk menjamin kegiatan penanaman mao-
dal. agar tidak merugikan kepentingan ckonomi nasional. Prinsip ini
mencerninkun prinsip efisiensi dalaw keglatan penanaman madal
sip
i memainkan petanan penting sebagai pertimbangan kepulusan
bagi para penanam modal menanamkan madalnya di bost countr;
Semakin jelas proses dan peran birokrasi atau administrasi pena-

sehagaimana dikenukakan obeh Cooter dun Uien, di maria
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narman modal maka penanam modal dapat memprediksi keuntungan
vang ukan diperoleh dari modat vang ditanam, ™"

Ujlthay dari aspek kelembagaan pemerintahan, kunci wtama
perbaikan kewenangan persnaman modal dapad dijelaskan dengan 3
{uigay konsep dasar dalam hukwm ekonomi, yaitu: {3} konsep mak-
simalisasi. (i) konsep keseimbangan, dan (i) konsep cfisiensi di
hidang birokrast pemerinizhan. Konsep maksimalisasi misalnyis,
ada dua wsnsi vailu, terjadi maksimalisas) dao/atau tidak tegadi

maksimatisasi, Maksinalisas’ terjadi dapaf digsmnsikan babwa seti-
ap dikeluarkan kebijakan {sfretegy formidoiion), make Ji saty pihak
erang azau beboeraps pejabat pemerintal akin beekucing wewenang-
nya. dan dengen demikian ahan berkurang pendapataonya, sedang-
kan pada pihate lain skan bertambah besar wowenangnea, dan ntuy
saja akan besar pula pendapatannya. Sebaliknya, tidak terjadi mak-
simalisasi digsumsikan babwa katau kualias pelayanan birokasi ti-
dik. mendukung kemudahan dan pereepatan pelayinan penanaman
modal.

Implementasi {ndang-undang No. 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahan Draerah, lerdapat pengaturan yange lidak jelas menge-
nai hubungan wewenang pemetintzh daerah provinsi maupun ka-
bupaten/kota di bidang penanaman modal. Strukeur peran dan pem-
bagian kerja yang tidak jelas antar instifusi penanwman modal me-
nvebabkan teriadinya lumpany tndih kewenangan techadap efisiens
dan efekvitas dari kebijakon pemerintab

A, Baberl & Thomse Liva, 2000, Lees oned Sodvems, Adilizon-Wesley! Longman
Ene. 4 ed. Mew York.

1Ay Bkl Lxgeeih berl
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2 iy lld:kk 1 < hldnn_ 3 |
pemsmam owdnd dr daerab, Tl ersehut selain
memperimbangkan kesenlingan dacesh, juga
bl Tedely Fmer Sonsub b e 0 Sal, 195- 1946,
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Dhlihan dari segi peran institusi secara langsung jugs berdam-
pak pada perlunya dilakukan perbaikan hubungan legislasi. Perha-
ikan hubungan legistssi meliputt proses pembuatan kehijakan atau
pengaturan penanaman maodal di daerah baik yang berbeniuk pera-
turan daeral atau keputusan lainnya tetap mengacu pada kebijakan
nasional. Dengan perkataan lain, kebijakan atau peraturan daerah
mengenai penanaman modal di dacrab harus sinkron dengan ke-
bijaken atsu peraturan pemeriniah. Prinsip kewenangan pelayanan
penanaman madal mengisvaralkan adanya suatu perbaikan struksr
kelembagaan dan perbaikan peran kelembagaan ekonemi terhadap
pelayanan penanainan modal. Perbaikan erhadap siruktur kelem-
hagaan dilakukan untuk mengebal struktor sewenang vang bet-
sifat uniformitas dan sentralistis. Perubahun strukiur kelembagaan
wrsebul akan meninghatkan kepastian waaha, Dengan struktoe ke-
lembagien vung bam tersebut akan winpak sceara jelas woewenang

pemenindah, ferwama Tunesi lewislasi di bidang penanaman modal,
Formal baru hubungan legislasi tersebur akan memudahkan dalam
membeeat dan menyelenpgarakan kewenomgan yaee menjadi bagian
puemeriniah daerah kabupaten‘kota. provinsi dan pusat. 11al wrsebut
Juga memastikan bagl penanam modal kemana mercka akan mengu-
rus investasing. Pemetintah davrah g domungkinkan ustok meme
buat kehijakar atau pengaturan penanaman modal baik dalam ben-
ke peraluran daerah maupun kepuatisan lainnya yvang sesuai dengan
kebijakan nasional.

Penerapan prinsip kewenangan pelayanan penanaman modal
menjadi relevan dan bermilai ketika kepastian penerapan hwkum oleh
lermbaga-lembaga penegak hokum masih dalam tingRatannya yang
kurang memadai. Fakior birokrasi terutama yang herkaitan dengan
perizinan perseiwjuan mensnaman modal yang berbelit-belit, lambat,
dart biaya mahal ilianggap menimbulkan ketidakpastian hukum da-
lam proses penanaman modal. Persoalan makin rumil kefika otono-
mi deerab diterapkan sehinggpa tidak felas struktur. wewenang dan
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lungsi kelembagain penanamuan modal. Lerjadi tidak adanya standar
nelaysman vang jelas. dan kebijakan yang berbelit-bulit ind dapat di-
manfaatkan denii mencari keuntungan. Darl segi anelisis ckonomi,
kutiuduan efisiensi dan efeklivitas dari kehijakan berdampak terha-
dap: (o) terjadinya pengelaean ekstea (externalfiies). yaitu lambah-
an biayn transaksi vang tidak peeln (b investor asing tidak men-
dapat akses pclayaﬁan penunaman modal yany dibutubkan, karena
birakrasi vang berbelit-beli dan sukar dimengerti penanam modal,
chans (0} Tredostesia tidak dapat bersaing, dengan negata lain untuk me-
nark investor asing menanamkan modalnya,

Sefunjumya, tidak efisien dan efekuivitiliya kebijakan pena-
naiman modal disebabkan karena si

stem pelayanan peaananu mo-
dal dipegang oleh sutu lembaga seeara terpusat (sentrabisagi} serta
sistcm pengumbilan keputisan secara seragam (nfforniitay). Pena-
ngaran pelavanan penanan modal seperti ind adalal sumber wama
tingginya biava transaksi-dan investor berupaya mengaiasinya, Hal
ini teluh mendorong terjading: keterkaitan antaes hukue, ckonomi
dun kelembagaan, Och karena it pembaroan landasan hekum pe-
nanmnan modal  tdakluh akon diongsap sebagal supremasi. kakau
apatrastur pemerinlady Mroknes masih erkentuninasi praktik-prakith
suapr kofusi. korupsi dan nepotisme dalsm penyelenggaraan pena-
natiatt mendal,

Brobierepa alternatil vary cukup strategis untuk mewupudkan
primsip kewenangan pebayunan penanaman madat, amara lain adalah
diperlukan penataan kera aparater penanaman modal vang mela-
yani. Jan bukan memint untuk dilayani, Allernaif ini sangat diper-
lukan agar aparatur penanaman modal meniadi aparatur penanaman
wrnlal yang prolesional dan mampu menjad] pemberd layanan yang
memuaskan pada penanam modal.

Punatasn kerje aparatur pepanaman modal dalam kenyva-
taaunya sangat sulil dilaksanakan di bidang pemerintahan, karena
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masalah elisiensi, dan etektiviias bukanlah hal yang fokus dalam
lingkungan aparatur negara, Hubungan pokok antara efisiensi don
efektivitas dari kebijakan penanaman modal dan kelembagaan pena-
naman modal adalah. pernahaman bahwa perbaikan terhudap struks
ir dan peran oluritas penanaman medal sdalab bagian dari proses
kelembagaan, nilai-nilai. rorma dan perilaku lembaga yang ditugas-
kan hukum untuk metiksarakan fungsi dan perannya. Oleh kare-
1z iU, panerapan prinsip kewensngan pelayamn penavaman modal
bukan sekadar memperbatki atau menvempurmakan aluran-aturan
kebijakan, tetapi melipui pula perbaikan sepala institusi yang ada.

Perbaikan terhadap institusi penanaman modal adalah fak-
tor kunci menjatankan hukum dan penegakai hukusn yung responsil
dalam proses penanaman modat, Hal itu persis seperti dikemuka-
kan aleh Achmad Ali vang menyatakan bahwa hukum tidak boteh
dipahami schagai seperangkat aturan-aturan lukum, Hukum hars
dilitat seeara integral. utuh dan senantiasa dipahami sebagai suatu
sistem yang ub, dan karenanys tidak boleh dilihat secara parsial 2
Hukum tidak hanya berupa peraturan-peraturan. tetapi merupakan
sistern yang terdivi dari budaya hukum, apatat hukum sumber daya
manusia fermasuk juga proses dan mekanisme pelayenan permiaman
modal. Oleh karena iy, yang perhu dibangun dan diperbaiki dalam
rangka menciptakan iklim ponanaman modal yang kondusit adalah
pelayanan penanamat modal yang baik. Salah satu aspek yang sa-
ngal mempengaruhi hahkan mereniukan begjalannys pelavanan pe-
nansman modal adalab lembaga hukuee {fema! fmvrinion) wermasak
proscdur dan mekanisme hukum. Lembaga hukum yang berkuitim
dengan peranaman modal merupakan salah salu syaral berjalannya
kegiatan penanaman modatb di suatu vegara o di daerah, Hukum
yang mengalyr peranaman medal adadab suaty proses vang, boerke-
lanjutan di mana diarshkan unfok meninmin kegiatan peranaman

Lot Achatid Ak e e (Pekena, Seatse Kapeem Uifesscatis
Uhanden Prage=in L5996 Lakarls ik, F2-36.

Mot
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modal, Kepastian dan keadilan hukum yang diperoleh dari pembaru-
a hukume substansil (e substeree of foow) harus dilaksanakan oleh
lembaga hukom. Hukem secara hakiki harus pasti dan adil, Hanya
kurena dilopang vieh lembaga hukum yvang kuat, hukum vang adil
dapat dilaksanakan dengan p

Dari sisi perhaikan lerhadap ke-
lembapann penanamin modat mwsih dislur dalam perabiran kebi-
tukan. Misalaya, tentung Penyclenggargan Penanaman Modal dalum
rangka Pensnaman Modal Asing din Penasaman Modal dalam MNe-

uerl, B bty

silutnya, seswou peraturon kebtjokan il tdak

mieirual kaidah vang substansil, owmon mengikal warga masyara-
k. Peraguran kebijakan meropakan kebijaksanaan daii Administras
s Mepgare vang-wrmumirya dibual berlandaskan kewenangan tertentu,
Misalnya, kewenangan BKPM sehagai satu-satumya lembaga yang
berperan sentral mengatur dan memberikan izin persetujuan pena-
naman modal.

Pengendalian perizinan maupun promoesi penanaman modal
tidak dilsksanakan securs terkoordinast dan wrsinkronisasi secara
baik dengan departemen atau instansi terkait dalam membuat peri-
zinan perselujuan penanaman modal. Akibatiya, realisasi penanam-
an modal di lapangan sulit dicapat, tidak lepat wakte dan tidak lepat
sasaran, kareny prosédur perizinan lerlalo berehe-lele, tdak clisien
dun memakien biuyu yang cukup besur, Sclain e, ady relens dari
hampir semea pererintal deerah tevhadap sisterm perizinan pena-
namen modad karena merasd hewemingannya lecgusar

LU Penanam Modal tidak mengatur mengenal siopa yang
berwenang memberikan danfaon mengeluarkan izin persetupian pe-
mumuman madal, Hal ind dapan dimasubean pulas sebageal salab saw
kckurangan dart updang-undang penanaman modal vang berlaky
sanl ini. Menartk perhatian adalah Keputusan Presiden No. 29 Ta-
b 2084 Lot Penyelenggaran Penammzn Modal dalon Rang-

il Frans Fickat bk, Progp.

Tisict-rer 1.

sagep Ll Ldasoe Kewvgavacn

T
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ka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Madal Dalam Negert
" vanp menetapkan balyws BKPM seha-
gai satu-satunya lerbaga yvang memberi pebavanan satu stap bagi

melalui Sistem Sorn Atp,

penanarmzan modal dalam nepgect maupun dari luar negeri 2! Proh-
lematikanya adalali apakah pemerintah daerah mau meaverahkan
kewerangan it atau lidak, dan sebaliknya, apakah bisa diznggap
pemerinah pusat melalui BKI'M menarik seluruh perizinan dari pe-
merintah daerah. Kebijakan dun regulasi ini berpengarub besar du-
lam pelayanan penanaman modal di daevzh. Setanjulnya. disebutkan
pula bahwa pelimpahan wewenang di bidang nelayanan penianaman
modal dan pemerintah daersh kepada BKPM dilakukan karena 1n-
dang-undang Wo. 23 Tahun 2014 1entang Pemerintah Dacrah tidak
mengatur kewenangan pemerintah, kewenamgan Provinsi dan kewe-
nangan daerah otonom mengenai penanaman modal asing, Alasan
lainnya ditegaskan dalam Pasal 7 Keppres ilo menycbutkan; segala
ponerimagn yang Limbel dari pembertan pelayanun persetujtian, por-
iziman dan fasititas penanaman modal sesuai peraturan perundang-
-undangan yang membidangi usaha penanaman modal. Dengan me-
Mty T
mengeabungkan beberapa prasedur dan perizingn diharapkan dapal
G vamg harus dikelu-
vang sadl iml orala-rata

inan pel

ayanan penanaman nudal asing dengan mutode

mamanekas wakio pengurusan maupun b

arkan, Contoh tndikator storiing o Puvines
penglrusan izinnya harus melalui 11 prosedur dengan wakm seki-
tar 24 hari dan biaya Rp. 2.5 jula. Pemerintall memangkas prasedur
hingga menjadi 9 prasedur, maka lama pengurusannva 9 hari dan
hiaja menjadi Rp. 1.5 juta

Seperti diketahui bahwa berlakunya UL Penanaman Modal
yang menggantikan 13U Penanaman Modal Asing (UL MNo_ 1 Tahun

il Pertuesn Mepleri 1Talaan Megen Moo 24 Thun 26 yang mendssain hembali
SIS0 Bl ALR g st serided menjadi Setem Poelayanan Terpadu S Finte. Repules)
duan redesain in. mendorong pemennli dacrah mentheniuk peleyaran jemzman selu s,
am J’ﬂ.‘xll 4 Feppras Mo, 29 [ahun 0 merryacakan: CGiubg o, Bupali seri Walllneg, dapat

bhan | j rerizinaz, Jdan fasilinas penanantan
migkia) kt.puda [ A0 mcl.llln -.Nun p‘.m}anan SHIL AL
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1967 dan UL No. & Tahun 1968 weatang Pepanaman Modal Dalam
Negeri udaluh untuk memudabkan penanam modal untuk menanam-
kan modalnya di indonesia. Tujuan ini dikemas dengan kebiakan
kemidahan berusaha di Indonesia fease of doing business). Seorang
penanam modal asing misalays, yang akan menanamikan modaloya
di Makassar (belumn lagi di kabupten/kota), harus bolak-halil Jakar-
La - Makassar, Hul ini jelas menghabiskan wakeu dan biaya yang
lidduk sedikit. Alassn mereka sampai berulang-ulang kali ke Jakarta
menginnd perizinan perseiujuan penanaman medal adatah kavena;
{a) persyaratan hukum dalam suatu izin tidak dipemibi, (b) izin su-
tish harus diberikan sesual waktunya, letapi belum juga kelyar, dan
(¢} pejabal yanp menargani kN persetujuan penanaman modal se-
ring lidak berada ditempat atau ingin mempelajari secara dewail per-
kembangan permobonannyd. Dengan demikian. ampak jefus babwa
pelavanan pelayanan modal tidak sejalan dengan prinsip cfisiensi.

Kaluo Andu atau perusahaan Arsla ingin menanzmkan mo-
dal Ji Indonesia soat ini muks Anda haras berhadapan dengan rim-
ba perizinan, Misainyi ingin membuoka wsaba di kawasin industri
W haiya perki b2in lobasi dasy Kemudian membangun di kawasan
it beserla fasilitasuya, Tetapi dalam proses dan prakiik ddak se-
sederhana ftu, Sebogai ilusiesi dikemukakon; Pertama, Anda harus
mendapat izin dari BKPM, kemudhian izin ite hares ditindaklanjuti
ke tinggkat Jacrah dan instanst terkait, Anda harus mendapatkan izin
Jakust dari pemerinlab dasrah dan kita ketahoi bahwa pemerintshan
daerah berjenjang ada proviesi, dacrah/kota dan desa semua harus
dilewsti vleh penanam todal. Kedua, meskipun sudah mendapat-
Yan izin lokasi ddak otomatis langsung hisa membumgun karna ha-
rus mendapatkan izin lingkwsgan dan ada beberapa lapis perizinan
linghengan sulai darl Memteri sampai BupatirWalikota, Kalau izin
tingkungan sudah diperalel, Anda belum biss membangon, masih
adi lagl Tzin IMB,
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Umeamnya penanam modal hanya man meaanarkan modal-
nya di swaty negara‘daerah kalau svaral-yvarat dan mekinisme po-
layanan penanaman modal yang progresif dan inovatif. Perly dike-
mukakan bahwa, para penanam modal asing ingin memastilan dul
kah proses pelayanan perizinan menghanibal proveknya atau tidak.
Apakah dapal memberikan legalitas untuk merealis
bisnisiya. Di sinilahi kembali dikemukakan pentingnya perunan hu-
kum, yaity peraturan dagrah vang pro pasar tanpa menafikan kourit-

s (juan-Luj uas

at lokal, Regulasi vang pro pasue sangsl bermaniuat dalam proses
perizinan perseiujuan peranaman modal. kanena dapat memberi ke-
pasttan usaha, Jika aturan pengendalian perizinan penanaman rmadzal
tidak legalisitk dan tidak efisicn lagi. penanam modal tidak mempo-
nyai pegangan untuk melakukan kegiaten penanaman madal, Apala-
¢i biks pelayanan perivinan i dilakukan secars seatralistik, Schagai
contohi, jumlah jam kerja yang diberikan dalam suaw permohionan
izin periu dikitung duri permaohonan. persetujuan sampai dircalisasi-
kannya penanaman madal vang bersangkutan, dan apabila ada ham-
batin sampai hambatan ini diselesaikan secara cepat, lepat, efisien
dan pasti. Dengan cara ini para ahli hukum dapat melikgt peran suatu
ateran hukum (administratif) untuk mewnfudkan iklim penanaman
modal yang benar-benar kondusif.

Beberapa krileniz digunakan untuk menganalisis prinsip ke-
wenangan pelayanan penanaman modal. misalaya, prinsip kemu-
dahan dan petcepetan pelayanan, transparansi biaya. lofal biaya peri-
zinan dan transparansi dalam proses pelayanan. Prinsip kewenangan
petayanan di bidang penanaman modal yany dibutuhkan it terletak
pada spektrum penctapan standar pelayanan dalam proses pens-
naman modal untuk menghindari mshalnys ongkos modal (cost nf
capiial). Berdusarkan pendapat Posner seperti sudah dikernulkakan
terdahuly, realisasi penangman modal dapat meningkat kalan hubkum
dapat berlungs: sehagai alat perlindungan bukom, menjarmin hak mi-
Jik dan meniperlavear aklivilas penanantan modal. Dengan mengpu-
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makan pengekatan Ronald Coase. bhatiwa fromsaction cost alau biaya
transaksi dalan kegiatan bisnis seperti. total Hava perizinan, biaya
s puagtan resmi maupn lidak resmi sangal meneneakan.” Jiks
prinsip ini diteraphan sceara konsehuen tow eafirvement) dapat
mendukong, peagembangan budays pemerintahian yang bersih, Ka-
Taw peinsip i ugas diteiaphian 1 bidang pesasanian modal ins estor
akan mudal memperhitngkan biaya transaksi berkaitan dengan se-
tiap kegtatan bisnis dari maodal vang ditanam. Dalam hal ini investor
dapat memprediksi acau mengetahui dun sekaligus dapat mengalo-
kasikan penggunuan biuya secara efisicn,

L% dinilah letak pentingnya penerapan prinsip pelayanan pe-
namunan modal wntuk menjadi acuan bagi aparatur untuk mcnia]ﬁn-
Kan wewenaiggznya mencapai tujuan ekonomi negars Jengan tarafra-
sionalitas yang tinggi sebagai pemberi layanan memuaskan kepada
penanam modal. Melalui penyesuaian kewenangan, tata kerja, pe-
ngelahuan dan profesionalisme tersebid akan membentuk suatu -pe—
layanan penanaman modal terpadu, proporsional. ofisien dan efektif
vaitll dapat meminimalkan biaya-biaya penanaman modal.

Kunei analisis prinsip pelayanan penanaman modal adalah
prinsip pelayanan lecpadu terhadap kewenangan mengendalikan
proses perizinan perselljuan penanaman modal. Penafsivan strategi
“pelayanm sa atap”™ atan “penyelenggarsan pelavanan lerpadu satu
piniu” sesungguhnya bukan lerletak pada sstu lembaga atay biro-
krasi yang selurybnyy memberikan pelayanan termasuk pemberian
perizinan penanaman modal. melainkan memperbanvak pusial ba-
dast. umit petayanan melulit pelimpahan kewenaogan. Flakikat dari
stoeyd torsehat mcliput mpar wsur. Peraon, sistem pelayanar
potamanman midal reepadu hanys bisd wercapai kalau petimpalan ke-
v perberian ixin penananian modal kepada yang menerimsa
pelimpahan ofeh lembaga‘badam vang semula mempunyal kewe-

iz, phe doeker aned e Lo Ninversity ot Chivago Press, [983.
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nangan pembertan fzin, Kedue, pelayaman penanaman modal dilaku-
kun i sate tempat yang wrschar memutt wilayuh di mana proyeknya
berady. Kesive, pengambilan kepuiusan dengan carag nemfierhanyak
pusat pelayanan melaltui kebijakan pelimpalan kewenangan, Keem-
pat, pembentukan pelayanan terpadu tergantung kebutuhan daerah
Kebijakan pendukung pelayanan penanaman modal, hendaknya di-
takukan penataan kewenangan aparatur penanaman modal. vailu ;

Pertama, Fongsi dan-perun BKPM sebapal regudatory body
diubah (dilepas} menjadi satu-satunya budan vang inembuoat kebi-
Jjakan, perencanaan, dan promosi penanaman moda) (investment pro-
mation agency). Penyelenggaraan kewenangan di bidang kebijakan
dan perencanaan pengernbangan penavaman modal menjadi sangat
bermanfual ketika menentukan kebijakan Thaftar Negatif Investasi,
kehijakan pemilikan sabam dalam penanaman modal macpun ke-
bijakan insentif fiskal. Materi muatan kebijakan perapaman, peren-
canaan, dan promosi pepanaman modal mengandung sifal sebagai
substansi untuk dimasukkan ke dalam Undang-unibang Penanaman
Maodal. Peraberian izin dan perpendalian izin unwk bidang usaha
berteknoluogi strawegis, mempunyai derajat leknotogi cangeil dan be-
risike tingpi. seperti persenjagaan, nuklir dan rekavasa genclika velap
dipertahankan (masih sulic dilepaskan). sehingga e=tap merupakan
wewenang duri pemerintah pusal,

Dalam rvangka mendorong kepiatan ekoromi dan pemba-
npunan nasional, pomertolah sungal berperan pada wakiu menpen-
dalikan kepislan atan bidimg-bidang usaba berteknologl strategis
v
menjalin koordinasi dengan departemen teknis maupun permerintah
daerah dalarn membuat perizinan penanaman modal melalui sistem
pelayanan terpadu salu pintu, Biasanva vang diartiksn pengendalian
pengnaman modat adalab pengendalian dalam arti fuas. yaitu men-
dorong lancanya kegiatan penanaman modal, sehingge menghasil-
kan dampak pada kemantaatan ekonomi bagi rakyat serta tidak me-

itu. Suata pecfarsesee of ahdigeiion hagt BRPM sudah sche
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nimbulkan dampak ketergantungan ekondmi Indonesia dari pelak-
sanasl penanaman modal, Pengendalian penansman modal dakam,
arti sempit bermakna membanty penanam modal agar implermentasi
pembungunan reoyek berjalan lancar, cepai dan aman. Sedangkan
ruang Jingkap kegistan pengendalian kégiatan penanaman modal
mehiput] aspek formulagi. aspek merencanakan. aspek mempromosi-
karl. wspek pengavasan dan sspek méngevaluasi kebijakan-kebijak-
an penaniman modal. Tujuannyw adalah mendurong perkembangan
realisusi penanaman modal secara nasional serte memtasilitasi pe-

nyelesaian hatmbalan dao permasalahan dalam pelaksanwan proyek-
prowdk upar ek menvismang dari keeenduan vang ada.

Anjuran untul menggalakkan promosi peranaman madal
sgat boralasan, kirena 3 Singapuara, Malavsta, Thailand dan Viet-
kgl promeasi sangal weneatuken dalom kelangsungan pe-
rananay modal erutama dalam jangka panjung, Meskipun suatu ng-
wari eneiliki sumber kekayasn alam yang cukup, pasae besar dan
tenapa kerja murah belum tentu dapat iencrong arus penanatma
renlal kalau Udok dibarengi dengan petencanaan yang wravah, ter-
padu dun realistiz, dan lenlu saja dilsngan berdasarkan wewenang-
annvy disatukan dalam satu lembaga vang telab ditentukan untuk itu,

Pertimbyngan dikembalikannys posisi BKPM sebagai satu-
-aatunva lembaga promoesi fasititator dan regulsior perenaman mo-
dal adalah {2} permasalaban perianaman modal di dacrah Gdak hisa
diselengparukan sebagai bagisn yany substansial unluk acuan lanpa
membenahi permasalshan penanaman modal di tingkat pemerintah
pusat. (b kelemahan wtama landagan hukum penanaman modal di
Indonesia adulah tidak adanya kewenanpan membuat kebijakan dan
perencansan povanaman modal yang jelas, (©) peran BRKPM seba-
gai badan promosi, dan miengendalikan perizingn persctujuan pena-
naman modal membawa dampak positif ketika investor mengtirsi
izan peranaman modal. mengindentifikasi bidang-bidang usaha, dan
el wsidha swnpasd puda whap implementash bepi perselujuan

—— "
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izin diperolch, Penanam madal membutulikan informasi, dan arshan
vang jelas dari pemerintzh. Selain itu dibutuhkan kepastian usaha,
transparansi, pérlindungan penanaman modal serta upaya mengu-
rangi birokrasi atau regulasi yang terfalu panjang dan banvak, dan
{d) sangat berguna untuk iebih menjaniin kepastian usaha bagi pe-
nanam modal menanamkan modalnya di daerah, dupat mengakamo-
dasi keinginan investor untuk mendapatkan pelayanran yarig mudsh,
smirsh, dan cepal.

Dikaitkan dengan peran pemerintzh scbagai fasilitator dan
regulalor penanaman modal, suatu kehijakan dan perencanaan pe-
ngembangan petanaman medst melipati dua aspek yang menda-
=ar, vaiue (1) membuat kebijakan gang jelas di bidiung penanaman
mudal dengan ménckankuan pada pendekilan ekonomi. identfikusi
hidang-biding usaha yang dipeekiraban dapal Jimobilisusi unluk pe-
nataman mnodil, dan bukan pada periimbangan politiz scperti vang
terjadi selama ini. {2} membual kebijakan penanaman medal vang
mentamin adanys kepastian hukum. Jaminan adanya jaminan kepas-
tian hukum diupayakan melalui kebijakan pemengpalan risiko vang
mungkin dihadapi para penanam modal dan mendorong partisipa-
si pemerintah daersh uniuk secara bersama-sama memikul risike.
Risiko dapat tegjadi dalan bentuk banyaknya aturan-aturan hukum
di-dagrah yang tumpang undih, Hanya kebijakan vang jeias serta
adanya kepastian hukum vang dapat menumbuhkan kepercayaan
penanam modal asing menanam modal jangks panjang 41 Indonesia
adalak aman dan menguntungkan,

Kedug. Pemerintah mengalihkan sebagian kewenangan peri-
Zingn parselujuum penaniaman modal kepada pemerintah daerah, yak-
i 1zin Tsahi Tetap, Trin Psaha Perluasan dan Perbaruan Tzin Usaha
Tetap kepada pemerintab daerah. Schagai konschuenst. substansi
Undang-undang Fenanaman Modal harus diatur lebib vinei dan jelas
mengenai bentuk dan cakupan dari pengalihan schagian wewenang
tersebut. Marpenai pengalihan schagian kewenangan bordasurkan
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i prinsip ko Tatanegar vang mengaiakan baliwa pendelsga-
stan wewerng {delegation of authoriiv) dapat juga weijadi pendele-
wasian sebagiun kewenangan (subdeleraiion) dalam pemerintahan.
Mustamin [7g Matulu, berpendapat balywa manekala pejabat yang
rienpalibkan wewenang secara 1tal i sudah tidak dapat lagi rut
serta berperan dalam lembaga vang hersangkwan, Mendeispasikan
keseburuhan wewenung scoara lodal sama halnyy bagaiban seseorang
mizlakukan buaub die, schingga diapun mengakhiri eksistensi kehi-
dupannys sendin. Oleh karena Hu, meounn Mustamin Dg. Matutu,
pendelegasian wewenang secara total di dalam suatu lembags sewa-
jarnve dak boleh dilukukan 2

Selanjutnya, mengenai manthal pendelegasian sebagian we-
wenang dalam penyelenggaraan penanaman mudal adalab sebaygai
Brerikut:

A, Pendelegasian schagian woewenang dari suatu lembaga merupa-
kan salak satu prinstp vaog berlaku universal bagi setiap lemba-
g kebijakan, perencandan penanamean modal dapat teriaksana
dengan elektil, Pendelepasian sebagian wewenang tedetak pada
peinsip prerumsan yang heterogenitas guna menghindart unifor-
mitas {kescraginnn) yang bericbilun lerhadap penyelengparaan
hewenangan.

o RBendelegasian schagai kewenmgan terlélak pada prinsip efiei-
SleEk YAty mengrsng atel mecingankan bebon Kerja setfap
pejaban dilam Bagkungan lembuaga, sehingga mempenmoudal dan
et percepal pelivanas.

e, Pendelegisiun sebuelan wewetang akan werhindar dart kemuang-
Kinun teradinya bealuran, yuknl antare pelaksanaan yang lebib
pampang dan lebih cepat dicapai terhadap proses pengambilan
kepulusan denpan kecenderungan mengabaikan perbedaan kon-
disi yanp ada i lembagia setempal.

Y il Mustanae Dy, Mosabu gk, Meedor Sxefogasa, divebusd e Iaplementasinr 6t
Sidomesion U Press, 2004 Yopyakaota, bl 4. 105
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Kedige, Peetintah herperan sebagai mediaor Jalam me-
nychesaikan senakela-sengkela penanaman modal antara pemerin-
tah pusal dun pemerintal dacrat. dan atau antara pemerintah dagrah
dengan pengnam modal. jika hal ity menyangkit olenami daerah.
Misalnyd. provek-proyek penanaman modal biasanya membutuh-
kan sebidang tanal wiuk mendirikan pabrik atau indusiri, Apabila
taneh tersebut tiduk dijusl oleh pemiliknya dengan sukarela, dapat
menimbulkan sengketa. Misalnya, proses pembebasan tanah biasa-
nya menghabiskan wakle lama dan menyebabkan cox-nya tinggi.
belum lagi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Per-
masalahan ini tidak sederbana, bahkan bisa digugat di pengadilan.
Agar proses peranaman modal itu Hdak menimbulkan permasalab-
an, dibutuhkan peran negara atau pemerintab sehagal mediator un-
tuk mencegah terjadinya sengkela atau gugatan. Selain mengikiti
kelazirnan, mencegah sengheta dianggap penyclesatan yang paling
cepal dattepat dibanding penpadilan atau arbitruse. Arlinya, kepas-
tian hukum dapal menjamin hubungan bisnis, khususnya keamanan
menanamkan modal.

U¥ilihat dari sepel analisis ekonomi, fungsi dan peran pome-
rintak dalam konicks pembaruan tandasan hukum penanaman modal
sangat bergusa ketika penanam modal dapar menghitung dan mene-
taplsan hiaya-biaya yang harus dikeluackan selama proses menanam-
kan modalnya. Mri sepi analisis kekuatan hukum. kebijalan dan re-

pulasi sebagai savwma lebih kanliduosial, copat, dan Biaya idak sulit

diperhitungkan perkaian dengan proses peodanaman modai. [ ini
scsugi dengan pendapat Calabresi vang mengaakan habwa hokum
tupa dapat dipechitungkan schagad wervizry cose, fika lerjadi ponyele-
salan sengketa di luar penpadilan,

Berdisarkan uraian di atas, hendaknya menempatkan kem-
bali strukiur, wewenanp dan fungsi kelembagaad penanamin modal

= 1 hat Yictor Parka, (. O hal, 2720
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baik di pusat maupun di daerah meiiputi: (1} merumuskan kebijakan
dalam promosi penanaman moedal secara nasional dan intemasional
dalam berbagal kefja sama internasional, regional maupun bilate-
ral, (2} menyelenggarzkun progrm-program promosi yaig meng-
keordinasikan, dan mengintegrasikan serta mensinkronisasikan se-
mua kegigtan promosi yang dilakulan lembaga promosi pepanaman
modal di pusat, proving dun dacrdh kabupalen, dan (3% Membaniu
penunam modal memperolch petivinan sampai pada implementasi
Lotiba (28 preesetujuin penanaman modat diperoleh,

Kebiikan pel:

anan sal wap dalum pervelenggaraan poa-
b mengabaikan koosep biaya

i mwda] menumukkan pemee
Uratezabisi. el porspehdIF Couse, dis mrengabun baboes dukam ke

akan eleonomi dan perdagatgan selalu muneud bayy ttansaksi (I:'r_a&.v-
crefeor goin), Blava (ransaksi ini sangal beckattan denggan pelaksana-
an kebijakan vang mempenganihl proses peoizinam peodraman mo-
dul. Selain o, pemeridab juga lidak menggunakan konsep efisienst
vang lidal kalah pentingriya. Efisiensi berarti fapat (sumber daya)
minia. wetapl dalism prosesnyo menghasilkao g vang mudkst-
mal. Konsep ini di bidang ekoromi, muncul dalam bentuk, misalnya
bluva resn reavpun biaya tidak resmi.

Makna pertama dari efisiensi techadap hukum berarti ke-
putusan pendelegasian wewenang dalam perizinan. Mengpunakan
konsep elisiensi dalam pelimpahan kewenangan perizinan seperti di-
kemukakun di mtas, sangat mendukung képuiusarr yang meneiptakan
pelayanan penanaman modal satu atap dengan menerapkan pringip
pelayanan dengan prosedur yong singkal, cepal. lancar, terbuka dan
tiduk berbelit-belil. Rsicrsd juga herani kepusan menghapuskan
prosedur vang tidak perle, menggabungkan prosedur yang tumpang
tindih. dan penyederhanaan prosedur perizinan.

Dalum pemidkian prinsip memperhatikan kepantingan da-
ceah, muka dalam rangks pembargan landasun hukum penanaman

——
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modal, pembaruan kewenangan perizinan penanaman modal hen-
daknya menggunakan pendekatan konsep maksimalisasi, pemerin
lah daerah memanfastkan semaksimal mungkin atwan-aturan hukum
dalan bidang perizinan persetujuan penanaman maodal. Kansep
maksimalizast membawa dampak positif wntuk menciptakan iklim
penanaran modal yang kondusit di daerab, Kalau ind dilakukum,
perencanasn penanamant modal akan lebih efisien din terarah, Tika
daeral diber] kewenangan untuk menguresi petizinan persetiivan
penunaman modal datarn mekanisme pelayanan salu atap, tentu-
nya investor semakin tertarik menanamkan modalnya. karena par
investor sudah dapat memperhitungkan semua biaya dalam proses
perizinan iu.

Selanjutaya, dampak positif dipergunakaniea kaasep mak-
stmalisasi darl pelimpahan kewcnangan perizinan pe

11T Ik
dal kepada daerah akan mendorong nerckonamian di daerab-dacrish
akan lchih menguntungkan, Dampak negatil idek diperaunakannya
konzep il tmpak pada lindakan pemerintak vang mengeluarkar
regulasi vaig kust dan kemprensif, Kehijakan dan regulasi pend-
nagnan modal sasl ini yang cukup banyak dan cumpang tindih me-
nychabkan tidak jelasava kebijakan pelayanan penanaman modat,
tidak menjamin kepastian-hukum, dan birokrasi perizinen yang ber-
belit-belit, sehingga para perianant modal tidak mendapatkan pela-
vanan vang mudah, murah cepal dan transpacan. Prosedur perizinan
yang berbelit-belit sangat berkaitan dengan korupsi daiam birokrasi,
karena menyebabkan pengurusan perizinan penanaman modal men-
jadi cukup lama dan mengeluarkan biaya vang tidak sedikil, Jika
sualu negara memiliki prosedor perizinan penanaman modal vang
lidak jelas dan berbelit-beiit, maka penanam modal asing cenderung.
menanamkan modalnya di negara lain yang reladi' lebih murah, dan
bebas korupsi®™

M Elusil prencliipn Foeiee favesiment Advesaey Servee (FIAS) n sgungkankan v
ineak burivesiasi di Iedonesic membutubken 12 proscdur daz mymakan wakiy 141

T
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Agur akid dan nyata, kepada siapa bukum nonmatit i
mendelegasikan poranannya dalam proges penanaman modal, Hal
in harus Jelad betat, Korena hukum nodmatif tersebut tidak hanya
tstiprak sebagai hukum dalam peraturan perundanp-undangan saja
vang disusun menerul prinstp-prinsip atay konsep-konsepnya, tetapi
hukur sebagai suatu sistem tidak dapar melaksanakan dirinya sen-
diri. Permasalahan siapa, serta peran dan kewenangan apa memdin-
kan peranan yang amat penting untuk memperbaiki dan mendorong
iklim penanaman modal yang kondugif, Tentu saja tidak terbatas
pade imanusia, tetapi juga meliputi lembaga yang ditunjuknya. Oleh
karena itu, dulam koniwks harmuonisasi hukem penanaman modat
hendaknya pemerintah dacralt tidak hanya mempunyai peran me-
ngeluarkan kzin polaksanaan penanaman modal, seperti tzin lokasi,
ivin undang-undang gangguand 10, dan izin mendirikan baogunarn,
melainkan dimasuklan pula kewenangan mongcluarkan {1} ixin
usalta tetap, izin usaha perluasan dan pembarusn, (2) izin persetuju-
Wi Tendang Taln whoga kerja warga negara asing pendatang., dan {3)
kepulesatt [enlung IEneus Pengguian wenugs kerja warga negasn
asiny. pendatang, Materi muatan perizinan perseiljuan penanaman
mendal mengaradeng asas wtau prinsip bukuin dimasukkan ke dalion
Londimg-undang Penanaman Modal yang baru.

Mengenai pelimpaban kewenangan pemberian pemberian
izin persetgiuan pensnaman mwodal ini kepuds pemerintah daersh
prddit hak ikainyy mencenminkan empal pokoek pikinan:

Pertama. kemajuan di hidang ekonomi tidak dapat diimbangi
demgan sisten hukum, terubams Jambannya perkembangan proses
Tegislasi. Hukum tertbogpal fauh dari xemajuan dan perkeinbangan
di bidany ckenemi. Akibatnya, Undang-Undang cenderung dipergu-

Bieri, hia;
I*rpael o
latin sepesnn T
LE/D ST L

periinan an reyi Foaekiar | 208, lehih meihat daci raberaka negarg lain.
stbepall konnzak irvestasi o bulodikae wskio $70 has padabal di negara
danyu 27 Lari dn Sadeapor deeyn 20 Lati. Lilka Teddy Reizer Sondobd,
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nakaxn schagai instrumen Kebijakan. Dari segi proses Levjadinya, hu-
kum ckonomi, wrutama yaiy mengatur penyelenggaraan penanam-
ain modat didasarkan pada delegated degivtorion, yaitu pembertukan
peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan tertentu,
Apabila delegted legivianon digunaban secara cksesil, hukum
meniadi tidak sinkeon dengan bidang-hidang yang akan diaturnya.

Kredue, pelabsamian pemberian persetujuan perisinan pena-
naman muedal terjadi tarik menarik kepentingan ckenamis dan politis
antarg epayd menarik modal antara pemerintah pusst dan gemerin-
tah duerab. Taik menarik tersebut. di sty pihak memdoreny peme-
rintal pusat tnengahaikan hukum dengan tidak melimpahkan kewe-
nangan perizinan penanaman modal kepada pemerioab daerab, dan
di sisi lain pememrintah daevah merasa berwenang mengurusi pe-
nanaman modal di wilayshnys berdasarkan tijuan otonomi daerah.
Tarik-merarik ini dimunpkinkan karena ciri-cirl kompromistis, dan
pragratis lebih dominan daripada mengikutt stupan-aturan hukwm
yang ada. Keadaan seperti ini tdak mendukung makna pendekatan
ckonomi terhadap hukurm, Kalau pendekatan ini dilakukan, misal-
nya kewenanpan pemberian izin persefujuan berada di daerah. ten-
tunya banyak penanam modal mau menanamkan modalnya, Mereka
mau berbuat demikisn karenas mereka yakin baluwa dalam suauw sis-
temi perizinan yang baik, pembangunan proyek dapat berjalan langar.
Aspek pembiayaan terulama vang berkaitan dengan hukum selama
proses perizinan dapat diperhitenghan, vakni bisa ditckan seren-
daly mungkin. Dengan perkataan lain, binya dalam proses perizinan
lersehut dalam kegiatan penanwman modal dapat dilakukan secara
efision setelah diperhitungkan jumtah waklu dan biava vang Jikelu-
arkan selama proses perizinan sampai pada wuat pelaksanuan bepitu
perseluan dun bein diperoleh,

Keffgad, para penanam modal (kehanyakan penanam niodal
asing) mcagikuti saju peraturan-peraturan kebijakan penanaman
modal (sing o song), apakah perslunm-perstuean ita menghambal
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alaw lidak, yarge penling mumberi manfaat ckonoti bagl investasi-
nyat. dika i Benar, maka ahan mendukung, pernyatadn bahwa, seka-
lipun antara bukwm dan kepiatan ekonomi tidak sda hubungannya.
hakeem tetap diperlukan. karena para pepatam modal dabam suaty
siabewt chonomi pasdr harws menpertabankan kepentingan dan hak
sy sda padanya lsnpa bantuan pemerintab, '

Keenpen, seringbali pemerintah imencrapban suatu pendelat-
s frur coned error, yong setelai beberapa ulin divinguu saae dirulsah
kernhali dengan EII(;‘HgClLl'.!r'i(lI'I seuten peratizan baree Sika i diduo-
pa sehagai pencerminan ketidaktegasan fukum perizinan penanain-
wr moedal, Ketegasan lokom yang baik harus mampu memanghas
birokrast yang berbelit dan biaya lambaban yang membebani pela-
ko usaha, Aspek pertama yang paling diperhatikan penanam modal
udolah kepastiun hukem mengenal peran dan prosedur perselujuan
perizinan penanamsst wedal yumg distar dalam unding-undang pe-
nanamant modal,

Mengenai pemikiran untuk menjadikan sistein pelayananan
peaanaman modal satu alap sebaiknya diserabkan kepade pemerin-
tah dacrah, dan perierintah pusat tebik memiokueskan pada peran se-
bagai satu-satunys lembaga vang membant penanam modal untuk
mengidentilikasi dan memperoleh persetujuan perizinan, Alasannya,
apabila pemerintah pusat meogeluarkan perizinan. hal ini tidak sei-
run dengan prinsip memperhatikan kepentingan dactah,

Munfual prinsip pelaysinan penanaman modsl salu aap di-
tangani oleh pemerintah daceah joga membrdobkan analisis konsep
beseimbanpan, Penerapan konsep maksimalisasi di hidang birokrasi,
hahwa setip dikeluarkan perataran hukum maupun perateran ad-
ministratif, maka di waln pihak pejabat atae beberapa pejabal whan
bertanbul besar kewenangasnya, dun peiabal alau bebevaps peja-

—
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bat di pihak fain akan semakin kecil kewenanganya. Hal ini ety
saja pendapatannya ghan berkurang puta. Namuon demikian, konsep
maksimalisasi wtap dibutubkan agar hukwm berperan dalam pemba-
ngunan ekonomi,

Konsep keseimbangan dibutuhkan karena penanganan peri-
zinan dalam mekanisme pelayanan satu atap bara dalam tahan awal.
Dalam petkembangannya, sangat mungkin birokrasi menggunakan
konsep maksimalisasi ini tudak dilaksanakan dengan baik.sesuai
aturan vang ada, Oleh karena itu, konsep kescimbangan dibotubkan
untik mengendalikan prakiik-praklik kolusi dan korupsi. Charles
Himawan mengemukakan hahwa apabila tidak ada mekanisme vang
mengendalikan konsep maksimatisasi, anarki Jdi berbagai bidang
akan terjadi. Konsep maksimalisasi karenanyva perlu ditmbangi de-
ngan konsep keseimbanpan demi menjaga kebidupan manusia yang
tertib dan bermoral.?”

Untuk menjetaskan proses kansep keseimbangan inb poada
hirokeasi, menumt Charles Fimawan, sekalipun konsep int tiduk
borusaha menghilsnghan hentorgn vang ada. wiapi berasaha mene-
kumnya serendah mungkin henturan wersehut. Secara relatil’ keseim-
bangan sudab fercapai spabila’gangguan aluu disequilibrum berada
pada linghat minimum. ¥ Datam hobungin inl. pencapaian peng-
gunaan konsep keseimbangan dapsl memiliki bobot akuras vang
tinggi, apabila sudah didesain daiam undang-undang, Misaleva, pe-
nyusunan kerangka dasar sistem perizinan penanaman moedal, Pada
slstem perizinan vang menghasilkan sistem pelayanan penangman
modal salu atap dianggap sebagal sistem yang terbaik. Penggunaan
konsep keseimbangan mengalami kegagalan atau idak mengendali-
kan konsep maksimalisasi apabila tidak dimasukkan datam undang-
andang schagat suate prinsip. Sifat konsep keseimbangan memilikt

M iha L Ihmawiun. Pesdekaws Eloaome terhadep Mk sehagar Savinie
Pongerdittan Wikangr Py, 24 Apnl, lakara, hal. 437138,
MW il
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fangkah-langkah yang kompleks dan wrganting keadaan, dan da-
pat digunakan dalam berbagai bidang seperti hidang politik. bidang
perkawinan manpuns dalam bidang peperangan. Selain itu, konsep
ini lidith dapal mencapai keseimbangan walaupun dalam bobot mi-
aiman. karena kensep maksimalisasi merupakan representase dari
pelaksunaan otonomi daerah,

2. Perryederhanaan Perizinan Penanaman
Modal

Pringip ini dikenal pula dengan prinsip “penyederhanaan pe-
lavatiuiy penaraman roadat”, Tujuar vang hendak dicapai dari prinsip
ing aedaabah § ) penyederhansan g cara dan kewenangan pelavanan,
sehiapga baik kewknangan pesberian iwn ving ady pada berbagai
inslitesl manpun persyantan-persyaratan penanaman modal yang
tidak retevan dapat didesain sedemikian rupa. dan (2% mendesain

fowrdinast aan hubungars kewenangae umuk mencegah dan meng-

Isslang ki bumpaeg tadih dun keidai pestion wewenange aotar insti-
s penadskumd i msodal. Kebijakan dalamn peoyederhanoan pedavisnan
pemtninan el lersebat dilukukan sebapai satah satu terobosan
Bubhunt e diperlukim untak memperbatk ikBm berussha, mem-
perhaiki kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah dacrah yang sa-
ling berbentuean. Tujuial wama dart penyerderhanaan pelayanan pe-
namunan modal adatah mesdorong penansman modal. memberikan
kemudahan herusaka, menyvelaraskan kebijakan-kebiikan daerah
daar memberikan pengaruh perkembuangan ekonemi yvang lebih haik.

Terobuosan yanyg ditakukan oleh VU Penanaman Madal teru-
tama setelah penpesahan LU Cipra Kerja mendorong perbaikan pe-
layanan perizinan pehanaman madal dengan sisin petizinan vang
sederhana, 2™ Perizinan penanaman modalikegiatan usaba welah di-
ubah dati berbawis risike yang bisa diperoleh secara daring melalui

e dihan ketentuan ol 22 U0 Pepacsnman Mogal

1
b
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one single submission risk based approuch. Perizinan berbasis risi-
ki mefupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegia-
an usaha. {ingkal risike dibagi menjadi rendah, menengah rendah,
menengal tingui. dan tinggi, Selain i, beberapa fakior lain juga
diperiimbangkan szperti peringkal skala kegiatan ussha dan luss ia-
han sebagaimana lercantum dalam Exmpiran peraturan pemerintah

lentang penvelenggarsan Perizinan Bereseha Herbisis Risike,

Penyuderhanaan perizina bersaha pasca UE Clpia Kerja
menpuhaly konsepsi kepialan usaha duerl herhasis ian Guense op-
progeiy menjadi posceapan skindac dan burbasis visike (808 B
Approwch/RBA4), P'ada kegialan usaha berisko tinggi penanam madal
wajib rnemiliki tzin, Kegiatan usaha benisiko tinggi adalah yang her-
dampak terhndap keschalan (heafrh), keselamatan Craferv dan ling-
kungan {exvironment) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam.
Kegiatan usaha berisiko timnppi tersebun dilakukan peagawasan dan
inspeksi yung ketat, Selanjuinya, pada kegiatan usaha risiko mene-
ngah menggunakan stindar. Penilaian standar dilakukan aleh profesi
yang bersertitikat, sedangkan kepiatan usaha berisiko rendah cukup
metalui pendaflaran.

Penataan kewenangan perizinan diatur dalam Norma Stan-
dar Prosedur Kriteria, Adapun cakupan perizinan seklor usaha pada
Klaster | terdit dari 13 sekior, yattu, pertanian, kehutanan, kelaulan
dan perikanan, encrgl dan sumber dava mineral, ketenaganukliran,
perindustrian, peodagangan, kesehatan ohat dan makanan, pariwisa-
1a. pendidilan, keugamaan, transportasi,
nikasi dan pepyiaran serts perahanan dan kesrmantn, Pada Klaster

PPLIPLTR. pos dan welekomu-

II werdapat 6 {cnam} kegiatan vsaha yang wetltup unok penananan
myntal berdasmkan kepentingan nasional. asas kepolutan dan kon-
venst internasional, vaitu perudian dan kasino. budidayu dan pro-
duksi narkeiku godongan 1. industed pombuatan senjta kimia., in-
dustei pembuatan persak lapisan owon, penangkapan spesies ikan
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vang tereantum datam Appendix 1. pemantaatan/pengambilan koral!
karang Jdari alam.,

Monyimak bidang penyederhiviaan perizinan ind pada sata
sisi dupal berimplikasi pasda aros peninaman modal terttama mac-
51 puila

dal asing harena dengun penvederhanaan ini skan bermydik
padit dilapuskanny g berbagad prosedur perzinan usaba vang sela-
lain. penye-
inan berusaha akan tetjadi pusat perizinan berusaha
perizinin, hewenangan perizinan pemerintab daerah
akin lerpangkas-dan proses pemberian 12in usaha itu ¢ lapangan
dikuotickan tdak transparai.

mi mun.hﬂmb!l wus pertnaman modal. Pada si
derhanman p
atau sentialis

Penerapan perizinan wsaha yang haik dalam kepiatan pela-
yanan penanaman moedal, Panjang rumitnya perizinan tidak menjadi
masakah axatkan dilaksanakan dengan standar kemampuan dan mo-
rat yung baik daii pelaksana perizinan, Bagaimanapun semua peri-
ginan it adalsh standar kepatuhan bagi kepentingan negara, Yang
menjadi masalah adalah standar penizinan yanyg diperbaild. tetapi
Juga standar morgl aparat, skill aparar dan imtegritas para pelaksana
peiiaan 4 lapangan. Ada 4 empat) carg mengatasi perizinan nsaha
vaing rumit dan berbelit-belit yait, ¢ 17 penyederhanaan proses untuk
nigmunghinkan pelayanan diperoleh dalam waktu yang lebih pen-
dek, (21 inernbuttthkan stendar pelayanan vang umum seperti vang
diberakukim kepada lavanan publik. {3 dipedekan keterboukaan bi-
rokrasi untub mau dinilal kelavakan atau ketidaklavakan pelayanan
g dliberikan bleh masing-muasing instansi p anr modal, serta
v bt prenuly dark apasiid s pemsimankn modal untek aeeleny-
Kapi standr pelayanan pesanaman modal di setiag Lahaepm proses.

Berkaian dengan prinsip penyederhanaan perizinan beru-
suhd, 10 Penanaman Modal mewajibkan setiap pensmaeran modal
hatik wsitye maupue dalam negeri umuk menerapkan prinsip tata ke-
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tola perusabaan vang baik Lgood corparate governance ! dan me.
laksanakan longgungiawab sosial perusahaan (corporate sociad res-
ponsibitiy) sebagai kepedulian penanam modal kepada masyarakat,
Datam kontcks penyederhanaan perizinan usaha dapat pula diguna-
kan prinsip good governance untik mengetshui gambaran tentang
prinsip kemudahan pelayanan penanaman modal yang dilakukan
oleh pemerintah, Menwrut prinsip good goversunce, 1ata pelayanan
vang baik berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
[alam bahasa normatif prinsip ini sejajar dengan konsep rechtmariy
hestpur, Konsep ini berisikan peduman pengujian keahsahan perbu-
atan seorang pejabat administeasi nogara, Sedangkan dalam bahasa
normalll konsep tata kelola yang baik scjajar denpan sifatnya scha-
gai suatu asas au prinsip, dan lentu saja tidak berkaku universal,
karzna sangat terpantung pada wakiu. tempal dan situasi erenty.

Dalam persfuktif konsep ala kelola pemerintaban yany baik.
Uimited Nation Development Programme (UNDPY mendefinisikan
goversanee sebagal the exercise of pofitical, cconamic, and admi-
nivtrative wiedfiority fo pumde o Bedion s affoatars wh ol feved TN
lebih menekankan esens good grvermgmee pada aspek politk. cko-
nomi dan administralif. Aspek politik mengacu pada proses pembu-
aran kebipakan, Aspek ckonomi menpgacu pada proses pembuatan ke-
putusan di hidang ckonomi yang berimplikasi pada masalah kesem-
patan berusaha yung sama, Scdangkan aspek adminizratit mengacu
e preaerapan kebdiakan Terkuit dengan pembaruan pelayanan pe-
nanaman mxodal, prinsip lata kelobs pelayanan vang haik pada dasar-
nya berumpe atas dua tandasan utama pada hokur e negar dan
hukum sdminisirasi negara. Dengan demikian. penerapan prinsip ini
dalam palayanan penanaman modal mweliputic {1} prinsip kepastian
hukuin: dan (2) prinsip keterbukaan birokrast.

Pl 15 VA Pestanaman Mol Bueul o ab dang b Lilsl juga ketentuan Pasal 16
WU Perozoran Modal yang me sghendaki sciiap penaraman modsl karas memennhi
keveiehann Langgungiawal sosigl hagi penesahan peasm sodad.
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Prinsip kepastian hukum atau prinsip negara hukum sangat
herkaitan dengan penggunasn wowenang lembaga pemerintaban.
khususnya penyelenggaraan wewenang pemerintah daerah Ji bidang
perizinan penanaman madal. Alasan wiama digunakannya prinsip
negara hukum dalam hububgannya denpan pelayanan penanam-
an modal adalah menghifangkan rasa kekhawatiran para penanam
medal terhadan perilako birokrasi yany berbelit-belis dan tidak in-
depentlen dalam menjalanksn togas dan wewenangnyi Penerapan
prinsip guod governace seeara benar dan konsisten diharapkan dapat
mieninghkakan muw pelayaan birokrasi vang terkesan memiliki bu-
davi Ketja yvang negatit di lingkungan para pengusaha/dunia usaha.
Faktor budava ini tidak kalah penting dalam wmemacy peranaman
macdul asing musuk ke lndenesia. Faktor pemico i sangat leggan-

o s Berpikiy dun mentalites birokeasi pemerintahan Menurut
ahl: kehudavaun, Keemjaraningral (dalam LAN-SANKRI, 2004
Batiy huungsa sdonesia mmwnimyi memiliki beberaps mentaline ne-
satil ying tidak mendubkuag pembangunan bangsa Indonesiy menja-
o1 bongsa vang mwpu dan sejahiera, wemasuk beokeasi alae aparatue
negari. [Tt dart segt mentalitet terselat di was, adalab menalite
mengrabas, yang berart ingin cepat selessl, Sedangkan mentalitet
vang Jnin adalah asal jadi, yany penting adatah hasilnya 1anpa mem-
perhatidkan kualilasnya dan kelangsungan jangka panjang dalam
kepiatan penanunan modal. Jika menialitet di stas disrabhkan untuk
mewujudkar iklim pertanaman modal yang kondusif. Dengan demi-
kian, sangat diperlukon pembaruan dalam budaya hukum. khususnya
birukrat, Prinsip kemudahan pelayanan penanamian modal yanyg di-
susutl pula beedasarkan peinsip tata kelula kepemorinehan yang baik
{zoud governonce ) seperti adanya keterbukaan (transparanst) dalam
pengambilan kehipakan ! Tata kelola pemerintaban vang baik,-sa-
ngal membantu penyelenggarasn pelayanan petanaman modal vang

U Dby L Saluse, Pemcerhilan fagitnien Sedreid mumd Crioeecs! Publ dun
Elrgesnnitre vawpeadis, Dirasindu, 1Y Grmedin W olksariena lodahesie 199, bkarse, lal
47
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cfisien dan efekif terhadap kehijakan penanaman modal, Prinzip ini
menjadi sangat penting. bukan hanvs bagi penanam modul, fetapi
juga sangat penting bugi pernerintah daerah uniuk menciptakan ik-
lim penanaman modal yang hermaniaal bagi setiap orang,

Philipus M. Hadjon (Maritokeasi, 2002: 12-16} berpendapat
babwa, prinsip negare hukum atau dalam ketatanegaraan Belanda
menjadi asas spesialitax (speviaditeits buginrest disehutkan schagai
prinsift vany sangal spesifik berkenaan dengan woewerizng pemerin-
tahan. Prnsip spesialitas int meaurut Philipus M. Fhadjon. mengan-
dunge makna habiwa seliap kewenangan mengandung ujusn terenin,
dan 1ujuan-wjuan ity herus diletapkan dalam peraturan perundany-
ungangan 2

Bengan dumikiar. prinsip negaca hukwm, khususnea prinsip
spesialitas tersehut. juga berkaitan crat dengan kewenangan peng-
ambilan keputusan administrasi publik, vaitu suatu pentikiean vang
hasilnya berupa penenwan pilihan-pilihan dari herbagai pilihan
cara bertidak dengan metode yang cfisien dan éfektif®™ Prinsip
atau asas spesiphites dikaitkan denpan adanya berbagal kewenangan
yang dimiliki oleh aparatut penanaman modal, dan didasarkan pada
prosedur aturan hukum, (Meh kerena i, Jalam hal seorang pejabal
pemerintah hertindak. kewajiban bertindak tidak boleh melakukari
penyimpanpan dari aturar hukum yang ada. Hal ita berart) bahwa
dengan memperhitungkan asas tersebul, seharusnya penggunaan
asas spesialitas akan tebih dititikberatkan pada keseimbangan antara
keinginan para penanam modal dengan ketentuan hukum alau pela-
yanan yang baik. Pencrapan prosedur bukum merupakan suatu yang
esensial dalam penyelengparaan penanaman modal.

S Liban Philipus W Dadien & Fatick S Djamiani, Geod Governanee (Ll
1Py clengpassan Pemerislah Exseraly, fooe? Wersabrase, ¥oo | Mo, T Apuaigs 2002, 1l
12-16

Bl BT T T AR L
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Flal lersebut dipertegas kembali oleh Hadjon (Meritokest.
202 133 Babhwan kalau prosedue hubow ensssg guat i ldak
wedin, et sk Luhirkah suato keadn di manu pémerinah hertine
dak i Toeer ketentuan hukum yang menjadi landasannyu bertindak,
st peinerinlid menggunakan wewenangnyd untuk Lujuan yang
lain [efedonrmement depoiesir].’ Hal indlah vang menjadi tokus
tan prelay iy vang badk, Secars leorts, sislem tata pelayanan vang
Ik akan mempengarahi kinerjz peneringah Jalam melaksanakan
lengsi-Tunpsi dasarnya, sehingga setiap kewenanpan ying mengan-
dumg tujeanstujuan bertento dapal dicapai

Selanjuteya. prinslp keterbukaan, vang herarti prinsip de-
mwkratis birokrasi. Keterbukaan merupakan aspek vang penting dan
harus dimiliki dalam penyelenggarsan tata pelavanan vang baik.
Keterbukaun dapat berarti bahwa seliap orang mengetahui proses
perpambilan keputusan oleh pemerinksh serta mau dinilai kelayik-
an atpn ketidaklavukan terhadap pelavanan vang diberikan. Muenurut
Philipus M 1ladjon dan Tatiek Sti Djatmika tecdapat beberapa un-
sur utimia keterbkivan pemerintah yang memungkinkan masyarakal
berpartisipasi. dapat mencakop, {17 mengetahul proses pengambilan
keputusan: (23 memikirkan bersama pemeriniah mengenai keputus-
an ving dikakukan pamerintal: dan {3) memuoskan bersama peme:

ritialy.

Prinsipp partisipasi masvarakat memberikan kepada peme-
rental akses inlorgsi penting lenting kebuwhan dan prioritas bagi
saliap investor. Uinsar mengetahai proses pengambilan keputusan
misabnvis vang melibatkon tiap penonam modal sae duin wsaha,
pemerintioh ahan berads dalam posisi yang. lebih baik daam meng-
bl kepeusan karena akan memperoleh dukungan dom keperca-
waa vang febibe bosar ketika keputusan dilaksanakan. Dengan de-
mukian. jeluy babwey prinsip keterbukaan dalam sediap pengambilan

= Ihidigus W Thalon & Latick Soc L aomioi, dde £, hal 13
kg Ll 18
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keputlsan merupakan pendukung kualitas petayanan hirokeasi.

Selain pringip kepastian hukum dan prissip keterhukaan, ma-
salab tata pelayanar yang baik jupa metiputi masalah sumber dava
manusia. PBirokrasi yang efisien dan efeki | harus juga dibangun hes-
dasarkan kualitas kelembagaan diserta kualitas sumber daya manu-
stu sehingea pelayanannya dilakukan sccara professional, dan bukan
berdasarkan kemavan dan selera pejabat. Inilal bidang vang belum
masuk ke dalam pengaturan pembaruan Jandasan hukum penanaman
modal meskipun sudah dilakukan dengan berbagai dergulssi dun de-
birckratisasi, Karenanya diperiukan perombakan dan penataan kem-
hati apar kelembagaan penanaman modal lebib independen dan pro-
fesional memberikan layanan kepada penanam meodal dan mencegah
penyimpangan kekuasaan termasuk penvimpangan administrasi.

Kualitas aparatur pemerinlahan bukag hanya memiliki legiti-
s, telapi hares bisa melaksanakan wewenang yang dimilikinya it
sestial ijuannya. Hanva olorias penapaman modal yang memitiki
Jalaran pegawal alau pejubat yang terampil. dan mempunyai kapasi-
1as memsnizatkan keterampilan dan kemampuan ini sebaik-aikinva,
dapat melaksanakan prinsip 1ata pelayanan penanaran modal yang
baik. Untuk mempercepat pemberian pelayanan penanamian mo-
dal yang lebih mudak. dan sederhana, maka harus dijslankan oleh
arang-orang [ bidangnya.
tertuasuk kemgmpusn ek dan managerial helembapaun. sehing-

ang profesional, terampil dan mengua

pa peligksangss imgst dan peran mevekit lehih memadai. Bike muta
sumiber daya manusia masih rendal, eniu saja dapat mempengarubi
kinerja dalam memberikan pelavan penanaman modal.

Deosfesionalisne aparatur pedanaman medal mempunyat pe-
ranen yang porting, ditkuti dengan kewenangan vang jelas. Olch se-
bah Hu, profesionalitus morupakan fakior produksi aktil vang dapat
mengakumelasi modal, mengelola sumber duya alam dan mendo-
rong penanam madal menanarmkan modalnya, Kemampuan profes
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sionalisme merupakan faktor kunel untuk menyiapkan pelayanan
vang berkualitas bagi kepentingan dunia usaha maupun masyarakat
serta unluk menyiapkan kendisi bagi upaya perbaikan iklim penea-
naman medal.

Selain arah yung dicapai vleh pelayanan satu atap tersebut
di atay. keuntungan pelayanan saly atap menjadi kewenangan pe-
merintah dasrah adalak {a) pelavanan penanaman modal menjadi
Lenpat aveal dan akehir dact sngekalan proges perizinan: (b} palayan-
an pertzinan terutng penananian modil asing menjadi efisien dan
efektit terutama kepastien iaya maupun kepastian lamanya waktu
prengursizan peszingn: (o) meocegah herbagai pungutan, baik resmi
nneapun Lidiek resmi vang harus dibavar oleh penanam muodal kepa-
it wparalur prenunanin modal.

Disadari haitwa lelab hanyak dilakuban penstaan das dava
gung aralur penananian moedal. vang secara leorits sanpad ideal
untuk memperlancar aklivitas-akeivitas penanaman modal di la-
pangan, lelapi pada kenyalaammya masih banyak pelayansn pena-
namar modal yany tidak betjalan dengan back. Persoalan mendasar
vang dihadapi Jembaga-lembuga penanaman modal saat ini adalah
kelembagaan per modal sel ini tidak memiliki standar
pelayanan vang jelas; termasuk ketidakjelasan wewenang di bidung
petizinan penanaman moedal. al ini dikarenakan sistem pelayan-
an penanaman modal selama in terlalu didominasi pleh purnerintah
pusat. Pelayanan penanaman modal sehagai bagian darl Fugsi pe-
merintahan adalah kegistan yang fundamental, yang jups beranii me-
[tpand wewenang dasar dari birokrasi melaksanakan twjuannyy dan!
alau wewenangnya. Dengan demikian, sustu pelayanan yang baik
arus didwali dari wewenang yang jelas.

Pelayanar penanaman nodal dalain bertukaya yang paling
signilikan dckalah pembetian izin peranaiman modal, Dasar pemiki-
an pelvanan di bidang penanaman modlal adalah pelaksanaan ke-

— -
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wajiban bertindak birokrasi dalam manajemen pemerintahan dan
pembangunan berdasarkan wewenang yang ada padanya, Tujeannya
adalah untuk mendorong dan menjamin dilakukanaya pelayanan
yang benar, copat, sederhana, efisien dan efektif, Dengan demikian,
pemberian pelayansn penanaman modal yang prima merapakan ja-
waban logis dari berbagai masatah struktur kelembagaan penanaman
moclal yang ada. Logis, karena kemudahan pelayanan dan perizinan
adaish bagian integrat dart landasan hukum penanaman modal dan
diangap salah sain faktor kunei untok mewujudkan prinsip insentif
petaranan moddl,

Selanjutnya, pelayanan penanaman modal dianguap menjadi
faktor yany sangpat meneniukan sotiap kebijakan penanaman modal
di Inelunesia terutamin di daecal. Menurunnya minat penanam modal
asing menatamkan modalnya di Indonesin sepeti 1elsh dikemuka-
kan pada bub pendahuluan disebabkan vleh beberapa hembatun ala-
ma, yaill
1. Pelayanan penanaman modal di dacrah, meski tidak seluruh dac-
rah mengalami kendala, yaitn mengurang red sepe dan birokcasi
yang lidak clisien,

Prosedur perizinan berlele-lele, tidak efisien, dan memakan bia-

ya tidak sedikit.

3. Perifaku birokrasi masih ingin dilayani daripads melayani pela-
ku usaha.

4, Temshnya sumber daya manusia diangpap sehagal faktor peng-
harnbat dalam memberikan pelayanan vanp efektif.

5. Keordinasi antar lembaga penanaman modat dalam mengendali-
kan proses penizinan Udak berjalan dengan baik.

6. Adanya kecenderunpan praktik-praktik pungulan hiava tdak
rese] ultuk pengurusan perizinan yang dibayarkan kepada pe-
tugas manpun pejabat,

[

Prinsip kemwdahan pelayunan penanaman modal sangat di-
inginkan oleh para penanam modal dafam prakeik. Karena i, pers
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baikan peduvaman penanaman mudal dibacapkun dapal mendoroog
pengendaliyn dlau pengawaian i bidang penanamsn modal baik
secara akeo maupun mikeo. Secara makree, pengendalian dapat
Lararti mendorong arus penanaman madal, mencepab timbubnys
kerugian, hambatan bagl penunam modal, mencegah pelanggaran
terhadap berbagal peratran perundang-undangan: Sedangkan seca-
ra mikro, pengendalian dapat bermakna membanty investor asing
mempereleh perizinan penanaman medal secara cepat, murah dan
tidak bertele-tete; membantu penanam madal mengimplementasikan
pembangunan provek dengan lancar, cepat. aman. elisien dan efek-
tif, mencegab kerugian, hambata atae ganguuzn akibat dibamgun-
nya atau beroperasinya kepiatan bisnis penanam modat,

Mengucw pada prinsip pelaygnan penavaman modal bendak-
nya “prinsip pelayanan kerpadu satu pinw™ ditangani masing-masing
oleli pemeriniah daerah sesuai kebutuhan, dan bukan ditangani arau
dikendalikan oleh pemerinlah pusal (dalam hal ini BKPMY, De-
ngan demikian, pelayanan penanaman modal menjadi wewenang
distl lregaictor) oned soreeming measures) dan pemenindah daveal,
Penyertian pelayanan terpadu satu pinty tesebut bukan berart pe-
nyclenggaraan wewenang vang. disatukan dan ditangani secara ber-
samaan dunand wewenang pomberan N pérsetujuan penanaman

manlal dii wsikan dulwn BKEM sepertd viag diletapkan dalon

Permendagri W, 24 Talun 2006 oty Penvelenggaraan Pelavan-
an Terpadu Saw Pintw Menurwt Stoink pelayanan integral dalam
banyak hal mermang clisien don menguniungkan banyak pihak. teta-
pi lidak sefalu demikian, karena hal ity berkaitan dengim keputusan
yang sangat bebas dan sangar erikat, Dalam kaitannya dengan we-
wenatgan pemerinlab daerah di atas. etap perlu menjalin kaordina-
si dengan departemen teknis dulam membuat perizinan persetujuan
penansman modal meelabui sisem pelays

i guld adap.

Flilips M. 1lsdjon & Tarick Sri Dpaemia, Ge i, hul. 14
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Harus disadari betul, bahwa penerapan prinsip-prinsip hu-
kum dalam penanaman modal dalam rangka reformasi regulasi po-
maraman modal vang dibiuhkan Indonesia sehaiknya harns diubah
dari Burbasis tzin menjadi berbasis risike. Bila pelavanan penanam-
an madal bagus. lancar, cepat dan murab. maka peranan modal hisa
memperulch akses yang lebib baik daripada vang sebetumayva, dun
biaya untuk memperofeh perixinan menjadi lebib morah karena pen-
deknya tantae birokeasi =

Selanjutnya. penyelenggaraan wewenangan penansman mo-
dal. baik di daerab maupun Ji pusat yang akan besar itu sangat ber-
kaitan dengan penerimaan atau sumber penghasilan dan harta benda
seseorang pejabat atau sesuatu lembaga, iklim penanaman mada)
pun tergemgyu ketika pelaysnan penanaman modal dinnggap sebagat
peluang mendatangkan pendapatan cepat dar mudah bagi birokrasi,
Karena itu, harus diawr secara rinci. jelas dan legas mengenai ben-
tuk, dan cakupan dari pelayanan penanaman modal dalam bukum
substaniif, bukan diatur dalam peraturan kebijakan seperti yany ter-
sebar di datam berbagai Kepulusan Presiden ataw Keputisan Mente-
ri ¥ang herlaku sekarang ini.

Prinsip kemudahan pelayanan penanaman modal mempu-
nyai fungsi dan peranan vang penting dalam proses penanaman mo-
dal. vaitw memberikan kepastian hukum, [Yalam pelayanan periznan
penananman medal baik di dacrah maupus di pusi diperiukan stan-
dar pelayanan yang heterogenitas. Dengan swandar pel:
heterogenitas, dan bukan standar pelavanan yang disatakan dalam

HNEDN viany

tamgin sevrang pejsbat. kemadian ditsagimi seeara seragam Jiang-
gap sebagal sudly penyelesgiae paling cepal dan lepal ustok méning.
katkan kemampuan kelembagaan penanaman modal. Dalam pelak-
sangannya, pejabal pemerintah dapat lebih mudsh melayani para
penanam modal, Namun demikian, standar pelayanan penanaman

,

Mudrajae Kuuznrn, 1 X ten i
Strateri otenn Pefteng, Penerhat Frianpga, Jakari 2004, bal, 268,
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modal dasariya dan sistemnya berbeda-bedna pada setiap daerah se-
perti, prosedur kerja atau cakupan kewenangan. Namun demikian,
pola maupun tujnannya adalah sama, vait menvedechanakan bivo-
krasi perizinan sehingga biecdwasi menjadi lebih efektit das elisien.

Pofavanien penanaman modal diperatel dari filosefl unum
duri “pelayanan salu pinlu™ vang difokuskan dari hubungan peme-
rintgh. pengusaha (badan usaha) dan masyankat, Karakteristik pe-
wikiran pelyyanar pengeaman el lerpide sato pinly ini mewa-
jibbant hahwa penyelungearian s enangan perasamar moedal s
rus mueneraphaneya seearn mentadai, Dengan perkataan iain. menve-
lengearakan pefayanan penanaman modal satu pints harus ada da-
laru kepastian huken, Dalam rangka menciptakan iklim penanaman
myadal vang kandusil dan meninghatkan daya larik pura penanam
madal menanamkan nodal, maky pemerintal perle melokukan pen-
barvan hukum dengan cara legal borrovwing yaitu meniru seluruh
atay sebagian dar hokurm negaca lain, untuk kemudian disesuajkan
dengan sistem hukum yang berlaku di dakam masyarakat. Oleh kare-
Az il kebijakan darl regulusi vang masth bersifat siwre-urionted di-
ubah menjadi kebijakan dan aturan-aturan hukum penanaman modal
yang bersifal econome-oriented, Hal ini menjadi sangal penting
dipersimbangkan ¢lgh pemerimuh agar tercipta kepastian hukum
dan kemudahan pelayanan dan perizinan penanaman modal, rantai
bivokeasi ldak panjang. tidak berbelit-belit, dan juga tidak mahal.
maka disgrankan perlunya segers dilakukan pembaruan kelemba-
wubn Badan Koordinast Penanaman Modal dan pemerintzh dacrah
sertu perilaku bitokrasi unlak monyasmakan suata persepsi atyu ttik
pandang terutarns antura penatam modal asing dan pemerintah tidak
berbeda, Persepsi yang sama In sangin penling agar dalam prakiik
tidak menimbulkan kesulitan dan kesslabpshaman dalam meman-
latkan kel bukum dan pelayanan penmaman modai akibat
dary perbedait sistermn hukwn suniu nepira.

—
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Jika demikim, fungsi pelayanan satu pintwakan mengandung
daya prediktibilitas, Salah sate syarat bagaimana seharusnya hikum
dapat berperan dalam kegialan ekonomi adalah apabila hukum di
bidang penanaman modal menganduny daya prediktibilitas, di sam-
ping jugs bennakna tersedianya peraluran hukum yang memacai.
dan juga berarli kepastian dalam penerapannya oleh lembaga-lem-
baga penanantan modal. Investor 2sing akan menanamkan modalnya
kalau retrn an investment (RO1) dapat diprediksi, Unluk itu jelas
diperlukan kepastian hukuni, karena adanya jaminan kepastian hu-
kurm, perlindungan hukum dan predikiibilitas hukum bagi kegistan
penanarman modal dapal menciptakan persaingan pasar secars efiek-
tif sekaligus juga mendorong pasar vang besar hagt negara penerima
modal.

Lintuk memperoleh suate gambaran yang lehib konlkein me-
ngenat proses petayanan penanzman modal adalah pemberian inior-
masi atau data realizasi tiap provek penanaman modal vang dapal

Fmusukan bagt pertimbangan penyelesaion pemberian izin
persetujuan perizanan pemmanan medal maupen sehagai nnpan bae
lik bagi perbaikan dazt pepyemnpurnnan kebijakan penanaman maodal.
Selanjuinya. arah kebilakan perizinan sdulah prosedur aplikasi para
irvestar tdak perlu terlebih dahuic harus mendapalkin beberapa
persciufuan ataw perizinan. Untuk it fasilitast pemerintah bagi re-
alisasi penanaman modal mejadi sangat relevan, kavena fasililasi
tersebut bertujuan bukan hanya mendereng kelancaran penvelesaian
kegiatan penanaman madal, ctapl higa clcktivitas dari kegiatan pe-
navaman modal mendatangkan dampak positit benar-benar hisa ter-
warjud, Selan ite, prinstp kemudabun pelayvanan penanaman rodal
bertujuan agar mudah melakuban deteksi kemungkinan legadinys
penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan pena-
naman modal yang dapat mempikan negars,

Salak satu aspek yang erat kailannya dengan penyederhana-
an perizinan adalah pelayanan penanaman inndal. Pelavanan peri-
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ginan berusiha bagl penanam modal asing juga memegang peran
yang sangal pentiog dan memiliki wjuan ganda. Fertame, peizine
an merupakan steategs wntuk merespons kebuihan dan keinginan
penanam modal yang sangat nesginginkan adanya kepastian dan
stitbilitos berusaln, Kedve, perizinan dimaksudkan sebagai stratepi
untuk mendorong dan mewajudkan tklim penanaman modal vang
kondustt di dalem negerl agar Indonesia dapal bersaing di dunia in-
ternasional dalam menarik modal asing., terutama dalam abad ke 21
yang diprediksi oleh banyak abli sebagai abad Asia Pasifik.

Dialam banyak hal pars penanam modal vang skan memper-
vleh Tan ddpat memperhitungkan berbagai aspek pembiavaan, teru-
by vang berkailan dengan aspek hukwm selama proses perizinan
dan persetujuan penanaman modal, Secara spestfik diremuskan bah-
wil perizinan penanaman maodal imerupakan keputusan administrasi
nepard. vang hevarti: (a) memberikan lewalitas kepatla purg pena-
nam madal unluk melakukan kegiatan usahanya, (b) memberikan
dispensasi daripudy suatu larangan okeh undang-undang, sehingga
kegiotan peranamss: mgdabiya dapat beralan seearg komersiel, ()
meripakan perctapan unfik memsanlaatkor hak afas Tsililas vang
diperuled dari pomerintale dan {0} sobawai bewsajilan unluk -
luhi ketentwan hukue yang berlaku, Sedangkan bagi pemerintal,
prrizinan penanaman modat memiliki fungsi dss peran sebagai sa-
ana kontrol untuk metakokan pengendatian, cvaluasi; pengawazan,

Untuk mevwagudkan iklim penanamar modal vang kondusir
diperlukan peaataan perizinan penanaman inodal, terulsma pena-
namun mogdal asing. P'enataan perizinan it menyangkut perbaikan
serua izin-izin di bidang penanaman modal dengan cara:

1. Penataan isi dan sasaran yung diatur daiam perizinan, sehingga

tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.
2. Penatagn persyaratan, prosedur. biaya dan wakiu perolehannys,
3. Penataan perpanjangan wakiv berlakunya bin,
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4,
5.

Penatazn hentek-bentuk dan jeris-jenis izin,
Penatsan pengendatian dan pengawasan pelaksanaan ivzin,

Dialam konteks penataan landasan hukum penanaman midal,

unsur terpenting untuk pembaruan kerangka dasar sistem perizinan
penanaman mudal dalam apava mewatudkan tkim penenaman ma-
dal yang kondusil"seperti i atas. hendaknya memenuhi unsur-oasur
pokek berikug ini:

I

Persparaten fukem, Unsur int inheren pada tujuar dari izin pe-
nanaman madal agar lebih menjamin kepastian hukum keputus-
an dapal menekankan prosedur yang jelus. tidak berbelit-hedil,
persyaratan yang jelas serla sejumlab biaya vang jelas. Dengan
mengikuli prinsip pelavanm satu acap, kewajiban dilskankan
pada satu badan/lembaga entuk memberikan pelayanan kepada
penanam modal mutal dari pendsfiaran sampai pada pelaksanaan
peitanaman modal. B samping ite, prinsip ini menekankan pada
keterpaduan dan koordinasi pelayanan antara instansi Kabupa-
ten/Kota, Provinsi dan tingkat Pusat, sehingga jelas kewenangan
dan tanggungjawab raasing-masing lembaga vang dituniuk,

Persyaraton informasi yang korsisten. Unsar ini menjemin bah-

wy proses yang konsisten diadaken untuk pengendalian prak-

tik-prakiik yang merugikan perianam modal dakun proses peri-

zinan, Untek membantu birokrasi dalam memproses pemdaflar

an dan permohenan izin petsefujuan penanaman modal, maka

persyaratan informasi pada tingkat minimum harus distur dalam

LUndang-undang,, vait:

= Silar kegiatan penanaman modal,

= Lpkasi dan luasnya proyek penanaman modal;

+  Penyclesaian permohonan persetsjuan, perubahan das dta
parizinan Luinnya:

» Realisusi alas heglalan penananuan modsl vang wlah nwendis
patkan porsala)uan:

—
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o Penzgunaan Gasilites fiskal
s lal-Tal vang sweavangkut kondisi keamanan, wnuga kerja,
lingkutgan hidup dan pertanalian,

Porent seriet Mosvorokol, Unsur inh memastikan bahwa dampak

vang munghin imbul dan suan kegiaan penaneman modal e

T diperhiiuegkan, Tt ini berarti masyaakal dalam arti wargs

herdekatan dari st begistan wsiha dilihatkan didam prases

petizinam persergjuan penanaman nodal. Tojuannya, adutah agar

penanim modal memastikan mengenai realisasi atus kegiaten

penanaman modaluya vang lelah mendapat persetujuan, Secars

spesifik benluk dan cara peran serta masyarakal dalam proses

periainem penanaman modal mencakup :

»  Pemberitahvan mengenai rencana menditikan, mengoperasi-
kan atiu reernperluss suatu kegiatan usaha

+ Akses bagl warga masyarakal terhadap dampak sosial dan
lingkungan:

= Akses bagl masyarakat ontuk mengajukan keberatan-kebe-
ratan Alau persyaralan-persyaralan schelum izin dikeluarkan.

*  Alses werhadap kepulusan pemberian izin persctujudn pena-
naman modal;

«  Akses untuek melakukan banding alas kepulusan pemberian

izin persetujuam peranaman modal.

Putarngzuran. Unsur ini membcbankan secara hukum kewajihan-
hesaiiban werinet bipy penanam modal selelah memperalels i2in

per

ub penananil nwdal maupun pelaksasan srovekinya.
Tujuannyi. menudahkan pemerinteh melakakan pengawasan
Kalau terfadi pelanggaran. dan penindakan alas pelanggaran ter-
hbag betentuan hubum vang bevlaka. Misalny o mengubab atau

P it el dsalsn Lz 1.

Seemksi-samfxi. Ulnsur ini merapekin sgrana untuk mengambil
tindakan sanksi vang clektit bagl penanam muelal yang tidak
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mentanti aturan vang berlaku. Hukuman-hukuman adminisira-
i meliputi antara lain: hukuman denda, penghentian sementara
ata pembatalan izin, dan tidak boleh memperaleh tender-tender
dari pemeriituh,

Bagi penanam modal vang ingin menanamkan modalnva,
mereka terlebih dubulu akan mengelahui kebijakan dan regulasi
pemerintah. Apakah proses pelayanan perizinan menghambat pro-
veknya di lapangan. Apakah ada jaminan hukum vang mantap un-
tuk mereaiisusi proveknya secara komersial. Terkait dengan biaya
transaksi dalam perizinan penanaman maodal, para penanam modal
sangat memperhitunpkan aspek bivokrasi vang herwenang membert
izin, aspek berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan keuntungan
yang dupat diperoleh.

Aspek perivinan untuk penanam modal yang ingin mena-
namkan modalnya merupakan faktor pendng untuk dapat mendo-
rang arus penanaman modal df Indonesia. Sebab, umumnys pura
penanam madal menginginkan perizinan penunaman modatb yang
memuat dan meniamin persyarstan-periyaralan yvang jelas. tepas
dan dransparan, yiilu dapal dikeahui oleh pemesm medal menge-

wai bentok din macam pertzingn; syarat-svaral vaeg hams dipenshi.
kepastian kapan selesai serta kepastian siapa vang berwenang me-
ngefuarkan izin. Para penanam modal memerlukan perizinar wsaha
yang cepat dan semua persyaratan dan prosedur pengurusan dapat
transparan, taal hukum dan tast atau tepar waktu. Dalam praktik,
petizinan bagi peranam modal memiliki fungsi dan peranan yung
sangal penting. yailu memberikan kepastian usaha, Ketidakpastian
yang ditirnbulkan dalam perizinan dan tepalitas dapa menghambat
upaya-upaya pemerintah menartk penanam modal masuk ke Indo-
nesia utuk menanamkan modalnva di Jaerah, Salab satu stratepi
utama suatu negara berhasil menarik peaanam modal adaizh mem-
perbaiki kualitas pelayanan perlzinan. Hal ini sejalan dengan prinsip
insentif pengnaman modal. Kualitas pelayanan perizinan merupakan
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st saln uspek yang dapad dipakai datam menilai kondusifitas k-
tim peranamar modal di Indonesia.

Sebaliknya, masalazh buroknya pelayanan pemerintah, sya-
ril=syarat perizinan menjadi lebih kaku, prosedur berbelit-belit dan
rumit, dai sering tidak berfungsi. ketidakpastizn biaya hahkan me-
nimbulkan biaya tinggi bagi penanam modal yang akan menanam-
kan mudalnya mecupakan salah sal faktor nepatif yang lain berl-
burgan dengan iklim penanaman modal. Kecenderungan Jemikian
mempunyai berbagai dampak seperti. puagutan tlidak resmi yang
lewrus dibayarkan kepada pejabat pemeriniab, aparat keamanan dan
kelompek Jain. 2

i sinilobe pentingiya kerangka dosar hukunt perignan seba-
el sarang pengendalian di bidang penznaman modal perlu diatur da-
latzy sistems hulwm penanamin madal vang respensit dan progeeesi)
Fhergan poeckaraan Lo, wluk meveapudiean iklim penznaman mocal
wimy bk diperlukan reformasi segubasi i bdang pelovanan peri-
inage berusali Peralsan atau perbaikan kerangka dasar perizinan
prenanamay modal idealnya harus melipoli seluruh kemponen di da-
lam izin itu sendivi, paik straktur manpan infrastruktorya, Fungsi
perizinan sangat besar pengarahnya untuk mengurangi ketidakpas-
liun hukum, Aduran-aiuran hukum yang lidak sinkron dan relevan
dengan bidang yvang akan diaturnya menyebabkan ketidakpastian
hukune, el sebab iw. dalam keglatan peranaman modal barus di-
lumidusi wleh aturan-aturan hukum (petiginan) progresif yang sungat
diperlukan unlk mendovong penanam modal asing menginvestasi-
ke dunrya untob reembingun perekonouisn Indonesia,

4 Lihat Mudenjud Eurcon, O i al. ZHO,
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Rezim penanaman modal di berbagai negara diyakini bahwa penanaman modal
asing {foreign direct investment) men]adi sangat dibutuhkan negara-negara berkembang
karena menjadi g per L i negara f rima modal (host country).
Penanaman modal asing yang memiliki kinerja yang tinggi fobove potentiol] selalu
didorong untuk menl:lptalan ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan. Kajian

buku ini 1gkan akar | lan dalam legal inf yang kuat dan progresif
untuk iptakan kepastian hukum, k lahan berusaha, keadilan dan | ;i

penanaman modal. Pada level i ional, buku ini kaji prinsip-prinsip hukum
dalam perd ional dengan faatk dek analisis ek i

dalam hulu.m penanaman modal feconomic analysis of I‘nw} dan memanfaatkan pula
pendekatan legal borrowing, yaitu meniru seluruh atau sebagian dari hukum negara fain
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam penataan m;ulasi di bidanz penanaman
modal. Untuk mengundang investor astﬂg matl
hukum harus diperbaiki dengan mel p regulasi seluruh Bem dengan
review secara berbagal daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Sedangkan pada Ievel nasional dikaji pula prinsip-prinsip dalam pelayanan penanaman
modal dengan memanghkas birokrasi perizinan berbelit- belt untuk mndmaltan efisiensi.
Buku ini diharapkan dapat ik bagi p I ptual tentang hukum
penanaman modal di era global. Kajian ini secara spesifik membahas bagaimana
seharusnya penanaman modal ashg itu bisa mendal.anskan manfaat bagi rakyat dan

tidak bulk i modal asing. Oleh karena itu buku
ini b faat bagi mahasiswa, p intak leslslatﬂ, kademisi, praktisi hukum dan
praktisi bisnis untuk rkan ilmu b di bidang hukum penanaman
modal.
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